
MENTER! KEUANGAN 
REPUBUK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 163 /PMK.02/2016 

TENT ANG 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa clalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 

ayat (5) ,  Pasal 10 ayat (7) , Pasal 12 ayat (6), clan Pasal 14 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 

Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja clan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri 

Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk 

Penyusunan clan Penelaahan Rencana Kerja clan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga clan Pengesahan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah 

cliubah clengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang 

Petunjuk Penyusunan clan Penelaahan Rencana Kerja 

clan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga clan 

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 

b. bahwa clalam rangka pemantapan penerapan kerangka 

pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpaclu, 
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penganggaran berbasis kinerja, serta memberikan 

pemahaman proses bisnis penyusunan anggaran secara 

utuh, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai 

petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan 

anggaran kementerian negara/lembaga dengan petunjuk 

penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan 

anggaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerj a dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA 

DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA DAN 

PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
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2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut 

Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

3. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi 

lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

4. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang 

bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan pada 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran Kernen terian /Lem bag a. 

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 

un tuk melaksanakan se bagian kewenangan dan 

tanggung jawab penggunaan anggaran pada 

Kernen terian /Lem bag a yang bersangku tan. 

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 

Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L 

adalah · Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/ 

Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung 

jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga 

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/ 

Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan 

Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L 

adalah dokumen rencana keuangan tahunan 

Kementerian/Lembaga yang disusun menurut · bagian 

anggaran Kementerian/ Lembaga. 

1 O. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang 

di berikan kepada Kernen terian /Lem bag a se bagai 

pedoman dalam penyusunan Renja K/L. 
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11. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya 

disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi 

anggaran yang dialokasikan kepada Kernen terian / 

Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L. 

12. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang 

selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah batas 

tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada 

Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan 

Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara 

hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

13. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu 

kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas 

dan kualitas terukur. 

14. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

15. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya Keluaran dari kegiatan dalam 1 ( satu) 

program. 

16 . Prakiraan Maju adalah proyeksi indikasi kebutuhan dana 

untuk mencapai tingkat Kinerja yang ditargetkan dalam 

jangka menengah. 

1 7. Angka Dasar adalah indikasi pagu prakiraan ma JU dari 

kegiatan-kegiatan yang berulang dan/ atau kegiatan

kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah 

ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu 

Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan. 

18. Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja 

selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju 

yang berupa program, kegiatan, Keluaran, dan/ a tau 

komponen. 

19. Kelayakan Anggaran adalah penghitungan besaran 

kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah 

Keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang 

paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada 

tahap perencanaan. 
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20. Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara 

objek dengan instrumen yang digunakan. 

21 . Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat 

DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman 

RKA-K/L per unit eselon I dan program dalam suatu 

Kementerian/Lembaga yang ditetapkan. berdasarkan 

hasil penelaahan. 

22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang disusun oleh PA/KPA. 

23. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja 

yang disusun oleh PA menurut unit eselon I 

Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran 

(portofolio). 

24. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak 

secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai 

informasi Kinerja, rincian pengeluaran, rencana 

penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, 

yang berfungsi se bagai dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan satuan kerja. 

Pasal 2 

(1 ) Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan 

Lembaga menyusun RKA-K/L untuk 

Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. 

(2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) berupa: 

a. RKA-K/L Pagu Anggaran; 

b. RKA-K/L Alokasi Anggaran; dan/atau 

c. RKA-K/L APBN Perubahan; 

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara 

formal dan materiil atas RKA-K/L untuk 

Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan 

kewenangannya. 

(4) Pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi 

anggaran (portofolio) dan seb�gai penanggung jawab 

program bertanggung jawab secara formal dan materiil 
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atas RKA-K/L unit eselon I yang disusunnya sesuai 

dengan kewenangannya. 

(5) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L 

kepada Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan. 

Pasal 3 

(1) RKA-K/L disusun dengan mengacu pada pedoman umum 

RKA-K/L, yang meliputi: 

a. pendekatan sistem penganggaran, terdiri atas: 

1 .  penganggaran terpadu; 

2. penganggaran berbasis Kinerja; dan 

3. kerangka pengeluaran jangka menengah. 

b. klasifikasi anggaran, terdiri atas: 

1. klasifikasi organisasi; 

2. klasifikasi fungsi; dan 

3. klasifikasi jenis belanja. 

c. instrumen RKA-K/L, terdiri atas: 

1. indikator Kinerja; 

2. standar biaya; dan 

3. evaluasi Kinerja. 

(2) Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan 

penganggaran berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a angka 2, Kementerian/Lembaga 

melakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja 

dalam RKA-K/L. 

(3) Hasil penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam 

penyusunan RKA-K/L. 

(4) Dalam rangka penerapan kerangka pengeluaran jangka 

menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

angka 3, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-K/L 

disertai dengan Prakiraan Maju. 

(5) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

harus dimutakhirkan oleh Kementerian/Lembaga sesua1 

dengan substansi RKA-K/L yang disampaikan. 
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( 6) Prakiraan Ma ju yang tel ah dimutakhirkan 

oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) menjadi bahan bagi Kementerian Keuangan 

untuk melakukan reviu Angka Dasar dalam rangka 

menyusun pagu tahun anggaran yang direncanakan. 

Pasal 4 

(1 ) Pedoman umum penyusunan RKA-K/L sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Pedoman penyusunan Prakiraan Maju sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) clan pedoman reviu 

Angka Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 5 

RKA-K/L disusun berdasarkan: 

a. Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L untuk 

RKA-K/L APBN, atau Pagu Perubahan APBN untuk 

RKA-K/L APBN Perubahan; 

b. Hasil penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja; 

c. Renja K/L; 

d. Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan 

pendahuluan Rancangan APBN; 

e. hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang 

tentang APBN/Rancangan Undang-Undang tentang 

APBN-Perubahan; 

f. standar biaya; dan 

g. kebijakan pemerintah pusat. 
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Pasal 6 

Penyusunan RKA-K/L serta dokumen pendukungnya harus 

memen uhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran se bagai 

berikut: 

a. mencantumkan sasaran Kinerja dalam RKA-K/L sesuai 

dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana 

Kerja Pemerintah; 

b. mencantumkan sasaran Kinerja sesuai dengan sasaran 

Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah, 

yang meliputi: 

1 .  sasaran strategis dan Keluaran strategis (Keluaran 

Kementerian/Lembaga) beserta indikatornya; 

2. sasaran program dan Keluaran program (Keluaran 

eselon I) beserta indikatornya; dan 

3. sasaran Kinerja Keluaran (Keluaran level satuan kerja 

atau eselon II) beserta indikatornya. 

c. menjamin total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu 

Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L; 

d. menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai 

dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu 

Anggaran K/L dan/ atau Alokasi Anggaran K/L; 

e. menjamin Kelayakan Anggaran dan mematuhi ketentuan 

antara lain penerapan standar biaya masukan, standar 

biaya keluaran dan standar strukur biaya, kesesuaian 

Jems belanja dan akun, hal-hal yang dibatasi, 

pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai 

dari penenmaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah 

luar negen, pinjaman/hibah dalam negen, surat 

berharga syariah negara, badan layanan umum, kontrak 

tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan 

diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada 

badan usaha milik negara; dan 

f. memastikan pencantuman tematik APBN pada level 

Keluaran. 
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BAB II 

PENYUSUNAN RKA-K/L 

Pasal 7 

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau 

pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 

dan sebagai penanggung jawab program menyusun 

RKA-K/L dengan menggunakan format RKA-K/L yang 

memuat rincian alokasi berdasarkan: 

a. Angka Dasar; dan/atau 

b. Inisiatif Baru. 

(2) RKA-K/L yang disusun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung 

antara lain berupa Tenn of Reference (TOR)/Rincian 

Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen terkait lainnya 

untuk: 

a. nnc1an Angka Dasar yang mengalami perubahan 

pada level tahapan/komponen kegiatan; dan/ atau 

b. rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai 

Inisiatif Baru. 

(3) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 

secara berjenjang yang terdiri atas: 

a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

(RKA Satker) ; 

b. RKA-K/L unit eselon I; dan 

c. RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga. 

(4) RKA-K/L unit eselon I sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b ditandatangani oleh pejabat eselon I atau 

pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 

dan sebagai penanggung jawab program. 

(5) Format clan tata cara penyusunan RKA-K/L termasuk 

penyusunan rumusan Kinerja tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 10 -

BAB III 

PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L 

Pasal 8 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan 

penganggaran Kementerian/Lembaga, RKA-K/L unit eselon I 

yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (4) , disampaikan kepada: 

a. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. 

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/ 

Lem bag a un tuk di teli ti; dan 

b. APIP K/L untuk direviu. 

( 1 )  Penelitian RKA-K/L 

Jenderal/ Sekretariat 

Pasal 9 

unit eselon I oleh 

Utama/Sekretariat 

Sekretariat 

c.q. Biro 

Perencanaan /Unit Perencanaan Kernen terian /Lem bag a 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan 

melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran 

dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam 

penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. 

(2) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen 

yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan 

kaidah-kaidah perencanaan penganggaran se bagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ) difokuskan untuk meneliti: 

a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam 

RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam 

Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah; 

b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan 

Pagu Anggaran K/ L; 

c. Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan 

sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran 

K/L; 

d. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada 

level Keluaran; dan 
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e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara 

lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung 

terkait lainnya. 

(3) Hasil penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) disampaikan kepada: 

a. APIP K/L untuk direviu; dan 

b. unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran 

(portofolio) dan sebagai penanggung jawab program 

untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila 

diperlukan. 

(4) Pedoman penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh 

Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. 

Biro Perencanaan /Unit Perencanaan Kernen terian / 

Lembaga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 10 

(1) Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk 

memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan 

memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah 

perencanaan penganggaran. 

(2) Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) difokuskan pada: 

a. Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan sebuah 

Keluaran; 

b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah 

perencanaan penganggaran antara lain penerapan 

standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan 

standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal 

yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk 

kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan 

pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah 

dalam negeri, dan surat berharga syariah negara, 

penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun 

jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan 
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diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada 

badan usaha milik negara; 

c. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara 

lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung 

terkait lainnya; dan 

d. nnc1an anggaran yang digunakan untuk mendanai 

Inisiatif Baru dan/ atau rincian anggaran Angka Dasar 

yang mengalami perubahan pada level komponen. 

(3) Hasil reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada: 

a. unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran 

(portofolio) dan sebagai penanggung jawab program 

untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila 

diperlukan; dan 

b. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat 

c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan 

Kernen terian / Lembaga. 

(4) Pedoman reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(5) APIP K/L dapat menyesuaikan dan mengembangkan 

langkah-langkah dalam pedoman rev1u RKA-K/L 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik mas1ng-mas1ng 

Kernen terian /Lem bag a. 

Pasal 11 

(1) Penelitian RKA-K/L unit esel6n I oleh Sekretariat 

Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. Biro 

Perencanaan /Unit Perencanaan Kernen terian /Lem bag a 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan 

bersamaan dengan reviu RKA-K/L unit eselon I oleh 

APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

(2) Sebagai tindak lanjut penelitian dan reviu RKA-K/L, 

Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. 

Biro Perencanaan /Unit Perencanaan Kernen terian / 

Lembaga dapat memberikan tanda "@" pada RKA-K/L 
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yang selanjutnya akan menjadi catatan di halaman IV 

DIPA. 

Pasal 1 2  

(1) Unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 

dan sebagai penanggung jawab program melakukan 

perbaikan atau penyesuaian RKA-K/L unit eselon I 

berdasarkan: 

a. hasil penelitian Sekretariat Jenderal/Sekretariat 

Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit 

Perencanaan Kementerian/Lembaga; dan/ atau 

b. hasil reviu APIP K/L. 

(2) RKA-K/L unit eselon I yang telah diperbaiki atau 

disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat 

Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit 

Perencanaan Kementerian/ Lembaga un tuk dihimpun 

menjadi RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga. 

Pasal 13 

Dalam hal Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan 

RKA-K/L dalam rarigka Rancangan Undang-Undang tentang 

APBN dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, 

pembahasan difokuskan pada rmc1an alokasi anggaran 

menurut unit orgamsas1, fungsi, dan program sesuai 

Formulir I RKA-K/ L. 

BAB IV 

PENELAAHAN RKA-K/L 

Pasal 14 

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk 

menyampaikan RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam 

bentuk Arsip Data Komputer kepada Kementerian 

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan 

Kernen terian Perencanaan Pembangunan 
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Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan un tuk 

dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan an tara 

Kernen terian/ Lembaga, Kernen terian Keuangan, dan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan. 

(2) Penyampaian Arsip Data Komputer RKA-K/L 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 

Arsip Data Komputer dokumen sebagai berikut: 

a. surat pengantar RKA-K/L yang ditandatangani oleh 

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang 

ditunjuk; 

b. daftar rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I; dan 

c. RKA Satker. 

(3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran 

mengunggah Arsip Data Komputer RKA-K/L sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ke dalam aplikasi Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk dilakukan 

validasi. 

(4) Dalam hal pada proses validasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terdapat data yang tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara, RKA-K/L dikembalikan kepada Kementerian/ 

Lembaga untuk dilakukan perbaikan. 

Pasal 15 

(1) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk meneliti: 

a. Kesesuaian pagu dan sumber dana dalam RKA-K/L 

dengan Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran atau 

pagu APBN-Perubahan K/L; 

b. Kesesuaian antara kegiatan, Keluaran, dan 

anggarannya; 

c. Relevansi komponen/ tahapan, Keluaran, clan 

anggarannya dengan sasaran strategis dan sasaran 

program; dan 

d. konsistensi pencantuman 

Kementerian/Lembaga dengan 

sasaran Kinerj a 

Renja K/L dan 
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Rencana Kerja Pemerintah termasuk Prakiraan Maju 

untuk 3 (tiga) tahun ke depan. 

(2) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) difokuskan pada nnc1an anggaran yang 

digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru. 

(3) Hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam catatan hasil 

penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat eselon II 

dari Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan 

Pembangunan, dan Kementerian Keuangan. 

(4) Tata cara penelaahan RKA-K/L termasuk penelaahan 

informasi Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 16 

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran 

menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan 

menjadi himpunan RKA-K/L untuk selanjutnya 

digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan 

Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta Nota 

Keuangannya. 

(2) Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 belum diterima Kementerian 

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sampai 

dengan akhir bulan Juli, Rancangan Undang-Undang 

tentang APBN, Nota Keuangan, dan himpunan RKA-K/L 

disusun berdasarkan RKA-K/L hasil penelaahan 

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

(3) Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota 

Keuangan, dan himpunan RKA-K/L sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat minggu 

kedua bulan Agustus untuk dilakukan pembahasan 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 16 -

BAB V 

PENYESUAIAN RKA-K/L DAN PENETAPAN DHP RKA-K/L 

Pasal 17 

(1) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang

Undang tentang APBN antara Pemerintah dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan 

Alokasi Anggaran K/L. 

(2) Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi dasar untuk penyesuaian RKA-K/L oleh 

Menteri/ Pimpinan Lembaga. 

Pasal 18 

(1) Dalam hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 7 tidak mengakibatkan perubahan 

RKA-K/L Pagu Anggaran yang telah dibahas dan 

disetujui oleh p1mpman komisi terkait di Dewan 

Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. 

pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi 

anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab 

program menyampaikan RKA-K/L Alokasi Anggaran yang 

telah mendapat persetujuan Dewan Perwg_kilan Rakyat 

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Anggaran dilengkapi dengan lembar persetujuan 

pimpinan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan 

dokumen se bagaimana dimaksud dalam Pas al 14 

ayat (2) . 

(2) RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi bahan penyusunan DHP RKA-K/L. 

(3) DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang 

Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/ 

Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan 

dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara atas nama Menteri Keuangan paling lambat 

minggu ketiga bulan November. 
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Pasal 19 

(1) Dalam hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 mengakibatkan perubahan RKA-K/L 

Pagu Anggaran yang telah dibahas dan disetujui oleh 

pimpinan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, 

Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau 

pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 

dan sebagai penanggung jawab program melakukan 

penyesuman RKA-K/L Pagu Anggaran unit eselon I 

menjadi RKA-K/L Alokasi Anggaran. 

(2) Dalam hal penyesuaian RKA-K/L Pagu Anggaran unit 

eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk mendanai Inisiatif Baru termasuk tambahan yang 

berasal dari hasil pembahasan dengan komisi terkait di 

Dewan Perwakilan Rakyat, penyesuaian RKA-K/L Pagu 

Anggaran menjadi RKA-K/L Alokasi Anggaran tersebut 

harus dilengkapi dengan lembar persetujuan komisi 

terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen 

pendukung lainnya. 

(3) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) beserta dokumen pendukung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada: 

a. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat 

c.q. Biro Perencanaan /Unit 

Kementerian/Lembaga untuk diteliti; dan 

b. APIP K/L untuk direviu. 

Perencanaan 

(4) Penelitian dan reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran unit 

eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan 

untuk memastikan kebenaran RKA-K/L Alokasi Anggaran 

unit eselon I yang mengalami perubahan beserta 

kelengkapan dokumen pendukungnya. 

(5) Ketentuan mengenm penelitian RKA-K/L Alokasi 

Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 berlaku mutatis mutandis dalam penelitian 

RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 18 -

(6) Ketentuan mengenai rev1u RKA-K/L Alokasi Anggaran 

unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

berlaku mutatis mutandis dalam penelitian RKA-K/L 

Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4). 

(7) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang telah diteliti 

dan direviu disampaikan kepada unit eselon I yang 

memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai 

penanggung jawab program untuk dilakukan perbaikan 

atau penyesuaian apabila diperlukan. 

(8) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang telah 

diperbaiki atau disesuaikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) diSampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ 

Unit Perencanaan 

dihimpun menjadi 

Lembaga. 

Kementerian / Lembaga un tuk 

RKA-K/L lingkup Kementerian/ 

(9) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan lembar 

persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat 

terkait dengan hasil pembahasan Rancangan Undang

Undang tentang APBN belum diperoleh, Biro 

Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga 

memberikan tanda "@" dan catatan dalam DHP RKA-K/L. 

Pasal 20 

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau 

pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 

dan sebagai penanggung jawab program menyampaikan 

RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (7) dilengkapi lembar persetujuan 

komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada 

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran 

dan Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan untuk 

dilakukan penelaahan. 
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(2) Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ) difokuskan pada RKA-K/L yang 

mengalami perubahan dan digunakan untuk Inisiatif 

Baru. 

(3) RKA-K/L Alokasi Anggaran yang telah ditelaah menjadi 

bahan penyusunan DHP RKA-K/L. 

(4) DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3 ) ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang 

Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran 

Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, 

Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara atas nama Menteri Keuangan 

paling lambat minggu ketiga bulan November. 

Pasal 21 

DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (3 ) dan Pasal 20 ayat (4) menjadi salah 

satu dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN. 

BAB VI 

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA K/L 

Pasal 22 

(1) Dalam rangka pelaksanaan APBN, PA menyusun DIPA 

menurut bagian anggaran yang dikuasainya. 

(2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disusun 

berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. 

(3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. DIPA Induk; dan 

b. DIPA Petikan. 

Pasal 23 

(1 ) DIPA Induk terdiri atas: 

a. lembar Surat Pengesahan DIPA lnduk; 
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b. halaman I memuat Informasi Kinerja clan Anggaran 

Program; 

c. halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per 

Satker; dan 

d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraaan Penerimaan. 

(2) Lembar Surat Pengesahan DIPA Incluk memuat: 

a. dasar hukum penerbitan DIPA Induk; 

b. identitas unit dan pagu DIPA Induk; 

c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer); 

d. tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk; 

clan 

e. kode pengaman berupa digital stamp. 

(3) Halaman I, halaman II, clan halaman III DIPA Induk 

dilengkapi dengan: 

a. tanda tangan pejabat eselon I yang merupakan 

penanggung jawab pelaksanaan program dan 

memiliki alokasi anggaran (portofolio) ; dan 

b. kocle pengaman berupa digital stamp. 

(4) Pernyataan syarat clan ketentua:n (disclaimer) 

sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) huruf c meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut 

dituangkan ke dalam DIPA Petikan untuk masing

masing satuan kerja; 

b. pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan 

pengesahan DIPA Petikan; 

c. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan 

dana/ pengesahan bagi 

a tau dasar 

Benclahara 

Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara; 

pencairan 

Um um 

d. informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, 

dan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah 

Membayar untuk masing-masing satuan kerja 

terdapat pacla DIPA Petikan; 

e. rencana penarikan dana clan perkiraan penenmaan 

yang tercantum dalam Halaman III DIPA Incluk 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 21 -

merupakan akumulasi rencana penarikan dana dan 

perkiraan penerimaan dari seluruh satuan kerja; 

f. tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang 

tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada 

PA/KPA; dan 

g. DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2.XXX 

sampai dengan 3 1  Desember 2.XXX. 

Pasal 24 

(1) DIPA Petikan terdiri atas: 

a. lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan; 

b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber 

Dana yang terdiri atas: 

1) halaman IA mengenai Informasi Kinerja; dan 

2) halaman IB mengenai Sumber Dana; 

c. halaman II memuat Rincian Pengeluaran; 

d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraaan Penerimaan; dan 

e. halaman IV memuat Catatan. 

(2) Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan memuat antara 

lain: 

a. dasar hukum penerbitan DIPA Petikan; 

b. identitas dan pagu satuan kerja; 

c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer); dan 

d. kode pengaman berupa digital stamp. 

(3 ) Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA 

Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital 

stamp. 

(4) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit 

Organisasi, dan Kementerian/Lembaga) ; 

b. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem 

yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital 
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stamp se bagai penggan ti tanda tangan pengesahan 

(otentifikasi) ; 

c. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/ 

pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa 

Bendahara Umum Negara; 

d. rencana penarikan dana dan perkiraan penenmaan 

yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi 

sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan; 

e. tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang 

tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada 

pada PA/KPA; 

f. dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA 

Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian 

Keuangan maka yang berlaku adalah data yang 

terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA 

Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti 

yang ada); dan 

g. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX 

sampai dengan 31 Desember 2XXX. 

(5) Catatan dalam Halaman IV DIPA Petikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ) huruf e memuat informasi 

mengenai: 

a. alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi 

dengan dokumen se bagai dasar pengalokasian 

anggaran, yaitu persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat, hasil reviu/ audit dari Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (khusus untuk dana 

optimalisasi), naskah perjanjian Pinjaman Hibah Luar 

Negeri/Pinjaman Hibah Dalam Negeri dan nomor 

register (khusus yang bersumber dana Pinjaman 

Hibah Luar Negeri/Pinjaman Hibah Dalam Negeri); 

b. alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum 

didistribusikan ke satuan kerja-satuan kerja daerah; 

c. Kel uaran cadangan; 

d. alokasi anggaran yang ditunda (self blocking) sebagai 

akibat kebijakan pemerintah pusat dalam rangka 
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pengenclalian clan pengamanan pelaksanaan 

anggaran; 

e. alokasi anggaran yang cligunakan clalam rangka 

pengesahan; 

f .  tunggakan tahun anggaran yang lalu; clan/ atau 

g. pencantuman volume pembangunan/renovasi 

bangunan/geclung negara clan pengaclaan kenclaraan 

bermotor. 

Pasal 25 

DIPA Petikan cligunakan sebagai clasar pelaksanaan kegiatan 

satuan kerja clan pencairan clana/ pengesahan bagi Benclahara 

Umum Negara/Kuasa Benclahara Umum Negara yang 

merupakan kesatuan yang ticlak terpisahkan clari DIPA Incluk. 

Pasal 26 

Dalam rangka penyusunan DIPA Incluk, PA clapat menunjuk 

clan menetapkan pejabat eselon I yang memiliki alokasi 

anggaran (portofolio) clan sebagai penanggung jawab program 

sebagai pejabat penanclatangan DIPA Incluk. 

Pasal 27 

(1) Pejabat penanclatangan DIPA Incluk sebagaimana 

climaksucl clalam Pasal 26 meneliti kebenaran substansi 

DIPA Incluk yang clisusun berclasarkan Peraturan 

Presiclen mengenai Rincian APBN. 

(2) DIPA Incluk yang telah clitanclatangani oleh pejabat 

penanclatangan DIPA Incluk clisampaikan kepacla 

Direktur Jencleral Anggaran. 

(3) Direktur Jencleral Anggaran menetapkan batas akhir 

waktu penerimaan DIPA Incluk. 

Pasal 28 

(1) Direktorat Jencleral Anggaran melakukan valiclasi atas 

DIPA Incluk yang telah clitanclatangani oleh pejabat 

penancla tangan DIPA Induk berdasarkan Peraturan 

Presiclen mengenai rincian APBN. 
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(2) Berdasarkan hasil validasi atas DIPA lnduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) , Menteri Keuangan mengesahkan 

DIPA untuk bagian anggaran Kementerian/Lembaga. 

(3) Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama 

Menteri Keuangan. 

(4) Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran 

dilakukan dengan menandatangani lembar Surat 

Pengesahan DIPA Induk. 

(5) Pengesahan DIPA lnduk sekaligus merupakan 

pengesahan atas DIPA Petikan. 

(6) Berdasarkan pengesahan DIPA lnduk, DIPA Petikan 

untuk masing-masing satker dicetak secara otomatis 

melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman 

berupa digital stamp sebagai pengganti tanda pengesahan 

( oten tifikasi) . 

Pasal 29 

Petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini . 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan 

RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap tata 

cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan 

DIPA berdasarkan APBN Perubahan. 

Pasal 31 

Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka penyusunan 

dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 25 -

Pasal 32 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Meriteri 

Keuangan Nomor 143 /PMK.02/2015 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1624), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 33 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Oktober 2016 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Oktober 2016 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1629 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 163 /PMK.02/201 6 

TENT ANG 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

DAN PENGESAHAN DAFT AR IS IAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN 

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain Rencana Dana 

Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN). Karena ada perbedaan 

dalam tata cara penyusunan antara anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(K/L) dan anggaran BUN, dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya berisi 

mengena1 pedoman umum penyusunan RKA-K/L, yang didefinisikan sebagai 

dokumen rencana keuangan tahunan K/ L yang disusun menurut Bagian 

Anggaran K/L. Sementara itu, pedoman umum penyusunan RDP-BUN diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. 

Secara garis besar, proses penyusunan RKA-K/L mengatur 3 (tiga) materi 

pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, dan 

proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 

anggaran terdiri atas pendekatan: i) penganggaran terpadu, ii) Penganggaran 

Berbasis Kinerja (PBK), dan iii) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 

(KPJM). Sementara itu, klasifikasi anggaran yang digunakan dalam 

penganggaran meliputi i) klasifikasi menurut organisasi, ii) klasifikasi menurut 

fungsi, dan iii) klasifikasi menurut jenis belanja (ekonomi). Selanjutnya, proses 

penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme 

penganggarannya, dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu 

Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran tersebut harus 

dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar 

dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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A.· PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (UU 17 /2003) , penyusunan anggaran oleh K/L 

mengacu kepada 3 (tiga) pilar sistem penganggaran, yaitu (1) 

pengangga,ran terpadu, (2) PBK, clan (3) KPJM. Pendekatan penyusunan 

anggaran tersebut terus mengalami perbaikan clan penyempurnaan, clan 

diwajibkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan bidang 

penganggaran dalam merancang clan menyusun anggaran. 

1. Pendekatan Penganggaran Terpadu 

Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar 

bagi penerapan pendekatan penyusunari anggaran lainnya yaitu PBK 

clan KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu 

merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. 

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan 

mengintegrasikan seluruh proses perencanaan clan penganggaran 

di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan 

klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, clan jenis belanja. 

Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan clan penganggaran 

dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana 

untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan 

biaya operasional. 

Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu juga 

diharapkan dapat mewujudkan satuan kerja (satker) sebagai 

satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap 

aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan 

dan/ atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak 

ada duplikasi dalam penggunaannya. 

Penganggaran terpadu tersebut diterapkan pada ketiga 

klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, 

dan klasifikasi ekonomi. Dalam kaitan ini, pengalokasian anggaran 

dalam RKA-K/L, misalnya, secara total merupakan gabungan antara 

anggaran operasional dan anggaran non-operasional. Berkaitan 

dengan itu, mulai RKA-K/L 2016 dilakukan penataan pengalokasian 

anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan agar lebih sesuai 

dengan penganggaran terpadu. 
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2. Penclekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) 

PBK merupakan suatu penclekatan clalam sistem penganggaran 

yang memperhatikan keterkaitan antara penclanaan clan Kinerja yang 

cliharapkan, serta memperhatikan efisiensi clalam pencapaian kinerja 

tersebut. Yang climaksucl Kinerja aclalah prestasi kerja yang berupa 

keluaran clan/ atau hasil, clari kegiatan yang clilakukan oleh K/L, unit 

eselon I, clan eselon II/ satker clengan kuantitas clan kualitas yang 

terukur. 

Lanclasan konseptual yang menclasari penerapan PBK meliputi: 

a. . Pengalokasian anggaran berorientasi pacla Kinerja (output and 

outcome oriented); 

b. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan cliclasarkan pacla 

tugas-fungsi Unit Kerja yang clilekatkan pacla struktur organisasi 

(money fallow Junction); 

c. Terclapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran clengan tetap 

menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). 

Lanclasan konseptual clalam rangka penerapan PBK tersebut 

bertujuan untuk: 

a. Menunjukan keterkaitan antara penclanaan clengan Kinerja yang 

akan clicapai (direct linkages between performance and budget); 

b. Meningkatkan efisiensi clan transparansi clalam penganggaran 

(operational efficiency); 

c. Meningkatkan fleksibilitas clan akuntabilitas unit clalam 

melaksanakan tugas clan pengelolaan anggaran (more flexibility 

and accountability). 

Agar penerapan PBK tersebut clapat clioperasionalkan, PBK 

menggunakan instrumen sebagai berikut: 

a. Inclikator Kinerja, merupakan instrumen yang cligunakan untuk 

mengukur Kinerja suatu instansi pemerintah. Dalam rangka 

penyusunan RKA-K/L menggunakan inclikator Kinerja hasil 

penataan Arsitektur clan Informasi Kinerja; 

b. Stanclar Biaya, aclalah satuan biaya yang clitetapkan berupa 

Stanclar Biaya Masukan, Stanclar Biaya Keluaran, clan Stanclar 

Struktur Biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; 

clan 
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c. Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian 

Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dah implementasi, 

serta realisasi penyerapan anggaran. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas indikator Kinerja, mulai 

RKA-K/L 2016 dilakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja 

(ADIK) dengan menggunakan kerangka berpikir logis. Penataan 

ADIK dalam RKA-K/L dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

top-down, yaitu dengan menurunkan output strategis di level K/L ke 

dalam output program di level eselon I dan selanjutnya output 

program di level eselon I tersebut diturunkan ke dalam output 

kegiatan di level eselon II. Sementara itu, output strategis merupakan 

penterjemahan dari sasaran strategis. Demikian pula, output program 

merupakan penterjemahan dari sasaran program, dan output 

kegiatan merupakan penterjemahan dari sasaran kegiatan. 

Penataan ADIK dalam RKA-K/L juga dilakukan dalam rangka 

sinkronisasi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, 

yang secara ringkas digambarkan dalam Bagan I. l. 

Bagan I.1. 

Harmonisasi/ Sinkronisasi Perencanaan dengan Penganggaran 

Keterangan : 

0 
ADIK 

D+O 
Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan 

instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara 

operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan 

yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/ L sesuai 

dengan tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi 

K/L) dan/ atau penugasan pemerintah. 
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Dokumen perencanaan tersebut meliputi rencana lima tahunan 

seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) · 

dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L), 

dan rencana tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L). Sementara 

itu, alokasi anggaran yang dikelola K/ L tercermin dalam dokumen 

RKA-K/L dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang juga 

merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang bersifat 

tahunan serta mempunyai keterkaitan erat. Hubungan antara 

dokumen-dokumen tersebut digambarkan pada Bagan I.2. 

Bagan I.2 

Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. 

Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national 

outcomes) sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1 945. 

Selanjutnya berdasarkan tugas-fungsi yang diemban, K/L menyusun: 

a. Output-Output Strategis di level K/ L beserta indikator

indikatornya untuk mencapai Sasaran Strategis (Outcome K/L) 

yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN dan Renstra, 

serta RKP dan Renja; 

b. Output-Output Program di level eselon I beserta indikator

indikatornya untuk mencapa1 sasaran Program (Outcome 

Eselon I) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta 

RKP dan Renja; 

c. Output-Output Kegiatan (Sasaran Kegiatan) beserta indikator

indikatornya di level Unit pengeluaran (spending unit) pada 

tingkat eselon II/Satker di lingkungan unit eselon I sesuai 

Program yang menjadi tanggung jawabnya. 

Perumusan sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran 

kegiatan dalam penerapan PBK merupakan hal yang sangat penting 

disamping perumusan output strategis, output program, dan output 

kegiatan beserta indikator-indikatornya. Rumusan indikator Kinerja 
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terse but menggambarkan tanda-tanda keberhasilan 

program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta Keluaran/Hasil 

yang diharapkan. Indikator Kinerja inilah yang akan digunakan 

sebagai alat ukur dalam mengevaluasi keberhasilan 

program/kegiatan. 

3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 

KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan 

kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan 

implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun 

anggaran. Sesuai dengan amanat UU 1 7  /2003, dalam penerapan 

KPJM, K/L menyusun Prakiraan Maju dalam periode 3 (tiga) tahun 

k� depan, dan hal tersebut merupakan keharusan yang dilakukan 

setiap tahun, bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L. 

Secara umum, penyusunan KPJM yang komprehensif 

memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka 

menengah meliputi: 

a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi 

makro untuk jangka menengah; 

b. penyusunan proyeksi/rencana/target-target fiskal (seperti tax 

ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah; 

c. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan 

pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), 

yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources 

·envelope); 

d. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing

masing K/ L (line ministries ceilings). Indikasi pagu K/ L dalam 

jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi 

anggaran belanja dalam jangka menengah; 

e. penjabaran pengeluaran jangka menengah masing-masing K/ L 

(line ministries ceilings) ke masing-masing program dan kegiatan 

berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah 

ditetapkan. 

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana huruf a sampai dengan 

huruf d · merupakan proses top down, sedangkan tahapan huruf e 

merupakan kombinasi dari proses top down dengan proses bottom up. 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L dengan pendekatan KPJM, 

K/L perlu menyelaraskan kegiatan/program dengan RPJMN dan 
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Renstra K/L, yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam 

menyusun RKP clan Renja K/L. 

B.  MEKANISME PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA DALAM RKA-K/L 

1. Persiapan Penyusunan Informasi Kinerja 

Sebelum melakukan penyusunan informasi Kinerja, langkah 

yang perlu dilakukan adalah : 

a .  Mempersiapkan visi clan misi orgamsas1 atau tugas clan fungsi 

organ1sas1; 

b. Memahami pengertian, kriteria, clan format informasi Kinerja; 

clan 

c. Mempersiapkan dokumen lain yang terkait. 

Idealnya, penyusunan informasi Kinerja bersifat top-down, 

dalam pengertian bahwa penyusunannya harus diawali dari 

tingkatan pengambil kebijakan tertinggi pad a 

Kementerian/Lembaga berkenaan, kemudian dilanjutkan ke 

tingkatan pengambil kebijakan di bawahnya, demikian seterusnya. 

Cara ini juga dilakukan dalam penyusunan jenis informasi, yang 

diawali dengan penyusunan outcome, kemudian output, aktivitas, 

clan input (dalam hal ini input terkait dengan pagu RKA-KL). 

Alur penyusunan informasi kinerja tergambar pada Bagan 1 . 3  

berikut ini: 

\ 
level J 

Program i 

level 

Kegiatan 

Bagan 1 . 3  

Alur Penyusunan Informasi Kinerja 

· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
I ( Input K/L 

I i 

1 (  
• i Input Es. I 
I ! 

--::�i-1 r �������;� ·1 l,-··
·
······�:�:;:�·········J·, ....... ����.�.�.�.'.�·--·· 

c-·----·--·--·-
i Aktivitas/ 

I Proses Es. I 

·L lndikator ,,j.. lndikator Kinerja 
Output K/l Sasaran Strategis 

� 1-··-----
! l Sasaran 

i l Program 
Output Es I 

.;+. lndikator '* lndikator IOnerja 
Output Es I Program 

................... -....... , 
Aktivitas/ Sasaran 

Proses Es. II Kegiatan 

' *- lnd ikator Kinerja 

Keluaran • 
l , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ ,  _ _ _ _  J 
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2. Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja 

Mekanisme penyusunan outcome, output, aktivitas, dan input 

di setiap tingkatan pengambilan kebijakan pada dasarnya sama. 

Sebelum memulai penyusunan informasi Kinerja, penting bagi 

seluruh anggota tim penyusun untuk memahami posisi pada 

tingkatan mana mereka akan menyusun informasi Kinerja. 

Meskipun anggota tim berasal dari berbagai tingkatan jabatan, 

namun apabila tim dimaksud akan menyusun informasi Kinerja 

tingkat Kementerian/Lembaga, maka posisikan seluruh anggota 

tim sebagai Menteri/Pimpinan Lembaga sehingga fokus diskusi 

berada pada level strategis . Demikian juga sekiranya tim akan 

melakukan penyusunan informasi kinerja tingkat eselon I, maka 

posisikan tim dimaksud sebagai Direktur Jenderal/ Sekretaris 

Jenderal/Deputi/Sekretaris Utama atau jabatan lain yang 

setingkat sehingga fokus diskusi berada pada level lebih taktis. 

a. Penyusunan Outcome 

Tahapan dalam perumusan outcome adalah sebagai berikut : 

1 )  Pahami urusan yang menjadi tanggung jawab organisasi 

bersangku tan. 

a) Untuk membantu memahami unisan tersebut, dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi visi atau tugas 

organisasi berkenaan. 

b) Pahami substansinya; apa yang menjadi urusan 

pokok/utama orgamsas1 berkenaan dalam 

pemerintahan. Semakin spesifik urusan yang bisa 

diidentifikasi, akan semakin membantu proses 

penyusunan informasi di tahapan berikutnya. 

c) Beberapa pertanyaan untuk membantu identifikasi 

urusan spesifik antara lain: 

• Bidang tugas apa yang menjadi urusan organisasi 

tersebut (misalnya: ekonomi) 

• Apakah bisa lebih spesifik lagi (coba ajukan 

pertanyaan m1 berulang-ulang sampai 

teridentifikasi jawaban yang benar-benar paling 

spesifik) . Misalnya, apabila urusan pertanian, 

apakah urusan itu menyangkut produksi, 

penanggulangan penyakit/hama, atau yang lain. 
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Apabila menyangkut produksi, apakah di aspek 

persiapannya, pelaksanaannya, pasca panen, atau 

semua tahapan produksi . Demikian seterusnya. 

2 )  Seberapa besar / luas skala atau segmentasi urusan 

terse but. 

Skala atau segmentasi dapat berdasarkan lokasi (nasional 

atau wilayah tertentu) , usia (balita, dasar, lansia, dan 

sebagainya) , pendidikan, dan/ atau skala lain yang dapat 

merepresentasikan suatu spesifikasi tertentu .  Skala yang 

dipilih dapat merupakan kombinasi, misalnya lokasi dan 

USia. 

3) Identifikasi apakah urusan tersebut sepenuhnya menj adi 

tanggung j awab organisasi berkenaan . 

I 

Apabila ada organisasi lain yang berkontribusi terhadap 

urusan dimaksud, sebutkan organisasi tersebut dan apa 

peran dan berapa besar porsi masing-masing terhadap 

urusan dimaksud . 

4 )  Identifikasi dan analisis masalah dan/ atau kebutuhan . 

a) Apa masalah dan/ atau kebutuhan spesifik yang 

ditemui dan ingin diselesaikan . Lingkup masalah disini 

bukan termasuk masalah yang ditemui dalam internal 

organ1sasi . 

b) Identifikasi akar masalahnya, bukan gejalanya. Kurang 

c) 

tepatnya mengiden tifikasi penyebab masalah 

berpotensi menyulitkan langkah berikutnya. 

Apakah ada data yang mendukung analisis 

permasalahan dan/ atau kebutuhan terse but . Seda pat 

mungkin dihindari analisis permasalahan berdasarkan 

rumor, perasaan, praduga, atau informasi lain yang 

tidak didukung dengan data atau bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan . 

d) Identifikasi masalah dan/ atau kebutuhan m1 

seyogyanya dihasilkan melalui suatu riset .  Alternatif 

lain untuk mengetahui masalah dan/ atau kebutuhan 

adalah melalui studi literatur atau pendalaman hasil 

riset dan/ atau hasil penelitian yang dilakukan pakar 

atau lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan . 
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5) Identifikasi pemangku kepentingan atau penerima manfaat. 

a) Pemangku kepentingan atau penenma manfaat 

merupakan pihak eksternal yang akan dilayani oleh 

organisasi atau pihak yang akan diintervensi atas 

perubahan yang telah ditetapkan . Pemangku 

kepentingan atau penenma manfaat ini bisa orang 

atau lembaga. 

b) Semakin spesifik pemangku kepentingan atau 

penenma manfaat yang teridentifikasi, akan semakin 

mempermudah tahapan dan langkah berikutnya. 

Contoh identifikasi pemangku kepentingan atau 

penerima manfaat yang spesifik misalnya: petani 

pesisir, investor luar negeri . Sedangkan contoh yang 

terlalu luas misalnya: masyarakat. 

c) Agar menjadi perhatian bahwa tidak semua pihak 

eksternal yang berhubungan dengan organisasi dapat 

dikategorikan sebagai pemangku kepentingan atau 

penerima manfaat. 

6) Identifikasi tujuan; apa yang ingin dicapai dalam beberapa 

tahun ke depan . 

a) Identifikasi tujuan dapat dilakukan dengan : 

• bantuan pemahaman atas visi organisasi; 

• berangkat dari masalah dan/ atau kebutuhan 

yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya; 

• mengidentifikasi tujuan yang terkandung dalam 

dokumen formal yang memuat berbagai informasi 

terkait tujuan organisasi berkenaan . 

b) Tujuan yang dirumuskan harus dalam perspektif 

pemangku kepentingan atau penerima manfaat, bukan 

tujuan berdasarkan perspektif internal orgamsas1 

berkenaan . 

7) Identifikasi perubahan atau kondisi seperti apa yang harus 

terwujud agar tujuan tersebut tercapai yang rumusannya 

nanti akan dijadikan sebagai outcome. 
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a) Rumuskan dengan jelas perubahan apa yang 

diinginkan . Perhatikan kriteria rumusan outcome yang 

telah dij elaskan pada bagian sebelumnya. 

b) Berikan argumen mengapa kondisi atau perubahan 

tersebut penting; apa relevansinya terhadap situasi 

yang telah dirumuskan pada tahap se belumnya. 

8 )  Susun indikator outcome. 

Mekanisme penyusunan indikator dij e laskan lebih lanjut  

di bagian e .  

b .  Mekanisme Penyusunan Output 

Tahapan yang dapat dilakukan dalam perumusan output adalah 

sebagai berikut: 

1 )  Perhatikan kembali rumusan outcome yang telah 

dihasilkan . 

2 )  Tentukan produk akhir yang diperlukan oleh pemangku 

kepentingan atau penerima manfaat yang secara langsung 

dapat mempengaruhi outcome. 

Pahami seluruh proses atau siklus dalam 

berkenaan; karena suatu produk untuk 

orgamsas1 

kebutuhan 

eksternal tetapi digunakan kembali dalam proses 

selanjutnya di organisasi berkenaan, bisa j adi hal tersebut 

bukanlah produk akhir (final output) sehingga tidak bisa 

dikategorikan sebagai output. 

Hati-hati, jangan terj ebak pada paradigma bahwa suatu 

output harus berwujud fisik, misalnya dokumen berupa 

laporan yang dalam perspektif ini tidak dapat dikategorikan 

sebagai output karena laporan tersebut hanya bersifat 

media saj a. 

3) Perhatikan kembali output yang telah disusun dan lihat 

kembali kesesuaiannya dengan kriteria yang telah 

disebutkan pada bagian sebelumnya. 

Penyusunan spesifikasi output merupakan proses yang 

berlangsung terus-menerus, yang seharusnya direviu paling 

tidak setahun sekali , dan dapat disempurnakan/ diperbaiki 

apabila diperlukan . 
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Reviu yang clilakukan harus mempertimbangkan berbagai 

sisi clan kepentingan, baik pengelola program, maupun 

pihak-pihak lain yang berkepentingan . 

Potensi kesulitan yang ditemui pada saat penyusunan 

output: 

• Kesulitan menentukan output clikaitkan clengan 

otonomi claerah (sebenarnya wewenang pusat atau 

claerah) . 

• Output yang merupakan penugasan / kebijakan 

pemerintah . 

• Hasil clari suatu pekerjaan besar clengan clana besar 

tetapi ticlak masuk clalam klasifikasi input atau output. 

Apabila menemui kesulitan seperti hal tersebut, iclentifikasi 

output berkenaan clan clapat cliakomoclasi sebagai informasi 

kinerj a  yang clalam perjalanannya perlu clievaluasi kembali , 

baik terkait clengan penentuan kewenangan (pusat/ claerah) 

clan urgensinya . 

Potensi kesulitan lainnya aclalah membeclakan antara input 

clan output serta antara output clan outcome. output aclalah 

"apa" yang clihasilkan seclangkan outcome aclalah 

"mengapa" output tersebut perlu clihasilkan . Dalam 

rumusan yang berbecla, output yang clihasilkan harus clalam 

kendali orgamsas1, seclangkan outcome belum tentu 

sepenuhnya clalam kenclali organisasi . 

4 )  Susun inclikator output. 

Mekanisme penyusunan inclikator clij elaskan lebih lanj ut 

di bagian e .  

c .  Mekanisme Penyusunan Aktivitas 

1 )  Mekanisme Umum Penyusunan Aktivitas 

Penyusunan aktivitas clilakukan clengan mengiclentifikasi 

berbagai proses bisnis,  baik bersifat berurutan (sequence) 

maupun proses parsial yang ticlak saling berkaitan, clalam 

rangka menghasilkan suatu output. 

Penyusunan aktivitas JUga clapat dilakukan clengan 

mempertimbangkan struktur organisasi, yaitu berclasarkan 

tugas dan fungsi tingkatan orgamsas1 yang acla di 

bawahnya. 
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Suatu eselon I menghasilkan output, misalnya output A, 

yang merupakan produk dari serangkaian dari Aktivitas 1 ,  

Aktivitas 2 ,  dan Aktivitas 3 , yang masing-masing Aktivitas 

tersebut mencerminkan tugas dan fungsi eselon II . 

2 )  Sinkronisasi I stilah (Terminologi) 

I stilah aktivitas di berbagai tingkatan organisasi 

(pengambilan kebij akan) dan diberbagai dokumen dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a) Aktivitas di tingkatan Kementerian/ Lembaga di 

dokumen Renstra K/ L dapat diserupakan dengan 

istilah Program; 

b) Aktivitas di tingkatan Eselon I di dokumen Renstra K/ L 

dapat diserupakan dengan istilah Kegiatan; 

c) Aktivitas di tingkatan Eselon II / Kegiatan di dokumen 

Renstra dapat diserupakan dengan Proses /Tahapan/ 

Komponen.  Di dokumen RKA-K/ L yang berlaku pada 

tahun 20 1 5 ,  istilah Aktivitas pada tingkatan ini dapat 

juga diserupakan dengan Komponen . 

d .  Mekanisme Penyusunan Input 

Dalam hal penyusunan RKA-K/ L, input merupakan besaran 

pagu K/L  pada RKA-K/ L pada tiap-tiap level .  Rincian untuk 

masing-masing kategori input adalah sebagai berikut: 

1 )  Gaj i  dan Tunjangan 

Kategori Gaj i  dan Tunjangan dijelaskan lebih lanjut dalam 

angka 3 standardisasi output dan input, serta output generik 

pada angka 2 standardisasi input. 

2) Tanah dan Bangunan 

Kategori Tanah dan Bangunan termasuk didalamnya 

meliputi : 

a) Pemeliharaan kantor; 

b) Pengadaan tanah; 

c) Pendirian / pem ban gun an/ rehabili tasi saran a dan 

prasarana instansi/ perkantoran maupun rumah dinas 

berupa gedung/ bangunan, taman, tempat parkir, 

pagar, pos pengamanan; 
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d) Bangunan yang mempunya1 karakteristik khusus 

clan/ atau spesifikasi khusus dalam rangka 

menjalankan tugas clan fungsi khusus .  

3 )  Peralatan clan Mesin 

Kategori Peralatan clan Mesin termasuk didalamnya 

meliputi : 

a) Kendaraan bermotor untuk pejabat, angkutan pegawai , 

clan operasional kantor / lapangan, 

b) Alat transportasi yang mempunyai karakteristik 

khusus,  spesifikasi khusus, clan/  atau untuk 

pelaksanaan tugas clan fungsi yang khusus, 

c) Perangkat pengolah data clan komunikasi, 

d) Perangkat pengolah data dan komunikasi yang bersifat 

khusus untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

khusus,  serta 

e) Peralatan dan fasilitas perkantoran. 

4) Operasional Perkantoran 

Kategori Operasional Perkantoran dij elaskan lebih lanj ut 

dalam angka 3 standardisasi output dan input, serta output 

generik pada angka 2 standardisasi input. 

Dalam penyusunan RKA-K/ L, input-input seperti tersebut 

dikategorikan sebagai komponen dari output layanan internal . 

Untuk penj elasan lebih lanjut diuraikan pada bagian 3 . 

Standardisasi output dan Input, serta output Generik. 

e .  Penyusunan Indikator Kinerja  

Panduan mekanisme penyusunan indikator Kinerj a  dalam 

bagian ini bersifat umum, yang dapat diterapkan pada saat 

penyusunan indikator outcome maupun indikator output. 

Terdapat 6 (enam) tahapan dalam menyusun indikator kinerja ,  

yaitu : 

1 )  Rumuskan dan susun ukuran Kinerj a  di setiap tingkatan . 

Ukuran Kinerj a  harus bisa menggambarkan tanda-tanda 

ketercapaian outcome clan output. Pemilihan dan 

penyusunan ukuran Kinerja  harus meperhatikan kriteria 

sebagaimana telah dij elaskan di atas . Penentuan ukuran 

Kinerj a  dan target lebih disesuaikan pada kepentingan 

eksternal dari pada kemudahan dalam mengukurnya. 
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2 )  Tentukan formula pengukurannya dan metode 

perbandingannya. 

Formula pengukuran merupakan metode bagaimana suatu 

Kinerj a  diukur berdasarkan data yang telah ditentukan . 

Ukuran Kinerja  sangat bermanfaat dan j elas terlihat ketika 

kita dapat melakukan suatu perbandingan secara baik dan 

terukur. Perbandingan yang umumnya dapat dilakukan 

antara lain : 

a) 

b) 

Perbandingan antarperiode waktu (tahun per tahun) 

Perbandingan an tarwilayah 

antarprovinsi, antardaerah) 

c) Perbandingan antarkelompok 

pendidikan, dan sebagainya) . 

3 )  Rumuskan proses pengumpulan data. 

(antar-negara, 

tertentu (usia, 

Data sangat dibutuhkan sebagai alat bukti utama yang 

dapat menunjukkan progress dari suatu capaian Kinerja .  

Data yang dihimpun harus valid, bisa berupa data 

kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang dihimpun 

dapat berupa data primer maupun data sekunder. Banyak 

referensi yang menj elaskan secara lebih lengkap mekanisme 

pengumpulan data yang bisa diperoleh di berbagai literatur. 

4)  Lakukan uji coba pengumpulan data. 

Uj i coba pengumpulan data perlu dilakukan untuk 

memastikan ketersediaan data berkenaan pada saat 

dibutuhkan sekaligus untuk menemukan dan 

mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi 

pada saat pengumpulan data yang sebenarnya nanti . 

5) Lakukan penyempurnaan atas ukuran Kinerj a  apabila 

diperlukan. 

Penyusunan ukuran Kinerja  merupakan kegiatan yang 

bersifat learning process yang bisa dilakukan 

penyempurnaan dalam perjalanannya. Namun, perlu 

diingat bahwa terlalu banyak melakukan perubahan

perubahan ukuran kinerja  juga semakin menyulitkan 

dalam melihat progress dari suatu outcome atau output. 

Oleh karena itu, tahapan 1 )  sampai dengan 4) di atas harus 
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dilakukan secara benar sehingga tidak terlalu banyak 

dilakukan perubahan substantif setiap tahun . 

6)  Lakukan penyempurnaan atas kerangka informasi Kinerj a  

apabila diperlukan . 

Sekiranya pada suatu periode berjalan ditemui kendala 

dalam penyediaan data yang valid dan handal sehingga 

tidak bisa dilakukan pengukuran Kinerj a  dengan baik, kita 

perlu melihat kembali kerangka informasi Kinerj a  yang 

telah disusun dan lakukan penyempurnaan sehingga apa 

yang tertuang dalam kerangka informasi Kinerj a  berikut 

ukuran kinerj anya tidak hanya sebatas kumpulan kalimat

kalimat bagus namun sulit dibuktikan . 

f. Penyusunan Target Kinerja  

Tentukan target Kinerja  untuk 4 (empat) tahun ke depan secara 

realistis . Penentuan target Kinerj a  dapat dilakukan berdasarkan 

data series (histori) atau informasi benchmarking yang banyak 

tersebar di berbagai dokumen/ internet/ media lainnya. 

Setiap tahun dilakukan reviu baseline untuk melihat kembali 

target kinerj a  yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan 

hasil evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya dan 

monitoring tahun berj alan . Target Kinerj a  dapat disesuaikan 

setiap tahun berupa akselerasi (peningkatan) atau penurunan 

target dari yang telah ditetapkan sebelumnya untuk disesuaikan 

dengan perkembangan kondisi lingkungan sosial ekonomi 

maupun kapasitas fiskal yang tersedia. 

g .  Dalam pencapaian Output Kegiatan terdiri atas : 

1 )  Suboutput: 

a) Suboutput pada hakekatnya adalah output. 

b) Output yang dinyatakan sebagai Suboutput adalah 

output-output yang mempunyai kesamaan dalam j enis 

dan satuannya. 

c) Suboutput sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh 

tidak) . 

d) Output yang sudah spesifik dan berdiri sendiri (bukan 

rangkuman dari barang atau jasa yang sej enis) tidak 

memerlukan Suboutput. 
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Komponen: 

a) 

b) 

Komponen merupakan tahapan / bagian dari proses 

pencapaian output, yang berupa aktivitas yang 

dilakukan . 

Komponen disusun karena mempunyai relevansi 

terhadap pencapaian output, dapat sebagai komponen 

utama atau komponen pendukung.  

c )  Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling 

mendukung dalam pencapaian 

ketidakter laksanaan / keter lam batan 

output, sehingga 

salah satu 

komponen bisa menyebabkan ketidakterlaksanaan/ 

keterlambatan komponen yang lain dan juga bisa 

berdampak pada kegagalan dalam pencapaian output 

atau penurunan kualitas output. 

3)  Subkomponen : 

a) Subkomponen merupakan kelompok-kelompok dari 

detil belanja, yang disusun dalam rangka 

memudahkan dalam pelaksanaan Komponen . 

b) Subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, 

boleh tidak) . 

4) Detil Belanj a  

Detil Belanj a  merupakan rincian kebutuhan belanj a  dalam 

Komponen/ Subkomponen yang berisikan item-item belanja .  

Dalam penyusunan RKA-K/ L, informasi Kinerj a  yang 

dicantumkan adalah dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi 

yang dimiliki satker dimaksud . Seluruh komponen dan detil 

belanj a  yang dicantumkan adalah dalam rangka mendukung 

pencapaian Output Kegiatan . 
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3 .  Standardisasi Output dan Input, serta Output Generik. 

a .  Standardisasi Output 

Volume 

dan 
No Output 

Satuan 
Komponen 

Output 

1 .  Lay an an 1 (satu) a. Gaji  dan 

Perkantoran Layanan Tunjangan 

(kode : 994)  (kode : 00 1 ) ;  

b .  Operasional 

dan 

pemeliharaan 

kantor 

(kode : 002) . 

2 .  Lay an an 1 (satu) a .  Pengadaan 

Internal Layanan kendaraan 

( overhead) bermotor; 

(kode : 95 1 )  b .  Pengadaan 

perangkat 

pengolah data 

dan 

komunikasi; 

c .  Pengadaan 

per ala tan 

fasilitas 

perkantoran; 

d .  Pembangunan / 

renovasi gedung 

dan bangunan; 

e .  Pembinaan 

internal ; 

f. Perencanaan 

Keterangan 

a. Output 1n1 

ada di setiap 

satker; 

b.  Output 1n1 

terdiri atas 

Komponen 

00 1 dan/  atau 

Komponen 

002 ; 

c .  Output 1n1 

bersifat 

permanen .  

a .  Output ini 

ada di setiap 

satker; 

b .  Output ini 

dalam rangka 

pelayanan 

internal 

satker; 

c .  Output ini 

bersifat 

permanen . 

Namun untuk 

komponen 

yang 

menghasilkan 

aset tetap 

bersifat 

sementara; 
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Volume 

dan 
No Output Komponen Keterangan 

Satuan 

Output 

clan d .  Untuk 

penganggaran pengadaan 

internal ; BMN, 

g .  Monitoring dan berpedoman 

evaluasi pad a 

internal; dokumen 

h. Dukungan hasil 

internal penelaahan 

lainnya. RKBMN K/ L 

dengan Ditj en 

Kekayaan 

Negara; 

e .  Khusus 

untuk 

Pengadaan 

kendaraan 

bermotor dan 

Pembangunan 

/ renovasi 

gedung dan 

bangunan, 

harus 

mendapat 

persetujuan 

eselort I ,  

volume 

komponen 

di can tumkan 

pad a 

Halaman IV 

DIPA.  
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Output yang dilakukan standardisasi adalah : 

1 )  Output-output yang digunakan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana penunj ang yang 

secara umum dibutuhkan oleh instansi/ perkantoran . 

2 )  Jika satker pada level unit eselon I ,  unit eselon I I  yang 

memiliki output j enis m1 hanya unit eselon II yang 

melaksanakan fungsi kesekretariatan atau seJ en1snya. 

Sedangkan unit eselon II lainnya meskipun sebagai pengelola 

Kegiatan tidak dapat memiliki output ini . 

3 )  Output-output ini tidak hanya digunakan untuk Kegiatan

Kegiatan dalam Program Dukungan Manaj emen dan 

Dukungan Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur . 

b .  Standardisasi Input 

No. Komponen Detail 

1 .  Gaj i  dan a.  gaji pokok; 

Tunj angan 

(kode : 00 1 )  

b .  tunjangan yang melekat pada gaj i ;  

c .  tunjangan kinerj a  (remunerasi) ; 

d .  honorarium (antara lain honorarium: 

mengaj ar guru tidak tetap, kelebihan 

jam mengajar, ujian dinas, mengaj ar 

(disediakan antara lain untuk tenaga 

pengajar luar biasa yang tarifnya telah 

mendapat 

Keuangan) ; 

e .  uang lembur; 

persetujuan 

f. uang lauk pauk TNI / Polri ; 

g .  uang makan PNS ;  

h .  honor non PNS ; 

1 .  tunjangan ikatan dinas ; dan 

J .  tunjangan lain yang sah . 

Menteri 

2 .  Operasional dan a.  Kebutuhan sehari-hari perkantoran 

pemeliharaan (antara lain : alat tulis kantor, barang 

kantor 

(kode : 002)  

cetak, alat kebersihan, perlengkapan 

fotokopi/ komputer, langganan surat 

kabar / berita/ majalah, honor satpam, 
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Detail 

honor cleaning service, honor sopir, 

honor pramubakti (yang dipekerj akan 

secara kontraktual) , pengurusan 

sertifikat tanah, pembayaran PBB) ; 

b .  Langganan daya dan j asa (antara lain: 

listrik, telepon, air, gas , j asa pos dan 

giro , telex, internet, band with, 

komunikasi (khusus diplomat) , sewa 

kantor / gedung, sewa kendaraan 

dinas , sewa me sin fotokopi) ; 

c .  Pemeliharaan kantor (antara lain 

pemeliharaan: bangunan / gedung, 

instalasi jaringan, sarana prasarana 

kan tor, kendaraan dinas , pengurusan 

pajak kendaraan dinas) ; dan 

d. Pembayaran terkait 

kantor (antara lain: 

operasional 

honor terkait 

operasional kantor, bahan makanan, 

penambah daya tahan tubuh (hanya 

diberikan kepada pegawa1 yang 

bekerja  di tempat dengan kondisi atau 

suhu tidak normal) , pemeriksaan 

kesehatan pegawai , keprotokoleran 

(termasuk pas dan J asa tol tamu) , 

operasional 

pengambilan 

p1mpman, pelantikan/ 

sumpah j abatan/ 

pegawai , pakaian dinas , pakaian 

kerja, perjalanan dinas dalam rangka 

konsul tasi / koordinasi) . 

a .  Belanja  pegawai (tunj angan khusus) ; 

operasional b .  Belanja  barang Operasional lainnya; 

pertahanan dan c .  Belanja  langganan daya dan j asa; 

keamanan d .  Belanj a  pemeliharaan (gedung/ 

(kode: 003) alutsista) ; dan 

e .  Belanj a  perjalanan dinas biasa/ tetap 
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No. Komponen 

4 .  Dukungan 

operasional 

penyelenggaraan 

pendidikan 

(kode : 004) 

5 .  Dukungan 

Detail 

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ; 

b .  Tunjangan profesi guru/ dosen Non 

ASN;  

c. Tunjangan kehormatan profesor Non 

ASN; 

d .  Bantuan Operasional Perguruan 

Tinggi N egeri (BO PTN) ; dan 

e .  Bantuan Operasional Pendidikan 

Anak Usia Dini (BO PAUD) . 

a. Belanj a barang pengadaan bahan 

penyelenggaraan makanan narapidana/ tahanan; 

tugas dan fungsi b .  Belanja jasa pelayanan dokter; 

unit 

(kode : 005) 

c. Belanj a  barang pengadaan obat

obatan; 

d .  Belanja  barang pengadaan bahan 

medis habis pakai; 

e .  Belanj a  barang pengadaan bahan 

makanan pasien;  

f. Belanj a  barang pengadaan bahan 

baku SIM ; 

g. Belanja barang pengadaan buku 

Paspor; 

h. Belanja  barang pengadaan buku 

Nikah; 

i. Belanja  barang pemeliharaan kapal ; 

J .  Belanja barang pemeliharaan j aringan 

transmisi; 

k. Belanja  barang pemeliharan peralatan 

operasional meteorologi , klimatologi, 

dan geofisika umum; dan 

1. Belanja barang sej enis lainnya. 
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Ketentuan mengenai standardisasi input: 

1 .  Untuk komponen gaji dan tunjangan (00 1 )  dan komponen 

operasional dan pemeliharaan kantor (002) : 

a) Merupakan komponen dari output Lay an an 

Perkantoran; 

b) Bersifat permanen; 

c) Detailnya disesuaikan dengan kebutuhan satker .  

2 .  Untuk komponen dukungan operasional pertahanan dan 

keamanan (003) : 

a) Hanya dimiliki oleh K/ L yang mempunyai tugas dan 

fungsi di bidang pertahanan dan keamanan, antara 

lain : Kementerian Pertahanan dan Polri . 

b) Komponen ini merupakan bagian/ tahapan dari output 

teknis ( sesuai tugas dan fungsi satker) . 

3 .  Untuk komponen dukungan operasional penyelenggaraan 

pendidikan (004) : 

a) Hanya dimiliki oleh K/ L yang mempunyai tugas clan 

fungsi di bidang pendidikan, yaitu Kementerian : 

Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, serta Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi . 

b) Komponen ini merupakan bagian/ tahapan dari output 

teknis (sesuai tugas dan fungsi satker) . 

4 .  Untuk komponen dukungan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi unit (005) : 

a) Hanya dimiliki oleh K/ L yang sesuai tugas dan 

fungsinya dapat mempunyai detail tersebut. 

b) Komponen ini merupakan bagian/ tahapan dari output 

teknis (sesuai tugas dan fungsi satker) . 

Cata tan : 

Komponen 00 1 dan komponen 002 merupakan komponen 

belanj a  yang waj ib dipenuhi pengalokasiannya oleh seluruh K/ L.  

Komponen 003 sd komponen 005 merupakan komponen belanj a  

yang waj ib dipenuhi pengalokasiannya oleh K/ L-K/ L terkait . 

Dalam hal komponen-komponen tersebut pemenuhannya tidak 

memadai, hal tersebut akan berdampak terhadap pencapaian 

sasaran kinerj a  penganggaran menj adi tidak optimal . 
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c .  Output Generik 

Dalam penataan ADIK dalam RKA-K/ L dibedakan antara output 

Eksternal dengan output Internal . Output Eksternal adalah 

output yang dihasilkan oleh unit-unit teknis yang ditujukan 

untuk penerima manfaat di luar unit-unit yang bersangkutan . 

Sementara itu, output Internal adalah output yang dihasilkan 

oleh unit-unit pendukung untuk keperluan internal organisasi . 

Sebagian output Internal merupakan output Generik, dalam arti 

bahwa output tersebut dihasilkan oleh unit-unit yang memiliki 

fungsi serupa atau mirip sehingga memiliki output yang serupa 

atau m1np . Terkait dengan output Generik, dilakukan 

standarisasi, sebagai berikut: 

No. Output Volume Komponen Keterangan 

dan 

Satuan 

Output 

1 .  Lay an an 1 (satu) a. Penyusunan a .  Output ini 

dukungan Lay an an rencana hanya dimiliki 

manaj emen program; oleh unit 

Eselon I Penyusunan eselon II yang 

(kode : 950) rencana melaksanakan 

anggaran; fungsi 

b .  Pelaksanaan kesekretariatan 

pemantauan dan a tau 

evaluasi; seJ en1snya; 

c .  Pengelolaan data b .  Output ini 

dan informasi; bersifat 

d .  Pengelolaan permanen .  

keuangan; 

e .  Pengelolaan 

per bendaharaan; 

f. Pelayanan 

hukum dan 

kepatuhan 

internal; 

g .  Pengelolaan 
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No. Output Volume Komponen Keterangan 

dan 

Satuan 

Output 

kepega waian; 

h .  Pelayanan umum 

clan 

perlengkapan; 

1. Pelayanan 

rumah tangga; 

J . Pelayanan 

humas dan 

protokoler; 

k.  Pelayanan 

organisasi , tata 

laksana, dan 

reformasi 

birokrasi. 

2 .  Layanan 1 (satu) a. Penyusunan Output ini hanya 

perencanaan Lay an an rencana kerja; dimiliki oleh unit 

(kode : 952)  b .  Penyusunan eselon II atau III 

la po ran . yang 

melaksanakan 

fungsi 

perencanaan dan 

penganggaran 

tingkat K/ L; 

3 .  Layanan 1 (satu) a.  Pelaksanaan Output ini bersifat 

pemantauan Lay an an pemantauan dan permanen . 

dan evaluasi evaluasi ; 

(kode : 953)  b .  Penyusunan 

laporan . 

4 .  Lay an an 1 (satu) a. Rekrutmen dan a.  Output ini 

manaJ emen Lay an an pengangkatan hanya dimiliki 

Sumber Daya pegawai; oleh unit 

Manusia b .  Administrasi eselon II atau 
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No. Output· Volume Komponen Keterangan 

dan 

Satuan 

Output 

(SDM) kepegawaian; III yang 

(kode: 9 54) c.  Pembinaan melaksanakan 

kepegawaian; fungsi 

d .  Pengembangan manaJ emen 

pegawai; SDM tingkat 

e .  Pemantauan dan K/ L; 

penilaian kinerj a  b .  Output ini 

pegawai; bersifat 

f. Penempatan/ mu permanen . 

tasi pegawai; 

g. Pemberhentian 

pegawai; 

h .  Penyusunan 

la po ran 

kepega waian . 

5 .  Layanan 1 (satu) a. Penyusunan a. Output ini 

manaJ emen Lay an an rencana hanya dimiliki 

keuangan anggaran; oleh unit 

(kode : 955)  b .  Pengelolaan eselon II atau 

per bendaharaan; III yang 

c. Penyusunan melaksanakan 

la po ran fungsi 

keuangan . manaJ emen 

keuangan 

tingkat K/ L; 

b. Output ini 

bersifat 

permanen . 

6 . Layanan 1 (satu) a. Penatausahaan a. Output ini 

manaJ emen . Layanan BMN; hanya dimiliki 

Barang Milik b. Penilaian BMN; oleh unit 

Negara (BMN) c .  Pengalihan BMN; eselon II atau 
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No. Output Volume Komponen Keterangan 

dan 

Satuan 

Output 

(kode : 9 56) d . Penghapusan III yang 

BMN; melaksanakan 

e .  Monitoring BMN; fungsi 

f. Penyusunan manaJ emen 

laporan BMN. BMN tingkat 

K/ L; 

b. Output ini 

bersifat 

permanen .  

7 .  Layanan 1 (satu) a. Koordinasi a. Output ini 

hukum Lay an an penyusunan hanya dimiliki 

(kode : 9 57) produk hukum; oleh unit 

b . Penyusunan eselon II atau 

laporan . III yang 

melaksanakan 

fungsi 

manaJ emen 

produk hukum 

tingkat K/ L; 

b. Output ini 

bersifat 

permanen . 

8 .  Lay an an 1 (satu) a. Hubungan Output ini hanya 

hubungan Lay an an masyarakat; dimiliki oleh unit 

masyarakat b .  Kampanye/ eselon II atau III  

clan edukasi publik; yang 

informasi c. Penyediaan melaksanakan 

(kode : 9 58) informasi publik; fungsi humas 

d . Penyusunan dan publikasi 

laporan . tingkat K/ L; 
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No. Output Volume Komponen Keterangan 

dan 

Satuan 

Output 

9 .  Lay an an 1 (satu) a. Koordinasi Output ini 

protokoler Lay an an keprotokoleran; bersifat 

(kode : 959)  b .  Pelaksanaan permanen . 

keprotokoleran; 

c. Keamanan 

keprotokoleran . 

1 0 .  Lay an an 1 (satu) a. Pengelolaan Output ini hanya 

manaJ emen Layanan kelembagaan; dimiliki oleh unit 

organ1sas1 b. Tatalaksana eselon II atau III 

(kode : 960) organisasi; yang 

c. Koordinasi melaksanakan 

kelembagaan . fungsi 

mana_iemen 

organisasi dan 

tata laksana 

tingkat K/ L; 

1 1 . Lay an an 1 (satu) a. Pelaksanaan Output ini 

reformasi Layanan reformasi bersifat 

birokrasi birokrasi;  permanen . 

(kode: 96 1 )  b. Pemantauan dan 

evaluasi 

reformasi 

birokrasi ;  

c .  Penyusunan 

laporan . 

1 2 .  Layanan 1 (satu) a. Layanan umum a. Output ini 

um urn Lay an an rumah tangga; hanya dimiliki 

(kode : 962)  b .  Pengelolaan arsip oleh unit 

dan persuratan; eselon II atau 

c. Pengelolaan III  yang 

keamanan dan melaksanakan 

ketertiban fungsi 
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No. Output Volume Komponen Keterangan 

dan 

Satuan 

Output 

lingkungan; mana.J emen 

d . Pengadaan umum tingkat 

barang/ j asa; K/ L; 

e. Pengelolaan b .  Output ini 

sarana dan bersifat 

prasarana; permanen . 

f. Pengelolaan 

layanan 

perpustakaan; 

g .  Pengelolaan 

layanan 

kesehatan . 

1 3 .  Layanan data 1 (satu) a. Manajemen a .  Output 1n1 

dan Layanan sistem informasi; hanya dimiliki 

informasi b. Pengolahan data oleh unit 

(kode : 963) dan informasi; eselon II a tau 

c. Penyusunan III yang 

laporan . melaksanakan 

fungsi 

manaJ emen 

data dan 

informasi 

tingkat K/ L; 

b. Output 1n1 

bersifat 

permanen . 

1 4 .  Lay an an 1 (satu) a. Administrasi a. Output ini 

kerj asama Lay an an proyekyang hanya dimiliki 

in ternasional didanai hibah; oleh unit 

(kode : 964) b . Penyusunan eselon II atau 

laporan . III yang 

melaksanakan 
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No. Output Volume Komponen Keterangan 

dan 

Satuan 

Output 

fungsi 

mana.Jemen 

kerj asama 

in ternasional 

tingkat K/ L; 

b.  Output ini 

bersifat 

permanen . 

1 5 .  Layanan 1 (satu) a. Penyusunan a .  Output ini 

audit internal Lay an an kebijakan dan hanya dimiliki 

(kode : 965) SOP pengawasan oleh unit 

internal; eselon II atau 

b .  Pelaksanaan III yang 

audit internal; melaksanakan 

c .  Pelaksanaan fungsi 

audit khusus;  pengawasan 

d .  Tindak lanjut dan 

hasil LHP; kepatuhan 

e .  Reviu internal 

perencanaan tingkat K/ L; 

anggaran; b .  Output ini 

f. Pembinaan bersifat 

pengawasan permanen . 

kinerja  dan 

keuangan; 

g .  Penyusunan 

laporan . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 57 -

No. Output Volume Komponen Keterangan 

dan 

Satuan 

Output 

1 6 .  Layanan 1 (satu) a .  Standardisasi a. Output ini 

pendidikan Layanan dan sertifikasi ;  hanya dimiliki 

dan b .  Pengembangan oleh unit 

pelatihan kompetensi.  eselon II atau 

(kode : 966) III yang 

melaksanakan 

fungsi 

pendidikan 

dan pelatihan 

tingkat K/ L; 

b .  Output ini 

bersifat 

permanen .  

17. Layanan 1 (satu) a. Pelaksanaan a. Output ini 

penelitian dan Lay an an penelitian; hanya dimiliki 

pengembangan b. Pelaksanaan oleh unit eselon 

(kode: 967) pengkajian; II atau III yang 

c. Pelaksanaan melaksanakan 

pengembangan; fungsi 

d. Penerapan hasil penelitian dan 

lit bang; pengembangan 

e. Penyusunan tingkat K/L; 

lap or an. b. Output ini 

bersifat 

permanen. 

1 8 .  Lay an an 1 (satu) a. Perencanaan a.  Output ini 

pendidikan Layanan pendidikan; hanya dimiliki 

kedinasan b .  Pelaksanaan oleh unit 

(kode : 968) pendidikan; eselon II atau 

c .  Pemantauan dan III yang 

evaluasi; melaksanakan 

d .  Penyusunan fungsi 

laporan . pendidikan 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 58 -

No. Output Volume Komponen Keterangan 

dan 

Satuan 

Output 

kedinasan; 

b .  Output ini 

bersifat 

permanen .  

1 9 .  Lay an an 1 (satu) a. Perencanaan a. Output ini 

Bantuan Lay an an bantuan hukum; hanya dimiliki 

hukum b .  Pelaksanaan oleh unit 

(kode : 969) bantuan hukum; eselon II atau 

c .  Pemantauan dan III yang 

evaluasi; melaksanakan 

d .  Penyusunan fungsi 

lape>ran manaJ emen 

bantuan 

hukum 

tingkat K/ L; 

b .  Output ini 

bersifat 

permanen .  

Ketentuan mengenai output generik adalah: 

1 .  Khusus untuk output layanan dukungan manaj emen 

eselon I: 

a) hanya dimiliki oleh unit eselon II yang mempunyai 

fungsi kesekretariatan dan seJemsnya, misalnya: 

Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan 

setingkat eselon I, Sekretariat Inspektorat Jerideral . 

b) Bersifat permanen .  

2 .  Untuk selain output layanan dukungan manaj emen eselon I :  

a) Output-output yang digunakan dalam rangka 

pemenuhan tugas dan fungsi utama instansi .  

b) Output generik ini akan selalu ada sepanjang instansi 

tersebut mengemban tugas dan fungsi dimaksud 

(bersifat permanen) . 
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3 .  Komponen dalam output generik, dapat ditambah atau 

dikurangi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban . 

C .  KLASIFIKASI ANGGARAN 

Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran 

berdasarkan organisasi , fungsi, dan jenis belanj a  (ekonomi) yang 

bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organisasi 

K/ L, tugas-fungsi pemerintah, dan belanja  negara. Dalam Peraturan 

Menteri ini, penjelasan mengenai klasifikasi belanja  menurut j enis belanj a  

dibatasi hanya pada belanja  K/ L. 

1 .  Klasifikasi Menurut Organisasi 

Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanj a  

sesuai dengan struktur organisasi K/L.  Organisasi diartikan sebagai 

K/ L yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945 dan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Suatu K/ L dapat 

terdiri atas unit-unit organisasi (unit eselon I )  yang merupakan 

bagian dari suatu K/ L. Suatu unit organisasi dapat didukung oleh 

satker yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program 

unit eselon I atau kebij akan pemerintah dan berfungsi sebagai KPA 

dalam rangka pengelolaan anggaran . 

Penetapan suatu organisasi sebagai Bagian Anggaran (BA) 

dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Keuangan K/ L: 
1 )  Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah PA/ Pengguna Barang 

bagi K/ L yang dipimpinnya (Pasal 4 ayat ( 1 ) ,  Undang

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (UU 1 / 2004) ) ;  

2 )  Presiden selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan 

negara menguasakan pengelolaan keuangan negara 

tersebut kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku 

PA/ Pengguna Barang K/ L yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat 

(2)  huruf b UU 1 7  / 2003) ; 

3 )  Lembaga adalah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian Negara (LPNK) ; 
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4)  Di  lingkungan Lembaga Negara yang dimaksud dengan 

Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggung j awab 

atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan 

(penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 1 7 / 2003) ;  

5) Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku PA waj ib menyusun 

RKA-K/ L atas BA yang dikuasainya (Pasal 4 Ayat (2) , 

Peraturan Pemerintah Nomor 90  Tahun 20 1 0  tentang 

Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kernen terian 

Negara/ Lembaga (PP 9 0 / 2 0 1 0) ) ;  

6) BA merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur 

K/ L, oleh karenanya setiap K/ L mempunyai kode BA 

tersendiri . 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1 )  Menteri ,  Pimpinan LPNK, dan Sekretaris Jenderal Lembaga 

Negara adalah PA yang mendapat kuasa dari Presiden 

untuk mengelola keuangan negara dari K/ L yang 

dipimpinnya; 

2) Selaku PA, para pejabat pada angka 1 )  bertanggungjawab 

langsung kepada Presiden dan waj ib menyusun RKA-K/ L 

atas BA yang dikuasakan kepadanya. 

b .  Pengelolaan Keuangan Lembaga Non Struktural (LNS) : 

1 )  Lembaga selain LPNK disebut LNS; 

2) Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai 

BA yang mandiri atau sebagai satker dari K/ L; 

3)  Untuk menentukan status pengelolaan keuangan suatu 

lembaga Pemerintah yang baru: 

a) Perlu dilakukan penelitian terhadap landasan hukum 

pembentukannya, berupa Peraturan Pemerintah (PP) 

a tau Peraturan Presiden (Perpres) . PP a tau Perpres 

dimaksud menyatakan bahwa pimpinan lembaga 

bertanggung jawab kepada Presiden, dan status 

lembaga sebagai LPNK; 

b) Memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas 

(unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi) ; 

c) Apabila huruf a) terpenuhi, maka lembaga tersebut 

termasuk LPNK sehingga berhak diberikan bagian 
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anggaran dengan kode tersendiri , atau apabila tidak 

disebutkan sebagai LPNK, maka lembaga tersebut 

dapat diberikan : Kode satker, atau Kode BA sepanjarig 

pada dokumen pembentukannya telah dicantumkan 

sebagai Pengguna Anggaran . 

Selanjutnya yang dimaksud dengan unit organisasi pada K/ L 

adalah unit eselon I yang bertariggung jawab atas pencapaian 

sasaran program/ hasil (outcome) dan pengoordinasian atas 

pelaksanaan kegiatan oleh satker.  Satker pada unit organisasi K/ L 

adalah satker yang berada di kantor pusat dan kantor daerah, atau 

satker yang memperoleh penugasan dari unit organisasi K/ L.  

Unit organisasi yang bertanggung j awab terhadap suatu program 

sebagian besar adalah unit eselon IA. Berkenaan dengan hal 

tersebut, K/ L dan unit eselon IA-nya dikelompokkan dengan aturan 

umum sebagai berikut: 

a. kelompok Lembaga Tinggi Negara dapat menggunakan lebih dari 

1 (satu) program teknis sesuai dengan lingkup kewenangannya; 

b .  kelompok Kementerian untuk setiap 1 (satu) unit eselon IA yang 

bersifat pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) 

Program Teknis ;  

c .  kelompok Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator 

menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk seluruh unit 

eselon IA-nya; 

d .  kelompok LPNK dan LNS menggunakan 1 ( satu) Program Teknis 

untuk Lembaganya. 

Dalam rangka efektivitas pengelolaan anggaran, K/ L dapat 

mengusulkan satker baru sebagai KPA untuk melaksanakan 

kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan yang berasal dari 

kar;itor pusat K/ L apabila memenuhi kriteria-kriteria1 sebagai 

berikut: 

a. Harus/waj ib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu 

entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi) ; 

1Kriteria huruf a, huruf b, dan huruf c adalah kriteria yang wajib dipenuhi; sedangkan kriteria 
huruf d dan huruf e adalah kriteria tambahan (boleh salah satu saja dari kriteria tambahan 
yang terpenuhi). 
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b .  Merupakan bagian dari struktur organisasi K/ L dan/ atau 

melaksanakan tugas-fungsi K/ L; 

c .  Karakteristik tugas/ kegiatan yang ditangani bersifat 

kompleks/ spesifik dan berbeda dengan kantor induknya; 

d .  Adanya penugasan secara khusus dari PA/ KPA eselon I satker 

yang bersangkutan; 

e .  Lokasi satker yang bersangkutan 

propinsi/ kabupaten/ kota yang 

induknya. 

berbeda 

berada 

dengan 

pad a 

kantor 

Selanjutnya, K/ L dapat mengusulkan BA sepanj ang memenuhi 

kriteria BA baru sebagai PA untuk melaksanakan kewenangan dan 

tanggung j awab pengelolaan secara mandiri apabila memenuhi 

kri teria-kri teria 2 se bagai beriku t: 

a. Harus/waj ib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu 

entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi) ; 

b .  Dasar pendiriannya merupakan amanat Undang-undang, PP 

maupun PerPres; 

c .  Pimpinannya ditetapkan sebagai PA; 

d .  Mempunyai program tersendiri . 

Sementara itu, usulan/ penetapan BA dan satker K/ L dapat 

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 

a. K/ L mengajukan usulan permintaan BA atau satker K/ L kepada 

Menteri Keuangan c .q .  Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi 

dengan : 

1 )  Surat usulan permintaan BA atau satker; 

2) Surat Keputusan Presiden tentang penetapan BA atau 

Surat Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga tentang 

penetapan satker; 

3 )  Surat Keputusan tentang kelengkapan struktur organ1sas1 

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi .  

b. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Anggaran Bidang 

Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang 

2Kriteria huruf a, huruf b, dan huruf c adalah kriteria yang wajib dipenuhi; sedangkan kriteria 
huruf d dan huruf e adalah kriteria tambahan (boleh salah satu saja dari kriteria tambahan 
yang terpenuhi) . 
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Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat 

Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan , dan 

Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara, yang 

selanjutnya disebut Direktorat Anggaran, menganalisis/ menilai 

usulan permintaan BA atau satker sebagai KPA dari K/ L 

berdasarkan kriteria tersebut di atas . 

c .  Apabila berdasarkan hasil penilaian usulan tersebut d i  anggap 

memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk 

disetujui, maka Direktorat Anggaran di lingkungan Direktorat 

Jenderal Anggaran menyampaikan nota rekomendasi serta 

meminta kode BA atau satker sebagai KPA kepada Direktorat 

Sistem Penganggaran . 

d .  Direktorat Jenderal Anggaran c .q .  Direktorat Anggaran di 

lingkungan DJA memberitahukan persetujuan/ penolakan atas 

usulan dimaksud kepada K/ L yang bersangkutan secara 

tertulis .  

Dalam rangka penyederhanaan jumlah satker, bagi satker yang 

telah terbentuk sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini dan 

tidak memenuhi kriteria yang diwaj ibkan, satker tersebut harus 

digabungkan dengan satker lain atau dihapus kecuali dengan 

pertim bang an lain . 

Sebagai contoh: satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 

Kementerian Agama yang berada di Kecamatan/ Kelurahan, karena 

tidak memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit 

yang melaksanakan fungsi perencanaan, . pelaksanaan, pengawasan, 

pelaporan dan akuntansi) maka satker tersebut harus dihapus ,  dan 

digabungkan dengan satker yang lain di tingkat kabupaten/ kota. 

2 .  Klasifikasi Menurut Fungsi 

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 

tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional, sedangkan Subfungsi merupakan 

penj abaran lebih lanjut/ lebih detail dari deskripsi fungsi . Subfungsi 

terdiri atas kumpulan program dan program terdiri atas kumpulan 

kegiatan . 

Yang dimaksud program adalah penjabaran kebij akan K/ L 

di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber 
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daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan misinya yang clilaksanakan instansi atau masyarakat clalam 

koorclinasi K/ L yang bersangkutan . 

Ketentuan mengenai fungsi cliatur sebagaimana berikut: 

a .  Penggunaan fungsi clan subfungsi disesuaikan dengan tugas dan 

fungsi masing-masing K/ L. 

b. Sesuai dengan penataan Arsitektur clan Informasi Kinerj a  

(ADIK) , visi clan misi organisasi atau tugas clan fungsi K/ L 

mencerminkan outcome clan output K/ L. 

c .  Pada level eselon I ,  output clirumuskan clalam program dan 

kegiatan . 

d .  Jika eselon I memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi maka eselon I 

tersebut harus memiliki program sejumlah fungsi yang climiliki . 

Artinya, satu Program hanya memiliki satu Fungsi . Misalnya, 

Kementerian Kesehatan memiliki Fungsi Kesehatan clan Fungsi 

Pencliclikan, maka eselon I yang bersangkutan harus memiliki 

program terkait Fungsi Pencliclikan clan program terkait Fungsi 

Kesehatan . Selanjutnya, program-program terkait pendiclikan 

harus berisi kegiatan-kegiatan terkait pencliclikan . Program

program kesehatan harus berisi kegiatan-kegiatan terkait 

kesehatan . 

t 
•Pro�r�m� . .  · ,j 

�· · ·:··, .· . 

Keterangan: penataan satu Program dengan satu Fungsi dilakukan secara bertahap. 

e .  Sesuai clengan sistem penganggaran belanj a  negara yang 

menggunakan sistem Unified Budget (Penganggaran Terpaclu) , 
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dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin (belanja 

operasional) clan pengeluaran pembangunan (belanj a  non

operasional) , maka dalam suatu program, belanj a  operasional 

dan belanj a  non-operasional K/ L dikategorikan kedalam suatu 

fungsi yang sama. 

Sebagai contoh : 

Kementerian Pertanian, sesuai dengan fungsi utamanya termasuk 

dalam Fungsi Ekonomi . Penuangannya dalam RKA-K/ L, belanj a  

operasional maupun non-operasional masuk dalam fungsi Ekonomi 

(untuk menampung belanja  operasional, tidak dimasukkan dalam 

Fungsi Pelayanan Umum) . 

3 .  Klasifikasi Jenis Belanja  (Ekonomi) 

Jenis belanj a  atau klasifikasi menurut ekonomi dalam klasifikasi 

belanja digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses 

penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban / pelaporan 

anggaran . Namun penggunaan jenis belanja  dalam dokumen terse but 

mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan 

anggaran dalam dokumen RKA-K/ L, tujuan penggunaan j enis belanj a  

dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke 

dalam j enis-j enis belanja .  Klasifikasi belanj a  K/ L menurut j enis 

belanj a  adalah sebagai berikut: 

a. Belanj a  Pegawai 

Belanj a  Pegawai adalah Kompensasi terhadap pegawai baik 

dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus 

dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam clan luar negeri, 

baik kepada Pej abat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) clan 

pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum 

berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas 

pekerj aan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung 

tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerj aan yang 

berkaitan dengan perribentukan modal clan/ atau kegiatan yang 

mempunyai keluaran ( output) dalam kategori belanj a  barang. 

Belanj a  Pegawai terdiri atas belanja  gaj i  clan tunj angan, belanj a  

honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, belanj a  

lembur, pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri, belanj a  

pegawai transito , belanja  pensiun dan uang tunggu PNS / Pejabat 

Negara/TNI / Polri clan pembayaran program j aminan sosial 
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pegawai . Dalam Belanja Pegawai termasuk Juga bantuan 

Pemerintah berupa tunjangan profesi guru dan tunj angan 

lainnya yang diberikan kepada guru atau penerima tunj angan 

lainnya yang bukan PNS .  

b .  Belanj a  Barang dan Jasa 

Belanj a  Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk 

pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk 

memproduksi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan maupun 

yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang 

dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanj a  perj alanan . 

Dalam pengertian belanja  tersebut termasuk honorarium dan 

vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

untuk menghasilkan barang dan/ atau j asa. Belanj a  Barang 

terdiri atas belanja  barang (operasional dan non-operasional) , 

belanj a  j asa, belanja  pemeliharaan, belanj a  perj alanan, belanj a  

Badan Layanan Umum (BLU) , belanj a barang pengganti pajak 

dalam rangka hibah Millennium Challenge Corporation (MCC); 

belanj a  kontribusi pada organisasi internasional dan trust fund 

serta belanja  barang untuk diserahkan kepada 

masyarakat/ Pemda. 

Dalam Belanj a  Barang dan Jasa juga termasuk bantuan 

Pemerintah . Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada j enis 

belanj a  barang tersebut meliputi pemberian penghargaan, 

beasiswa, bantuan operasional yang dialokasikan pada 

kelompok akun belanja  barang non-operasional ,  bantuan 

sarana/ prasarana dan bantuan rehabilitasi / pembangunan 

gedung/ bangunan yang dialokasikan pada kelompok akun 

belanj a  barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda, 

serta bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan 

pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang dialokasikan pada 

kelompok akun belanja  barang lainnya untuk diserahkan 

kepada masyarakat/ Pemda. 
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c .  Belanj a  Modal 

Belanj a  Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran 

perolehan aset tetap dan/ atau aset lainnya atau menambah nilai 

aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal 

kapitalisasi aset tetap / aset lainnya yang ditetapkan pemerintah . 

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua 

pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan 

siap digunakan . Aset tetap/ aset lainnya tersebut dipergunakan 

untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satker atau 

dipergunakan oleh masyarakat/ publik, tercatat sebagai aset K/ L 

terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan 

kepada masyarakat/ Pemda. Belanja  Modal terdiri atas belanj a  

modal tanah, belanja  modal peralatan dan mesin, belanj a  modal 

gedung dan bangunan, belanja  modal jalan, irigasi dan j aringan, 

belanj a  modal lainnya, belanja penambahan nilai aset tetap/ aset 

lainnya, serta belanja  modal BLU .  

d .  Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer 

uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada 

masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan 

terj adinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi 

dan/  atau kesej ahteraan masyarakat. 

D .  PRO SES PENETAPAN PAGU BELANJA K/ L 

Dalam rangka penyusunan APBN, seperti telah diamanatkan dalam 

PP 9 0 / 2 0 1 0 ,  terdapat 3 (tiga) kali penetapan pagu dana untuk K/ L yaitu 

pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran . Angka yang 

. tercantum dala'.m ketiga pagu terse but merupakan angka tertinggi yang 

tidak boleh dilampaui oleh K/ L sebagai acuan dalam menyusun 

RKA-K/ L-nya. Secara garis besar penjelasan tentang ketiga pagu 

dij elaskan sebagai berikut: 

1 .  Pagu Indikatif 

Angka yang tercantum dalam prakiraan maju untuk satu tahun 

anggaran berikutnya (tahun t+2) yang dicantumkan pada saat 

penyusunan RKA-K/ L tahun anggaran yang direncanakan 

(tahun t+ 1 )  dij adikan sebagai angka dasar, yang merupakan salah 
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satu variabel yang menentukan besarnya pagu indikatif untuk satu 

tahun anggaran berikutnya (tahun t+2) . Dalam rangka menyusun 

pagu indikatif untuk tahun yang direncanakan (tahun t+ l ) ,  ditempuh 

proses sebagai berikut: 

a. Presiden menetapkan 

pembangunan nasional . 

arah kebij akan dan prioritas 

Setiap awal tahun, Presiden menetapkan arah kebij akan yang 

akan dilakukan pada tahun yang direncanakan, yaitu Presiden 

menetapkan prioritas pembangunan nasional yang akan 

dilakukan pada tahun yang akan direncanakan . Selain itu, 

. Presiden juga menetapkan prioritas pengalokasian dari anggaran 

yang dimiliki pemerintah . Arah kebijakan dan prioritas anggaran 

tersebut akan dij adikan dasar pertimbangan dalam penyusunan 

RKP dan Renj a  K/ L. 

b.  K/ L memutakhirkan angka dasar. 

Prakiraan ma.JU yang telah dicantumkan pada dokumen 

perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya akan 

dij adikan angka dasar untuk perencanaan dan penganggaran 

tahun anggaran yang direncanakan. Angka yang tercantum 

dalam prakiraan maJU tersebut harus terus dilakukan 

pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini . Dalam proses 

pemutakhiran tersebut, K/ L menyesuaikan Prakiraan Maju 

dengan kebijakan tahun berjalan (APBN /  APBN Perubahan) , 

Kinerj a  tahun sebelumnya untuk mengevaluasi apakah 

program-program yang dikelola K/ L akan berlanjut atau akan 

berhenti, dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro . 

c .  K/ L dapat menyusun rencana kebijakan baru . 

Apabila terdapat Program/ Kegiatan/ Output yang akan dilakukan 

pada tahun yang direncanakan dan belum dilakukan pada 

tahun berjalan, baik bersifat bottom up seperti mekanisme 

inisiatif baru maupun bersifat top-down seperti tindak lanjut 

atas arahan Presiden/ Wakil Presiden, K/ L dapat mengajukan 

rencana tersebut dengan mekanisme usulan kebij akan baru. 

Idealnya, usulan kebij akan baru diajukan sebelum penetapan 

pagu indikatif. Sedangkan pemenuhan usulan kebij akan baru 

tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 
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d .  Kementerian Keuangan melakukan pemutakhiran Angka D asar 

dan menyusun perkiraan kapasitas fiskal . 

Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif Belanj a  K/ L, 

Kementerian Keuangan melakukan pemutakhiran Angka Dasar 

yang berasal dari review atas Prakiraan Maju yang telah disusun 

oleh K/ L pada tahun sebelumnya. Pemutakhiran Angka Dasar 

tersebut selain dilakukan terhadap kinerj a  realisasi anggaran, 

juga dilakukan terhadap perubahan parameter dan kebij akan 

baru yang diusulkan oleh K/ L. Pemutakhiran tersebut 

dilakukan untuk memastikan bahwa proyeksi Angka Dasar yang 

akan menjadi bahan penyusunan Pagu Indikatif Belanj a  K/ L 

menj adi lebih akurat. Dalam proses pemutakhiran Angka Dasar, 

Kementerian Keuangan dapat berkoordinasi dengan K/ L dan 

juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional . Pemutakhiran Angka 

Dasar dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Maret setiap 

tahunnya. 

Pada saat yang bersamaan, Kementerian Keuangan JUga 

menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu 

Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk 

penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah, yang 

dimulai sejak pertengahan bulan Februari hingga akhir bulan 

Maret setiap tahunnya. 

e .  Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

menyusun Pagu Indikatif. 

Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disusun dengan 

memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan 

prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif dimaksud 

dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi 

pendanaan untuk mendukung Arah Kebij akan yang telah 

ditetapkan oleh Presiden. Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan 

beserta prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam 

Surat Bersama yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan Maret .  Pagu 

indikatif dirinci menurut unit organisasi, program, dan kegiatan . 
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Pagu Inclikatif tersebut sebagai bahan penyusunan Rancangan 

Awal RKP clan Renja  K/ L.  

Proses penyusunan sampai clengan penetapan pagu inclikatif 

cliilustrasikan clalam Bagan I . 4 .  

Bagan I . 4 .  

Penyusunan Pagu Inclikatif 

Presiden Kementerian/ Lembaga Bappenas+ Kemenke 

1 .  M e m u kta h i rka n a ngka 1 .  M e ngeva l u a s i  

d a s a r  berdasa rka n : p e l a ksa n a a n  

• Ke b ij a k a n  ta h u n  p rogra m d a n  

berj a l a n  kegiata n ya ng 
\J 
OJ 

• Eva l uas i  ki n e rja  seda ng b e rja l a n .  Q'Q 

Ara h Keb ij a ka n· d a n  
ta h u n  s e be l u m nya 2 .  M e ngkaj i u s u l a n  

• Proyeksi a s u m s i  i ns i atif b a r u .  
P r i o r itas Pengangga ra n 

d a s a r  e ko n o m i  3 .  Pe nyes u a i a n  

m a kro .  base l i n e .  

2 .  M e nyus u n  l n is iatif 4. M e m p e rhat ika n 

ba ru/usu l an  keb ij a ka n ka pas itas fiska l .  

baru .  

2 .  Pagu Anggaran 

Langkah-langkah penyusunan clan penetapan Pagu Anggaran aclalah 

sebagai berikut: 

a. Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/ L 

Dalam menyusun Renj a  K/ L, K/ L berpecloman pacla surat 

mengenai Pagu Inclikatif clan hasil kesepakatan trilateral meeting. 

Renja  K/ L climaksucl clisusun clengan penclekatan berbasis 

Kinerj a, KPJM, clan penganggaran terpaclu yang memuat: 

1 )  kebijakan; 

2) program; clan 

3) kegiatan . 

b .  Trilateral Meeting 

Proses penyusunan Renj a  K/ L clilakukan clalam pertemuan 

3 (tiga) pihak antara K/ L, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Baclan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, clan Kementerian Keuangan . Pertemuan tersebut 

c 
::l 
C2... 
7'" 
OJ 
r-t-
-h 
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dilakukan setelah ditetapkannya Pagu Indikatif sampai dengan 

sebelum batas akhir penyampaian Renja  K/ L ke Kementerian 

Perencanaan Pem ban gun an Nasional/ Bad an Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan . Pertemuan 

tersebut dilakukan dengan tujuan: 

1 )  Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara K/ L, 

Kernen terian Perencanaan Pem ban gun an Nasional/ Bad an 

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian 

Keuangan, terkait dengan pencapaian sasaran prioritas 

pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP; 

2) Menj aga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen 

perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara 

RPJMN, Renstra, RKP, Renja  K/ L dan RKA-K/ L; 

3) Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan 

yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu 

. kepastian mengenai kegiatan prioritas , jumlah PHLN,  

jumlah PDN, jumlah SBSN PBS ,  dukungan Kerj asama 

Pemerintah Swasta (KPS) , Anggaran Responsif Gender 

(ARG) , anggaran pendidikan, 

PNBP / BLU, kebijakan baru, 

kebutuhan tambahan rupiah 

anggaran 

belanj a  

murm, dan 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan . 

kesehatan, 

operasional, 

pengalihan 

c .  K/ L menyampaikan Renja  K/ L kepada Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan . 

Menteri/ Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja  K/ L kepada 

Kernen terian Perencanaan Pem ban gun an Nasional/ Bad an 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian 

Keuangan untuk bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP 

dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, 

program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan 

pendahuluan Rancangan APBN (RAPBN) . 

d .  Pemerintah menetapkan RKP. 

e .  Pemerintah menyampaikan 

Pendahuluan RAPBN.  

pokok-pokok 

Pemerintah menyampaikan pokok-pokok 

Pendahuluan RAPBN yang meliputi : 

pembicaraan 

pembicaraan 
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1 )  Kerangka Ekonomi Makro clan Pokok-Pokok Kebijakan 

Fiskal; 

2) RKP; 

3) Rincian unit organisasi, fungsi, clan program. 

f. Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/ L 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/ L, Menteri Keuangan 

menetapkan Pagu Anggaran K/ L clengan berpecloman pacla 

kapasitas fiskal, besaran Pagu Inclikatif, Renj a  K/ L, clan RKP, 

clan memperhatikan hasil evaluasi Kinerj a  K/ L.  Pagu Anggaran 

K/ L climaksucl menggambarkan arah kebij akan yang telah 

clitetapkan oleh Presiclen yang clirinci menurut unit organisasi 

clan program. Angka yang tercantum clalam pagu anggaran 

aclalah angka pagu inclikatif, yang clisesuaikan clengan 

perubahan paramater a tau aclanya policy measure. 

Pagu Anggaran K/ L clisampaikan kepacla setiap K/ L paling 

lambat pacla akhir bulan Juni . 

g .  Menteri/ Pimpinan Letnbaga menyusun RKA-K/ L 

Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L berclasarkan: 

1 )  Pagu Anggaran K/ L; 

2 )  Renja-K/ L; 

3)  RKP hasil kesepakatan Pemerintah clan DPR clalam 

pembicaraan penclahuluan RAPBN; clan 

4) Stanclar biaya. 

RKA-K/ L Pagu Anggaran clisampaikan ke Kementerian 

Keuangan untuk clitelaah . 

h .  Penelaahan RKA-K/ L Pagu Anggaran 

Penelaahan RKA-K/ L Pagu Anggaran cliselesaikan paling lambat 

akhir bulan Juli . Penelaahan RKA-K/ L Pagu Anggaran clilakukan 

secara terintegrasi, yang meliputi : 

1 )  Kelayakan anggaran terhaclap sasaran Kinerj a  yang 

clirencanakan; 

2)  Konsistensi sasaran Kinerja  K/ L clengan RKP clan/ atau 

Renj a  K/ L.  

i .  Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/ L Pagu Anggaran 

hasil penelaahan untuk cligunakan sebagai: 

1 )  Bahan penyusunan N ota Keuangan, RAPBN,  clan 

Rancangan Unclang Unclang tentang APBN (RUU APBN) ; 
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2 )  Dokumen pendukung pembahasan RAPBN.  

Setelah dibahas dalam sidang kabinet, Nota Keuangan, RAPBN,  

dan RUU APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR pada 

pertengahan bulan Agustus . 

Proses penyusunan hingga penetapan pagu anggaran diilustrasikan 

dalam Bagan I .  5 .  

Bagan 1 . 5 .  

Penyusunan Pagu Anggaran 

Kementerian / Lembaga I . Kemenkeu I Kementerian PPN/ jPemerintah/ 

. 
. 

. 
Bappenas 

L 
Presiden 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _i _ _ _ _ _ _ _ _ _  '----W-----' 1 - - - -
I 
I 
I 
I 
I 

• 

• 

Trilatera l Meeti ng : 

Koord inasi  terka it penca pa ian  prioritas pembangunan da lam RKP 

Menjaga konsistensi  kebij a ka n  da lam dokumen perencanaan dan 
I 
, penga n g g a ra n  I 
' - - - - - - - - - - - - - - - - -

Renja K/L 

L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 

r 
�----� 

Pagu  
Ind ikatif 

pembicaraan 

penda h u l u a n  RAPBN 

+ 

- - - r- -

Penyesua ian 
Angka Dasar 

- - - - - - -
-

- - -

3 .  Alokasi Anggaran 

- - - - - - - - - - - - - - - - � 

Menyem purnaka n  

ra ncangan awal RKP 

- ·  
Pagu  

Anggaran  -

Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran 

ad al ah se bagai beriku t: 

a .  K/ L melakukan pembahasan RKA-K/ L Pagu Anggaran dengan 

DPR 

Dalam rangka pembahasan RUU APBN, K/ L melakukan 

pembahasan RKA-K/ L Pagu Anggaran dengan DPR.  Pembahasan 

tersebut selain membahas output dan outcome pada level 

strategis (K/ L) dan level eselon I yang sudah tercantum dalam 
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dokumen N ota Keuangan yang menyertai RUU APBN,  juga 

membahas usulan Kebijakan baru yang muncul dalam 

pembahasan dengan DPR Uika ada) , dan rencana kontrak tahun 

j amak U ika ada) . 

b .  Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L Alokasi 

Anggaran 

Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L Alokasi 

Anggaran berdasarkan: 

1 )  Alokasi Anggaran K/ L; 

2 )  RKP dan Renj a  K/ L; 

3 )  Hasil kesepakatan K/ L dan DPR dalam pembahasan 

RUU APBN; dan 

4) Standar biaya. 

RKA-K/ L Alokasi Anggaran Juga menampung kebij akan baru 

yang terj adi dalam pembahasan RUU APBN dengan DPR. 

c .  Penelaahan RKA-K/ L Alokasi Anggaran 

Penelaahan RKA-K/ L Alokasi Anggaran diselesaikan paling 

lambat akhir bulan November. Penelaahan RKA-K/ L Alokasi 

Anggaran dilakukan secara terintegrasi , yang meliputi: 

1 )  Kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerj a; 

2 )  Konsistensi sasaran Kinerja  K/ L dengan RKP dan hasil 

kesepakatan dengan DPR. 

d .  Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/ L Alokasi Anggaran 

hasil penelaahan untuk digunakan sebagai: 

1 )  Bahan penyusunan Lampiran PerPres tentang Rincian 

APBN; 

2) Bahan penyusunan DIPA. 

Proses penyusunan dan penetapan alokasi anggaran 

diilustrasikan dalam Bagan I . 6 .  

Tahap selanjutnya adalah Menteri Keuangan mengesahkan 

dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 

Menteri/ Pimpinan Lembaga paling lambat akhir bulan Desember. 
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Bagan 1 . 6 .  

Penyusunan Alokasi Anggaran 

Kementerian/Lembaga 

RKA-K/L Alokasi 
Anggaran 

Disusun berdasarkan : 

1 .  Alokasi Anggaran 

K/L 2 . RKP dan Renja 

K/L 3. Kesepakatan 

K/L dan DPR 

4 . Standar Biaya 

ALOKASI ANGGARAN 

DPR I 

E.  KETENTUAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN 

Kemenkeu 

Penelaahan RKA-K/L:  

• Kelayakan Anggaran 

• Konsistensi sasaran kinerja 

dengan RKP 

Himpunan RKA
K/L 

Digunakan sebaga i :  

• Bahan Lampira n  Perpres 

Rincian APBN 

• Bahan  Penyusunan  D I PA 

Dalam petunjuk penyusunan RKA-K/ L, disamping terkait dengan 

materi mengenai klasifikasi anggaran, JUga membahas materi 

pengalokasian anggaran kegiatan . Alokasi anggaran kegiatan merupakan 

akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

output kegiatan yang direncanakan . Penyusunan anggaran biaya suatu 

kegiatan yang tertuang dalam RKA-K/ L juga mengacu pada peraturan

peraturan lain yang secara khusus mengatur tentang Bagan Akun 

Standar, sumber dana kegiatan, j enis satker yang melaksanakan kegiatan, 

dan perspektif pengalokasian anggarannya. Integrasi peraturan tersebut 

dalam pengalokasian anggaran biaya kegiatan dalam penyusunan RKA

K/ L diatur sebagai berikut: 

1 .  Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker 

Dalam rangka untuk mendapatkan alokasi belanja  pegawai yang 

lebih realistis dengan kebutuhan, pengalokasian gaj i  dan tunj angan 

pegawai dilakukan dengan berbasis data dengan mengunakan 

program Aplikasi Gaj i  Pokok Pegawai (GPP) Direktorat Jenderal 

I 
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Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang dapat menghasilkan 

informasi aktual mengenai pegawai pada suatu satker dan telah 

divalidasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) . 

Biaya gaj i  dan tunj angan pegawai tersebut dialokasikan pada 

Komponen 00 1 . Dalam hal K/ L tidak menggunakan aplikasi GPP, 

K/ L dapat langsung memasukkan data pegawai yang telah update 

dalam modul Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-K/ L.  

Khusus untuk pengalokasian Gaj i  Dokter Pegawai Tidak Tetap 

(PTT) dan Bidan PTT untuk Kementerian Kesehatan agar 

diperhitungkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur 

J enderal Anggaran mengenai Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan 

Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa 

bakti dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri 

Keuangan mengenai pelaksanaan penggaj ian dokter dan bidan 

sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti . 

Sementara itu,  pengalokasian akun belanj a  yang termasuk 

dalam Belanj a  Pegawai mengikuti Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Bagan Akun Standar beserta peraturan pelaksanaannya. 

2 .  Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/ Gedung Negara 

Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan/ 

renovasi bangunan/ gedung negara, berpedoman pada Peraturan 

Menteri Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur 

mengenai pedoman teknis pembangunan bangunan/ gedung negara. 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/ L dasar perhitungan alokasi 

anggarannya adalah sebagai berikut: 

a .  Untuk peketj aan pembangunan (baru) bangunan/ gedung negara 

atau pekerj aan renovas1 bangunan/ gedung negara yang 

berlokasi di dalam negeri, dasar alokasinya adalah perhitungan 

kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung 

negara atau yang sej enis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan 

Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat; 

b. Untuk pekerjaan renovasi bangunan/ gedung negara yang 

berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah 

struktur bangunan dari sebelumnya, dasar alokasinya adalah 

perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi 

bangunan/ gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian 

Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat. Dokumen analisis 
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perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi 

bangunan/ gedung negara atau yang sej enis dari Kementerian 

Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disusun 

berdasarkan perhitungan dari konsultan perencana negara 

setempat; 

c .  Untuk pekerj aan renovas1 bangunan/ gedung negara yang 

berlokasi di luar negen (kantor perwakilan) yang tidak 

mengubah struktur bangunan dari sebelumnya adalah 

perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi 

bangunan/ gedung negara atau yang sej enis dari konsultan 

perencana negara setempat. 

Dalam hal satker mengusulkan 

bangunan/ gedung, besaran volumenya 

persetujuan pej abat eselon I .  

3 .  Penerapan Bagan Akun Standar 

pembangunan / renovasi 

harus mendapatkan 

Keselarasan norma anggaran clan norma akuntansi dalam 

rangka sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan 

RKA-K/ L dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan 

keuangan dilakukan dengan memakai norma Bagan Akun Standar . 

Dalam penyusunan RKA-K/ L dan juga dalam pelaksanaan anggaran, 

diharapkan K/ L mempedomani Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Bagan Akun Standar beserta peraturan pelaksanaannya. 

Terdapat dua hal yang harus dipedomani K/ L terkait dengan 

penerapan Bagan Akun Standar. Pertama, penerapan konsep nilai 

perolehan (full costing) pada j enis belanja. Hal ini berarti bahwa pada 

penyusunan RKA-K/ L, seluruh biaya yang diperlukan untuk 

pengadaan barang/ j asa dimasukkan se bagai nilai perolehan 

barang/j asa dimaksud . Akun belanja  yang digunakan harus sesuai 

dengan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar beserta peraturan 

pelaksanaannya. 

Kedua, penerapan konsep kapitalisasi . Dalam penyusunan 

RKA-K/ L, konsep kapitalisasi adalah terkait dengan j enis belanj a  

modal .  Untuk mengetahui apakah suatu belanja  dapat dimasukkan 

sebagai belanj a  modal atau tidak, perlu diketahui definisi aset tetap 

atau aset tetap lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap . Aset tetap 

mempunyai ciri-ciri/ karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan 
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rnenarnbah aset pernerintah, rnernpunyai rnasa rnanfaat lebih dari 

satu tahun, nilainya material (diatas nilai kapitalisasi) . Sernentara 

itu, c1n- c1n aset tetap lainnya adalah akan rnenarnbah aset 

pernerintah, rnernpunyai rnasa rnanfaat lebih dari 1 tahun, dan 

nilainya relatif material (di atas nilai kapitalisasi) . 

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disirnpulkan bahwa 

suatu belanj a  dapat dikategorikan sebagai belanja modal j ika: 

a .  pengeluaran tersebut rnengakibatkan adanya perolehan aset 

tetap atau aset tetap lainnya yang rnenarnbah aset pernerintah; 

b .  pengeluaran tersebut rnelebihi batasan minimal kapitalisasi aset 

tetap atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh 

pernerintah; 

c. perolehan aset tetap tersebut dirnaksudkan untuk dipakai dalarn 

operasional pernerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan 

ke rnasyarakat. 

Dalarn kaitan konsep harga perolehan ditetapkan bahwa seluruh 

pengeluaran yang rnengakibatkan tersedianya sarnpai aset siap pakai 

dirnasukkan ke dalarn belanja  modal . Pengeluaran tersebut 

rnernenuhi batasan minimal kapitalisasi (relatif material) aset 

tetap / aset tetap lainnya. 

Di  sarnping belanj a  modal untuk perolehan aset tetap dan aset 

tetap lainnya, belanja  untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah 

perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya dapat juga dirnasukkan 

sebagai belanj a  modal . Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan 

sebagai belanja  modal j ika rnernenuhi persyaratan bahwa 

pengeluaran tersebut rnengakibatkan bertarnbahnya rnasa rnanfaat, 

kapasitas , kualitas dan volume aset yang telah dirniliki . Terrnasuk 

dalarn hal ini adalah pengeluaran untuk gedung yang nilai 

perbaikannya lebih 2% (dua persen) dari nilai aset, berdasarkan 

perhitungan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kernenterian 

Pekerj aan Urn urn dan Perurnahan Rakyat. 
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4 .  Penyusunan RKA-K/ L pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri 

Penyusunan RKA-K/ L pada Satker Perwakilan RI di luar negeri 

secara khusus mengikuti aturan sebagai berikut: 

a. Penetapan Kurs Valuta Asing 

1 )  Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan RKA-K/ L 

adalah Dolar Amerika Serikat (USD) ; 

2 )  Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam 

perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam 

asumsi APBN pada tahun yang direncanakan . 

b .  Pengalokasian Menurut Jenis Belanj a  

1 )  Belanj a  Pegawai 

a) Pengaturan mengenai penganggaran belanj a  pegawai 

bagi pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan RI 

di luar negen baik untuk komponen maupun 

besarannya mengikuti peraturan perundangan yang 

berlaku. 

b) Alokasi Belanj a  Pegawai pada Perwakilan RI di luar 

negeri termasuk alokasi anggaran untuk gaj i  lokal staf. 

c) Gaj i  Home Staff pada Perwakilan RI di luar negeri 

termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan 

didasarkan pada payroll sekurang-kurangnya bulan 

Mei tahun berjalan . Tunjangan Penghidupan Luar 

Negeri (TPLN) terdiri atas tunjangan pokok dan 

tunjangan keluarga. Tunjangan Pokok merupakan 

perkalian antara Angka Dasar Tunj angan Luar Negeri 

(ADTLN) dengan persentase Angka Pokok Tunj angan 

Luar Negeri (APTLN) masing-masing Home Staff 

Tunj angan Keluarga terdiri atas tunj angan 

isteri/ suami ( 1 5% (lima belas persen) kali tunj angan 

pokok) dan tunjangan anak ( 1 0% (sepuluh persen) kali 

tunj angan pokok) yang besarannya mengikuti 

ketentuan yang berlaku, dengan jumlah anak yang 

dapat diberikan tunjangan anaknya maksimal 2 (dua) 

anak sesuai dengan ketentuan pemberian tunj angan 

anak bagi PNS . 

d) Apabila akan dilakukan peng1sian alokasi selisih F-B 

(lowongan formasi) maksimal sebanyak rencana 
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penarikan/ penempatan home staff (termasuk Kepala 

Perwakilan) dengan dilampiri Daftar Rencana 

. Penarikan/ Penempatan Home Staff yang 

ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Luar 

Negeri dan sekurang-kurangnya memuat waktu 

penempatan/ penarikan serta gelar diplomatik. Untuk 

tunjangan keluarga maksimal diasumsikan untuk 

1 (satu) istri dan 2 (dua) anak; 

e) Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain Home Staff 

dihitung maksimum 40% (empat puluh persen) dari 

alokasi Gaji Luar Negeri/TPLN Home Staff dengan 

perhitungan Tunjangan Sewa Rumah 2 5% (dua puluh 

lima persen) dari TPLN dan Tunjangan Restitusi 

Pengobatan 1 5% (lima belas persen) dari TPLN, kecuali 

diatur lain oleh Menteri Keuangan . 

2 )  Belanj a  Barang dan Jasa 

a) Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas 

kontrak sewa gedung yang berlaku . Dalam hal Atase 

Teknis/ Atase Pertahanan menempati gedung yang 

sama dan dalam dokumen kontrak sewa gedung yang 

sama dengan kontrak sewa gedung kantor Perwakilan 

RI , alokasi anggarannya hanya pada RKA-K/ L satker 

Kantor Perwakilan RI berkenaan; 

b) Alokasi Operasional Pendukung Kerj asama 

Bilateral/ Regional terdiri atas Biaya Operasional 

Kepala Perwakilan dan Representasi .  Alokasi biaya 

lainnya yang selama ini dialokasikan pada Operasional 

Pendukung Kerjasama Bilateral/ Regional agar 

dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dengan 

target kinerja  dan rincian perhitungan yang j elas dan 

dapat dipertanggungjawabkan; 

c) Alokasi anggaran biaya representasi untuk Kepala 

Perwakilan dihitung maksimum 20% (dua puluh 

persen) dari Tunjangan Pokok x 1 2  bulan . Sedangkan 

untuk home staff lainnya dihitung maksimum 1 0% 

(sepuluh persen) dari gaj i  pokok x 1 2  bulan; 
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d) Perj alanan Dinas pada Perwakilan RI di luar negen 

termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan 

maksimum terdiri atas: 

( 1 ) Perj al an an din as wilayah; 

(2) Perjalanan dinas multilateral; 

(3) Perjalanan dinas akreditasi; 

( 4) Perj al an an din as kurir . 

Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di luar 

negeri disediakan hanya untuk jenis perj alanan dinas 

yang ada pada Perwakilan RI bersangkutan, dan 

dihitung menurut jumlah pejabat yang melakukan 

perjalanan dinas , serta frekuensi perjalanan yang akan 

dilakukan . Besarnya tarif uang harian perj alanan 

dinas luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan . 

c .  Ketentuan lain-lain . 

1 ) Alokasi anggaran untuk Perwakilan RI di luar negen 

termasuk Atase Teknis maupun Atase Pertahanan 

dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden mengenai 

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri . 

Untuk Atase teknis dan Atase Pertahanan yang menempati 

satu gedung dengan Perwakilan RI di Luar Negeri ,  biaya 

langganan listrik, gas, air, biaya pemeliharaan gedung serta 

pemeliharaan lain yang melekat dengan gedung dimaksud 

dialokasikan pada anggaran Kementerian Luar Negeri; 

2 )  Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di  luar negeri 

termasuk alokasi anggaran untuk penghasilan local staff 

Besaran alokasi untuk pembayaran penghasilan local staff 

dimaksud mengacu pada alokasi anggaran un tuk local staff 

dihitung maksimal 43% (empat puluh tiga persen) dari 

ADTLN, dengan jumlah pegawai maksimal sesuai formasi 

yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi . Dalam pelaksanaannya, 

pembayaran penghasilan local staff tetap disesuaikan 

dengan jumlah riil pegawai dan tidak melebihi formasi yang 

ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. Alokasi anggaran sebesar 43% (empat 

puluh tiga persen) tersebut di atas sudah termasuk gaj i  dan 
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tun j angan -tun j angan, social security, asuransi kecelakaan 

serta lembur. 

3) Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) terdiri atas : 

a) Persekot rumah untuk deposit sewa rumah dengan 
jumlah maksimal 2 (dua) bulan sewa rumah (termasuk 
dalam jenis Belanja Barang) ; 

b) Persekot mobil maksimal US$ 5 . 000 (lima ribu dolar) 

(termasuk dalam j enis Belanja Barang) ; 

c) Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan 

TPLN (termasuk dalam j enis Belanj a  Pegawai) . 

Perhitungan BPPR didasarkan atas rencana mutasi 

penempatan pada Perwakilan RI di luar negeri . 

4 )  Pengaturan anggaran Perwakilan RI di  luar negeri terinasuk 

Atase Teknis dan Atase Pertahanan yang tidak diatur dalam 

Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan 

Menteri Luar Negeri setelah terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dari Menteri Keuangan . Apabila terdapat 

alokasi anggaran yang didasarkan atas penetapan Menteri 

Luar Negeri yang belum mendapat persetujuan dari Menteri 

Keuangan tetapi telah dialokasikan pada tahun-tahun 

se belumnya, 

sebagai RAB 

direncanakan 

penetapan tersebut akan dipersamakan 

dan sebelum tahun anggaran yang 

dimulai harus sudah dimintakan 

persetujuannya kepada Menteri Keuangan . 

5) Pengaturan pengalokasian Perwakilan RI yang berlokasi 

di dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku secara 

umum dalam petunjuk penyusunan dan penelaahan 

RKA-K/ L dan Pengesahan DIPA. 

6) Dalam hal terdapat perubahan kebij akan dan besaran 

alokasi belanj a  pegawai dan/ atau belanj a  barang dan j asa 

bagi pej abat dinas luar negeri pada Perwakilan RI di luar 

negen, ketentuan penyusunan RKA-K/ L pada satker 

Perwakilan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada 

angka 4) , menyesuaikan dengan kebij akan yang terbaru . 

Hal-hal lain yang tidak diatur secara khusus, pengalokasian 

anggarannya mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum 
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clalam petunjuk penyusunan clan penelaahan RKA-K/ L clan 

pengesahan DIPA. 

5 .  Penyusunan RKA-K/ L Pacla Kementerian Pertahanan 

Berkenaan clengan penyusunan RKA-K/ L pacla Kementerian 

Pertahanan RI secara umum mengikuti PP 90 / 20 1 0  clan ketentuan 

mengenai petunjuk penyusunan clan penelaahan RKA-K/ L clan 

pengesahan DIPA.  Secara khusus penyusunan RKA-K/ L pacla 

Kementerian Pertahanan mengikuti aturan sebagai berikut: 

a. Pengalokasian anggaran untuk keperluan belanj a  pegawai clan 

sebagian belanj a  barang operasional,  mulai clilakukan langsung 

sampai clengan tingkat satker, selain lima satker (unit 

organisasi) yang suclah acla; 

b .  Pengalokasian anggaran selain untuk keperluan belanj a  pegawai 

clan sebagian belanja  barang operasional , clilakukan secara 

terpusat (pacla tingkat unit organisasi) ; 

c .  Untuk keperluan pengalokasian anggaran sampai clengan 

tingkat satker, Kementerian Pertahanan membentuk satker

satker climaksucl; 

cl .  Bahan Bakar Minyak clan Pelumas (BMP) TNI clihitung secara 

akurat sesuai clengan kebutuhan riil . Perhitungan kebutuhan 

BMP TNI selain memperhitungkan realisasi anggaran tahun 

sebelumnya, juga memasukkan tunggakan-tunggakan tahun 

sebelumnya clalam perhitungan angka clasar. 

6 .  Pengalokasian Anggaran clengan Sumber Dana Pinj aman clan/ atau 

Hibah Luar Negeri (PHLN) 

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber clari clana 

PHLN mengacu pacla Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara 

Pengaclaan Pinjaman Luar Negeri clan Penerimaan Hibah . 

Dalam pengalokasian anggaran, penyecliaan Rupiah Murni 

Penclamping (RMP) menjacli keharusan untuk clipenuhi guna 

pencapaian tujuan kegiatan yang clibiayai clari pinj aman luar negeri .  

Yang climaksucl clengan RMP aclalah rupiah murni yang harus 

clianggarkan sesuai clengan porsi yang clicantumkan clalam Loan 

Agreement atau Minutes of Negotiation yang clitanclatangani oleh 

pej abat yang cliberi kuasa oleh Menteri Keuangan. Seclangkan local 

cost atau sharing kegiatan aclalah alokasi anggaran untuk 

menclukung tercapainya nilai ekonomis/ manfaat proyek/ kegiatan 
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yang dibiayai dengan pmJ aman luar negen, yang besarannya 

dicantumkan dalam dokumen perencanaan (DRPLN-JM/ BlueBook, 

D RPPLN/ Green Book dan Daftar Kegiatan) tidak dikategorikan 

se bagai RMP. 

Secara khusus pengalokasian RMP mengacu kepada ketentuan 

yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinj aman Hibah Luar 

Negeri (NPPHLN) masing-masing. Ketentuan umum dan khusus 

pengalokasian anggaran kegiatan dimaksud dalam rahgka 

penyusunan RKA-K/ L  diintegrasikan dan diatur dengan mekanisme 

sebagai berikut. 

Pengalokasian PHLN dan RMP dalam RKA-K/ L mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Mencantumkan akun belanj a  sesuai dengan transaksi-transaksi 

yang dibiayai dengan NPPHLN yaitu disesuaikan dengan 

kategori-kategori pembiayaan yang diperbolehkan oleh lender. 

b .  Mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut: 

1 )  Mencantumkan kode KPPN Khusus Pinj aman dan Hibah 

( 1 40) untuk transaksi-transaksi PHLN dalam valuta asing 

dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme 

pembayaran langsung (direct payment) dan letter of credit. 

2) Mencantumkan kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan 

dimana proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN 

dilaksanakan dan tata cara penarikannya menggunakan 

mekanisme rekening khusus.  

c .  Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN yaitu 

sumber dana berupa pinjaman luar negeri atau hibah luar 

negen. 

d .  Mencantumkan tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata 

cara penarikan PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen 

lain yang telah disetujui oleh lender, misalnya dokumen Project 

Administration Memorandum (PAM). Tata cara penarikan PHLN 

yang masih diperbolehkan adalah : 

1 )  Mekanisme Rekening Khusus (Special Account) yaitu tata 

cara penarikan PHLN dengan menggunakan dana initial 

deposit yang bersifat revolving fund yang ditempatkan pada 

Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan . Tata cara tersebut dapat dipergunakan 
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bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN yang 

berlokasi di daerah . 

2 )  Mekanisme Pembayaran Langsung (Direct Payment) yaitu 

tata cara penarikan PHLN dengan cara mengajukan 

aplikasi penarikan dana secara langsung melalui KPPN 

Khusus Pinjaman dan Hibah . 

3 )  Mekanisme Letter of Credit (L/ C) yaitu tata cara penarikan 

PHLN dengan menggunakan L/ C Bank Indonesia. Khusus 

PHLN yang penarikannya melalui tata cara L/ C ,  perlu 

diperhatikan nilai kontrak pekerjaan secara keseluruhan . 

Hal tersebut berkaitan dengan pembukaan rekening L/ C 

oleh Bank Indonesia. 

e .  Mencantumkan kode register PHLN sesuai dengan kode register 

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko . Dalam hal alokasi anggaran belum ada 

registrasi, alokasi anggaran tersebut menggunakan kode register 

sementara sebagai berikut: 

9999 1 1 02 

9999 1 1 03 

9999 1 1 09 

99992 1 0 1  

99992 1 02 

99992 1 03 

99992 1 04 

99992 1 05 

99992 1 06 

9999220 1 

99992202 

99992203 

99993 1 0 1  

Pinjaman Tunai IBRD 

Pinjaman Tunai Japan 

Pinjaman Tunai Other 

Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-ADB 

Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-World Bank 

Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-Japan 

Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-Export 

Credit 

Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-Other 

Multilateral 

Pinjaman Kegiatan Reguler Pledge-Other 

Bilateral 

Pinjaman Kegiatan Tsunami Pledge-ADB 

Pinjaman Kegiatan Tsunami Pledge-World 

Bank 

Pinjaman Kegiatan Tsunami Pledge-Other 

Hi bah 
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f. Mencantumkan persentase/ porsi pembiayaan yang dibiayai 

lender sesuai dengan NPPHLN atau dokumen lain yang telah 

disetujui oleh lender. Misalnya: 

1 )  Kategori civil work 60% (enam puluh persen) artinya 

persentase yang dibiayai oleh PHLN adalah sebesar 60% 

(enam puluh persen) dikalikan be saran nilai 

. kegiatan/ proyek, sedangkan sisanya sebesar 40% (empat 

puluh persen) merupakan beban RMP ditambah dengan 

besaran pajak (PPN) . 

2 )  Khusus untuk PLN komersial/ fasilitas kredit ekspor 

pengalokasian dalam RKA-K/ L dicantumkan maksimal 

sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak 

( contract agreement) . Sementara itu, sisanya sebesar 1 5% 

(lima belas per sen) dialokasikan se bagai RMP se bagai uang 

muka. 

Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang 

dibiayai oleh lender dengan mengacu pada buku petunjtik 

pengadaan barang j asa (procurement guidelines) masing-masing 

lender dan ketentuan perpajakan dan bea masuk yang berlaku. 

Rumusan umum perhitungan nilai kontrak adalah sebagai 

berikut: 

Nilai kontrak (NK) = Nilai fisik + PPN 

Sementara itu metode untuk memperhitungkan besaran nilai 

kontrak yang akan dituangkan dalam RKA-K/ L menggunakan 

metode-metode sebagai berikut: 

1 ) Metode Non PPN 

Metode tersebut hanya menghitung besaran nilai fisik 

proyek tanpa memperhitungkan pajak karena PPN tidak 

dikenakan dan ditanggung oleh pemerintah . Metode 

tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek 

PHLN dengan persentase pembiayaan sebesar 1 00% . 

Contoh : 

qr Nilai Kontrak untuk konsultan : Rp2 5 . 000 . 000 

qr Kategori 

qr Persen tase 

: Consulting Services 

: 1 00% 
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w Cara perhitungannya dan penuangannya dalam 

RKA-K/ L: 

+ PHLN = persentase PHLN X nilai kontrak 

= 1 00% X Rp2 5 . 000 . 000 

= Rp2 5 . 000 . 000 

+ RMP tidak dialokasikan dalam RKA-K/ L karena 

1 00% dibiayai oleh lender 

+ PPN tidak dialokasikan dalam RKA-K/ L karena 

ditanggung oleh pemerintah . 

2 )  Metode Neto 

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran 

alokasi pengadaan barang dan jasa yang sebagian dananya 

bersumber dari pinjaman luar negeri dan paj ak tidak 

dikenakan terhadap porsi pinjamannya. Sementara itu bagi 

. RMP dikenakan sebesar nilai sharing-nya dikalikan besaran 

nilai paj aknya. Metode tersebut dapat digunakan untuk 

pinj aman-pinjaman yang berasal dari Bank Dunia (IBRD) 

dengan porsi � 9 1 % (Sembilan puluh satu persen) , ADB ,  

JBIC, dan lain-lain, kecuali ditentukan lain oleh NPPHLN 

(loan agrement) bersangkutan . 

Contoh : 
(iT' 

(iT' 

w 

w 

(iT' 

(iT' 

w 

Loan ADB : 1 383-INO 

Nilai kontrak barang : Rp l 1 0 . 000 . 000 

Kategori : Civil Work 

Persentase : 60% 

Nilai kontrak : Rp 1 1 0 . 000 . 000 

Nilai Fisik : Rp 1 00 . 000 . 000 

Terdiri atas : 
• Porsi PHLN : Rp60 . 000 . 000 
• Porsi Pendamping : Rp40 . 000 . 000 

w PPN terdiri atas : 
• PPN PHLN : Rp 6 . 00 0 . 000 (tidak dipungut) 
• PPN Porsi Pendamping : Rp 4 . 000 . 000 (dipungut) 

w Pencantuman dalam RKA-K/L :  Nilai fisik + PPN 

dipungut 
• 

• 

PHLN 

RMP 

: Rp 60 . 000 . 000 

: Rp 44 . 000 . 000 
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w Cara perhitungannya 

Nilai Fisik : 1 00 /  1 1 0 X 1 1 0 . 000 . 000 = Rp l 00 . 000 . 000 
• Porsi PHLN = 60% X 1 00 . 000 . 000 = Rp60 . 00 0 . 000 
• Porsi Pendamping = 40% X 1 00 . 00 0 . 000 = 

Rp40 . 000 . 000 

PPN : 1 0% X 1 00 . 000 . 000 = Rp l 0 . 000 . 000 
• Porsi PHLN = 1 0% X 60 . 000 . 000 = Rp6 . 000 . 000 
• Porsi Pendamping 

Rp4 . 000 .000 .  

= 1 0% x 4 0 . 00 0 . 000 

· 3)  Metode Bruto 

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran 

alokasi pengadaan barang dan j asa yang bersumber dari 

pinj aman luar negeri yang berasal dari World Bank dengan 

persentase/ porsi pembiayaan sebesar 90% (sembilan puluh 

persen) ke bawah maupun pinj aman lainnya sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam NPPHLN (loan agreement) 

yang bersangku tan . 

Contoh : 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

Loan IBRD : 4075-IND 

Nilai kontrak barang : Rp l 1 0 . 000 . 000 

Kategori : Civil Work 

Persentase : 60% 

Nilai Kontrak : Rp l 1 0 . 000 . 000 

Nilai Fisik : Rp l 00 . 000 . 000 

Terdiri atas : 
• Porsi PHLN : Rp66 . 000 . 000 
• Porsi Pen damping : Rp34 . 000 .  000 

w PPN terdiri atas : 
• PPN PHLN : Rp 6 . 600 . 000 (tidak dipungut) 
• PPN Porsi Pendamping : Rp 3 . 400 . 000 

w Pencantuman dalam RKA-K/ L : Nilai fisik + PPN 

dipungut 
• 

• 

PHLN 

RMP 
w Cara perhitungannya 

: Rp66 . 00 0 . 000 

: Rp37 .400 . 000 

Nilai Fisik : ( 1 00 /  1 1 0) X 1 1 0 . 000 . 000 = Rp l 00 . 00 0 . 000  

• Porsi PHLN= 60% X 1 1 0 . 000 . 000 = Rp66 . 00 0 . 000 
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Porsi Pendamping = (40% X 1 1 0 . 000 . 000) - PPN= 

Rp34 . 000 . 000 

PPN : 1 0% X 1 00 . 000 . 000 = Rp l 0 . 000 . 000 
• Porsi PHLN = 1 0% X 66 . 000 . 000 = Rp6 . 600 . 000 
• Porsi Pendamping 1 0% X 34 . 00 0 . 000 

Rp3 .400 . 000 . 

4 )  Metode Nonsharing 

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran 

alokasi dalam RKA-K/ L bagi pinj aman luar negeri yang 

tidak mempersyaratkan persentase namun langsung 

menentukan besaran sumber dana. Penggunaan metode 

tersebut langsung dilakukan dengan menuliskan besaran 

dana PHLN dan rupiah murni pendampingnya. 

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dana dari PHLN 

juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar 

APBN,  antara lain dari APBD,  anggaran BUMN atau dari 

kontribusi masyarakat, dengan didukung dokumen yang sah 

dari pemberi dana pendamping. Setelah mencantumkan dana 

pendamping dimaksud dalam RKA-K/ L, selanjutnya pada KK 

RKA-K/ L diberi kode "E" sehingga besaran dana pendamping 

tidak menambah pagu. 

b .  Dalam hal terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dalam 

tahun anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun 

berikutnya, penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menj adi 

prioritas sesuai dengan Annual Work Plan yang ditandatangani 

oleh donor/ lender. 

c .  Dalam hal pemanfaatan suatu pmJaman luar negen 

dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran, penyediaan pagu 

pinj aman luar negeri pada setiap tahun anggaran dan dana 

pendampingnya menjadi prioritas . 

d .  Untuk menghindari terj adinya penolakan oleh lender pada saat 

pengajuan aplikasi penarikan dana, dalam mengalokasikan 

PHLN dalam RKA-K/ L harus memperhatikan closing date, fully 

paid/ fully disbursement sisa pagu pinj aman, kategori, dan 

persentase/ porsi pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang 

dibiayai dengan PHLN . Misalnya: 
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Loan : IP 535 Professional Human Resource Development Project III 

Closing date : 26 Juli 20 1 5  

Kategori dan Persentase :  

Kategori Pagu 

Pinjaman 

1 .  Overseas Program (96%) 5. 782 

2. Domestic Program (58%) 2. 2 76 
3. Planner Development Center 44 7 

Enhancement (84%) 

4. Incremental Training Cost (1 00%) 92 1 

5. Contingencies 291  

Contoh kasus berikut menggambarkan penerapan butir 4 

mengenai alokasi anggaran beasiswa luar negen dalam 

RKA-K/ L: 

1 )  Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/ L yang benar : 

a) Harus menggunakan Kategori Overseas Program; 

b) Menggunakan persentase/ porsi sebesar 96%; 

c) Memperhatikan tanggal closing date original loan atau 

yang telah diperpanjang ( extension loan) ; 

d) Memperhatikan kategori dan persentase/ porsi j ika 

telah dilakukan perubahan oleh lender (amandemen 

loan) . 

2)  Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/ L yang salah : 

a) Menggunakan kategori Domestic Program; 

b) Menggunakan persentase/ porsi sebesar 96%; 

c) Tanggal Closing date terlampaui . 

e .  Standar Biaya 

Pembiayaan Keluaran ( output) kegiatan yang bersumber dari 

PHLN mengacu pada standar biaya dan billing rate. Dalam hal 

belum tersedia dalam standar biaya tersebut, dapat digunakan 

Surat Pernyataan (SP) . 

f. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN 

Untuk menghindari terjadinya overdrawn/ kelebihan penarikan 

pada satu kategori , pengalokasian dana PHLN untuk masing

masing kategori harus memperhatikan sisa pagu perkategori 

berdasarkan data pada kartu pengawasan PHLN atau data sisa 
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pagu perkategori dari lender/ donor. 

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan tertib administrasi 

PHLN, Kementerian/ Lembaga dan Direktorat Jenderal Anggaran 

mencatat setiap PHLN dalam Kartu Pengawasan PHLN . Kartu 

pengawasan alokasi dana PHLN merupakan bahan bagi 

Kementerian/ Lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran 

dalam melakukan monitoring terhadap ketersediaan 

dana/ pelaksanaan PHLN dimaksud . 

Model/ format kartu pengawasan alokasi dana PHLN dimaksud 

adalah seperti contoh berikut. 

g .  Pemahaman NPPHLN 

Untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana yang 

mengakibatkan pembayaran ineligible, perlu dipahami hal-hal 

sebagai berikut : 

1 )  I si/ materi dari NPPHLN; 

2 )  Staff Appraisal Report (SAR) ; 

3 )  Project Administration Memorandum (PAM); 

4) Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan 

pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN . 

h .  Dokumen NPPHLN ( loan/ grant agreement) untuk tahun pertama 

pengalokasian . 

Loan Number IP - 535 
Loan Project Profesional Human Resource 

Development Project III 

Dated 29 Maret 2006 
Lender JBIC 

Executing Agency Kementerian Kesehatan 

Nomor Register 2 1 572601  
Effective Date 26 Juli 2006 
Closing Date 26 Juli 201 5 
Jumlah PHLN JPY 9. 71 7. 000. 000 
Mekanisme Penarikan Rekening Khusus 
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Pagu Pagu Realisasi Sis a 

Total Tahun Tahun 

Kategori dan persentase ke . .  ke . .  

(million Japanese yen) 

( 1 ) (2) (3)  (4) = ( 1 -2) 

1) .  Overseas Program (96%) 5. 782 5. 782 
2). Domestic Program (58%) 2. 2 76 2.2 76 
3). Planner Development 44 7 44 7 

Center Enhancement 

(84%) 
4). Incremental Training Cost 921 921 

(1 00%) 
5). Contingencies 291 291 

7.  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinj aman Dalam 

Negeri (PDN) 

Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari 

PDN mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai tata cara 

pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah . 

Ketentuan penuangan dalam RKA-K/ L  untuk kegiatan yang 

bersumber dari PDN yang digunakan untuk kegiatan tertentu K/ L 

adalah sebagai berikut: 

a .  PDN dilakukan melalui mekanisme APBN dan dialokasikan 

untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri 

dalam negeri dan pembangunan infrastruktur; 

b .  K/ L menyusun RKA-K/ L rencana kegiatan yang dapat dibiayai 

dari PDN dengan berpedoman pada daftar prioritas kegiatan 

yang dapat dibiayai dari PDN;  

c .  Nomenklatur program/ kegiatan yang dipakai ad al ah 

nomenklatur hasil penataan ADIK; 

d .  Mencantumkan akun belanja  sesuai dengan ketentuan BAS ; 

e .  Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN yaitu 

sumber dana berupa pinjaman dalam negeri ;  

f. Mencantumkan kode register PDN sesuai dengan kode register 

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Resiko , Kementerian Keuangan; 

g .  Dokuinen pelengkap RKA-K/ L-nya adalah sebagai berikut: 
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1 )  Naskah Perjanjian Penerusan PDN,  yang ditandatangani 

oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima 

Penerusan PD N .  

2 )  Naskah Perj anj ian Penerusan PDN tersebut memuat paling 

sedikit : 

a) Jumlah pinjaman; 

b) Peruntukan pinjaman; dan 

c) Ketentuan dan persyaratan pinjaman. 

3)  Naskah Perjanj ian Penerusan PDN tersebut juga memuat 

sanksi kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak 

memenuhi kewaj iban pembayaran cicilan pokok, bunga, 

dan kewaj iban lainnya. 

8 .  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Surat Berharga 

Syariah negara (SBSN) 

Ketentuan penuangan dalam RKA-K/ L untuk kegiatan yang 

bersumber dari dana SBSN yang digunakan untuk kegiatan tertentu 

K/ L adalah sebagai berikut : 

a .  K/ L menyusun RKA-K/ L untuk rencana kegiatan yang dapat 

dibiayai dari SBSN waj ib berpedoman pada Daftar Prioritas 

Proyek yang dapat dibiayai dari SBSN yang ditetapkan oleh 

Bappenas; 

b .  Nomenklatur program/ kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur 

hasil penataan ADIK; 

c .  Mencantumkan akun belanja  sesuai dengan ketentuan BAS ; 

d .  Mencantumkan sumber dana yaitu Project Based Sukuk (PBS) dan 

dalam DIPA tercantum dalam halaman II ; 

e .  Mencantumkan kode register SBSN pada halaman I I  DIPA sesuai 

dengan kode register yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko , Kementerian Keuangan . 

Untuk Output yang dikategorikan tahun jamak, menggunakan 

nomor register yang sama. 

Dalam hal aplikasi SPAN belum disesuaikan, kode register SBSN 

dapat menggunakan kode register SBSN yang tercantum dalam 

halaman I-B DIPA. 

9 .  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah Dalam Negeri 

(HDN) 
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Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya 

bersumber dari HDN tata cara penuangan dalam RKA-K/ L mengikuti 

ketentuan dalam peraturan perundangan mengenai hibah dalam 

negen . Ketentuan penuangan dalam RKA-K/ L adalah sebagai 

berikut: 

a. Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk: 

1 )  Mendukung program pembangunan nasional, dan/ atau 

2)  Mendukung penanggulangan bencana alam dan .bantuan 

kemanusiaan; 

b .  K/ L menyusun Rencana Kerja  dan Anggaran Hibah sebagai 

bagian dari RKA-K/ L untuk dicantumkan dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran; 

c .  Perencanaan penerimaan untuk hibah yang direncanakan, 

disusun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

melalui Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yang 

bersumber dari hibah dengan berpedoman pada RPJM . Rencana 

Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan tersebut mencakup 

rencana pemanfaatan hibah (yang memuat arah kebij akan dan 

strategi sesuai prioritas pembangunan nasional) , serta Daftar 

Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) yang dij adikan sebagai salah 

satu bahan penyusunan RKP dan RKA-K/ L; 

d. Berdasarkan DRKH tersebut, K/ L mengalokasikan kegiatan 

yang berada dalam kewenangannya dalam dokumen RKA-K/ L; 

e .  Nomenklatur program/ kegiatan yang dipakai adalah 

nomenklatur hasil penataan ADIK; 

f. Untuk Hibah langsung, Menteri/ Pimpinan Lembaga dapat 

menerima hibah langsung dari pemberi hibah, bertanggung 

j awab dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah 

langsung pada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas , dan Menteri/ 

Pimpinan Lembaga lainnya 

penandatanganan Perjanj ian Hibah. 

sebelum 

1 0 .  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP 

dilakukan 

Penyusunan RKA-K/ L untuk kegiatan yang alokasi dananya 

bersumber dari PNBP (bukan satker BLU) diatur sebagai berikut: 

· a . Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP 
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menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel 

referensi pada Aplikasi RKA-K/ L (hasil penataan ADIK) ; 

b .  Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/ L 

mengacu pada: 

1 )  Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penggunaan 

PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu;  

2 )  Keputusan Menteri Keuangan/ Surat Menteri Keuangan 

mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang 

berasal dari PNBP; dan 

3) Angka Pagu penggunaan PNBP berdasarkan surat 

penetapan Menteri Keuangan c . q . Direktorat Jenderal 

Anggaran . 

c .  Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk 

kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat dan/ atau optimalisasi PNBP sesuai ketentuan 

mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal 

dari PNBP; 

d.  Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan 

langsung bendahara, bendahara, dan anggota sekretariat) 

menggunakan akun belanj a  barang operasional yaitu honor 

yang terkait dengan operasional satker, sedangkan honor 

kegiatan non-operasional yang bersumber dari PNBP masuk 

dalam akun honor yang terkait clengan kegiatan . 

1 1 . Penyusunan RKA-K/ L untuk Satker Baclan Layanan Umum (BLU) 

Untuk kegiatan-kegiatan yang clilaksanakan oleh satker BLU,  

pengelolaannya mengacu pacla Peraturan yang mengatur mengenai 

Rencana Bisnis clan Anggaran · (RBA) , Pengelolaan Keuangan BLU,  

clan Pelaksanaan Anggaran BLU.  

Beberapa hal yang perlu cliperhatikan clalam penyusunan 

RKA-K/ L BLU :  

a .  Program clan kegiatan yang cligunakan · clalam penyusunan 

RKA-K/ L BLU merupakan bagian clari program clan kegiatan 

hasil penataan ADIK K/ L incluk; 

b .  Output-output yang clibiayai clari PNBP / BLU clicantumkan 

ke clalam output-output yang sesuai, yang suclah clisusun clan 

tercantum clalam aplikasi RKA-K/ L. PNBP/ BLU hanya 

merupakan sumber pembiayaan layaknya RM atau PHLN . 
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c .  Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan 

ambang batas pada KK RKA-K/ L satker BLU .  

d .  Penerapan Standar Biaya berpedoman pada Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Standar Biaya. 

1 2 .  Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama 

Untuk kegiatan-kegiatan K/ L yang dilaksanakan oleh satker 

Perangkat Daerah (SKPD j melalui mekanisme Dekonsentrasi (DK) dan 

Tugas Pembantuan (TP) , pengelolaannya mengacu pada peraturan 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas 

Pembantuan . Disamping mengacu pada ketentuan tersebut, rencana 

alokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan 

didekonsentrasikan/ ditugaspembantuankan harus memperhatikan 

kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, 

dan kebutuhan pembangunan daerah . 

Dalam hal keseimbangan pendanaan di daerah, K/ L perlu 

mempertimbangkan rekomendasi tentang keseimbangan pendanaan 

di daerah dalam rangka perencanaan pengalokasian dana 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikeluarkan oleh Menteri 

Keuangan . Sementara itu, untuk kegiatan-kegiatan K/ L yang 

dilaksanakan secara bersama dengan SKPD dilakukan melalui 

mekanisme urusan bersama (UB) dan mengacu pada Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pendanaan Urusan Bersama 

Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan . 

1 3 .  Pengalokasian Anggaran Swakelola 

Langkah penyajian informasi terkait cara pelaksanaan suatu 

kegiatan secara swakelola adalah sebagai berikut: 

a. Swakelola 

Yang dimaksud dengan swakelola adalah kegiatan 

pengadaan barang/ jasa dimana pekerjaannya direncanakan, 

dikerj akan dan / a  tau diawasi sendiri oleh K/ L se bagai 

penanggung j awab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau 

kelompok masyarakat. 

Pekerj aan yang dapat diswakelolakan meliputi : 

1 )  Pekerj aan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan/ atau memanfaatkan kemampuan teknis 

sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok 

K/ L; 
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2 )  Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan 

partisipasi langsung masyarakat setempat; 

3) Pekerj aan yang dilihat dari sisi besaran, sifat, lokasi, atau 

pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/j asa; 

4) Pekerj aan yang secara rinci/ detail tidak dapat 

dihitung/ ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila 

dilaksanakan oleh penyedia barang/ j asa akan 

menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; 

5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, semmar, 

lokakarya, atau penyuluhan; 

6) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan 

survey yang bersifat khusus untuk pengembangan 

teknologi/ metode kerja  yang belum dapat dilaksanakan 

olen penyedia barang/ jasa; 

7) Pekerj aan survey, pemrosesan data, perumusan kebij akan 

pemerintah, penguj ian di laboratorium, dan pengembangan 

sistem tertentu; 

8)  Pekerj aan yang bersifat rahasia bagi K/ L bersangkutan; 

9)  Pekerj aan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam 

negen; 

1 0) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/ atau 

1 1 ) Pekerj aan pengembangan industri pertahanan, industri 

alutsista, dan industri almatsus dalam negeri .  

Tata Cara Pelaksanaan Swakelola 

1 )  Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri . 

Yakni pekerjaan yang direncanakan, dikerj akan dan 

diawasi sendiri oleh K/ L penanggung j awab anggaran; 

menggunakan pegawai sendiri , pegawai K/ L lain dan/ a tau 

menggunakan tenaga ahli . Dalam hal menggunakan tenaga 

ahli , tenaga ahli dimaksud tidak boleh melebihi 50% 

(lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan pegawai K/ L 

yang terlibat dalam kegiatan swakelola dimaksud . 

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan 

akan dilakukan secara swakelola, dirinci menurut j enis 

belanj a  yang sesuai . 

Sebagai panduan, pengalokasian anggaran untuk 

kegiatan yang sifatnya non-fisik menggunakan j enis Belanj a  
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Barang. Misalnya, untuk Kegiatan Diklat Teknis PNS ,  detail 

kegiatan dirinci ke dalam beberapa akun belanj a  barang 

seperti honorarium untuk narasumber / pakar / praktisi, 

honorarium untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang 

menunJ ang secara langsung dalam pencapaian output; 

Bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi Alat 

Tulis Kantor (ATK) , Konsumsi/ Bahan Makanan, Bahan 

Cetakan, Spanduk, dan Fotokopi, dan Perj alanan Dinas 

memanggil/ memulangkan peserta diklat . 

Sementara itu, pengalokasian anggaran untuk 

kegiatan yang sifatnya fisik dimasukkan dalam belanj a  

Modal .  Guna menyesuaikan dengan norma akuntansi yaitu 

azas full disclosure untuk masing-masing Jenis Belanj a  

modal dirinci lebih lanjut sesuai peruntukannya. Misalnya 

Belanj a  Modal Tanah dibagi menj adi Belanj a  Modal Tanah, 

Belanj a  Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal 

Pembayaran Honor Tim Tanah, Belanj a  Modal Pembuatan 

Sertifikat Tanah, Belanja Modal Pengurukan dan 

Pematangan Tanah, Belanja  Modal Biaya Pengukuran 

Tanah, Belanja  Modal Perjalanan Pengadaan Tanah . 

Rincian tersebut sama untuk semua Belanj a  Modal sesuai 

ketentuan pada Bagan Akun Standar . 

2 )  Dilaksanakan oleh Instansi Lain 

Yakni pekerjaan yang direncanakan dan diawasi oleh 

K/ L, sedangkan pelaksanaan pekerj aan dilakukan oleh 

instansi pemerintah lain bukan penanggung j awab 

anggaran . 

Dalam hal terdapat komponen yang dilaksanakan oleh 

instansi lain maka pengalokasian anggarannya dapat 

menggunakan 1 (satu) akun belanja  (Belanj a  Jasa Lainnya 

(522 1 9 1 ) ) .  

3 )  Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat 

Yakni pekerj aan yang direncanakan, dilaksanakan dan 

diawasi oleh kelompok masyarakat, sedangkan K/ L 

penanggung j awab anggaran adalah menentukan sasaran 

yang akan dicapai . Dalam kriteria ini , pekerj aan utama 

dilarang un tuk dialihkan kepada pihak lain 
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(disubkontrakkan) dari kelompok masyarakat pelaksana 

pekerj aan . 

Dalam hal terdapat komponen yang dilaksanakan oleh 

kelompok masyarakat, maka pengalokasian anggarannya 

dapat menggunakan 1 (satu) akun belanja  (Belanj a  j asa 

lainnya (522 1 9 1 ) ) . 

b .  Pengalokasian Kontrak 

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden mengenm 

pengadaan barang/ jasa pemerintah, dalam rangka 

melaksanakan prinsip good governance dan clean government, 

K/ L harus menerapkan prinsip prinsip akuntabiltas dan 

pengelolaan SDM secara efisien, tidak memihak dan menj amin 

terj adinya interaksi sosial dan ekonomi antara pemerintah dan 

stakeholder dan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan 

pemerintah . 

Penerapan pnns1p , etika dan tata cara dalam pengadaan 

barang/ jasa pemerintah harus berpedoman kepada Peraturan 

Presiden dimaksud. Sementara itu tata cara pencantumannya 

dalam RKA-K/ L harus menjelaskan bahwa pengadaan 

barang/j asa tersebut dilakukan dengan cara kontraktual 

ataupun swakelola. 

1 4 .  Pengalokasian Anggaran Terkait Kontrak Tahun Jamak 

Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan 

pekerj aannya membebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun 

anggaran . Kontrak tahun jamak dapat dilakukan setelah 

mendapatkan persetujuan 

Menteri/ Pimpinan Lembaga 

kewenangannya. 

dari Menteri Keuangan a tau 

yang bersangkutan sesum 

Tata cara permohonan persetujuan kontrak tahun j amak 

pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada Menteri Keuangan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara 

pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) 

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada Menteri 

Keuangan . 
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F .  HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGALOKASIAN 

ANGGARAN DALAM RKA-K/ L 

1 .  Hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA-K/ L 

Dalam penyusunan RKA-K/ L terdapat hal-hal yang harus 

dialokasikan, meliputi : 

a .  Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang 

sifatnya mendasar, yaitu untuk pembayaran gaj i  dan tunj angan 

(komponen 00 1 )  serta untuk operasional dan pemeliharaan 

kantor (komponen 002) . Pengalokasiannya dalam output 

Layanan Perkantoran; 

b .  Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi 

satuan kerja .  Pengalokasiannya dalam output teknis ;  

c .  Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang 

anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri 

(apabila ada) ; 

d .  Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat 

tahun j amak (apabila ada) ; 

e .  Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan nasional,  prioritas pembangunan· bidang 

dan/  atau prioritas pembangunan daerah yang tercantum 

dalam RKP (apabila ada) ; 

f. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan 

program/ kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan

undangan (apabila ada) . 

2 .  Hal-hal yang dibatasi untuk dialokasikan dalam RKA-K/ L 

Dalam penyusunan RKA-K/ L terdapat hal-hal yang dibatasi, 

meliputi : 

a .  Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, semmar, pertemuan, 

lokakarya, peresmian kantor/ proyek, dan sejenisnya. Untuk 

peruntukan tersebut dibatasi pada hal.chal yang sangat penting 

dan dilakukan sesederhana mungkin . 

b .  Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung 

menunj ang pelaksanaan tugas dan fungsi SATKER, seperti : 

mess,  wisma, rumah dinas/ rumah jabatan, gedung pertemuan. 

Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya dalam 

bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/ 

bangunan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta 
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penanggulangan narkotika (an tara lain : laboratorium) , 

dikecualikan dari ketentuan ini . 

Jika dimungkinkan, rencana untuk pembangunan gedung baru 

agar ditunda/ tidak dianggarkan dulu . Gedung kantor yang 

sudah ada agar dimanfaatkan secara optimal . 

c .  Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali : 

1 )  Kendaraan fungsional seperti :  

a) Ambulans untuk rumah sakit; 

b) Cell wagon untuk rumah tahanan; clan 

c) Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan . 

2)  Pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang 

sudah ada ketetapan/ persetujuan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi clan/ atau 

peraturan perundangan pembentukkan satker baru 

tersebut, atau satker yang mendapat penambahan tugas 

dan/ atau fungsi . Pengadaan dilakukan secara bertahap 

sesuai dana yang tersedia. 

3 )  Penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak 

dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya 

pemeliharaan yang tinggi . Pengadaan kendaraan yang 

merupakan penggantian kendaraan harus sama J ems 

(misal : kendaraan roda dua, kendaraan roda empat) dan 

fungsinya (misal : kendaraan operasional, mo bil dinas 

pej abat) dengan kendaraan yang digantikan, dapat 

dialokasikan dalam RKA-K/ L dengan syarat : 

a) Untuk kendaraan bermotor yang telah ada Standar 

Barang clan Standar Kebutuhan (SBSK) -nya, 

perencanaan kebutuhan BMN telah sesuai dengan 

SBSK tersebut, atau 

b) Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada SBSK-nya, 

kondisi kendaraan bermotor dikategorikan rusak berat 

dalam laporan penatausahaan BMN (SIMAK-BMN) ; 

c) Untuk kendaraan bermotor pada Perwakilan RI di luar 

negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di 

negara setempat. 

4)  Kendaraan roda 4 clan atau roda 6 untuk keperluan antar 

j emput pegawai (dapat dialokasikan secara sangat selektif) . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 1 02 -

5) Dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan 

bermotor, K/ L dapat menyewa kendaraan untuk keperluan 

dinas atau operasional . 

d .  Dalam penyusunan RKA-K/ L, agar mengutamakan penggunaan 

produksi dalam negeri . Oleh karena itu, penggunaan produk 

impor juga termasuk dalam hal-hal yang dibatasi .  

Secara umum, dalam pengadaan bermotor agar berpedoman 

pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan 

barang milik negara. 

G .  ANGGARAN TEMATIK APBN 

Dalam penyusunan RKA-K/ L terdapat kewaj iban untuk 

mengkategorikan suatu Keluaran (output) ke dalam tema-tema APBN.  

Pengkategorian ke  dalam jenis tema APBN berada pada level output 

kegiatan . 

Tema-tema APBN adalah sebagai berikut: 

1 .  Anggaran Infrastruktur 

Anggaran infrastruktur merupakan anggaran yang dialokasikan 

untuk mencapai Keluaran (output) yang merupakan barang berwujud 

dan/ atau berupa jaringan . Alokasi anggaran infrastruktur dapat 

berada pada semua K/ L. Dalam pengalokasiannya, anggaran 

infrastruktur umumnya termasuk dalam jenis belanj a  modal .  Contoh 

Keluaran (output) infrastruktur adalah gedung/ bangunan, j alan, 

j embatan, bangunan, jaringan irigasi, infrastruktur ketenagalistrikan, 

rel kereta apj ,  bandara, pelabuhan, dan lain-lain . 

2 .  Kerj asama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) 

Klasifikasi anggaran tematik KSST pada proses pelaksanaannya 

terbagi atas : 

a .  Kerj asama Selatan Selatan (KSS) yaitu kerj asama antara 

Indonesia dengan negara-negara sedang berkembang melalui 

mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih 

teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

b .  Kerj asama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) 

yang melibatkan mitra kerjasama pembangunan . 

Dalam pelaksanaannya, jenis komponen kegiatan dalam rangka 

pembiayaan program KSST Indonesia antara lain, namun tidak 

terbatas pada: pelatihan/ lokakarya, seminar/ workshop, bantuan 
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barang/ peralatan, paket kegiatan KSST, pengiriman tenaga ahli , 

beasiswa, pertemuan koordinasi.  

Identifikasi dilakukan terhadap kegiatan yang berkontribusi terhadap 

pencapaian output dalam rangka KSST. 

3 . Anggaran Responsif Gender (ARG) 

Penerapan ARG adalah dalam rangka mendukung terwujudnya 

keadilan dan kesetaraan gender, dimana kesetaraan gender 

merupakan kesamaan hak, tanggung j awab dan kesempatan bagi 

laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan, serta kesamaan dalam menikmati hasil 

pembangunan . Gender disini bukan melihat perbedaan yang ada 

antara laki-laki dan perempuan semata, namun bagaimana 

interpretasi kita terhadap perbedaan tersebut, untuk kemudian 

dij adikan dasar dalam mengambil kebij akan/ tindakan yang 

proporsional . 

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, dapat dilakukan 

dengan analisa gender, yang melihat dari empat aspek yaitu akses,  

partisipasi, kontrol, dan manfaat. Output dalam rangka 

mengurangi/ menghilangkan ketidaksetaraan gender (isu gender) 

dapat dikategorikan dalam tema ini . 

4 .  Mitigasi perubahan iklim 

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim adalah anggaran pemerintah 

untuk mendanai kegiatan-kegiatan dan menghasilkan keluaran 

( output) yang mendorong tercapainya: 

a .  Penurunan emisi GRK; 

b .  Peningkatan kapasitas untuk menyerap emisi GRK; 

c. Stabilisasi/ konservasi stok karbon . 

5 .  Anggaran Pendidikan 

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output dalam 

kegiatan yang termasuk dalam fungsi pendidikan . Tidak termasuk 

dalam tema m1 adalah output untuk membiayai pendidikan 

kedinasan yang dimiliki K/ L. 

6. Anggaran Kesehatan 

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output dalam 

kegiatan yang termasuk dalam fungsi kesehatan . 
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Dalam pelaksanaannya, untuk mengkategorikan suatu output ke 

dalam tema APBN yang ada, difasilitasi dalam aplikasi ADIK. Adapun cara 

pengisiannya adalah sebagai berikut: 

1 .  Buka aplikasi ADIK; 

2 .  Pilih menu Data ADIK, klik RUH RKA Kegiatan; 

3 .  Pilih Kegiatan yang akan direkam; 

4 .  I si rincian output yakni Kode dan Nomenklatur output, Satuan output, 

Pagu per output Uika telah ada) ; 

5 .  Input unit eselon I yang merupakan link dengan Formulir 2 ADIK; 

6 .  Memilih apakah suboutput nantinya dijumlahkan atau tidak; 

7 .  Memilih apakah output bersifat tahun j amak ( multiyears) atau tidak; 

8 .  Menentukan tahun awal dan tahun akhir pelaksanaan output untuk 

perhitungan KPJM; 

9 .  Memilih j enis output; 

1 0 .  Klik tombol Terna, kemudian muncul 6 j enis tematik APBN;  

1 1 . Pilih (klik) j enis tematik yang sesuai dengan output dimaksud; 

1 2 .  Kemudian klik tombol "OK" ;  

1 3 .  Aplikasi ADIK akan menyimpan secara otomatis untuk data yang 

sudah dipilih; 

1 4 .  Pengisian tematik APBN menj adi satu kesatuan dengan Informasi 

kinerj a  yang disusun sesuai penataan ADIK. 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 6 3 / PMK. 02 / 20 1 6  

TENTANG 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

DAN PENGESAHAN 

ANGGARAN 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN 

PEDOMAN PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU DAN REVIU ANGKA DASAR 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term 

Expenditure Framework (MTEF) merupakan sebuah pendekatan penganggaran 

berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun 

anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi anggaran yang dibutuhkan 

pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju .  

Secara umum KPJM yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) unsur dalam 

konteks perencanaan j angka menengah yaitu : 

1 .  Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran ( resource envelope) sebagai 

batas atas pagu belanja  untuk mendanai berbagai rencana belanj a  

pemerintah . Aspek pertama tersebut disusun dengan menggunakan 

pendekatan top-down yang ditetapkan oleh otoritas fiskal; 

2 .  Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk 

mencapai tingkat Kinerj a  yang telah ditargetkan . Aspek kedua tersebut 

j uga dihasilkan dengan menggunakan pendekatan top-down, yaitu setiap 

eselon I mendistribusikan anggaran berdasarkan ketersediaan sumber 

daya anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ke unit-unit 

kerj a  di bawahnya. Penyusunan Prakiraan Maju pada tingkat progam 

dimaksudkan agar Kementerian/ Lembaga dapat fokus pada pencapaian 

sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan sebelumnya; 

dan 

3 .  Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut, yaitu 

antara proyeksi kete.rsediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan 

proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebij akan 

pemerintah yang tengah berjalan ( on-going policies) . 
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Maksud dan tujuan dilakukannya KPJM adalah untuk: 

1 .  Melakukan alokasi sumber daya yang optimal pada tingkat harga dan 

teknologi tertentu dalam jangka menengah (allocative efficiency) ; 

2 .  Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran; 

3 .  Membuat fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas; 

4 .  Meningkatkan disiplin fiskal; dan 

5 .  Menj amin adanya kesinambungan fiskal . 

Kerangka konseptual KPJM secara lengkap mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

· 1 .  Anggaran tahun yang direncanakan (selanjutnya disebut sebagai 

"Anggaran Tahun Rencana") dan Prakiraan Maju;  

2 .  Penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget); 

3 .  Penetapan dan penyesuaian atas parameter; 

4 .  Mekanisme pemuktahiran Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

(updating) ; 

5 .  Mekanisme pemuktahiran anggaran berjalan (dalam hal terj adi APBN 

Perubahan) dan Prakiraan Maju (updating) ; dan 

6 .  Mekanisme untuk pengajuan usulan bagi kebijakan baru (new policy) . 

Berdasarkan pengalaman beberapa tahun penerapan KPJM, terdapat 

beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki . Perbaikan atas proses KPJM 

dilakukan sebagai berikut: 

1 .  Pendekatan top-down dalam menetapkan Anggaran Tahun Rencana dan 

Prakiraan Maju,  untuk menghindari kesalahan penyusunan Prakiraan 

Maju dari tingkat satker akibat pengunaan pendekatan bottom-up; 

Perubahan pendekatan penerapan KPJM membawa konsekuensi bahwa 

penyusunan KPJM dilakukan oleh unit perencana Kementerian/ Lembaga. 

D alam masa transisi penerapan KPJM tersebut, khusus untuk tahun 

2 0 1 6 , Prakiraan Maju yang dalam konsep KPJM sebelumnya disusun oleh 

satker, akan dibantu penyusunan proyeksi awalnya oleh mitra kerj a  

Kementerian/ Lembaga d i  Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian 

Keuangan dengan menggunakan bantuan aplikasi KPJM . 

2 .  Penggunaan a.utput standar untuk mengatasi : 

a .  Kesalahan pencantuman Volume output pada saat penghitungan 

Prakiraan Maju;  

b .  Kesalahan dalam meng-input output atau komponen "berhenti" atau 

"berlanjut" ;  dan 
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c .  Penyusunan output yang terlalu banyak, rumusan yang bervariasi, 

sehingga sulit dilihat hubungan logisnya dengan sasaran yang akan 

dicapai . 

3 . Pemetaan struktur data yang terintegrasi untuk menghindari kesalahan 

penetapan sifat komponen (utama/ pendukung) dan sifat output 

(generik/ in tern al/ teknis) ; 

4 .  Perhitungan dan pengguliran anggaran yang terintegrasi guna 

menciptakan proses pengguliran dan pemutakhiran Prakiraan Maju yang 

lebih transparan dan kredibel; dan 

5 .  Proses yang lebih singkat, mudah dan sederhana menj adikan mitra kerj a  

Kementerian/ Lembaga di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, 

Kementerian Keuangan dan unit perencana Kementerian/ Lembaga 

memiliki waktu yang lebih banyak untuk penjaminan mutu Anggaran 

Tahun Rencana dan Prakiraan Maju.  

Tujuan dilakukannya penyempurnaan perhitungan dan tata cara 

penyusunan Prakiraan Maju tersebut adalah untuk: 

1 .  Memperkuat pelaksanaan KPJM dan Penganggaran Berbasis Kinerj a  

melalui penerapan kerangka berpikir logis (logical framework) termasuk 

penyusunan output generik yang distandarkan; 

2 .  Mempermudah penyusunan Prakiraan Maju dan penetapan Angka Dasar 

menj adi lebih tepat waktu sehingga mempermudah dalam keperluan 

pengambilan keputusan (misalnya dalam penyusunan resource envelope); 

3 .  Meningkatkan transparansi dalam alokasi/ realokasi anggaran (misalnya, 

dalam revisi Rencana Kerja  dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 

(RKA-K/ L) ) ;  

4 .  Meningkatkan efisiensi dalam . proses penyusunan anggaran melalui 

penggunaan aplikasi teknologi informasi sehingga memberikan lebih 

banyak waktu dalam melakukan analisis anggaran; 

5 .  Memberikan perkiraan yang lebih cermat dan andal sehingga mendukung 

pelayanan yang berkesinambungan; dan 

6 .  Mewuj udkan proses penganggaran berbasis KPJM yang lebih sederhana, 

tepat waktu dan efektif, dengan dibangun berdasarkan proses dan 

aplikasi yang sudah ada. 

Sej alan dengan hal tersebut, dilakukan perbaikan pembagian tugas 

arttara Kementerian/ Lembaga dengan mitra kerj a  Kementerian/ Lembaga di 
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Direktorat Jenderal Anggaran, dan juga perbaikan prinsip-prinsip dalam 

penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju.  

A .  PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAN 

PRAKIRAAN MAJU 

1 .  D irektorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, 

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang . Politik, Hukum, 

Pertahanan dan Keamanan,  dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara, yang selanjutnya disebut "Direktorat Anggaran" , dengan 

menggunakan Aplikasi KPJM, bertugas dalam: 

a .  Menyusun kembali Prakiraan Maju 20 1 8  s .d .  2020 berdasarkan 

RKA-K/ L 20 1 7  bagi Kementerian/ Lembaga mitra kerj anya. 

Proses tersebut hanya dilakukan satu kali , yaitu pada bulan 

Oktober s . d  November 20 1 6 .  

b .  Menggulirkan Prakiraan Maju tahun pertama (PM l )  yang telah 

disusun pada tahun sebelumnya (lihat huruf a) , dan menyusun 

Prakiraan Ma ju tahun ketiga (PM3) , pada setiap awal tahun; 

c .  Memutakhirkan Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

dengan persentasi realisasi anggaran tahun sebelumnya n-2 ) ,  

pada setiap awal tahun; 

d .  Memutakhirkan Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maj u  

dengan parameter ekonomi dan non-ekonomi dalam proses 

penyusunan anggaran (Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Alokasi 

Anggaran (pagu APBN) , dan APBN Perubahan) , dengan 

nilai/ indeks yang telah ditetapkan, sepanJang penerapannya 

telah ditetapkan pemerintah pusat; 

e .  Mereviu seluruh perubahan/ perbaikan anggaran dan Prakiraan 

Maju yang dilakukan dan diusulkan oleh unit perencana 

Kementerian/ Lembaga mitranya; 

f. Melakukan penyesuaian alokasi konsep usulan Pagu Indikatif 

hasil konsolidasi awal anggaran dan Prakiraan Maju terhadap 

resource envelope yang tersedia pada tingkat pemerintah pusat. 

Kegiatan ini dilakukan melalui Aplikasi KPJM dan hasil 

penyesua1an tersebut digunakan sebagai dasar dalam 

menyampaikan usulan Pagu Indikatif; dan 
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g. Mengkonsolidasikan anggaran dan Prakiraan Maju di tingkat 

pemerintah pusat, untuk selanjutnya menj adi dasar dalam 

menetapkan anggaran sesuai dengan tahapannya, yaitu untuk 

mengusulkan Pagu Indikatif (Maret) , Pagu Anggaran (Juni) , 

Alokasi Anggaran (Oktober) , dan APBN Perubahan ij adwalnya 

sesuai dengan kebijakan Pemerintah) . 

Langkah pada huruf c sampai dengan huruf f merupakan Reviu 

Angka Dasar. 

2 .  Biro Perencanaan/ Unit Perencana Kementerian/ Lembaga 

Dalam proses penyusunan Anggaran Tahun Rencana dan 

Prakiraan Maju, Biro Perencanaan/ Unit Perencana 

Kernen terian / Lem bag a berperan : 

a .  Melakukan penJamman mutu atas Prakiraan Maju yang 

digulirkan Direktorat Anggaran; 

b .  Menyampaikan usulan output/ kebijakan baru ij ika ada) yang 

sudah disetujui dalam proses pengusulan output/ kebij akan baru 

yang berlaku, kepada Direktorat Anggaran, agar dapat dilakukan 

penyesuaian terhadap Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan 

Maju; 

c .  Memutakhirkan Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

atas kebij akan baru menggunakan Aplikasi KPJM; dan 

d. Menyusun dokumen perencanaan program dan anggaran 

Kementerian/ Lembaga sesuai dengan Anggaran Tahun Rencana 

dan Prakiraan Maju yang ditetapkan dan mencerminkan 

keputusan pemerintah yang paling mutakhir . 

B .  PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PRAKIRAAN MAJU 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan 

dan penelaahan RKA-K/ L dan pengesahan DIPA dalam Pasal 3 ayat (4) 

disebutkan bahwa dalam rangka penerapan KPJM, Kementerian/ Lembaga 

menyampaikan RKA-K/ L disertai dengan Prakiraan Maju. Prakiraan Maju 

harus dimutakhirkan oleh Kementerian/ Lembaga sesua1 dengan 

substansi RKA-K/ L yang disampaikan (ayat (5) ) ,  dan hasilnya akan 

menj adi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk menyusun pagu tahun 

anggaran yang direncanakan (ayat (6) ) . 

Dalam kerangka tersebut, Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan 

Maju 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh Kementerian/ Lembaga 
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dikonsolidasikan di tingkat pemerintah pusat (atau keseluruhan) oleh 

Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran, dan 

dimutakhirkan sesuai dengan siklus penyusunan anggaran (Pagu Indikatif 

pada Februari-Maret, Pagu Anggaran pada Juni-Juli, Alokasi Anggaran 

pada Oktober-November, dan APBN Perubahan jadwalnya sesuai dengan 

kebij akan pemerintah) . 

Dalam upaya pengelolaan anggaran yang berkelanjutan, menyusun 

dan mempertahankan Prakiraan Maju adalah penting. Mengingat 

perkiraan yang akurat dan tepat waktu memungkinkan pemerintah untuk 

memahami posisi keuangan sebelum membuat keputusan pada berbagai 

tahap dalam proses anggaran . Selain itu, penyusunan KPJM akan dapat 

membantu pemerintah dalam mempertimbangkan dan membuat 

keputusan ten tang kebij akan baru dan/ atau perubahan kebij akan yang 

ada. Berkaitan dengan itu, dilakukan perbaikan dalam prinsip-prinsip 

penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju,  yang 

dijelaskan pada bagian berikut. 

1 .  Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pemutakhiran Anggaran Tahun 

Rencana dan Prakiraan Maju 

Prinsip-prinsip penyusunan dan pemutakhiran Anggaran Tahun 

Rencana dan Prakiraan Maju adalah sebagai berikut: 

a .  Hanya ada dua j enis belanja, yaitu belanj a  operasional dan 

belanj a  non-operasional; 

b .  Total belanj a  operasional dan belanja  non-operasional pada 

tingkat program dan/ atau kegiatan tidak boleh digeser kecuali 

disetujui oleh mitra kerja  Kementerian/ Lembaga di Direktorat 

Anggaran atau dalam hal terdapat ada kebij akan baru; 

c .  Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju merupakan 

acuan untuk menyusun Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Alokasi 

Anggaran, dan APBN Perubahan, terutama untuk menyusun 

besaran total alokasi belanja  operasional dan belanj a  non 

operasional baik pada tingkat program maupun pada tingkat 

kegiatan; 

d .  Output adalah produk akhir, dapat berupa barang atau j asa 

yang dihasilkan oleh unit eselon II atau satker pemilik kegiatan . 

Output terdiri atas Output Generik, Output Internal, dan Output 

Teknis . Output teknis dihasilkan melalui komponen utama dan 
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komponen pendukung.  Output generik dan output internal 

dihasilkan hanya melalui komponen pendukung: 

1 )  Output Generik adalah output yang pada umumnya 

dihasilkan oleh setiap Kementerian/ Lembaga dan bersifat 

seragam. Unit-unit penghasil output generik antara lain 

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal , Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian 

dan Pengembangan, dan Sekretariat Sekj en / Badan/ 

Lembaga. Output Generik menyasar penerima manfaat di 

dalam lingkup Kementerian/ Lembaga. Contoh:  Layanan 

Perkantoran, Layanan Kepegawaian, dan sebagainya. 

Sementara itu, Output Internal adalah output Layanan 

Internal ( Overhead) yang dapat dihasilkan oleh setiap unit 

eselon II atau satker pemilik kegiatan . Namun, dalam hal 

output yang dihasilkan oleh unit-unit generik tersebut 

menyasar penerima manfaat di luar Kementerian/ Lembaga 

bersangkutan, maka output tersebut dianggap sebagai 

output Teknis ;  dan 

2) Output Teknis adalah output spesifik yang dihasilkan suatu 

Kementerian/ Lembaga dalam mencapai target kinerj anya. 

Unit-unit penghasil output teknis merupakan unit-unit 

teknis yang tujuan pembentukannya memiliki tujuan 

khusus atas tugas dan fungsinya. Penerima manfaat dari 

Output Teknis adalah pihak eksternal dari 

Kementerian/ Lembaga bersangkutan . Contoh : Layanan 

Penyelenggaraan Jalan oleh Direktorat Jenderal Bina 

Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, dan Layanan Kesehatan Haj i  oleh Sekretariat 

Jenderal , Kementerian Kesehatan . 

e .  Komponen adalah aktivitas yang dilakukan dalam upaya 

menghasilkan output. Komponen terdiri atas Komponen Utama 

dan Komponen Pendukung:  

1 )  Komponen Utama adalah semua aktivitas Output Teknis 

yang nilai biayanya berpengaruh langsung terhadap volume 

output. Komponen Utama merupakan aktivitas yang hanya 

terdapat pada Output Teknis dan merupakan biaya variabel 

terhadap output yang dihasilkan; dan 
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2 )  Komponen Pendukung adalah semua aktivitas Output 

Generik dan aktivitas Output Teknis yang nilai biayanya 

tidak berpengaruh langsung terhadap volume output. 

Seluruh aktivitas dalam Output Generik merupakan 

komponen pendukung. Komponen Pendukung pada Output 

Teknis digunakan sebagai biaya tetap terhadap output yang 

dihasilkan, misalnya komponen desain , administrasi 

proyek, pengawasan,  dan sej enisnya. 

f. Untuk proses perhitungan Anggaran Tahun Rencana dan 

Prakiraan Maju, semua komponen pendukung dihitung 

menggunakan metodologi fiat basis (tidak terpengaruh pada 

volume output) sedangkan komponen utama dihitung 

menggunakan metodologi berbasis volume ( volume based) pada 

tingkat output (lihat Langkah 1 untuk contoh dan 

perhitungannya secara detail) ; 

g .  Belanj a  disesuaikan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya 

pada tingkat program (lihat Langkah 2 untuk contoh dan 

perhitungannya secara detail) ; 

h .  Semua komponen dikalikan dengan parameter ekonomi dan 

non-ekonomi sesuai dengan asumsi yang digunakan untuk 

menyusun postur APBN Jangka Menengah atau diindeks dengan 

standar biaya sesuai dengan j enis output masing-masing, atau 

indeks acress yang ditetapkan untuk komponen gaj i  dan 

tunj angan (lihat Langkah 3 untuk contoh dan perhitungannya 

secara detail) ; 

L Anggaran dan Prakiraan Ma ju di tingkat pemerin tah pusat 

dikonsolidasikan oleh Direktorat Anggaran, untuk selanjutnya 

menj adi dasar dalam menetapkan anggaran sesuai dengan 

tahapannya (Pagu lndikatif, Pagu Anggaran, Alokasi Anggaran, 

dan APBN Perubahan) . Khusus dalam penyusunan usulan Pagu 

Indikatif, dilakukan pemnJauan dan penyesuaian alokasi 

U ika diperlukan) terhadap konsep usulan hasil .konsolidasi awal 

Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju tingkat 

pemerintah pusat, dengan membandingkannya dengan resource 

envelope yang tersedia, untuk menghasilkan usulan Pagu 

lndikatif. Usulan Pagu Indikatif tiap Kementerian/ Lembaga yang 

telah mempertimbangkan resource envelope tersebut kemudian 
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disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan 

penetapan; clan 

J . Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju dimutakhirkan 

terhadap kebij akan baru dengan melakukan penyesuaian 

volume output dan/ atau alokasi , baik kepada output yang ada 

maupun kepada output baru (lihat Langkah 4 untuk contoh dan 

perhitungannya secara detail) . 

Dalam hal ini kebijakan baru mencakup usulan tambahan 

rencana Kinerj a  selain yang telah dicantumkan dalam Prakiraan 

Maju yang berupa program , kegiatan , Keluaran , dan/ atau 

komponen , baik bersifat bottom up berupa Inisiatif Baru usulan 

Kementerian/ Lembaga maupun top-down berupa program, 

kegiatan , Keluaran , dan/ atau komponen baru hasil sidang 

kabinet atau arahan Presiden/Wakil Presiden . 

Prinsip-prinsip tersebut diringkas dalam Bagan 1 .  

Bagan 1 .  

Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pemutakhiran Anggaran Tahun Rencana dan 

Prakiraan Maju 

K L  

Ese lon l l/ 
Satke r 
(pemi l ik  
Kegiatan) 

Jen is  Output Jenis  Komponen 

----····---------}( - - - -------------, 

Generi k &  Pendukung �--
I nternal ) 

--------- ----···----·----' 

U n it 
Perh itungan 

Jen is  
P a ra meter 

,,,.--------·-·-·--···-
Acress untuk  
Kompo n e n  
Gaj i.& 

2 .  Proses Penyusunan dan Pemutakhiran Anggaran Tahun Rencana dan 

Prakiraan Maju 

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, 

penyusunan dan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan Maju 

meliputi 5 (lima) langkah utama sebagai berikut : 

a .  Pengguliran Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju pada 

awal tahun dan penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga (PM3) ; 
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b .  Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

dengan Kinerj a  realisasi per program; 

c .  Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

dengan parameter ekonomi dan non-ekonomi ; 

d .  Penyesuaian atas ketersediaan resource envelope; dan 

e .  Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

dengan kebij akan baru . 

Langkah pada huruf b sampai dengan huruf d merupakan 

langkah-langkah dalam melakukan reviu Angka Dasar ( baseline) . .  

Lima langkah utama penyusunan dan pemutakhiran Angka 

Dasar dan Prakiraan Maju tersebut dapat dilakukan dengan asumsi 

bahwa pada tahun sebelumnya Kementerian/ Lembaga telah 

menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun . 

Dalam rangka memperbaiki kualita� Anggaran Tahun Rencana 

dan Prakiraan Ma ju,  khusus untuk 20 1 6 ,  mitra kerj a  

Kernen terian / Lem bag a di lingkungan Direktorat Anggaran , 

membantu Kementerian/ Lembaga menyusun Prakiraan Maju 2 0 1 8-

2020 berdasarkan anggaran Tahun Ariggaran 20 1 7 .  Proses 

penyusunan Prakiraan Maju dan pemutakhirannya dilakukan 

dengan bantuan aplikasi KPJM.  

Langkah-langkah utama penyusunan dan pemutakhiran 

Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju tersebut disaj ikan 

dalam Bagan 2 .  

Bagan 2 .  
Siklus Penyusunan dan Pemutakhiran Anggaran Tahun Rencana dan 

Prakiraan Maju 

B e rd a s a rkan R KA-KL 

pagu A l o kas i  2017 
P e n ge l o m p o k a n :  

• J e n i s  Output 

ge n e ri k/teknis  

• K o m p o n e n  

uta m a/pe n d u ku ng 

RKA-KL Alokas i 
Angga ran 2017 dgn 
Pra ki ra a n Maju 

• Roll-over & susun P M 3  

• K i n e rj a  R e a l isas i  

• P e m ut a k h i ra n  Parameter 

• P e rb a i ka n  outp ut/a l o kas i  

• Pe nyes u a i a n  Kebij a k a n  

B a ru 

• Penyes u a i a n  resource 
envelope 

[ Pagu l nd ik� 

[ 
R
� 

Apr - Jul 

Pe nyes u a i a n  t e r h a d a p  

A P B N - P  ( j i ka a d a )  

Penyes u a i a n  Keb ij ;; ka n 

B a ru 

P e m uta k h i ra n  

p a ra m eter 

RKA-KL 
Pagu Angga ran 

*)Di/akukan sekali a/eh mitra KL di Direktorot Jenderol Anggoron, Kementerion Keuongon 

Okt- Nov 

P enyes u a i a n  terh a d a p  

A P B N - P  (j i ka a d a )  

Pe nyes u a i a n  Keb ij a ka n  

B a ru 

P e m u ta k h i ra n  

p a ra m eter 

r-·:;·-------:-i 
L.:��as i Angga ra n__J 

RKA-KL 
Alokas i Angga ra n 
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a .  PenyusunanPrakiraan Maju Menggunakan RKA-K/ L 20 1 7  

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan 

penelaahan RKA-K/ L dan pengesahan DIPA, penyusunan 

Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun dan pemutakhirannya 

dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga. Namun, khusus untuk 

tahun 20 1 6 , penyusunan Prakiraan Maju 20 1 8-2020 dibantu 

oleh mitra kerja  Kementerian/ Lembaga di Direktorat Jenderal 

Anggaran Kementerian Keuangan dengan berdasarkan pada 

RKA-KL Pagu Anggaran 20 1 7  dengan menggunakan Aplikasi 

KPJM . Penyusunan tersebut dimulai pada bulan Oktober 20 1 6  

hingga November 20 1 6, dan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1 )  Unggah data RKA-K/ L 20 1 7  Alokasi Anggaran ke dalam 

Aplikasi KPJM . Pastikan bahwa data yang diunggah adalah 

data RKA-K/ L Alokasi Anggaran paling mutakhir (update) ; 

2)  Lakukan validasi atas alokasi anggaran pada tingkat 

program/ kegiatan . Validasi terhadap data RKA-K/ L yang 

telah diunggah ke dalam Aplikasi KPJM dilakukan untuk 

memastikan bahwa data yang masuk dalam aplikasi KPJM 

tidak mengalami perubahan dari data yang diunggah pada 

proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 ) .  Proses 

tersebut dilakukan oleh Direktorat Anggaran dengan 

menggunakan laporan yang dihasilkan oleh proses validasi . 

Apabila terdapat kesalahan dalam alokasi maka perlu 

dilakukan pengunggahan ulang data RKA-K/ L ke dalam 

Aplikasi KPJM, dan ulangi kembali proses validasi ; 

3) Selanjutnya, aplikasi KPJM akan melakukan 

pengelompokan data RKA-K/ L ke dalam kelompok output 

yang sesuai (Output Generik/ Internal/Teknis) dan 

komponen yang sesuai (Komponen Utama/ Pendukung) . 

Pengelompokan tersebut dilakukan secara otomatis oleh 

aplikasi KPJM; 

4) Data RKA-K/ L yang telah divalidasi dan dikelompokkan 

menj adi dasar bagi Direktorat Jenderal Anggaran, 

Kementerian Keuangan untuk melakukan proses 

penyusunan Prakiraan Maju dalam Aplikasi KPJM; 
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5) Pada proses penyusunan proyeksi awal Prakiraan Maju 

yang dihasilkan melalui Aplikasi KPJM, volume output 

Prakiraan Maju (PM l ,  PM2 ,  dan PM3) secara otomatis 

disamakan dengan volume yang ada di RKA-K/ L 2 0 1 7 , 

serta menyesuaikan semua volume output generik dan 

internal menj adi 1 (satu) layanan . Hal tersebut dilakukan 

dalam upaya meningkatkan kualitas Prakiraan Maju yang 

disaj ikan, dan menggunakan pendekatan top-down dalam 

penetapan target output sesuai dengan rencana program 

j angka menengah . 

6) Lakukan penyesuaian terhadap parameter ekonomi dan 

non-ekonomi diterapkan terhadap proyeksi awal Prakiraan 

Ma ju U ika ada) . 

Langkah-langkah penyusunan Prakiraan Maju sebagaimana 

diuraikan tersebut dilakukan oleh Direktorat Anggaran satu 

kali saJ a, untuk membantu mitra kerj a  

Kementerian/ Lembaga menyusun Prakiraan Maju 20 1 8  s . d .  

2 0 2 0 .  Sesuai dengan buku manual penggunaan aplikasi 

KPJM, langkah-langkah tersebut digambarkan sebagai 

berikut: 

• Validasi 

,{� KEMENTERIAN KEUANGAN . ·� DrllrtC1'f.lR'°'T 1£,li))f.11..\1. MlGGAAAli 

• Laporan Hasil Validasi 

�' KEMENTERIAN KEUANGAN •. DJREKTOllAT JEUOERAL ANGGl\AAH 

Vl?klul RXA Kl 

KPJM V 1.0.0 B 
111Jldukunt1 Ht'nr.11n11 Kl'r)11 r.n111Jl!ri1n K J  1011 fPtU�l!.'i AWllll 

SElAf.IAT DATANG DI APLIKAST KPJM - PENOUKUNG RKA Kl 

KfMEIHIUAH LEMB>.GA 
:oc.., - • oe.u:M.111 1!11 r.1n�rj1 J'cn,:np1n t'1 hn;uyd1n tl; far�.,ckr l��flonl1/l)n (li?n:"'I 

' ; ,iu�u 11jl �Ml !\lfl)in1rn !� W;i1>:if e11::1f.tbij1h<1 bir:: i I re�ijl!-.J11 !"rnuin�1fl;ifR Llir.n;t 

KPJM V 1.0.0 8 
P�d!tkHn� Rl'llf:alli\ Ktrj;t ltnOOilti\ll K I  
1011 (Proses Awai) 

�
l.A-PORA_"_°'_"_'•_..,_1. ._� .. . �-����_.:�i�_'.�'.:_�:�._'··�-��."t_ .. . t�_:u.�-���-!l�1�_ .. . '.._ . . '_.:i�-��'._:.�·-- ��-���-?�b-· ::�·-·��-"_.'.�. _r_;"s_'.:�'.�i\-: .���-�.��-·'.'; �-�·�-:�._ .. __ .. _ .... . . _ .. .. _ .. . _ . . _. _. _ ... _ . . . _ . . . _. __ 

. . • . . I ' . 

I i 01 Pr�ram Oukungan Manajemen d?.n Pe:aksan?.an T ugas 
l ! Tekn!s Lain;iya Kementer!an Keua11gan 

· 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hokum 

g ss1 511 950 oc�.ooi 
i 

8 535 083 000.00[ . 
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• Pengelompokkan Output clan Komponen 

A KEMErHERIAN KEUANGAN 'ffll/ DJREKTOAAT JF.NOERAL A!fGC1\�Afi 

Pengelompokan Oulp\lt tl!in Ko1nponen 

: Vi!lldasl RKA-Kl 

• Hasil Pengelompokan 

KEMENTERll\N KEUANGAN 
OlREKTORAT JE!iOEML ANGGAM!i 

RENCANA AtlGGARAN DAN PRAKIRAAN MAJU 

KEMENJERIAN KEUAHGAN 

T3%'9al l.Jo��a1e . 1 1-'l�-201;:: 

KPJM V 1.0.0 B 
Pend11Jr111111 P.e:ncana Kerj11 IH1!1!J!lrau K L  
2017 (ProsesAwtl) 

KPJM V 1.0.0 6 
PPntlnkongRl!nfiU� k,.rJ11/\u9p.mm K I  
1U11 [Prose�Aw.11) 

• Penyusunan Prakiraan Maju 20 1 8  s . d .  2020 

t 
KEMENTERIAN KEUANGAN 
OlREKTORAT JfNOHUL AJIGGARAN 

KPJM V 1.0.0 B 
PP.!ldnkuugHtocan� Ktrj11 /1ngomn K L  
1.011 {fftns.4'JAWal} 

• Laporan hasil penyusunan Prakiraan Maju 20 1 8  s . d .  

2020 

� KEMENTERil\N KEUANGAN VJ!JI CJUU:Kl.ORAT )[t{OERAL At!GGAJWI 

tiGGARAN Ii PH . 

RENCAtlA AllGGARAN OAti PRAKIRAAH MAJU 

l<EMHHERlMI KEUAtlGAtl 

Tangga1 Up-.:lale .11-1t1·2'J:6 

KPJM V 1.0.0 B 
l'cn!l11k11J!9 R�nu1n11 Kcrj11 Anina nm K l  
W11 (Pr1m.sl\rlill} 
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7) Proyeksi awal PM l (20 1 8) ,  PM2 (20 1 9) dan PM3 (2020) akan 

dikonfirmasikan ke Kementerian/ Lembaga pada saat reviu 

Angka Dasar yang dilakukan pada tahun berikutnya. 

Konfirmasi tersebut 

output, perubahan 

kebijakan . 

dapat berupa perubahan volume 

parameter maupun perubahan 

Direktorat Anggaran berkewajiban membantu K/ L agar 

proses penyesuaian dan konfirmasi perubahan tersebut dapat 

berj alan dengan baik. 

b .  Pemutakhiran Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

untuk Penyusunan Pagu Indikatif 

Dalam rangka menyusun Resource Envelope dan Pagu 

Indikatif tahun direncanakan (misal : 20 1 8) ,  Prakiraan Maju yang 

telah disampaikan Kementerian/ Lembaga pada bulan November 

tahun sebelumnya (20 1 6) ,  harus dilakukan pemutakhiran dan 

penyesuaian oleh Direktorat Anggaran pada bulan Januari s . d .  

bulan Maret tahun berjalan (20 1 7) .  

Dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan 

penyusunan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dalam rangka 

penyusunan Pagu Indikatif (misal : 20 1 8) adalah sebagai berikut: 

1 )  Data APBN/APBN Perubahan tahun anggaran sebelumnya 

(20 1 7) yang memuat alokasi anggaran program 

(sumber: data base RKA-K/ L) ; 

2 )  Data realisasi tahun anggaran sebelumnya (20 1 6) 

(sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan) ; 

3 )  Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dan parameter non

ekonomi untuk tahun anggaran yang direncanakan 

(misal . : 20 1 8  s . d .  2020)  (sumber : Direktorat Penyusunan 

APBN,  Direktorat Jenderal Anggaran) ; dan 

4)  Dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk 

perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju ( sesuai 

kebutuhan) . 

Penyesuaian terhadap Angka Dasar dan Prakiraan Maju 

dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif meliputi langkah

langkah sebagai berikut: 

1 )  Pengguliran ( roll-over) Angka Dasar dan Prakiraan Maju,  

serta penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga (PM3) ; 
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Pengguliran Prakiraan Maju menjadi Angka Dasar 

dilakukan untuk menggulirkan informasi volume output dan 

alokasi dari tahun rencana ke tahun anggaran, PM 1 ke 

tahun yang direncanakan, PM2 ke PM l ,  PM3 ke PM2 dan 

PM3 baru ditambahkan dengan tetap menggunakan 

informasi output dan volume output yang sama (PM3 yang 

disusun pada tahun sebelumnya) . 

Pengguliran ( roll-over) Angka Dasar dan Prakiraan Ma ju,  

serta penyusunan Prakiraan Maju tahun ketiga (PM3) 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 11 . 1 .  Penerapan Sistem Anggaran Bergulir 

KPJM 
--����--_.A...._--����--� � 

Dengan bantuan Aplikasi KPJM, pengguliran Angka 

Dasar dan Prakiraan Maju dilakukan dengan memilih (klik) 

sub menu "Bergulir/ Digulirkan" Pilih menu Anggaran & 

Prakiraan Maju.  

· . • ·•· ;•• . . . . . .. . . . . . . . .  · t · : ·· . .. .. 
�om � P�rSl:IUJ,!ii!l Pr:1l:il.m1g<1ri P:mi:1::i!lf!f ; 

REt�CANA ANGGARAN DAN PRAKIRAA/4 MAJU 

SETELAH ?ERHJTVtlCAtl FAKTOR EKOflOMI 
KEfAEIH'ERIAN KEUAtlGAN 

KPJM V 1.0.0 B 

. . . . jr 

Direktorat Anggaran memastikan bahwa Angka Dasar 

dan Prakiraan Maju baru hasil pengguliran telah benar, 
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sinkron dengan Angka Dasar dan Prakiraan 

sebelumnya, dan sesuai dengan dokumen pendukung. 

Ma ju 

Direktorat Anggaran selanjutnya meminta konfirmasi 

dari Kementerian/ Lembaga mitra kerj anya atas Angka 

Dasar dan Prakiraan Maju baru hasil pengguliran sebelum 

melanjutkan ke proses berikutnya. 

2) Penyesuaian atas Kinerj a  realisasi tahun sebelumnya 

Penyesuaian Kinerja  realisasi dilakukan dengan meng

input data persentase realisasi setiap program pada 

Kementerian/ Lembaga tersebut ke dalam Aplikasi KPJM, 

dengan memilih sub menu "kinerj a  realisasi" , kemudian 

rekam angka-angka realisasi tahun anggaran sebelumnya 

(t-2 )  ke dalam masing-masing Program yang berkenaan 

dalam aplikasi KPJM . 

?�. - II Ptr\lbihlJl U1� t;i:�rjl Ptn/tl�i:t � Pcn;<t'.U<'hn iii: Pim�tt! £ko11oniillon £1..on;,iri 
: i ��rm tJji dn lunjinii.n � !ni�1fl ��utktbi)hn bi!\J q �!bij1bn P!ned11t1hi(t"P. bh1)'� 

KPJM V 1.0.0 B KEMENTERIAN KEUANGAN f'end11�uno Ri..111.tmif Kerl• A11u11or1in It l 

: VlREK'J"O�AT Jf.HOfRJ.l 11.NGGAV.N 'JQJK {1•111111 ludlkntifl ' 

� i i KlNERJA R<AUSASI [' 

j 
i i i i  
I I 
l ! r i j : i ..... 

ll'.EMEfiTIU.\flr..E!.1£1A:;A :el� �EMflfrEilWl i:w:..r;<:;M: i 

� t'Jf, 
Uot 

l 
1 " 

1 1  
' 
' 

' " 
• , ,  

kOdl 

" 
I(• 

Pr<:>or1m Dukl�1:ian M�m•Jt111t:'l ('.!;\11 Ptil�!lnl<W'I TU;)as T&n·5 t.,ir.n1·a l(eme:lter:111 h:\l.!l\�an 
rr<:·';lrJm J.''!"-CJw.Jun •:bn Pt!r.ir'7".at.l:l .:.kllf'l!Jb�it1s :.N1rat\1r K-!rr.-!nteriA<"1 ll:e1S1niJJr. 

f-rt<'Jr.tm J.'¥1C1d1�an dan Ptllt,hJn Aoar�t11r di S1!i"'10 l\l!!U�lri tlo1!9Jf:I 

Pr<:1or.Jm f'erumuun 1.'.111li)�ka11 f:tkal !!Jn St�lllr J;tuangan 
Prn<1r:.m r"'!<1nn�.lt.>n tl:m ?cn-i:>m.�n:.n i:.,....�,;,,.,.,..-i P.10.::Y. 

;O;J.(• !'. 
.= ] [; 

. . . . ... . . . . . ..  ..l' 

Pada proses Kinerja  realisasi, aplikasi KPJM 

selanjutnya secara otomatis memperbarui Angka Dasar dan 

Prakiraan Maju dengan menerapkan tingkat realisasi 

terhadap semua alokasi yang ada dalam tiap program pada 

Kementerian/ Lembaga bersangkutan . 

Direktorat Anggaran memastikan bahwa Angka Dasar 

dan Prakiraan Maju baru hasil penyesuaian kinerj a  
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realisasi telah benar; sinkron dengan Angka Dasar dan 

Prakiraan Maju sebelumnya, dan sesuai dengan dokumen 

pendukung. 

Direktorat Anggaran selanjutnya meminta konfirmasi 

dari Kementerian/ Lembaga mitra kerj anya atas Angka 

Dasar dan Prakiraan Maju baru hasil penyesuaian Kinerj a  

realisasi, sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. 

3) Penyesuaian atas parameter ekonomi dan non-ekonomi 

Penyesuaian parameter ekonomi dan non-ekonomi 

dilakukan dengan menerapkan parameter acress untuk 

komponen gaj i  dan tunjangan, tingkat inflasi untuk semua 

komponen kecuali komponen gaj i  dan tunj angan . 

Langkah-langkah untuk melakukan penyesuaian atas 

parameter ekonomi dan non-ekonomi adalah sebagai 

berikut: 

a) Pilih menu "Anggaran & Prakiraan Maju" 

b) Pilih sub menu "Parameter" 

c) Pilih menu "Dasar Parameter" 

d) Periksa angka-angka parameter yang ada dalam daftar . 

Apabila terdapat perubahan baik untuk angka Inflasi 

maupun Acress maka lakukan perubahan dengan 

memakai fitur "Edif' yang telah disediakan untuk 

mengubah angka Inflasi maupun Acress yang 

berkenaan . 

e) Periksa ulang angka-angka parameter yang telah 

diubah · sebelum melakukan proses perhitungan 

anggaran & Prakiraan Maju.  

tlrf.t KEMENTERIAN KEUANGAN ·u tllREKlORAr JrnOHIAt AHGGAllAN 

PARAMETER. 
011�rPllr11mdtr 

Parnmeler 

1 Iri!lni Paqu ln=iikatl 
2 i:t\asiPaQu io-i:htl(8am} 

3 �1r!iSP3'1J lrnJi'.atif 

d !i.crmPaqu !ndikatW(B2n1) 

J.S 
l.l 
J.l 
J.l 

2(11!1 
j.S 
J.l 
3.1 
J.l 

2019 
" 
,;.,; 
3.i 
:u 

KPJM V 1.0.0 B 
Ptnduhn� Rtnca11a Ktril! An�qaran K l  
201s (ra:g11 J11dikalHJ 

lClO 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O 

2021 
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db KEMENTERIAN KEUANGAN .V11.1. OIREKTOAAT JEflDERA.l/IMGGAR/iN 

PARAMETER. 

KPJM V 1.0.0 B 
Pimduk11!l'JR�ll(iln11 Kt.rj11 Mgcaran K I. 
211!0 (P11gu IJJdik�tif) 

Direktorat Anggaran memastikan bahwa Anggaran 

Tahun Rencana dan Prakiraan Maju baru hasil penyesuaian 

parameter ekonomi dan non-ekonoini telah sesuai , sinkron 

dengan Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

sebelumnya, dan sesuai dengan dokumen pendukung .  

Direktorat Anggaran selanjutnya meminta konfirmasi dari 

K/ L mitra kerjanya atas Anggaran Tahun Rencana dan 

Prakiraan Maju baru hasil penyesuaian parameter, sebelum 

melanjutkan ke proses berikutnya. 

4) Perbaikan Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

(output/ komponen) 

Antara bulan Februari hingga Maret, Unit Perencanaan 

Kementerian/ Lembaga dapat mengajukan perbaikan 

Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju antara lain 

terhadap deskripsi, klasifikasi dan sifat output/ komponen .  

Usulan perbaikan tersebut disampaikan ke Direktorat 

Anggaran, untuk selanjutnya dilaksanakan penelahaan 

bersama atas usulan tersebut. Hasil penelahaan dan 

usulan perbaikan tersebut akan didokumentasikan dan 

dibuktikan sebagaimana telah disetujui oleh pihak terkait 

(lihat Langkah 5 untuk format laporan) . Perbaikan dapat 

mencakup antara lain : 

a) Perubahan atas parameter non-ekonomi lainnya, 

seperti perubahan jumlah penerima manfaat atau 

jumlah pegawai; 

b) Realokasi/ perpindahan alokasi diakibatkan oleh 

pergeseran dalam pelaksanaan atau perubahan 

prioritas Kementerian/ Lembaga; dan 

c) Perubahan belanj a  modal dan implikasi biaya 

operasionalnya (misalnya peningkatan biaya perawatan 

gedung dan bangunan akibat penambahan luas) , a tau 
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perubahan yang terjadi akibat perubahan belanj a  

modal . 

Dalam kondisi dimana pergeseran alokasi diperlukan, 

usulan perbaikan dapat dilakukan, sepanJang telah 

memenuhi persyaratan : 

a) Material secara substansi atau jumlah; 

b) Dapat dibuktikan dengan bukti tertulis ;  

c) Disetujui oleh para pihak. 

Pergeseran alokasi tersebut mencakup : 

( 1 ) Realokasi anggaran antar tahun 

Rekomposisi pendanaan antar tahun untuk 

kegiatan Kontrak Tahun Jamak termasuk dalam 

kategori ini (lihat Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak 

tahun jamak (Multi Years Contract) dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Menteri 

Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai tata cara revisi anggaran) . 

(2) Realokasi pada K/ L dalam tahun yang sama 

Hal tersebut dapat berupa pergeseran alokasi antar 

output atau dalam output yang sama, antar 

program a tau dalam 1 ( satu) program yang sama. 

Proses perbaikan dan penelahaan dilakukan sesuai dengan 

j adwal yang ditetapkan Direktorat Anggaran . Dalam aplikasi 

KPJM, proses perbaikan dilakukan dengan langkah berikut: 

a) Pilih menu "Anggaran & Prakiraan Maju" ;  

b )  Pilih sub menu "Perbaikan" sehingga tampilan 

memunculkan empat menu: "Perbaikan Anggaran & 
PM" , "Proses Perbaikan Anggaran & PM" , "Laporan 

Perbaikan" , dan "Persetujuan Perbaikan" ; 

c) Untuk memperbaiki volume output, pada menu 

"Perbaikan Anggaran & PM" pilih "Unit" , "Program" dan 

"Kegiatan" dari output yang akan diubah volumenya. 

Kemudian pilih output yang bersangkutan . Setelah itu 

lakukan perubahan volume output dengan tombol 

"Ed if' ; 
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Untuk memperbaiki angka/ tahun pelaksanaan 

komponen, pada menu "Perbaikan Anggaran & PM" 

pilih "Unit" , "Program" dan "Kegiatan" . Kemudian pilih 

output yang bersangkutan lalu pilih komponen yang 

akan diubah angka/ tahun pelaksanaannya. Kemudian 

ubah angka dan/ atau tahun pelaksanaan yang sesuai; 

e) Setelah perbaikan dilakukan lakukan proses 

perhitungan Prakiraan Maju berdasarkan perbaikan 

yang telah dilakukan dengan memilih menu "Proses 

Perbaikan & Anggaran PM" ,  kemudian klik tombol 

"Proses" ; 

f) Periksa hasil perhitungan dengan memilih menu 

"Laporan Perbaikan" . Apabila proses perhitungan 

sudah sesuai, maka lakukan persetujuan pada menu 

"Persetujuan Perbaikan" ; 

CJu!pul 

Kode Ut11t11n Ootp11t 
1 c:o1 · ' Lil�llnan 9ant:.ian Hul..i.lrn 

, .... . 
' .. · . .. 
'.�Jl:.::n �;1�rJn t1 1=1·1 1.11pr:r-''1 P,;rtmJ.:i:i j Vi!m�1j1;.l:i r>-:�_:it.�.r: 

K:Mff/Tf;!PJl 1':�U:'lr;"'U 

SEKfi..q'AAt-'.T J�IO:Mt 

Vol l01B Vol 2019 Vol 2020 Vol 2021 
2GO "' 2GO "' 

A.lokll!I 
1.06i.ti9.124,GO I : ! ! )  

t····· ................ ' ... O . •  T • •  �:-!.····:·····,···,·�·l-·11.·:·,.··,,··�····:"l:·,,·:
P

·l!··,,.···:·u··k:·ll··,,···

,

············· ·········· ······· . . .........•••••••••........... .. . .. •.. .. . . . . . ..... . .......... .................. . .....••.• ••..•... .........• . .. . .••..•.•.••• .• .. • .•.... . ... ................ .. . . .. . ....... .... . . .. • .•• .••• •. . . • .. •..... 7 ..

. 

0 .. " ..... ·.G.4 .. " ...... " ... ·.Ci .. •.) ......•• I 
K11d' Uriliun Kompunen 

J CH . Per:i'lm;1anar. P�rkaril: t!i PN,l'i1f'.)!'fjPTfPT·1\iNi�l.A. 

2 0.5? P!/'IM'J:lnao Pert.ara Ha,.. l'J: Ma�etli! :Ii MK. 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

· . . .'· . .  ·. • · .: . : ' ;.:. . . :. : 

Ji'ni� 

KPJM V 1.0.0 B 

Alok;i�i 
5.686.QHi.760.CO .'� � L 

231,;.Hi 2.5�·.QO : l 

Prosts l'e:rbaikan !.nggaran & 11M � :  lt:pc:r�n Perba·ka!1 Pers10tuj;1¥1 f.!1.:rb�l'ka'l E 
�---------------------------------n,) i • 

i i ll : 
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Hasil akhir dari langkah a) sam pai dengan langkah e) 

pemutakhiran Prakiraan Maju adalah sebagai berikut: 

5)  Penyesuaian atas ketersediaan Resource Envelope 

Setelah proses pada huruf a) s . d .  huruf d) dilakukan 

kepada semua K/ L, Direktorat Anggaran mengkonsolidasi 

Angka Dasar dan Prakiraan Maju tersebut pada tingkat 

pemerintah pusat, untuk menghasilkan usulan Pagu 

Indikatif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a) Koordinator Pagu lndikatif Tahun Berkenaan, 

Direktorat Anggaran mengkonsolidasikan Angka Dasar 

dan Prakiraan Maju seluruh K/ L; 

b) Hasil konsolidasi Angka Dasar dan Prakiraan Maju 

pada tingkat pemerintah pusat kemudian 

dibandingkan dengan proyeksi belanj a  K/ L pada 

resource envelope yang disusun oleh Direktorat 

Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 

Kementerian Keuangan . Perbandingan antara Angka 

Dasar dan Prakiraan Maju belanj a  K/ L hasil 

konsolidasi Direktorat Anggaran dengan proyeksi 

belanj a  K/ L pada resource envelope yang disusun oleh 

Direktorat Penyusunan APBN dilakukan dalam rapat 

pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian 

Keuangan; 

c) Dalam hal Angka Dasar hasil konsolidasi lebih rendah 

dari resource envelope, selisih lebihnya merupakan 

sumber pendanaan untuk kebijakan baru; 
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d) Dalam hal Angka Dasar konsolidasi lebih tinggi dari 

resource envelope, dan rapat pimpinan Direktorat 

Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan 

memutuskan untuk melakukan penyesuaian ke bawah 

terhadap Angka Dasar konsolidasi yang dihasilkan, 

maka penyesuaian ke bawah Angka Dasar tersebut 

dilakukan dengan memasukkan faktor penyeimbang 

secara proporsional, dengan membagi angka resource 

envelope terhadap Angka Dasar tingkat pusat. Contoh:  

Jika Angka Dasar konsolidasi sebesar Rp2 . 000 triliun 

dan resource envelope yang ditetapkan sebesar 

Rp l . 600 triliun, maka faktor penyeimbang adalah 

sebesar 80%; 

e) Selanjutnya Direktorat Anggaran akan memasukkan 

faktor penyeimbang tersebut ke dalam Aplikasi KPJM 

untuk memutakhirkan Angka Dasar pada setiap K/ L. 

Aplikasi akan memproses penyesuaian dengan 

mengalikan Angka Dasar terhadap faktor penyeimbang 

tersebut. Dengan demikian, Angka Dasar seluruh K/ L 

setelah dilakukan konsolidasi kembali , akan sama 

dengan resource envelope yang tersedia; dan 

f) Direktorat Anggaran menggunakan Angka Dasar dan 

Prakiraan Maju K/ L yang telah disesuaikan dengan 

resource envelope tersebut sebagai usulan Pagu 

Indikatif. U sulan Pagu Indikatif tiap K/ L yang telah 

mempertimbangkan resource envelope terse but 

kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan 

untuk ditetapkan . 

Dalam aplikasi untuk melakukan penyesuaian terhadap 

Resource Envelope dilakukan langkah-langkah berikut: 

a) Pilih menu "Anggaran & Prakiraan Maju" ;  

b) Pilih sub menu "Resource Envelop€!' ; 

c) Pada menu "Dasar Resource Envelope" , masukkan 

angka resource envelope yang sesuai . Angka tersebut 

· merupakan angka faktor penyeimbang yang 

didapatkan melalui perbandingan antara angka 
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resource envelope clengan Angka Dasar tingkat pusat 

hasil konsoliclasi; 

cl) . Lakukan perhitungan pemutakhiran anggaran clan 

Prakiraan Maju clengan melakukan eksekusi tombol 

"Proses" yang terclapat pacla menu "Proses Resource 

Envelope" ; 

e) Periksa laporan hasil perhitungan maju melalui menu 

"Laporan Resource Envelope" ; 

f) Apabila angka pacla Anggaran Tahun Rencana clan 

Prakiraan Maju clisetujui, lakukan persetujuan pacla 

menu "Persetujuan Resource Envelope" . 

.{� KEMENTERIAN KEUANGAN �; OIRCKroR.AT .IENOERAl. l.NGG.lRl.N 
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. r Faktor status 

Anggaran Tahun Rencana clan Prakiraan Maju yang 

telah cligulirkan, clisesuaikan clengan Kinerja  realisasi clan 

parameter ekonomi clan non-ekonomi, perbaikan Anggaran 

Tahun Rencana clan Prakiraan Maju U ika acla) , serta 

penyesuaian terhaclap resource envelope selanjutnya 

cligunakan sebagai clasar menetapkan Pagu Inclikatif K/ L .  

Mengingat untuk menyusun Pagu Inclikatif cliperlukan 

belanj a  K/ L yang clirinci menurut belanj a  operasional clan 

non-operasional, Angka Dasar clan Prakiraan Maju yang 

clihasilkan melalui aplikasi KPJM cliproses lebih lanjut 

untuk menghasilkan angka yang clibutuhkan, clengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Pacla menu "Anggaran & Prakiraan Maju" pilih 

submenu "Laporan Penclukung" ; 

b) Klik "Preview' pacla tampilan, maka laporan yang 

memisahkan biaya operasional clan biaya non

operasional akan muncul . 
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Hasil akhir dari Angka Dasar dan Prakiraan Maju tersebut 

adalah sebagaimana disaj ikan dalam gambar berikut. 

IAMSltnr PEN'l'IAPAtf AHCc;AjU,fl � b�1<1A11<;'f.1"r.l'!! l.f\M j . . 
: �::in fof!ttl>\<1>�!< �"i'fM'I! , �T : Q;;;�t . . . .. , • 
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KEMENTERIAN KEUANGAtl 
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c. Penyampaian dan Pemutakhiran Prakiraan Maju dari K/ L ke 

Kem en terian Keuangan 

Sesuai Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan ini, 

K/ L menggunakan Prakiraan Maju Pagu Indikatif sebagai 

proyeksi awal, dan memutakhirkannya sesuai dengan parameter 

dan kebij akan dalam Pagu Anggaran untuk menyusun Pagu 

Anggaran tahun berkenaan . Langkah-langkah untuk 

memutakhirkan dan menyesuaikan Prakiraan Maju tersebut 

sama dengan langkah-langkah yang disebutkan dalam huruf b .  

Proses yang sama harus dilakukan dalam hal Pagu 

Anggaran telah berubah status menjadi Alokasi Anggaran, dan 

Alokasi Anggaran (pagu APBN) menjadi pagu APBN Perubahan . 

Penyesuaian tersebut dilakukan dalam hal antara lain terdapat 

inisiatif baru atau kebijakan baru sehingga volume output harus 

disesuaikan, atau ditambahkan output baru dalam Prakiraan 

Maju .  Selain penyesuaian output dan/ a tau volume output, juga 

dilakukan penyesuaian terhadap parameter ekonomi dan non 

ekonomi j ika ada asumsi perubahan parameter terse but .  

Untuk mengakomodir perubahan pada kebijakan baru, baik 

pada Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran maupun pada Alokasi 

Anggaran, pada aplikasi KPJM telah dilengkapi dengan fitur 

Kebij akan Baru. Sebelum dimasukkan ke dalam Pagu Indikatif, 

usulan besaran anggaran terkait dengan Kebij akan Baru harus 

ditelaah terlebih dahulu oleh mitra kerj a  K/ L di Direktorat 

Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan . Setelah proses 
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penelaahan atas kebijakan baru selesai, angka basil penelahaan, 

dimasukkan ke dalam aplikasi KPJM . 

Apabila pengguna melakukan login pada aplikasi dengan 

tahapan "Pagu Indikatif' maka secara otomatis aplikasi KPJM 

akan menyesuaikan tampilan menu "Kebij akan Baru'' dengan 

submenu "Kebijakan Baru Pagu lndikatif' . 

Proses yang sama dapat dilakukan untuk memasukkan 

angka usulan Kebijakan Baru dalam tahapan "Pagu Anggaran" 

dan "Alokasi Anggaran" . 
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"Kebijakan Baru" , 
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aplikasi 
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KPJM 

menyediakan menu: "Pemuktahiran Terhadap Kebij akan Baru" , 

"Perubahan Parameter" , "Proses Pemuktahiran Terhadap 

Kebij akan Baru" , "Laporan Pemuktahiran Terhadap Kebij akan 

Baru" dan "Persetujuan" . 
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baik berupa 

volume output maupun tahun pelaksanaan 

perubahan 

dan angka 

Komponen,  menu "Pemuktahiran Terhadap Kebijakan Baru'' 

telah dilengkapi dengan fitur untuk melakukan perubahan ( edit) 
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volume output dan tahun pelaksanaan dan/  atau angka 

komponen . Proses untuk melakukan perubahan sama dengan 

yang dilakukan untuk perbaikan pada tahapan Pagu Indikatif 

yang dij elaskan pada huruf b .  

Setelah penyesuaian baik pada tingkat output maupun pada 

level Komponen dilakukan, apabila terjadi perubahan parameter 

dalam Kebij akan Baru, baik perubahan parameter ekonomi 

maupun parameter non-ekonomi, maka perubahan tersebut 

dapat dilakukan pada menu "Perubahan Parameter" . Proses 

untuk melakukan perubahan tersebut juga sama dengan yang 

dilakukan untuk perubahan parameter Pagu Indikatif yang juga 

dij elaskan pada huruf b .  

Selanjutnya proses pemutakhiran anggaran dan Prakiraan 

Maj u  terhadap perubahan volume output dan nilai dan/ atau 

tahun pelaksanaan komponen dilakukan dengan melakukan 

eksekusi pada tombol "Proses" yang terdapat pada menu "Proses 

Pemuktahiran Terhadap Kebijakan Baru" . Basil dari proses 

tersebut dapat dilihat dalam bentuk laporan yang disediakan 

dalam menu "Laporan Pemuktahiran Terhadap Kebij akan Baru" . 

Basil tersebut kemudian diteliti dan apabila hasil tersebut 

sudah dianggap layak maka dilakukan persetujuan terhadap 

hasil pemutakhiran anggaran dan Prakiraan Maju terhadap 

kebij akan baru pada menu "Persetujuan" . 

Terdapat satu perbedaan mendasar pada menu "Kebij akan 

Baru" pada saat dilakukan login aplikasi KPJM pada tahapan 

Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran . Pada tahapan Alokasi 

Anggaran, terdapat tambahan submenu "Bergulir / Digulirkan" 

yang berfungsi untuk menggulirkan Prakiraan Maju dari PM3 

menj adi PM2 ,  PM2 menj adi PM l ,  dan PM l menj adi tahun 

rencana. Setelah pada tahapan Alokasi Anggaran proses 

"Bergulir / Digulirkan" dilakukan, proses dalam aplikasi KPJM 

kemudian berulang kembali menjadi tahapan Pagu Indikatif. . 
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Dalam hal terdapat usulan Kebijakan Baru, dokumen yang 

diperlukan dalam rangka penelaahan meliputi (sesuai 

kebutuhan) : 

1 )  Kerangka Acuan Kerja/ Tenn Of Reference (TOR) , Rincian 

Anggaran Biaya (RAB) , dan khusus Satker BLU dokumen 

RBA/ BLU (lihat Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini 

untuk format TOR dan RAB) ; 

2) Data dukung teknis untuk kebijakan baru, antara lain : 

peraturan perundangan/ keputusan p1mpman 

Kementerian/ Lembaga yang mendasari adanya program/ 

kegiatan/ Keluaran baru, surat persetujuan dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

untuk alokasi dana satker baru, dan sej enisnya; dan 

3) Dokumen Hasil Retreat Presiden, Sidang Kabinet, atau 

kebij akan Pemerintah lainnya terkait adanya tambahan 

penugasan . 

Untuk menilai kelayakan usulan perbaikan Angka Dasar 

dan Prakiraan Maju, Direktorat Anggaran melakukan 

penelaahan PCl.da level detil . Penelaahan terhadap usulan 

perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dilakukan untuk 

meneliti :  

1 )  kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran; 

2) kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, 

antara lain : 

a) penerapan SBM, SBK, dan SSB (tahun sebelumnya) 

Untuk keluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan sebagai SBK, reviu RKA-K/ L dilakukan 

hanya untuk mencocokkan besaran uang pencapaian 

Keluaran yang tercantum dalam RKA satker dengan 
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SBK. Untuk Keluaran yang non SBK, rev1u RKA-K/ L 

dilakukan sampai dengan level detil; 

b) penggunaan akun; 

c) hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini adalah 

penggunaan produk impor karena K/ L diminta untuk 

mengutamakan penggunaan produk dalam negeri ; 

d) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai 

dari penerimaan negara bukan paj ak, pinj aman/ hibah 

luar negeri, pinjaman/ hibah dalam negeri, clan surat 

berharga syariah negara; 

e) penganggaran badan layanan umum; 

f) kontrak tahun jamak (multi years contract); clan 

g) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan 

menj adi penyertaan modal negara pada badan usaha 

milik negara. 

3)  kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/ L antara lain 

RKA Satker, TOR/ RAB clan/ atau dokumen pendukung 

terkait lainnya; clan 

4) rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif 

Baru clan/ a tau rincian anggaran Angka Dasar yang 

mengalami perubahan pada level komponen; 

Hasil penelahaan atas usulan kebijakan baru dapat 

digunakan sebagai bahan Pertemuan Tiga Pihak (Trilteral 

Meeting) dalam rangka penyusunan Rencana Kerj a  Pemerintah 

tahun berkenaan. 

D engan menggunakan serangkaian langkah-langkah tersebut, 

Prakiraan Maju 3 tahunan yang disampaikan oleh tiap-tiap K/ L ke 

Kementerian Keuangan mengikuti format sebagai berikut. 
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P M l  
(t+l) 

P rogra m/Kegiata n/Output Op Non-Op Op Non-Op 
( 1 ) (2 ) ( 3 )  (4) 

Kementer ia n/Lem baga 
P rogram 1 
Kegiata n 1 . 1  

Output 1 . 1 . 1  

Keg iata n 1 . 2  
Output 1 . 2 . 1  

P rogra m 2 

Keterangan : 

1 )  Kode Program/ Kegiatan/ Output 

2) Deskripsi Program/ Kegiatan/ Output 

3 )  Biaya operasional Tahun Rencana 

( 5 )  

4) Biaya non operasional Tahun Rencana 

5)  Biaya operasional Prakiraan Maju 1 

6) Biaya non operasional Prakiraan Maju 1 

7) Biaya operasional Prakiraan Maju 2 

8) Biaya non operasional Prakiraan Maju 2 

9)  Biaya operasional Prakiraan Maju 3 

1 0) Biaya non operasional Prakiraan Maju 3 

(6 )  

PM2 .PM3 · • 

(t+2) . (t+3) 
Op  Non-Op Op  Non-Op 
(7 )  (8) (9) ( 10) 
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ILUSTRASI PEMUTAKHIRAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU 

Langkah 1 :  Pengguliran Prakiraan Maju, serta Penyusunan PM3 

Contoh perhitungan Anggaran Tahun Rencana (TR) pada tahun n dan 

Prakiraan Maju (PM) sebuah K/ L yang memiliki 1 program dengan 2 output 

pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Realisasi TA1 TR2 PM3 1 PM2 PM3 

(t-2)  (t- 1 )  (t- 1 )  (t) (t+ 1 )  (t+2)  
(Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) 

Kegiatan 1 :  200 1 75 1 50 

Output 1 :  1 80 1 55 1 2 0  

- komponen utama 1 1 00 95  90 

- komponen utama 2 1 0  1 0  1 0  

- komp . pendukung 1 70 50 20 

Output 2 :  20  20  30  

- komponen utama 1 20 20 30 

Volume output adalah sebagai berikut: 

TR PM l 

(t) (t+ 1 )  

(volume) (volume) 

Output 1 5 8 

Output 2 1 0  20  

1 .  flustrasi Pengguliran (Roll-over) Prakiraan Maju 

250 300 350 

2 1 0 2 5 0  290  

160  1 80 200 

20 30  40  

30 40 50 

40 50 60 

40 50 60 

PM2 PM3 

(t+2)  (t+3) 

(volume) (volume) 

1 0  1 2  

20  40 

Direktorat Anggaran menggulirkan (roll-over) Prakiraan Maju tahun 

sebelumnya ke tahun berjalan menggunakan Aplikasi KPJM yang 

kemudian menj alankan proses otomasi sebagai berikut: 

1 TA - Tahun Anggaran 
2 TR - Tahun Rencana 
3 PM - Prakiraan Maju 
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Realisasi TA TR PM l PM2 PM3 

(t-2) (t- 1 )  (t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3)  

(Rp juta) (Rp ju ta) (Rp juta) (Rp ju ta) (Rp juta) (Rp ju ta) 

IAnggaran dan 200 1 75 1 50 250 300 350 

PM TA 

Realisasi TA TR PM l PM2 PM3 

(t-2) (t- 1 )  (t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3)  

(Rp juta) (Rp ju ta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) 

IAnggaran dan 1 65 1 50 

PM TA 

2. flustrasi Perhitungan Penyusunan PM34 

250 300 350 

Direktorat Anggaran akan membuat PM3 secara otomatis menggunakan 

Aplikasi KPJM sebagai berikut: .... - - -

TA TR PM l PM2 / PM3 / 
I 

(t- 1 )  (t) (t+ 1 )  (t+2)  I (t+3)  
I 

(Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta): (Rp juta) 
I 

' 

AD dan PM TA 1 50 250 300 350 , 350  
' 

... ,. - - - .... . 

Rumus untuk menghitung PM3 sebuah keluaran ( output) adalah sebagai 

berikut: 

Alokasi  Outputc = Alokasi  Komponen Utamac + Alokasi Komponen Pendukungt 

Alokasi Komp onen UtamapM z Alokasi Komponen UtamapM3 = V 1 0 X Volume OutputpM3 o ume utputpMz 

Alokasi Komponen Pendukung PM3 = Alokasi Komponen PendukungpM z 

Perhitungan berikut mengasumsikan bahwa seluruh komponen, output 

dan program dalam sebuah K/ L akan berlanjut ke PM3 . 

4 PM3 - Prakiraan Maju Tahun Ketiga 

. ,, 

' 

/ 

\ 
\ 

I 
l 
I 
I 

I 
{ 

I 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 1 36 -

TR PM l PM2 PM3 

(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3)  

(Rp juta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp juta) 

Kegiatan 1 250 300 350 350 

Output 1 2 1 0  250 290 290 

- komponen utama 1 1 60 1 80 200 (200 / l Ox l O) = 200 

- komponen utama 2 20 30 40 (40 /  l Ox l O) = 40 

- komp . pendukung 30 40 50 5 0  

1 

Output 2 40 50 60 60 

- komponen utama 1 40 50 60 (60 / 2 0x20) = 6 0  

Langkah 2 :  Penyesuaian Atas Kinerja Realisasi 

Contoh anggaran dan Prakiraan Maju tahun berjalan untuk K/ L yang memiliki 

4 program dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut: 

Realisasi TA TR PM l PM2 

(t-2)  (t- 1 )  (t) (t+ 1 )  (t+2)  

(%) (Rp ju ta) (Rp juta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) 

K/ L 1 72 , 5 470 430 460 

Program 1 80 250 200 320 

Program 2 66 ,7  1 50 1 00 0 

Program 3 1 00 70 90 1 1 0 

Program 4 0 0 40 30 

1 .  flustrasi Perhitungan Penyesuaian Atas Kinerja Realisasi 

400 

280 

50 

50 

20 

PM3 

(t+3) 

(Rp juta) 

390 

260 

80  

30  

2 0  

Kinerj a  realisasi ini akan dimasukkan ke dalam Aplikasi KPJM oleh 

Direktorat Anggaran, dan kemudian akan secara otomatis mengurangi 

anggaran dan Prakiraan Maju pada tahun yang direncanakan . 

Pengurangan anggaran dan Prakiraan Maju ini (yaitu Prakiraan Maju 3 

tahun ke depan) akibat diaplikasikannya kinerj a  realisasi pada tingkat 

program dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Anggaran dan Prakiraan Majubaru = Anggaran Prakiraan Maju1ama x ting lcat realisasi 

Penerapan tingkat realisasi menghasilkan perubahan Anggaran Tahun 

Rencana dan Prakiraan Maju sebagai berikut: 

Realisasi TR PM l PM2 PM3 

(%) (t) (t+ l )  (t+2) (t+3) 

(Rp juta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp juta) 

K/L 1 356 ,7 396,0 327,3 3 1 1 ,3 

Program 1 80 200 x 0,8 = 320 x 0 ,8  = 280 x 0 , 8  260 x 0 , 8  = 

1 6 0  2 5 6  = 224 208 

Program 2 66 ,7  1 00 x 0;667 0 x 0,667 = 50 x 0 ,667 80 x 0 ,667  

= 66 ,7  0 = 33 ,3  = 5 3 , 3  

Program 3 1 00 90 x 1 = 90 1 1 0 x 1 = 50 x 1 = 30  x 1 = 3 0  

1 1 0 50 

Program 4 0 40 30 20 20 

2. flustrasi Perhitungan Dampalc Penyesuaian Atas Kinerja Realisasi 

Perubahan bersih terhadap anggaran dan Prakiraan Maju yang dihasilkan 

dari Aplikasi KPJM atas perhitungan terhadap penyesuaian kinerj a  

realisasi adalah sebagai berikut: 

TR PM l PM2 PM3 
(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3)  

(Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) 

K/ L 1 (73,3) (64,0) (72 ,7) (78 ,7) 

Program 1 1 60 - 200 = 256 - 320 = 224 - 280 = (56) 208 - 260 = (52)  

(40) (64) 

Program 2 66 ,7  - 1 00 = 0 - 0 = 0  33 ,3  - 50 = 53 ,3  - 80 = 

(33 ,3 )  ( 1 6 , 7) (26 , 7) 

Program 3 90 - 90 = 0 1 1 0 - 1 1 0 :;; 0 50 - 50 = 0 30  -30 = 0 

Program 4 40 - 40 = 0 30 - 30 = 0 20 - 20 = 0 20 - 20 = 0 
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Langkah 3 :  Penyesuaian Atas Parameter Ekonomi Dan Non-Ekonomi 

Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju yang telah dilakukan roll-over 

(Langkah 1 )  dan kinerj a  realisasi (Langkah 2) , kemudian disesuaikan dengan 

parameter pada tahun sebelumnya menggunakan parameter ekonomi dan non

ekonomi untuk tahun bersangkutan . Sebagai contoh, tarif parameter berikut 

telah digunakan dalam proses pada tahun sebelumnya dengan tarif untuk PM3 

belum disediakan dan belum di input dalam Aplikasi KPJM : 

TR PM l PM2 PM3 

(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3 )  

Acress 3 , 1 %  3 , 1 %  3 , 1 %  

Inflasi 4 , 1 %  4 , 1 %  4 , 2% 

Kemudian, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 

Kernen terian Keuangan menyusun revisi parameter ekonomi se bagai beriku t :  

TR PM l PM2 PM3 

(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3)  

Acress - baru 3 , 1 % 3 , 1 %  3 , 1 %  3 , 1 %  

Inflasi - baru 4 ,3% 4 ,5% 4 ,6% 5 , 0% 

1 .  flustrasi Penyesuaian Atas Parameter Ekonomi Dan Non-Ekonomi Baru -

Inflasi dan Acress 

Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju yang berlaku harus 

disesuaikan dengan parameter ekonomi dan non-ekonomi yang terbaru . 

Hal ini dilakukan oleh Direktorat Anggaran dengan cara menginput 

angka-angka di atas ke dalam Aplikasi KPJM . Perhatikan bahwa acress 

dan inflasi diaplikasikan secara kumulatif. Perhitungan untuk acress dan 

inflasi diproses secara otomatis oleh Aplikasi KPJM pada tingkat 

komponen sebagai berikut: 

(1  + inflasi barut) Tahun Anggarant = ( . fl . 1  ) 1 + m as1 amat 

. . (1 + inflasi barut) (1 + inflasi barut+l ) 
Prakiraan Ma1u = x -------t+ l (1 + inflasi lamat) (1 + inflasi lamat+l ) 

. . (1 + inflasi barut) (1 + inflasi barut+ l ) (1 + inflasi barut+z) 
Prakiraan Ma1u = x x -------t+z (1  + inflasi lamat) (1 + inflasi lamat+) (1 + inflasi lamat+2) 
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(1 + inflasi  barut) (1 + inflasi barut+l ) (1 + inflasi baru 2 ) (1 + inflasi  baru ) 
Prakiraan M aju = . . x . . x . . 

t+ x 
t+3 

t+3 (1 + mflas1 Iamat) (1  + 111flas1 lamat+l ) (1 + mflas1 lamat+z)  ( 1  + inflasi lamat+3 ) 

t = Tahun Rencana 

Dengan mengacu pada Contoh 1 sebelumnya, Anggaran Tahun Rencana 

dan Prakiraan Maju dimutakhirkan pada tingkat komponen untuk Output 

1 sebagai berikut: 

TR PM l PM2 PM3 

(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3)  

(Rp juta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp juta) 

Output 1 :  120,2 2 1 1 ,0 252,0 306,0 

- komponen (90 x 1 ,043) / ( 1 60 x 1 , 043 x ( 1 80 x 1 , 043 x (200 x 1 ,043 x 

utania 1 ( 1 ,04 1 )  = 90 ,2  1 , 045) / ( 1 , 04 1 x 1 , 045 x 1 , 045 x 1 , 046 x 

1 , 04 1 )  = 1 60 ,9  1 , 046) / ( 1 , 04 1 x 1 , 050) / ( 1 , 04 1 x 

1 , 04 1 x 1 , 042) = 1 , 04 1 x 1 , 042 x 

1 8 1 , 7 1 , 0)  = 2 1 2 , 0  

- komponen ( 1 0  x 1 , 043) / (20 x 1 ,043 x (30 x 1 , 043 x (40 x 1 , 043 x 

utania 2 ( 1 , 04 1 )  = 1 0 ,0  1 , 045) / ( 1 , 04 1 x 1 , 045 x 1 , 045 x 1 , 046 x 

1 , 04 1 )  = 20,  1 1 ,046) / ( 1 ,04 1 x 1 , 050) / ( 1 , 04 1 x 

1 , 04 1 x 1 , 042) = 1 , 04 1 x 1 , 042 x 

30 ,3  1 , 0)  = 42 ,4  

- komponen (20 x (30 x 1 , 03 1  x (40 x 1 , 03 1  x (50 1 , 03 1 x 

pendukung 1 1 ,03 1 ) / ( 1 ,03 1 )  1 , 03 1 ) / ( 1 , 03 1  x 1 , 03 1  x 1 , 03 1 x 1 , 03 1  x 

(gaji & == 20 ,0  1 ,03 1 )  = 30 ,0  1 ,03 1 ) / ( 1 ,03 1 x 1 , 03 1 ) / ( 1 , 03 1 x 

tunj angan) 
1 , 03 1 x 1 , 03 1 ) = 1 , 03 1 x 1 , 03 1  x 

40 ,0  1 , 0 = 5 1 , 5) 

2. flustrasi dampak Penyesuaian Atas Parameter Ekonomi dan Non-Ekonomi 

Baru - Inflasi dan Acress 

Perubahan bersih terhadap Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

yang dihasilkan dari Aplikasi KPJM atas perhitungan terhadap accres dan 

inflasi ad al ah se bagai beriku t :  
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TR PM l PM2 PM3 

(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3) 

(Rp juta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp juta) 

Output 1 :  0,2 1 ,0 2 ,0  1 5 ,9 

- komponen utarna 1 90 ,2 - 90 1 60 ,9  - 160 = 1 8 1 ,7 - 1 80 = 2 1 2 , 0  - 200 = 

= 0 ,2  0 ,9  1 ,7 1 2 , 0  

- komponen utarna 2 1 0  - 1 0  = 20, 1 - 20 = 0 , 1  30 ,3  - 30  = 42 ,4  - 40 = 

0 ,0 0 ,3  2 , 4  

- komponen 20 - 20 = 30 - 30 = 0 ,0  40 - 40 = 0 , 0  5 1 , 5 - 50 =  

pendukung 1 (gaji & 0 ,0  1 , 5 

tunj angan) 

Langkah 4: Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

dengan Kebijakan Baru 

Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju setelah dilakukannya roll-over 

(Langkah 1 ) ,  realisasi (Langkah 2) dan parameter (Langkah 3) selanjutnya 

dapat disesuaikan dengan kebijakan baru U ika ada) . Secara umum, Anggaran 

Tahun Rencana dan Prakiraan Maju disesuaikan oleh Biro Perencanaan/ Unit 

Perencanaan K/ L dengan input dalam Aplikasi KPJM sebagai berikut: 

1 .  Penambahan/ pengurangan volume output pada komponen utama untuk 

program/ kegiatan/ output yang ada; 

2 .  Penambahan volume output pada komponen utama untuk 

program/ kegiatan/ output yang baru; 

3 .  Penambahan/ pengurangan alokasi pada komponen pendukung untuk 

program/ kegiatan/ output yang ada; dan / atau 

4 . Penambahan alokasi pad a 

program/ kegiatan/ output yang baru. 

komponen pendukung untuk 

Langkah yang dilakukan unit perencanaan K/ L dalam memutakhirkan 

Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju atas kebijakan baru di dalam 

Aplikasi KPJM, adalah sebagai berikut: 

1 .  Mengidentifikasi program yang dipengaruhi Kebijakan Baru tersebut; 

2 .  Mengidentifikasikan kegiatan yang dipengaruhi Kebijakan Baru; 

3 .  Mengidentifikasikan output yang dipengaruhi Kebijakan Baru; 

4 .  Mengidentifikasi sifat output ( output generik, output internal atau output 

teknis) ; 
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5 . Untuk output generik dan/ atau internal : memutakhirkan alokasi sesuai 

kornponen pendukung; 

6. Untuk output teknis yang dihasilkan dengan komponen pendukung:  

memutakhirkan alokasi komponen pendukung sesuai ; dan 

7 .  Untuk output teknis yang dihasilkan dengan komponen utama: 

memutakhirkan volume output sesuai . 

Contoh berikutnya mengunakan Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

sebuah K/ L yang memiliki 1 program sebagai berikut: 

TR PM l PM2 PM3 

(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3) 

(Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) 

Output 1 4 1 0  800 560 450 

- komponen utarna 1 260 500 300 230 

- komponen utarna 2 1 20 250 200 1 6 0  

- komponen pendukung 1 30 50 60 60 

Volume output adalah sebagai berikut: 

TA PM 1 PM 2 PM 3 

(volume) (volume) (volume) (volume) 

Output 1 5 1 0  8 6 

1 .  flustrasi Penyesuaian Atas Kebijakan Baru - Output tidak berlanjut mulai 

pada tahun PM3 

Pemerintah memutuskan bahwa output 1 tidak perlu dihasilkan mulai 

PM3 . Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju akan disesuaikan 

oleh unit perencanaan K/ L dengan memutakhirkan volume output dan 

alokasi komponen pendukung di dalam aplikasi KPJM seperti berikut : 

a) memutakhirkan volume output PM3 dari 6 (enam) menj adi 0 (nol) 

b) memutakhirkan alokasi komponen pendukung PM3 dari 60 (enam 

puluh) menj adi 0 (nol) 

TA PM l PM2 PM3 

(volume) (volume) (volume) (volume) 

Output 1 5 1 0  8 0 
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Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju akan dimutakhirkan 

secara otomatis sebagai berikut: 

TR PM l PM2 PM3 

(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3)  

(Rp juta) (Rp juta) (Rp ju ta) (Rp juta) 

Output 1 4 1 0  800 560 0 

- komponen utama 1 260 500 300 230 / 6 * o = o 

- komponen utama 2 1 20 250 200 1 60 / 6 * o = o 

- komponen pendukung 1 30 50 60 0 

2. flustrasi Penyesuaian Atas Kebijakan Baru - Output baru mulai pada 

tahun PM2 

Pemerintah memutuskan bahwa output 2 dengan volume output 4 akan 

diperlukan mulai tahun PM2 dengan anggaran Rp 500 juta . K/ L 

mengidentifikasikan bahwa output 2 ini adalah output teknis yang akan 

dihasilkan dengan 1 komponen utama dan 1 komponen pendukung 

dengan biaya masing-masing Rp 400 ju ta dan Rp 1 00 ju ta . Anggaran 

Tahun Rencana dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh unit 

perencanaan K/ L dengan memutakhirkan volume output dan alokasi 

komponen pendukung di dalam Aplikasi KPJM seperti berikut: 

a) membuat output baru pada program/ kegiatan bersangkutan; 

b) memutakhirkan volume output dengan meng- input nilai 0 (nol) pada 

TA dan PM l ;  serta nilai 4 (empat) pada PM2 dan PM3 ;  

c) memutakhirkan alokasi komponen pendukung denga meng- input 

nilai 0 (nol) pada TA dan PM l ;  serta Rp 1 00 juta pada PM2 dan PM3 ;  

TA PM 1 PM 2 PM 3 

(volume) (volume) (volume) (volume) 

Output 2 0 0 4 4 
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Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju akan dimutakhirkan 

secara otomatis sebagai berikut: 

TR PM l 

(t) (t+ 1 )  

(Rp j u  ta) (Rp juta) 

Output 2 0 0 

- komponen utama 1 0 0 

- komponen pendukung 1 0 0 

PM2 

(t+2)  

(Rp juta) 

500 

400 / 4*4 = 400 

1 00 

PM3 

(t+3)  

(Rp ju ta) 

500 

400/ 4*4 = 400 

1 00 

3. flustrasi Penyesuaian Atas Kebijakan Baru - Volume Output Diubah 

Pemerintah memutuskan bahwa progress output 1 akan dipercepat, yaitu 

output 1 akan diberhentikan pada tahun PM3 dan semua output PM3 

akan dilaksanakan pada tahun PM2 .  Anggaran Tahun Rencana dan 

Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh unit perencanaan K/ L dengan 

memutakhirkan volume output dan alokasi komponen pendukung dalam 

Aplikasi KPJM sebagai berikut: 

a) memutakhirkan volume output dari 8 (delapan) menj adi 1 4  (empat 

belas) pada PM2 ,  dan dari 6 (enam) menj adi 0 (nol) pada PM3 

b) memutakhirkan alokasi komponen _pendukung dari Rp 60 juta 

menj adi Rp 1 20 juta pada PM2 ,  dan dari Rp 60 juta menj adi Rp 1 20 

juta pada PM3 .  

TA PM 1 PM 2 PM 3 

(volume) (volume) ' (volume) (volume) 

Output 1 5 1 0  8 + 6 = 1 4  6 - 6 = 0  

Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju akan dimutakhirkan 

secara otomatis sebagai berikut: 
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TR PM l PM2 PM3 

(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3)  

(Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp juta) 

Output 1 4 1 0  800 995 0 

- komponen utama 1 260 500 300 / s * 1 4  = 230 / 6 * o = o 
525 

- komponen utama 2 1 2 0  2 5 0  2 0 0  / s * 1 4  = 1 6 0  / 6 * o = o 
350 

- komponen pendukung 1 30 50 60 + 60 = 1 2 0  60 - 6 0  = 0 

4. flustrasi dampak Penyesuaian Atas Kebijakan Baru - Volume Output 

Diubah 

Perubahan bersih terhadap Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

yang dihasilkan dari Aplikasi KPJM atas perhitungan terhadap kebij akann 

baru adalah sebagai berikut: 

TR PM l PM2 PM3 

(t) (t+ 1 )  (t+2)  (t+3)  

(Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp ju ta) (Rp juta) 

Output 1 4 1 0  800 435 (450) 

- komponen utama 1 260 - 260 500 - 500 525 - 300 = 230 - 0 = 

= O = O 225  (230)  

- komponen utama 2 1 20 - 120  250 - 250 350 - 200 = 1 60 - 0 = 

= O = O 1 50 ( 1 60) 

- komponen pendukung 1 30 - 30 = 50 - 50 = 1 20 - 60  = 60 60 - 0  = 

0 0 (60)  

Langkah 5 :  Perbaikan Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju 

Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju setelah dilakukannya roll-over 

(Langkah 1 ) ,  realisasi (Langkah 2) dan parameter (Langkah 3)  selanjutnya 

diperiksa dan dapat dilakukan perbaikan Uika ada) . Perbaikan informasi yang 

disaj ikan dalam Aplikasi KPJM dapat diusulkan oleh Biro Perencanaan/ Unit 

Perencana K/ L terhadap hal-hal sebagai berikut: 
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a.  Perbaikan nomenklatur output dan komponen, didukung dokumen 

perencanaan (RENJA) tahun sebelumnya dan sepanJ ang bukan 

merupakan bagian dari Kebijakan Baru; 

b .  Perbaikan volume output, didukung dokumen perencanaan (RENJA) tahun 

sebelumnya dan sepanjang bukan merupakan bagian dari Kebij akan 

Baru; 

c .  Perbaikan sifat output (Generik/ Internal/Teknis) dan sifat komponen 

(utama/ pendukung) ; 

d .  Perbaikan alokasi output dan komponen, dengan tetap mempertahankan 

alokasi pada tingkat Kegiatan; 

e .  Perpindahan alokasi antar Kegiatan, dengan tetap mempertahankan 

alokasi pada tingkat Program (realokasi antar Kegiatan) ; dan 

f. Perpindahan alokasi antar Program, dengan tetap mempertahankan 

alokasi pada tingkat K/ L (realokasi antar Program) . 

Langkah yang dilakukan unit perencanaan K/ L dalam melakukan 

perbaikan informasi Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju,  adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengkaji informasi yang disajikan dalam laporan yang dihasilkan Aplikasi 

KPJM,  setelah dilakukannya roll-over, penyusunan PM3 ,  penerapan 

kinerj a  realisasi dan parameter baru oleh Direktorat Anggaran; 

b .  Dalam hal terdapat informasi yang tidak sesuai sebagaimana disyaratkan 

pada poin a. sampai dengan f. , maka Biro Perencanaan/ Unit Perencana 

K/ L menyampaikan usulan perbaikan dengan melengkapi kertas kerj a  

perbaikan informasi pada Aplikasi KPJM terlampir dan mengajukan 

usulan ke Direktorat Anggaran selaku mitra K/ L; 

c .  Terhadap usulan perbaikan dari K/ L, Direktorat Anggaran selaku mitra 

K/ L akan melakukan pembahasan bersama Biro Perencanaan/ Unit 

Perencana K/ L, untuk menyetujui atau menolak usulan perbaikan 

bersangku tan; 

d .  Selanjutnya Direktorat Anggaran akan melakukan perbaikan terhadap 

informasi yang disaj ikan di dalam Aplikasi KPJM terhadap hal-hal yang 

disetujui bersama untuk diperbaiki; dan 

e .  Direktorat Anggaran menyampaikan laporan perbaikan informasi yang 

dicetak dari Aplikasi KPJM kepada Unit Perencana K/ L bersangkutan . 

Contoh laporan yang disampaikan Direktorat Anggaran ke Biro 

Perencanaan/ Unit Perencana K/ L sebagai berikut: 
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Format penyaj ian informasi yang ada dalam Aplikasi KPJM dan disampaikan 

ke Biro Perencanaan/ Unit Perencana K/ L adalah sebagai berikut: 

TR PM l PM2 PM3 

Ko de 
Program/ Kegiatan / 

Satuan Jenis Bia ya Bia ya Bia ya Bia ya 
Output/ Komponen Vol .  (Rp Vol .  (Rp Vol . (Rp Vol .  (Rp 

ju ta) ju ta) ju  ta) ju  ta) 

( 1 )  (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 1 0) ( 1 1 )  ( 1 2 )  
Kementerian/ 
Lembaga 
Program 1 

Kegiatan 1 .  1 

Output l .  1 .  1 

- Komponen . . .  
- . . . . . .  

Output 1 . 1 . 2 

- Komponen . . .  
- . . . . . .  

Kegiatan 1 . 2 

. . . . . .  

D alam hal Biro Perencanaan/ Unit Perencana K/ L mendapati adanya 

kesalahan informasi yang disaj ikan dan perlu diperbaiki, maka usulan 

perbaikan dapat disampaikan ke Direktorat Anggaran dengan format berikut, 

yaitu menyaj ikan hanya informasi yang perlu diperbaiki dalam Aplikasi KPJM 

sebagai berikut: 

Langkah Perbaikan informasi pada Aplikasi KPJM 

TR PM l PM2 PM3 

Ko de 
Program/ Kegiatan/ Satuan Jenis Bia ya Bia ya Bia ya Bia ya 
Output/ Komponen Vol .  (Rp Vol . (Rp Vol. (Rp Vol . (Rp 

ju ta) ju ta) ju ta) ju  ta) 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 1 0) ( 1 1 )  ( 1 2 ) 

Kementerian/ 
Lembaga 
Program 1 

Kegiatan 1 . 1  

Output l . 1 .  1 

- Komponen . . .  
- · · · · · ·  

Output 1 . 1 . 2 
- Komponen . . .  

- . . . . . .  

Kegiatan 1 . 2 

. . . . 
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Keterangan : 

1 )  Kode Program/ Kegiatan/ Output 

2) Deskripsi Program/ Kegiatan/ Output/ Komponen 

3 )  Satuan output yang digunakan 

4) Jenis output Generik/Teknis 

5)  Volume output Tahun Rencana 

6) Biaya atau alokasi Tahun Rencana 

7) Volume output Prakiraan Maju 1 

8) Biaya atau alokasi Prakiraan Maju 1 

9 )  Volume output Prakiraan Maju 2 

1 0) Biaya a tau alokasi Prakiraan Maju 2 

1 1 ) Volume output Prakiraan Maju 3 

1 2) Biaya atau alokasi Prakiraan Maju 3 
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Kertas Kerj a  Reviu Atas Angka Dasar dan Prakiraan Maju Pengguliran 

1 .  Konfirmasi Kesesuaian Data Aplikasi KPJM 

setelah proses pengguliran 

tel ah 

dimutakhirkan dengan alokasi anggaran yang 

disetujui DPR? 

Jika j awabannya 'YA', lampirkan Laporan hasil 

validasi pada tingkat K/ L dan Program sebelum 

pengguliran 

Jika j awabannya 'TIDAK, ' dapatkan data-data 

alokasi anggaran yang telah disetujui DPR dan 

Prakiraan Maju yang berkenaan pastikan data 

tersebut telah masuk dalam Aplikasi KPJM . 

,·}'.�--"/�". . - .:· : · -;-: : \• ,;: ; · . " ,  . :·wingkat'.'R;�ment�rian/Lembaga 
· '.�;::-�: , : · · >'· .. ., . ···_'4 .::.' : . �· .� ·., . ;  ' . .. ' ¥ · ; • •  • 

Apakah Kode dan Deskripsi K/ L dalam Aplikasi 

KPJM sesuai dengan Kode dan Deskripsi K/ L 

dalam dokumen sebelum pengguliran? 

Apakah Anggaran Tahun Rencana, Prakiraan 

Ma ju 1 (PM 1 )  dan PM2 pada tingkat K/ L setelah 

digulirkan sama dengan PM l ,  PM2 ,  dan PM3 

sebelum digulilrkan? 

Apakah PM3 pada tingkat K/ L setelah digulirkan 

sama dengan PM3 sebelum digulirkan? 

·.'J'ingkat Program 
Apakah Kode dan Deskripsi setiap Program 

dalam Aplikasi KPJM sesuai dengan Kode dan 

D eskripsi Program dalam dokumen sebelum 

pengguliran? 

Apakah Anggaran Tahun Rencana, PM l dan PM2 

pada setiap Program setelah digulirkan sama 

dengan PM l ,  PM2 ,  dan PM3 sebelum digulilrkan? 

YA TIDAK 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 
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Apakah PM3 pada setiap Program setelah 

digulirkan sama dengan PM3 sebelum 

digulirkan? 

Tind;:tk Lanjut 

Jika semua j awaban untuk pertanyaan-

pertanyaan tersebut 'YA', lampirkan : Laporan 

hasil validasi tingkat K/ L dan Program setelah 

pengguliran 

Jika salah satu j awaban atas pertanyaan-

pertanyaan terse but 'TIDAK', 

dapatkan data yang telah disetujui DPR dan 

Prakiraan Maju yang berkenaan dari DJA, ulangi 

login ke tahun sebelumnya pada Aplikasi KPJM 

dan lakukan proses pengguliran 

2 . Kinerj a  Realisasi 

. Realisasi Program Dalam Aplikasi Terhadap 

'Realisasi Yang Ditetapkan 

Apakah persentase realisasi yang dituangkan 

dalam Aplikasi KPJM sama dengan persentase 

realisasi tahun sebelumnya yang dilaporkan oleh 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan? 

Jika j awabannya 'YA' lampirkan : 
- La po ran realisasi dari Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan 
- Laporan kinerj a  realisasi pada Aplikasi KPJM 

Jika j awabannya 'TIDAK' 

- Mu takhirkan persentase realisasi pad a 

Aplikasi KPJM sesuai dengan laporan realisasi 

dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

- Ulangi proses diatas 

D D 

D D 

D D 

Ya Tidak 

D D 

D D 

D D 
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3 .  Parameter 

Penyesuaian Parameter 

Apakah parameter-parameter yang dituangkan 

dalam Aplikasi KPJM sama dengan parameter-

parameter yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Anggaran untuk tahun yang berkenaan? 

Jika j awabannya YA' lampirkan : 
- La po ran terkait parameter dari Direktorat 

J enderal Anggaran 
- Laporan parameter pada Aplikasi KPJM 

Jika j awabannya 'TIDAK' 
- Mutakhirkan parameter pada Aplikasi KPJM 

sesuai dengan la po ran parameter dari 

Direktorat Jenderal Anggaran 
- Ulangi proses diatas 

4 . Perbaikan 

·Perbaikan Anggaran Tahun Rencana dan 

Prakiraan Maju 

Apakah penyesuaian yang dilakukan memenuhi 

prinsip / syarat materialitas dan substansial? 

Apakah penyesuaian yang dilakukan di dukung 

dengan dokumen yang berkenaan (mis al 

dokumen perencanaan K/ L, daftar BMN, data 

pegawai) ? 

Apakah ada usu Ian resm1 dari K/ L terkait 

penyesuaian yang ditandatangani pejabat terkait? 

Apakah komponen utama pad a Output teknis 

tel ah memenuhi . . . . prms1p-pnns1p sebagai 

komponen utama yang sejalan dengan PMK? 

Jika semua pertanyaan terse but dijawab YA', 

lampirkan : 
- Dokumen pendukung 
- Usulan resm1 penyesuaian yang tel ah 

ditandatangani 
- La po ran Anggaran Tahun Rencana dan 

Ya Tidak 

D D 

D D 

D D 

Ya Tidak 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 
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Prakiraan Maju sebelum clan sesudah 

penyesuaian dari Aplikasi KPJM 

- Dokumen hasil kesepakatan penyesuman 

yang telah ditandatangani oleh DJA 

Jika salah satu dari pertanyaan tersebut dijawab 

'TIDAK', maka: 

- Jika pnns1p materlitas tidak terpenuhi, 

penyesuaian dibatalkan oleh DJA 

- Jika memenuhi prms1p materialitas maka 

lengkapi kelengkapan dokumen 

- Jika kedua item diatas dipenuhi namun 

prinsip komponen utama pada Output teknis 

tidak dipenuhi maka benahi komponen utama 

menj adi komponen pendukung 

- Jika penyesuman tidak memenuhi syarat 

maka DJA membatalkan penyesuaian di 

dalam Aplikasi KPJM , mengirimkan laporan 

pembatalan penyesuman kepada K/ L clan 

mengirimkan hard copy dokumen clan soft 

copy ( back up data) sebelum dilakukan 

penyesuaian ke K/ L yang bersangkutan 

D D 

5 .  Kebij akan Baru Pagu Anggaran/ Alokasi Anggaran/ APBN-Perubahan / 

Resource Envelope 

1 Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan 
. • . . . .  . 

Prakiraan Maju Terhadap Kebijakan Baru 

Apakah penyesuaian yang dilakukan di dukung 

dengan dokumen yang berkenaan (misal Renja, 

dokumen terkait anggaran kebijakan baru/ APBN-

Perubahan/ Resource Envelope, kesepakatan 

terhadap kebijakan baru/ APBN-Perubahan/ 

Resource Envelope? 

Jika pertanyaan terse but dijawab 'YA' maka 

lampirkan : 

Dokumen pendukung 

Laporan Anggaran Tahun Rencana dan 

Ya Tidak 

D D 

D D 
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Prakiraan Maju sebelum dan sesudah 

penyesuaian kebij akan baru/ APBN-

Perubahan/ Resource Envelope dari Aplikasi 

KPJM 

- Dokumen hasil kesepakatan penyesuaian 

kebij akan baru/ APBN-Perubahan/ Resource 

Envelope yang telah ditandatangani oleh DJA 

Jika salah satu dari pertanyaan tersebut dij awab 

'TIDAK', maka: 
- Lengkapi dokumen yang dibutuhkan 

Jika kelengkapan dokumen tidak memenuhi 

syarat maka DJA membatalkan penyesuaian 

kebij akan baru/ APBN-Perubahan/ Resource 

Envelope di dalam Aplikasi KPJM, 

mengirimkan la po ran pembatalan 

penyesuaian kepada K/ L dan mengirimkan 

hard copy dokumen dan soft copy (back up 

data) sebelum dilakukan penyesuaian 

kebij akan baru/ APBN-Perubahan/ Resource 

Envelope ke K/ L yang bersangkutan 

Apakah terdapat penetapan perubahan 

parameter oleh DJA? 

Jika ada perubahan parameter maka lakukan 

proses rev1u pada item nomor 3 (Pemutakhiran 

Parameter) 

D 

D 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u . b .  
ementerian 

SRI MULYANI INDRAWATI 

D 

D 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 6 3 / PMK. 02 / 20 1 6  

TENT ANG 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

DAN PENGESAHAN 

ANGGARAN 

DAITAR 

FORMAT DAN TATA CARA 

IS IAN PELAKSANAAN 

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA DAN PENYUSUNAN RUMUSAN KINERJA 

Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) 

merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang 

disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga. Sebagai dokumen 

penganggaran, dokumen RKA-K/ L berisi program dan kegiatan suatu 

Kementerian/ Lembaga (K/ L) yang merupakan penj abaran dari Renj a  K/ L 

beserta anggarannya pada tahun yang direncanakan . Dalam implementasinya, 

penyusunan RKA-K/ L berpedoman kepada kaidah-kaidah penganggaran 

sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini . 

RKA-K/ L meliputi RKA-K/ L Pagu Anggaran, RKA-K/ L Alokasi Anggaran 

(pagu APBN) , dan RKA-K/ L pagu APBN Perubahan . Tata cara penyusunan 

RKA-K/ L yang diuraikan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini adalah untuk 

RKA-K/ L Pagu Anggaran dan RKA-K/ L Alokasi Anggaran (pagu APBN) . 

Tata cara penyusunan tersebut juga berlaku untuk penyusunan RKA-K/ L 

APBN Perubahan . 

Sej alan dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerj a  (ADIK) , 

penyusunan RKA-K/ L didahului dengan penyusunan rumusan Kinerj a  yang 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi ADIK. Rumusan Kinerj a  tersebut 

berupa:  

1 .  sasaran strategis dan output strategis beserta indikatornya (level K/ L) ;  

2 .  sasaran program dan output program beserta indikatornya (level eselon I ) ;  

dan 

3 . sasaran kegiatan beserta indikatornya (output eselon I I/  satker) . 
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Selanjutnya, rumusan Kinerja  yang sudah disusun dengan menggunakan 

aplikasi ADIK tersebut akan digunakan sebagai referensi dalam menetapkan 

sasaran Kinerj a  dalam aplikasi RKA-K/ L melalui proses integrasi . 

A .  PENYUSUNAN RUMUSAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI 

ADIK 

Dalam rangka perbaikan referensi rumusan informasi Kinerj a  dalam 

RKA-K/ L, mulai RKA-K/ L 20 1 7  referensi aplikasi RKA-K/ L diambil 

sepenuhnya dari aplikasi ADIK.  Setelah referensi aplikasi RKA-K/ L terisi, 

K/ L baru dapat menyusun RKA-K/ L. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan rumusan informasi 

Kinerj a  inelalui aplikasi ADIK adalah Biro Perencanaan dan/  a tau Biro 

Keuangan selaku koordinator, unit-unit eselon I, dan unit-unit eselon 

II / satuan kerja .  Disarankan penyusunan rumusan informasi Kinerj a  

melalui aplikasi ADIK dilakukan oleh tim yang beranggotakan perwakilan 

dari masing-masing unit organisasi yang terdapat dalam K/ L .  

Data/ informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun 

rumusan informasi Kinerj a  melalui aplikasi ADIK adalah sebagai berikut: 

1 .  Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 

2 .  Rencana Strategis Lima Tahunan K/ L; 

3 .  Rencana Kerj a  Tahunan K/ L; 

4 . Peraturan mengenai pembentukan organisasi; 

5 .  Database RKA-K/L .  

Penyusunan rumusan informasi Kinerj a  melalui aplikasi ADIK 

dilakukan secara bertahap dengan pendekatan top-down, dimulai dari 

penyusunan Formulir I terlebih dahulu, kemudian Formulir I I ,  dan 

terakhir Formulir III : 

1 .  Formulir I ADIK berisi mengenai sasaran strategis (= outcome K/ L) ,  

output strategis dan indikatornya, dan aktivitas-aktivitas untuk 

menghasilkan output strategis tersebut . Dalam hal ini output strategis 

diturunkan dari misi/ fungsi K/ L. Aktivitas-aktivitasnya berasal dari 

program-program eselon I ;  

2 .  Formulir I I  ADIK berisi mengenai sasaran program (= outcome eselon 

I ) , output program dan indikatornya, dan aktivitas-aktivitas untuk 

menghasilkan output program tersebut. Dalam hal ini output program 

diturunkan dari misi/ fungsi eselon I, dan merupakan turunan dari 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 1 55 -

output Strategis .  Aktivitas-aktivitasnya berasal dari kegiatan-kegiatan 

eselon I I ;  

3 .  Formulir III ADIK berisi mengenai sasaran kegiatan, output kegiatan 

(= output eselon I I /  output satker) dan indikatornya, dan aktivitas

aktivitas untuk menghasilkan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini 

output kegiatan diturunkan dari fungsi eselon II dan merupakan 

turunan dari output Program. Aktivitas-aktivitasnya berupa 

komponen-komponen untuk menghasilkan output Kegiatan tersebut . 

Format Formulir I ,  Formulir I I ,  dan Formulir III ADIK yang harus diisi oleh 

masing-masing K/ L adalah sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3 . 1 .  Formulir I ADIK 

FORMULIR I 
REN CAN A  KERJA DAN AN GGARAN KEMENT ERIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TAHUN A N G GARAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

PAGU K/L 
OUTCOME: 

Rumu san Outco me 

KI N ERJA 

fri dikafor : Rumusan iii di kator outco11ie 1 
RU:rii.usari indikator outcome 2 

OUTPUT STRATEGIS: 

Rp 

Rumusan Output Rp 
Indikator : · · � ·  Rumusan i n di kator output 1 

· ·�· · Rumusan indi kator output 2 
AKTIVITAS: 
Program Esefon l tekn i s  1 
P rogram Esefori ltekni s  2 
P rogrruri Eselon I tekn i s  3 
P rogram Eselon i tekn i s 4 
P1'6grru11 Esefoii. I tekn i s  5 
P rcigrru'n Esefori i tekri i s  6 
P rograrn Eselon I tekn i s  . . . .  (dst . )  

OUTPUT INTERNAL K/L:  
Rumu san Output 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

In dikator : - Juml ah Output intern al T Liiyari an  
AKTIVITAS: 
P rograni. Eselon I pen dukun g 1 
P r'ograrri Eselori i pen dukun g 2 
Program Eselon I pen dukun g 3 

· P rcigriin:i. . Eselon · ipen dukun g 4 
P i-ograri1 Eselon I pen dukun g 5 
P rogram Eseloi:i i pen dukun g : . . .  (dst) 

TOTAL AN GGARAN 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

. .  

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

1 ·rayarian 
. , , , , , , . , . , , , . , , , , 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

J akarta, dd-mm-yyyy 

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

TLayari ari 
. _ . , ,  . , , , ,, , ,  

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

. . .. . , , ,  

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

. .  

Rp 

Rp 

·r Layiiiiari" 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

p 

NAMA JABATAN (MENTERI / P I M P I N A N  LEMBAGA / 
P EN GGUNA A N G GARA N )  

N AMA P EJABAT 
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Tabel 3 . 2 .  Formulir II ADIK 
FORMULIR II 

REN CA N A  KERJA DAN A N GGARAN KEMEN T E RIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(U N IT ESELON I) 

T A H U N  AN GGARA N : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

PROGRAM : '" 
Rumusan P rogram 

OUTCOME : 

Rumusan Outco me 

KIN ERJA 

indikafor: Rumusan indikator outcome 1 
Rumusan indikator outcome 2 

OUTPUT PROGRAM : 

Rumusan Output 
Indikator: · · � Rumusan indikator output 1 

:: R.i.imusan i n dikator oiitput 2 
AKTIVITAS: 
i<:egi ai:an Eselon i1 tekn i s  i · 
Kegi atan Eselon II tekn is  2 
Kegi atan Eselon II tekn i s  . . . .  (dst. ) 

OUTPUT INTERNAL UN IT ESELON I: 
Rumusan Output 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
. .  

Rp 
Rp 

Rp 

A N G GARA N  

t t + 

- Rp 

- Rp 
- -

- -

- Rp 
- -

- -

- Rp 
- Rp 
- Rp 

- Rp 

DAN TARGET 

1 t + 2 

- Rp -

- Rp -

. ,  

-

-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

- Rp -

-

-. . . . . . . . . . . . .  , . .  , . . 

- Rp -

- Rp -
- Rp -

- Rp -

KIN ERJA 

t + 3 

Rp -

Rp -

· -- . , .  • · · 
-

-

Rp -

-

-. . . . . . . . . . . . . , . . . , , ,  . . ,  . .  

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Indikator: - Jumlah Layanan In tern al 1 La:Yarian i Layanan i Layiriai.1 i La:Yanari 
AKTIVITAS: 
I(egi atan Eselon tI pen dukun g 1 
Kegi atan Eselon tr pen dukung 2 

TOTAL AN GGARAN 

. . .. . . . . . . . . 

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Jakarta, dd-mm-yyyy 

. .  

Rp 
Rp 

Rp 

0 ,, , , , 

-
-

-

Rp 
Rp 

Rp 

NAMA JABATAN (P IMPINAN U N IT ESELO N I) 

NAMA P EJABAT 

-
-

-

Tabel 3 . 3 . Formulir III ADIK 
FORM U LI R  I I I  

REN CA N A  KERJ A  DAN A N G GA RA N  KEMEN T ERIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(KE GIAT A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 

T A H U N  A N G GA RA N : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

KI N E RJ A  

OUTPUT i:  
Rumusan O utput 
Iii dikafor·:· · R.umusan i n d i kator output i 

Rumus an i n d i kator output 2 

SUB OUTPUT : 
Rumusan Sub O utput (jika ada) 

AKTIVITAS: 
Kompon e n  1 
Komp o n e ri  2 
koiripoi'ieri · · (d s L )  

OUTPUT 2 :  
Rumus an O utput 
iridikafor: Rumus an i n d i kator output 1 

"i'�.U:musan Iii di kator output 2 
AKTIVITAS: 
Komp o n e n  1 · 
·i<:omp o n e n  2 
Kompon en . . . .  (d st. ) 

TOTAL AN GGARAN 

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

A N G GARAN DAN T A R G ET K I N ERJ A  
t t + l t + 2 t + 3 

Rp Rp Rp 

Rp Rp Rp 

Rp Rp Rp 
Rp Rp Rp 
R.p 

. . 

R.p Rp 

Rp Rp Rp 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .  · · • • · · · 
Rp Rp Rp R.p 

Rp Rp Rp Rp 

Rp Rp Rp Rp 

J akarta, dd -mm-yyyy 
N AMA JABAT A N  (P i mpi n an E s e l on I I / Satker) 

N A MA P EJ A BAT 
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Langkah-langkah dalam menyusun rumusan informasi Kinerj a  

melalui aplikasi ADIK yang akan digunakan untuk menyusun referensi 

aplikasi RKA-K/ L adalah sebagai berikut. 

1 .  K/ L menyusun draft Rencana Kerja  tahun berkenaan; 

2 .  K/ L memasukan rumusan kinerja  ke dalam draft Rencana Kerj a  

tahun berkenaan ke dalam aplikasi ADIK: 

a.  K/ L mengisi Formulir I ADIK; 

b. Setelah selesai menyusun Formulir I ADIK, K/ L menyusun 

Formulir II ADIK; 

c .  Setelah selesai menyusun Formulir I I  ADIK, K/ L menyusun 

Formulir III ADIK. 

Untuk menjamin terjadinya aliran dana dari aplikasi RKA-K/ L ke 

aplikasi ADIK, "link" aktivitas di aplikasi ADIK diatur sebagai berikut: 

a .  Jumlah aktivitas di Formulir I sama dengan jumlah program

program eselon I ;  

b .  Jumlah aktivitas d i  Formulir I I  sama dengan jumlah kegiatan

kegiatan eselon I I ;  

3 .  K/ L menyampaikan ADK dan hardcopy rumusan penataan ADIK ke 

Kementerian Keuangan c . q. mitra kerj a  K/ L di Direktorat Jenderal 

Anggaran; 

4 . Mitra kerj a  K/ L di Direktorat Jenderal Anggaran melakukan 

penelitian dan penelaahan atas hasil penataan ADIK K/ L; 

5 .  Mitra kerja  K/ L di Direktorat Jenderal Anggaran memberikan 

approval terhadap hasil penataan ADIK K/ L; 

6 .  Direktorat Jenderal Anggaran c . q . Direktorat Sistem Penganggaran 

melakukan integrasi aplikasi ADIK ke dalam aplikasi RKA-K/ L; 

7 .  Direktorat Jenderal Anggaran c . q. Direktorat Sistem Penganggaran 

mengunggah aplikasi RKA-K/ L. 

Penyusunan rumusan Kinerja  dengan menggunakan aplikasi ADIK, 

penyampaian ke Direktorat Jenderal Anggaran, review oleh mitra kerj a, 

dan integrasi aplikasi ADIK ke aplikasi RKA-K/ L dilakukan sebelum 

penyampaian RKA-K/ L Pagu Anggaran . Dalam hal hingga penyampaian 

RKA-K/ L Pagu Anggaran rumusan Kinerja  melalui aplikasi ADIK belum 

sepenuhnya selesai, proses tersebut dapat dilakukan hingga sebelum 

penyampaian RKA-K/ L Alokasi Anggaran . 
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B .  PENYUSUNAN RKA-K/ L 

Penyusunan RKA-K/ L dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

RKA-K/ L-DIPA, setelah referensi dalam aplikasi RKA-K/ L-DIPA tersebut 

terisi dari aplikasi ADIK. Dalam hal aplikasi RKA-K/ L-DIPA belum 

terdapat referensi yang memadai , langkah-langkah penyusunan rumusan 

Kinerj a  dengan menggunakan aplikasi ADIK sebagaimana dijelaskan pada 

bagian A perlu diulang kembali . Demikian pula, dalam hal terdapat 

perbaikan/ perubahan nomenklatur, penambahan/ pengurangan rumusan 

informasi kinerj a  dalam aplikasi RKA-K/ L-DIPA, dilakukan melalui 

aplikasi ADIK terlebih dahulu, untuk kemudian direviu oleh mitra kerj a  

K/ L d i  Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, sebelum 

dilakukan intregasi kembali ke aplikasi RKA-K/ L-DIPA.  

1 .  PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RKA-K/ L 

a .  Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L 

Dalam proses penyusunan RKA-K/ L, Biro 

Perencanaan/ unit perencanaan K/ L bertugas : 

1 )  mengkoordinasikan penyusunan sasaran strategis (outcome 

K/ L) beserta indikatornya, dan output strategis ( output K/ L) 

beserta indikatornya; 

2) mengkoordinasikan perumusan hubungan logis antara 

sasaran strategis beserta indikatornya dengan sasaran 

program beserta indikatornya dan sasaran kegiatan beserta 

indikatornya; 

3)  mengkoordinasikan perumusan hubungan logis antara 

output strategis beserta indikatornya dengan output 

program beserta indikatornya dan output satker beserta 

indikatornya; 

4)  mengkoordinasikan penyusunan proses ( activities) yang 

relevan dalam menghasilkan output K/ L beserta alokasi 

biayanya; dan 

5)  mengisi Formulir I RKA-K/ L. 

Tahapan peng1s1an Formulir I RKA-K/ L oleh Biro 

Perencanaan/ Unit Perencanaan untuk RKA-K/ L tahun 20 1 6  

merupakan langkah yang disarankan ( optiona0 . Taha pan 

pengisian Formulir I RKA-K/ L oleh Biro Perencanaan/ Unit 
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Perencanaan akan diformalkan dalam penyusunan RKA-K/ L 

tahun 20 1 7 .  

b .  Unit Eselon I 

Dalam proses penyusunan RKA-K/ L, unit eselon I bertugas : 

1 )  memastikan hubungan logis antara sasaran program 

beserta indikatornya dengan sasaran strategis beserta 

indikatornya; 

2)  menyusun output program beserta indikatornya; 

3 )  meneliti dan memastikan pagu anggaran per progam per 

j enis belanja  berdasarkan Pagu Anggaran K/ L; 

4) menetapkan sasaran Kinerja  untuk masing-masing satker 

mengacu pada Dokumen RKP dan Renj a  K/ L tahun 

berkenaan untuk: 

a) volume Keluaran kegiatan dalam kerangka angka 

dasar; 

b) volume Keluaran kegiatan dalam kerangka Inisiatif 

Baru; dan 

c) indikator output program dalam Formulir II RKA-K/ L. 

5) menetapkan alokasi anggaran masing-masing satker untuk: 

a) alokasi anggaran dalam kerangka angka dasar; 

b) alokasi anggaran dalam kerangka inisiatif baru; dan 

c) proses (aktivitas) dalam menghasilkan output program 

dalam Formulir II RKA-K/ L. 

6) menyiapkan daftar pagu rincian per satker yang berfungsi 

se bagai batas tertinggi pagu satker; 

7) menyusun dokumen pendukung, antara lain Kerangka 

Acuan Kerj a/ Tenn Of Reference (TOR) , Rincian Anggaran 

Biaya (RAB) , dan Gender Budget Statement (GBS) ; dan 

8) mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung 

teknis dari satker, antara lain Rencana Bisnis 

Anggaran (RBA) BLU, perhitungan kebutuhan 

dan 

biaya 

pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara a tau 

yang sej enis , dan data dukung teknis lainnya. 
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c .  Satuan Kerj a  (satker) 

Dalam proses penyusunan RKA-K/ L, satker bertugas : 

1 )  menyiapkan dokumen sebagai acuan maupun sebagai 

dasar pencantuman sasaran Kinerja  kegiatan dan alokasi 

anggarannya pada tingkat Keluaran kegiatan dalam RKA 

satker, meliputi : 

a) informasi mengenai sasaran Kinerj a  (sampai dengan 

tingkat Keluaran) dan alokasi anggaran untuk masing

masing kegiatan (termasuk sumber dana) sesua1 

kebijakan unit eselon I .  Informasi Kinerj a  tersebut 

terbagi dalam alokasi anggaran j enis Angka Dasar 

dan/ atau Inisiatif Baru; 

b) peraturan perundang-undangan mengenai struktur 

organisasi K/ L dan tugas-fungsinya; 

c) dokumen Renj a  K/ L dan RKP tahun berkenaan; 

d) petunjuk penyusunan RKA-K/ L; dan 

e) standar biaya tahun yang direncanakan, dalam hal ini 

standar biaya meliputi standar biaya masukan, 

standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya . 

2 )  meneliti dan memastikan kesesuaian dengan kebij akan unit 

eselon I dalam hal : 

a) besaran alokasi anggaran satker; dan 

b) besaran Angka Dasar dan/ atau Inisiatif Baru . 

3 )  menyusun Kertas Kerja Satker (KK Satker) dan RKA satker 

serta menyimpan data dalam Arsip Data Komputer (ADK) ; 

4 )  menyiapkan dokumen pendukung, seperti KAK/TOR, RAB , 

GBS ,  dan khusus satker BLU dokumen RBA/ BLU;  

5 )  menyampaikan dokumen pendukung teknis berupa: 

a) perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi 

bangunan gedung negara atau yang sej enis dari 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

atau Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

setempat untuk pekerjaan pembangunan/ renovasi 

bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam 

negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 1 6 1  -

negara yang berlokasi di luar negen (kantor 

perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; atau 

b) perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan 

gedung Negara atau yang sej enis dari konsultan 

perencana setempat untuk pekerj aan renovas1 

bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri 

(kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur 

bangunan . Informasi mengubah atau tidak struktur 

bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut; 

c) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara 

lain : peraturan perundangan-undangan/ keputusan 

p1mpman Kementerian/ Lembaga yang mendasari 

adanya kegiatan/ Keluaran, surat persetujuan dari 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi untuk alokasi dana satker baru, 

dan sej enisnya; dan 

d) data dukung teknis terkait lainnya sehubungan 

dengan alokasi suatu Keluaran . 

6) mengisi Formulir III RKA-K/ L. 

2 .  PENYUSUNAN RKA-K/ L DENGAN APLIKASI RKA-K/ L-DIPA 

Dalam proses penyusunan RKA-K/ L oleh K/ L (satker, unit 

eselon I, dan K/ L) dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

RKA-K/ L-DIPA. Dalam proses mengisi data yang dilakukan, tidak 

terdapat pengulangan pengisian antar level yang ada. 

Pada tingkat satker, perencana memasukkan segala hal yang 

diperlukan dalam penyusunan KK satker dan RKA satker (informasi 

Kinerj a, rincian belanja, target pendapatan, dan hal-hal yang 

berhubungan dengan keperluan KPJM) . Pada tingkat unit eselon I ,  

perencana melakukan restore data dari ADK yang disampaikan oleh 

satker dan melakukan pengisian-pengisian yang diperlukan pada 

level eselon I .  Pada tingkat K/ L, perencana juga melakukan restore 

data dari ADK yang disampaikan unit eselon I yang ada dan 

melakukan pengisian-pengisian yang diperlukan pada level K/ L.  

Hasil dari pengisian-pengisian yang dilakukan akan menghasilkan 

KK satker dan RKA satker pada level satker, RKA-K/ L eselon I pada 

level unit eselon I, dan RKA-K/ L. 
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a .  Penyusunan RKA-K/ L Berdasarkan Pagu Anggaran K/ L 

1 ) Mekanisme Penyusunan Kertas Kerja  Satker 

Penyusunan rmcian anggaran belanja  kegiatan yang 

direncanakan pada satker dituangkan ke dalam dokumen 

KK satker dengan menggunakan Aplikasi RKA-K/ L-DIPA.  

Informasi yang dituangkan pada KK satker merupakan 

informasi rmcian anggaran belanj a  Keluaran sampai 

dengan tingkat detil biaya. Penyusunan KK satker pada 

suatu satker melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a) satker melakukan login aplikasi RKA-K/ L-DIPA; 

b) dalam pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian 

yang dij elaskan dalam buku manual aplikasi RKA-K/ L

DIPA.  Dalam hal peng1s1an kode akun, agar 

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dan 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 

mengenai bagan akun standar; 

c) penyusunan nncian anggaran belanj a  Keluaran 

dilakukan dengan dua cara: 

( 1 )  menuangkan alokasi anggaran Angka Dasar 

satker menuangkan rencana belanj a  j enis alokasi 

anggaran Angka Dasar pada suatu kegiatan 

sampai dengan detil biaya. Data yang digunakan 

adalah Prakiraan Maju yang dicantumkan pada 

dokumen RKA-K/ L tahun anggaran sebelumnya 

atau data hasil reviu Angka Dasar . 

(2)  menuangkan alokasi anggaran kebij akan baru 

(a) Berkenaan dengan j enis alokasi anggaran 

kebijakan baru, satker menuangkan alokasi 

anggaran satker secara rinci sampai dengan 

detil biaya; 

(b) Penuangan j enis alokasi anggaran kebij akan 

baru mengacu pada proposal kebij akan baru 

yang telah disetujui untuk tahun yang 

direncanakan; dan 

(c) Dalam perhitungan alokasi anggaran, K/ L 

mengutamakan penggunaan produksi dalam 
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negeri . Dengan kata lain, penggunaan produk 

impor dibatasi . 

(d) Setelah meyakini kebenaran semua isian 

yang ada, kemudian mencetak KK satker 

berkenaan; dan 

(e) melengkapi data dukung yang diperlukan, 

untuk kemudian disampaikan bersamaan 

dengan KK satker yang telah ditandatangani 

oleh KPA kepada unit eselon I sebagai bahan 

penyusunan RKA-K/ L. 

2 )  Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja  Dan Anggaran 

Satker 

RKA satker merupakan penjelasan mengenai rencana 

Kinerja  satker, rincian belanja  satker sampai dengan level 

komponen, target pendapatan satker, serta Prakiraan Maju 

rencana belanja, dan target pendapatannya. Pembuatan 

RKA satker dilakukan menggunakan Aplikasi RKA-K/ L

DIPA, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) satker melakukan login aplikasi RKA-K/ L-DIPA 

(penyusunan KK dan RKA satker dilakukan dengan 

user yang sama, jadi apabila sedang menyusun KK 

satker tidak perlu login lagi) ; 

b) proses peng1sian yang dilakukan sesuai dengan 

petunjuk dalam buku manual aplikasi RKA-K/ L-DIPA, 

pada saat mengisi dalam rangka menyusun KK satker, 

akan digunakan juga dalam penyusunan RKA satker; 

c) untuk mencetak RKA satker, pada aplikasi RKA-K/ L

DIPA memilih menu cetak RKA Satker (bagian A, 

bagian B, bagian C, dan bagian D) ; dan 

d) menyampaikan RKA satker (bagian A, bagian B ,  bagian 

C, dan bagian D) yang telah ditandatangani oleh KPA 

bersamaan dengan KK satker yang telah 

ditandatangani oleh KPA dan data dukung terkait 

kepada unit eselon I .  
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3 )  Mekanisme Penyusunan RKA-K/ L Unit Eselon I 

a) menghimpun/ mengkompilasi KK satker dan RKA 

Satker dalam lingkup unit eselon I berkenaan; 

b) me- restore ADK yang disampaikan satker-satker yang 

ada dalam aplikasi RKA-K/ L DIPA; 

c) memvalidasi Kinerja  dan anggaran program yang 

menj adi tanggung jawab unit eselon I berkenaan 

dengan : 

( 1 )  total pagu anggaran; 

(2) sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni, 

Pinj aman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping, 

PNBP, Pinjaman dalam Negeri , BLU,  Hibah Dalam 

Negeri ,  Hibah Luar Negeri, Hibah Valas Langsung, 

Hibah Luar Langsung dan Surat Berharga Syariah 

Negara; dan 

(3)  sasaran Kinerja  Uenis barang/j asa serta volume 

dan satuan Keluaran) ; 

d) meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan 

Keluaran kegiatan pada masing-masing KK satker; 

apabila terdapat ketidaksesuaian atas program 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan relevansi 

komponen Keluaran sebagaimana dimaksud dalam 

huruf d, unit eselon I melakukan koordinasi dengan 

satker untuk perbaikan pada KK satker dan RKA 

satker; 

e) mengisi informasi pada bagian L, Formulir 2 RKA-K/ L, 

tentang Strategi Pencapaian Hasil, isinya menguraikan 

mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk 

mencapai sasaran hasil (pada tingkat program) , antara 

lain berupa: 

( 1 ) strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran 

strategis (mengacu Renstra unit eselon I ) ; 

(2)  uraian deskripsi masing-masing kegiatan; 

(3) jumlah satker pelaksana kegiatan; dan 

(4) penj elasan mengenai perubahan alokasi program 

antara yang sedang berjalan dan yang diusulkan . 
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f) selain mengisi pada Formulir 2 RKA-K/ L, unit eselon I 

juga mengisi Bagian I ,  Formulir 3 RKA-K/ L, tentang 

Operasionalisasi Kegiatan yang berisikan antara lain : 

( 1 ) identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor 

pegawai, sarana, dan prasarana) dan penghambat 

(faktor lingkungan/ kultur kerja) ;  

(2) identifikasi satker pelaksana kegiatan; dan 

(3) penj elasan mengenai perubahan alokasi anggaran 

belanja  kegiatan dari yang sedang berj alan dengan 

yang diusulkan . 

g) Melakukan penandaan anggaran tematik APBN atau 

budget tagging Uika ada) ; 

h) setelah meyakini kebenarannya, mencetak RKA-K/ L 

unit eselon I (Formulir 2 dan Formulir 3) dengan 

memilih menu cetak RKA-K/ L pada aplikasi RKA-K/ L

DIPA; 

i) RKA-K/ L unit eselon I ditandatangani oleh pej abat 

eselon I atau pejabat setingkat eselon I sebagai 

penanggung jawab program; 

j )  menyampaikan RKA-K/ L, RKA Satker beserta data 

dukung terkait kepada Sekretariat 

Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q . Biro 

Perencanaan/ unit perencanaan K/ L untuk diteliti , 

kemudian diteruskan kepada APIP K/ L untuk direviu . 

4)  Mekanisme Penyusunan RKA-K/ L lingkup K/ L 

a) menghimpun/ mengkompilasi RKA-K/ L unit eselon I 

lingkup K/ L; 

b) menyusun RKA-K/ L secara utuh untuk lingkup K/ L 

berdasarkan RKA-K/ L unit eselon I ;  

c) memvalidasi alokasi anggaran K/ L meliputi : 

( 1 )  total pagu anggaran; 

(2) sumber dana; dan 

(3)  sasaran kinerja .  
d) apabila terdapat ketidaksesuaian atas alokasi 

anggaran K/ L sebagaimana dimaksud dalam huruf c ,  
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K/ L melakukan koordinasi dengan unit eselon I untuk 

perbaikan pada RKA-K/ L unit eselon I berkenaan; 

e) mengisi informasi pada bagian J ,  Formulir 1 RKA-K/ L, 

tentang Strategi Pencapaian Sasaran Strategis yang 

berisi uraian mengenai langkah-langkah yang 

ditempuh untuk mencapai Sasaran Strategis , antara 

lain berupa: 

( 1 )  strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran 

strategis (mengacu Renstra K/ L) ;  dan 

(2) uraian tentang deskripsi masing-masing program 

dan unit organisasi penanggung jawab . 

f) RKA-K/ L (yang telah disusun) diteliti kembali 

kesesuaiannya dengan Pagu Anggaran K/ L agar tidak 

mengakibatkan : 

( 1 )  pergeseran anggaran antar program dan fungsi 

Uumlah alokasi dana pada masing-masing 

program harus sesuai dengan yang tercantum 

dalam Pagu Anggaran K/ L) ;  

(2)  pengurangan belanja  operasional; 

(3) perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber 

pembiayaan (sumber pendanaan/ sumber 

pembiayaan dalam menghasilkan Keluaran tidak 

diperbolehkan berubah / bergeser) ; 

(4) memastikan RKA-K/ L beserta dokumen 

pendukung telah memuat hal-hal sebagai berikut: 

(a) konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  

meliputi volume Keluaran dan Indikator 

Kinerja  Keluaran dalam RKA-K/ L dengan 

Renja  K/ L dan RKP; 

(b) kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L 

dengan Pagu Anggaran K/ L yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan; 

(c) kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L 

dengan sumber dana yang ditetapkan dalam 

Pagu Anggaran K/ L; 
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(d) kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam 

pen era pan kaidah-kaidah penganggaran 

antara lain penerapan standar biaya 

masukan, standar biaya keluaran, dan 

standar struktur biaya kesesuaian J ems 

belanja, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian 

anggaran untuk kegiatan yang didanai dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) , 

Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) , 

Pinjaman/ Hibah Dalam Negeri (PHDN) , Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) , Badan 

Layanan Umum (BLU) , kontrak tahun j amak, 

dan pengalokasian anggaran yang akan 

diserahkan menjadi Penyertaan Modal 

Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) ; 

(e) kepatuhan dalam pencantuman tematik 

APBN.  

(5) dalam hal hasil penelitian dan/ atau rev1u 

RKA-K/ L terdapat hal-hal yang memerlukan 

perbaikan/ penyesuaian, RKA-K/ L disampaikan 

kembali kepada unit eselon I bersangkutan; 

(6) RKA-K/ L yang telah dilakukan perbaikan/ 

penyesuaian disampaikan kembali kepada unit 

Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ 

Sekretariat c . q . Biro Perencanaan / Unit 

Perencanaan K/ L pada kesempatan pertama; 

(7) menyampaikan RKA-K/ L kepada Kementerian 

Keuangan c . q  Direktorat Jenderal Anggaran 

sebagai bahan penelaahan . 

b .  Penyesuaian RKA-K/ L Berdasarkan Alokasi Anggaran 

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan Komisi 

terkait di DPR-RI dan Alokasi Anggaran, K/ L menyesuaikan 

RKA-K/ L. Penyesuaian dimaksud adalah : 

1 )  penyesuaian terhadap Angka Dasar apabila terdapat 

perubahan parameter ekonomi (indeks inflasi atau indeks 
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KPJM untuk tahun yang direncanakan) dan / a tau 

penyesuaian parameter non ekonomi apabila terdapat 

perubahan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap 

besaran Alokasi Anggaran K/ L; dan 

2) adanya progam baru sebagai hasil kesepakatan 

pembahasan dengan DPR-RI . 

3)  Pergeseran anggaran antar program yang telah mendapat 

persetujuan komisi DPR-RI . 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/ L berdasarkan Pagu Alokasi 

Anggaran K/ L, terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut: 

1 )  apabila tidak terdapat perubahan parameter ekonomi, 

parameter non ekonomi, pergeseran antar program yang 

telah mendapat persetujuan Komisi terkait di DPR-RI dan 

usulan program/ kegiatan/ Keluaran baru maka RKA-K/ L 

berdasarkan Pagu Anggaran K/ L secara langsung 

ditetapkan dalam DHP RKA-K/ L; 

2) apabila terdapat pergeseran anggaran antar program maka 

dilakukan penyesuaian pada KK satker, RKA satker, dan 

RKA-K/ L (formulir 1 ,  2 ,  dan 3) . 

3 )  apabila terdapat perubahan parameter baik ekonomi 

maupun non ekonomi, penuangan dalam KK satker 

dilakukan melalui penyesuaian dengan parameter ekonomi 

dan non ekonomi pada tingkat komponen . Penyesuaian 

pada komponen pendukung dilakukan dengan melakukan 

perkalian dengan parameter ekonomi . Sementara itu, 

penyesuaian komponen utama dapat dilakukan dengan 

mengalikan dengan parameter ekonomi atau sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan; 

4)  apabila terdapat program baru sebagai hasil kesepakatan 

pembahasan dengan Komisi terkait di DPR-RI , K/ L 

menyesuaikan RKA-K/ L dengan : 

a) mengusulkan rumusan program/ kegiatan/ Keluaran 

kepada Kernen terian Keuangan dan Kernen terian · 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan 

kewenangan masing-masing terlebih dahulu . Usulan 
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program dan kegiatan (non-Keluaran) diajukan kepada 

Kernen terian Perencanaan Pem bangunan 

Nasional/ Bad an Perencanaan Pem ban gun an Nasional . 

Sedangkan usulan Keluaran diajukan kepada 

Kementerian Keuangan . Usulan tersebut selanjutnya 

ditetapkan se bagai ref erensi pad a program aplikasi 

RKA-K/ L; 

b) entry data biaya pada masing-masing komponen 

dengan mengacu pada standar biaya yang berlaku 

pada tahun yang direncanakan; 

c) meneliti kembali jumlah alokasi anggaran tersebut 

apakah sesuai dengan jumlah alokasi anggaran hasil 

kesepakatan pembahasan dengan Komisi terkait di 

DPR-RI ; dan 

d) hasil penuangan alokasi anggaran tersebut akan 

tercantum dalam formulir III dan KK satker.  

1 )  Mekanisme Penyesuaian Kertas Kerja  Satker 

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan 

Komisi terkait di DPR-RI dan Alokasi Anggaran, satker 

menyesuaikan KK satker dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a) melakukan login ke dalam aplikasi RKA-K/ L untuk 

selanjutnya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang 

di bu tuhkan; 

b) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan 

belanja  sesuai dengan Alokasi Anggaran K/ L; 

c) menyesuaikan alokasi anggaran Angka Dasar sampa1 

dengan tingkat detil dan menuangkan alokasi 

anggaran inisiatif baru mengacu pada proposal yang 

telah disetujui ke dalam anggaran; 

d) melengkapi perubahan data dukung atas penyesuaian 

terhadap alokasi anggaran; dan 

e) menyampaikan KK satker hasil penyesuaian yang telah 

ditandatangani oleh KPA dan data dukung kepada unit 

eselon I .  
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2 )  Mekanisme Penyesuaian Rencana Kerja  dan Anggaran 

satker 

Berdasarkan KK satker yang telah disesuaikan, satker 

juga menyesuaikan RKA satker dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) melakukan login ke dalam aplikasi RKA-K/ L-DIPA 

untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang 

di bu tuhkan; 

b) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan 

informasi rencana kinerja, target pendapatan, dan hal

hal yang terkait dengan KPJM, sesuai dengan alokasi 

anggaran K/ L; 

c) kecuali untuk rencana penarikan dan target 

pendapatan , data/ informasi yang disesuaikan pada KK 

satker secara otomatis juga merubah data/ informasi 

dalam RKA Satker; 

d) meneliti kembali kesesuaian nncian belanj a  satker 

yang tertera pada RKA satker dengan KK satker hasil 

penyesuaian; 

e) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA satker 

yang telah disesuaikan; dan 

f) menyampaikan RKA satker (Bagian A, B ,  C ,  dan D)  

yang telah disesuaikan dan ditandatangani oleh KPA 

bersamaan dengan KK satker yang telah disesuaikan 

beserta data dukung terkait kepada unit eselon I .  

3)  Mekanisme Penyesuaian RKA-K/ L Unit Eselon I 

a) menghimpun/ mengkompilasi KK satker dan RKA 

satker yang telah disesuaikan dalam lingkup unit 

eselon I berkenaan; 

b) menyesuaikan RKA-K/ L unit eselon I (Formulir 2 dan 

Formulir 3) berdasarkan KK satker dan RKA satker 

yang difasilitasi oleh aplikasi RKA-K/ L--DIPA; 

c) memvalidasi kinerja dan anggaran program yang 

menj adi tanggung jawab unit eselon I berkenaan 

dengan : 

( 1 ) total alokasi anggaran; 
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(2)  sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni, 

Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping, 

PNBP, Pinjaman dalam Negeri, BLU,  Hibah Dalam 

Negeri, Hibah Luar Negeri, Hibah Valas Langsung, 

Hibah Luar Langsung dan Surat Berharga Syariah 

Negara; dan 

(3) sasaran Kinerj a  Uenis barang/j asa serta volume 

dan satuan Keluaran) . 

d) meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan 

Keluaran kegiatan pada masing-masing KK satker dan 

RKA satker; 

e) apabila terdapat ketidaksesuaian atas program 

sebagaimana dimaksud pada huruf c dan relevansi 

komponen Keluaran sebagaimana dimaksud pada 

huruf d,  unit eselon I melakukan koordinasi dengan 

satker untuk perbaikan pada KK satker dan RKA 

satker; 

f) RKA-K/ L unit eselon I ditandatangani oleh pej abat 

eselon I atau pejabat lainnya sebagai penanggung 

j awab program; 

g) Menyampaikan RKA-K/ L unit eselon I yang telah 

disesuaikan dan data dukung kepada unit 

perencanaan K/ L; 

4) Mekanisme Penyesuaian RKA-K/ L lingkup K/ L 

a) menghimpun/ mengkompilasi RKA-K/ L unit eselon I 

yang telah disesuaikan dalam lingkup K/ L; 

b) menyusun RKA-K/ L secara utuh untuk lingkup K/ L 

berdasarkan RKA-K/ L unit eselon I ;  

c) memvalidasi alokasi anggaran K/ L meliputi : 

( 1 )  total alokasi anggaran K/ L; 

(2) sumber dana; dan 

(3) sasaran Kinerja .  

d )  Apabila terdapat ketidaksesuaian atas Alokasi 

Anggaran K/ L sebagaimana dimaksud pada huruf c ,  

K/ L melakukan koordinasi dengan unit eselon I untuk 

perbaikan pada RKA-K/ L unit eselon I berkenaan; 
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e) RKA-K/ L (yang telah disesuaikan) diteliti kembali 

kesesuaiannya dengan Alokasi Anggaran K/ L agar 

tidak mengakibatkan : 

( 1 )  pergeseran anggaran antar program dan fungsi 

Uumlah alokasi dana pada masing-masing 

program harus sesuai dengan yang tercantum 

dalam Alokasi Anggaran K/ L) ;  

(2)  pengurangan belanja  operasional (Komponen 00 1 

dan 002) ; dan 

(3) perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber 

pembiayaan ( sumber pendanaan / sum ber 

pembiayaan dalam menghasilkan Keluaran tidak 

diperbolehkan berubah/ bergeser) . 

f) Memastikan RKA-K/ L beserta dokumen pendukung 

telah memuat hal-hal sebagai berikut: 

( 1 )  konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a  

meliputi volume Keluaran dan Indikator Kinerj a  

Keluaran dalam RKA-K/ L dengan Renj a  K/ L dan 

RKP; 

(2) kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan 

Pagu Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan; 

(3) kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L dengan 

sumber dana yang ditetapkan dalam Alokasi 

Anggaran K/ L; 

(4) kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam 

penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara 

lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaian j enis 

belanja, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian 

anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, 

PHLN, PHDN, SBSN, BLU,  kontrak tahun j amak, 

dan pengalokasian anggaran yang akan 

diserahkan menjadi PMN pada BUMN; dan 

(5) kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN .  
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g) Menyampaikan RKA-K/ L, RKA satker, KK RKA-K/ L, 

beserta data dukung terkait kepada APIP K/ L untuk 

direviu . 

h) Menyampaikan RKA-K/ L dan RKA satker yang telah 

disesuaikan kepada 

Direktorat Jenderal 

Kementerian Keuangan c . q . 

Anggaran .se bagai bahan 

penelaahan / penyesuaian . 

c .  Dokumen Pendukung 

1) Kerangka Acuan Kerj a  (KAK) / Term Of Reference (TOR) 

KAK/ TOR untuk tiap Keluaran kegiatan disusun mengacu 

pada format sebagaimana tercantum di bagian akhir 

Lampiran Peraturan Menteri ini . Ada beberapa hal yang 

perlu mendapat perhatian dalam penyusunan TOR sebagai 

berikut: 

a) TOR berada pada level Keluaran kegiatan . 

b) TOR disusun hanya untuk Keluaran kebij akan baru 

termasuk Inisiatif Baru (apabila terdapat perbedaan 

yang signifikan dengan proposal kebij akan baru atau 

Inisiatif Baru) dan Angka Dasar yang terdapat 

perubahan dalam level komponen; 

c) TOR dalam kerangka Angka Dasar yang berubah 

komponennya disusun dan diajukan sebagai dasar 

alokasi anggaran Keluaran kegiatan Angka Dasar . TOR 

m1 adalah yang sudah disesuaikan dengan 

bagian/ tahapan sebagai komponen Keluaran pada 

tahun yang direncanakan . 

2 )  Rincian Anggaran Biaya (RAB) 

RAB mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Menteri ini .  Ada beberapa hal yang 

perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RAB: 

a) dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR; 

dan 

b) dokumen ini menj elaskan biaya yang dibutuhkan 

dalam pencapaian Keluaran ( output) kegiatan . 
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3 )  Gender Budget Statement (GBS) dan/ atau dokumen tematik 

APBN lainnya 

Gender Budget Statement (OBS) berada pada tingkat 

Keluaran (berkenaan dengan keluaran yang responsif 

gender/ ARG) . Penyusunan GBS mengacu pada format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri 

lnl. 

Berkaitan dengan anggaran tematik APBN lainnya 

(misalnya: KSST, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, 

dsb . )  dapat menggunakan dokumen yang berlaku dan yang 

telah disepakati dalam Renj a  K/ L pada saat pelaksanaan 

pelaksanaan pertemuan tiga pihak (Trilateral  Meeting). 

4) Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum 

(RBA BLU) . 

RBA BLU merupakan rencana kerj a  dan anggaran untuk 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BLU .  Kaidah

kaidah penganggaran dalam menyusun RBA BLU 

berpedoman pada penj elasan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini . 

5) Dokumen Pendukung Teknis Lainnya 

Beberapa dokumen pendukung teknis lainnya yang disusun 

oleh satker, antara lain: 

a) perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi 

bangunan gedung negara atau yang sej enis dari 

Kementerian Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat 

atau Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk 

pekerj aan pem ban gun an/ renovasi ban gun an ged ung 

negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerj aan 

renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di 

luar negen (kantor perwakilan) yang mengubah 

struktur bangunan; atau 

b) perhitungan kebutuhan biaya renovas1 bangunan 

gedung negara atau yang sej enis dari konsultan 

perencana setempat untuk pekerj aan renovas1 

bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri 

(kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur 
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bangunan . Informasi mengubah atau tidak struktur 

bangunan dij elaskan dalam dokumen tersebut; 

c) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara 

lain peraturan perundang-undangan/ keputusan 

p1mpman K/ L yang mendasari adanya 

kegiatan/ Keluaran, surat persetujuan dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi untuk alokasi dana satker baru, dan 

sej enisnya; dan 

d) data dukung terkait teknis lainnya sehubungan 

dengan alokasi suatu Keluaran ( output). 

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi Kinerj a  

penganggaran atau melakukan analisis pada level detil, 

mitra kerj a  K/ L di lingkungan Direktorat Jenderal 

Anggaran, Kementerian Keuangan dapat meminta data 

pendukung teknis ke K/ L setelah penyelesaian RKA-K/ L 

Alokasi Anggaran . 

6 )  Surat Pengantar Usulan RKA-K/ L 

Penyusunan Surat Pengantar Usulan RKA-K/ L mengacu 

pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Menteri ini .  

� Ilustrasi Penyusunan TOR dan RAB 

Unit eselon I menetapkan target dan sasaran Kinerj a  

program dan kegiatan beserta besaran anggarannya, 

termasuk volume Keluaran kegiatan . Oleh karena itu waj ar 

bahwa dokumen TOR disusun oleh unit eselon I (Bagian 

Perencanaan) . Hal ini sej alan dengan kerangka berpikir top 

down, yaitu instansi pusat diwakili unit eselon I yang 

menetapkan target Kinerj a  dan unit operasional (satker) 

sebagai pelaksana pencapaian target Kinerj a  dimaksud . 

Informasi keberadaan satker dalam TOR hanyalah 

informasi, berapa jumlah satker yang turut serta 

menghasilkan suatu Keluaran kegiatan . Substansi dalam 

TOR tersebut bukan terfokus pada bekerj anya Keluaran 

kegiatan pada suatu satker tertentu tetapi bekerj anya 
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output kegiatan sebagai satu kesatuan utuh dalam proses 

pencapaian target dan Kinerj a  program. 

Tabel berikut adalah ilustrasi perbandingan sekaligus 

gambaran jumlah TOR yang disusun oleh 2 (dua) unit 

eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yakni 

Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang mempunyai karakteristik berbeda 

dari aspek struktur organisasi dan kinerj anya. 

Karakteristik 
Direktorat 

Jenderal 
Anggaran 

Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan 

Tipe Organisasi Unit eselon I ,  Unit eselon 1 yang 

sekaligus satker .  mempunyai 2 18 

Han ya 

satker.  

ada 

Rumusan Kinerj a  Terdiri atas: 1 

Program, 7 

Kegiatan, dan 22 

Keluaran 

(termasuk 1 

Keluaran layanan 

perkantoran) . 

Cata tan: 

Tiap kegiatan dan 

keluaran yang 

dihasilkan tidak 

sama. 

1 satker terdiri atas: 

• 4 di instansi 

pus at 

• 33 Kanwil 

• 18 1 KPPN 

Terdiri dari: 1 

Program, 10 

Kegiatan , dan 49 

Keluaran (termasuk 

Keluaran layanan 

perkantoran) . 

Cata tan: 

Rincian Keluaran 

setelah dipilah dan 

dikelompokkan 

terdiri atas Keluaran 

yang dilaksanakan 

oleh berbagai satker 

(di luar Keluaran 

Lay an an 

Perkantoran) adalah: 

• 10 Keluaran 

(instansi pusat) 
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Direktorat 
Direktorat Jenderal 

No. Karakteristik Jenderal 
Perbendaharaan 

Anggaran 

• 16  Keluaran 

(Kanwil) 

• 22 Keluaran 

(KPPN) 

3. Jenis output Angka dasar: 12 Angka dasar : 30 

Keluaran Keluaran 

Inisiatif baru: 1 0  Inisiatif baru : 1 8  

Keluaran Keluaran 

4 .  Kewaj iban Unit eselon I • Unit eselon I 

menyusun menyusun 1 0  menyusun 

dokumen dokumen TOR 1 8  dokumen TOR 

pendukung beserta RAB-nya. beserta RAB-nya.  

berupa TOR dan • Satker menyusun 

RAB dokumen 

pendukung 

berupa Rencana 

Bisnis dan 

Anggaran BLU,  

dan 

menyampaikan 

Per hi tung an 

kebutuhan biaya 

pembangunan/ 

renovasi 

ban gun an 

gedung Negara 

atau yang sej enis,  

dan data dukung 

teknis lainnya. 
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FUXMULlX 1 
XENCANA KEXJA DAN ANUUAXAN KEMENTEX!AN NEUAXA/ LEMJ:lAGA 

!NFUXMA::Jl K!NEXJA DAN ANGUAXAN T!NUKAT KEMENTEX!AN LEMJ:lAUA 

TAHUN ANUUAXAN :.WX.X 

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

B. VISI 

C. MISI 

D. INFORMASI KINERJA 

KINERJA 
AN GGARAN DAN l'ARGE'l Ku\f ERJA 

20XX 20XX + 1 20XX + 2 20XX + 
PAGU K/L 
OUTCOME (SASARAN STRATEGIS): 
Rumusan Outcome (Sasaran Strategis) 
tndikafoi·: Ruiriusan fridikafor outcoirie r 

Ruiriusan indikator outcome 2 

OUTPUT: 
Rumusan Output 
Iridikafor: �- Rumusan indikator output l 

- Rumusan indikator output 2 
AKTIVITAS: 
Mengacu Program Eselon I teknis 1 
Mengacu Program Eselon t teknis 2 
Mengacl:i Program Esefon iteknis 3 ·· 
Mengacu Program Eselon I teknis 4 
Merigacu Program Eselon I teknis 5 

OUTPUT INTERNAL K/L: 
Rumusan Output 

1".p -

Rp -

-

-

Rp -

.... ·····. -

-

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

lr'Rp -

Xp -

Rp -

. . . . . . . . . . . . . . -

-

Rp -

-

-

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

"Rp -

1".p - Xp -

Rp - Rp -

. . - -

- -
.. .. 

Rp - Rp -

- -

- -

················ 

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

Rp - Rp -

lr'Rp - J!'Rp -

3 

lii.dikafoi': · · · ·�· · Juirirah· output iii tern:ai · · i ta:Yan.a:n: 11:,a.y:;.n:a.n. 1 Layanan 1 Layanan 
. .. .. . .. .. . 

AKTIVITAS: 
Mengacu Program Eselon 1 Pendukung 1 Rp - Rp - Rp - Rp -

Mengacu Program Ese1on ! Pendukung 2 Rp - Rp - Rp - Rp -

Mengacu Program Eselon I Pendukung 3 Rp - Rp - Rp - Rp -

Merigacu Program Eselon i Pendukung 4 Rp - Rp - Rp - Rp -

Mengacu Program Eselon I Pendukung 5 Rp - Rp - Rp - Rp -

Merigacu Program Eselon i Pei1dukung 6 · Rp - Rp - Rp - Rp -

TOTAL ANGGARAN K/L Xp - Rp - Xp - Rp -

E. ALOKASI PAGU FUNGSI 
ALUKA::Jl AN GUAXAN 

KODE FUNGSI/SUBFUNGSI 20XX 20XX + 1 20XX + 2 20XX + 3 
FUNGSI 1 

xx NOMENI<:LA'fUR FUNGSt 
JV\.. . JV\.. I Sub Fungs1 1 

··xx xx Sub Fungsi 2 
xx.xx Sub Fungsi 2 

FUNGSI 2 

xx NOMENKLATUR FUNGSI 

JV\.. . JV\.. ::Jub J:<·ungs1 l 
xx.xx Sub Fungsi 2 
XX.XX Sub Fungsi 2 

Dst. 

Keterangan: 

Rp - Rp - Rp - Rp -

Xp - Xp - Xp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Xp - Xp - l�p - Xp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp - Rp -

(tempat), dd-mm-yyyy 
NAMA JABATAN (MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/ 
PENGGUNA ANGGARAN) 

NAMA PEJABAT 

Tahun 20XX merupakan tahun yang direncanakan dan 20XX+ 1 sampai 20XX+3 merupakan 

prakiraan maju untuk 3 tahun. 
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FORMULIR 2 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN TINGKAT ESELON I 

ANGGARAN DAN TARGET KINERJA 
KINERJA 

PROGRAM: 
Rumusan Program 

OUTCOME: 
Rumusan Outcome 
lndika tor: Rumusan indikatoroutcome 1 

Rumusan indikatoroutcome 2 

OUTPUT: 
Rumusan Output 
lndikator: - Rumusan indikatoroutput 1 

Rumusan indikatoroutput 2 

AKTIVITAS: 

Mengacu Kegiatan Eselon II Teknis 1 
."".le nga c.u Ke gi a.tan. Es e I on l 1 . . Tek. nis_ 2 . 
Mengacu Kegiatan Eselon II Teknis 3 
Mengacu Kegiatan Eselon II Teknis 4 

OUTPUT INTERNAL UNIT ESELON I: 

lndikator:.- Jumlah Layanan Internal 

AKTIVITAS: 

Mengacu Kegiatan Eselon II Pendukung 

TOTAL ANGGARAN 

D ALOKASI PAGU PROGRAM 

KODE PROGRAM 

.E!.!.l',!filU 
XX (KODE PROGRAM) PROGRAM 

XX (KODE KEGIATAN) RUMUSAN KEGIATAN I . . . . 
XX (KODE KEGIATAN) RUMUSAN KEGIATAN II 

XX (KODE KEGIATAN) RUMUSAN KEGIATAN Ill 

E!.l.lliiill 
XX (KODE PROGRAM) PROGRAM 

.. XX (KODE KEGIATAN) RUMUSAN KEGIATAN I 

XX (KODE KEGIATAN) RUMUSAN KEGIATAN II 

XX (KODE KEGIATAN) RUMUSAN KEGIATAN Ill 

Ost. 

E BIAVA PROGRAM 

PROGRAM/KELOMPOK BIAYA/JENIS BELANJA/ SUMBER DAN 

PROGRAM 1 

IKode Program) NOMENKLATUR PROGRAM 

1. Kelompok Biaya 

a. Operasional 

b. Non Operasional 

2. Jenis Belanja 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Ba rang 

c. Belanja Modal 

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 

e. Belanja Subsidi 

f. Belanja Hibah 

g. BelanjaBantuan Sosial 

h. Belania Lain-lain 

20XX 

Rp 

Rp 

Rp -
Rp 

Rp .. 
Rp 

Rp 

Rp 

1 Layanan 

Rp 

Rp 

20XX 

Ro 
Rp 

Rp 

Rp 

Ro 
Rp 

Rp 

Rp 

20XX 

Ro 

Rp 

Ro 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

20XX + 1 20XX + 2 

Rp - Rp -
Rp - Rp -

Rp Rp -
- -

Rp Rp 
Rp Rp 
Rp Rp 
Rp Rp 

- Rp - Rp -
1 Layanan 1 Layanan 

Rp Rp 

Rp Rp 

ALOKASI ANGGARAN 

20XX + 1 20XX + 2 

- Ro - RP 
Rp - Rp 
Rp Rp -
Rp Rp 

Ro Ro -
Rp Rp 

Rp Rp 

Rp Rp 

ALOKASI ANGGARAN 

20XX + 1 20XX + 2 

Ro Ro 

Rp Rp 

Rp Rp 

--
-

20XX + 3 

Rp -
Rp -

Rp -
Rp 

Rp . . ... ... 
Rp 

Rp 

Rp -
1 Layanan 

Rp 

Rp 

20XX + 3 

Ro 
Rp 

Rp -
Rp 

Ro 
Rp 

Rp 

Rp 

20XX + 3 

Ro 

Rp 

Ro 
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3. Sumber Dana 
a. Rupiah Murni 
b.PNBP 
c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 
d. Hibah Luar Negeri (HLN) 
e. Pinjaman Dalam negeri (PON) 
f. Pendapatan BLU 
g. SBSN 

PROGRAM/KELOMPOK BIAYA/JENIS BELANJA/SUMBER DANA 

PROGBAM2 
l(Kode Program) NOMENKLATUR PROGRAM 
1. Kelompok Biaya 

a. Operasional 
b. Non Ooerasional 

2. Jenis Belanja 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Ba rang 
c. Belanja Modal 
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 
e. Belanja Subsidi 
f. Belanja Hi bah 
g. BelanjaBantuan Sosial 
h. Belanja Lain-lain 

3. Sumber Dana 
a. Rupiah Murni 
b. PNBP 
c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 
d. Hibah Luar Negeri (HLN) 
e. Pinjaman Dal am negeri (PON) 
f. Pend a pa tan BLU 
e. SBSN 

dst. 

Keterangan: 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
Ro 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Ro 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Ro 

20XX 

Rp 

Rp 
Ro 

ALOKASI ANGGARAN 

20XX + 1 20XX + 2 

Rp Ro 

Rp Rp 
Rp Rp 

(tempat), dd-mm-yyyy 
NAMAJABATAN (Pimpinan Es el on I) 

NAMA PEJABAT 

Tahun 20XX merupakan tahun yang direncanakan dan 20XX+l sampai 20XX+3 merupakan prakiraan maju untuk 3 tahun 

20XX + 3 

www.jdih.kemenkeu.go.id



A. 

B. 

c. 
D. 

E. 

F. 
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FORMULIR 3 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI 
TAHUN ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ................. (Berisikan Nama Kl L beserta lcodenya) 

UNIT ORGANISASI .. ............... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta 

kodenya) 

MISI UNIT ORGANISASI ................. (Berisikan uraian Misi Eselon I) 
PROGRAM .. ................ (Berisikan uraian Nama Program sesuai 

ES. l beserta kodenya) 

HASIL (OUTCOME) ................. (Berisikan uraian Outcome Eselon I nya) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. . . . . . . . . . . . . . . 
PROGRAM 2. .. ............. , dst 

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utarna Program 

sesuai dengan programnya) 

G. RINCIAN PROGRAM : 

I. KEGIATAN/ESELON ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN 

11/FUNGSI/SUB (DALAM RIBUAN RUPIAH) 

FUNGSI/PRIORITAS/FOKUS 

KODE PRIORITAS 
TA TA TA TA 

II. OUTPUT/INDIKATOR 
20XX 20XX + 1 

OUTPUT/TEMA/INDIKATOR 
20XX + 2 20XX + 3 

KINERJA KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
0000 ..................... (Berisikan uraian Nama a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa 

Kegiatan) 

Eselon II 

............ (Berisikan uraian Nama Eselon II) 
Fungsi 

..................... (Berisikan uraian Fungsi) 

Sub Fungsi 

......................... (Berisikan uraian Sub 

Fungsi) 

Indikator Kinerja Kegiatan 

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. ......................... , dst 

(Berisilcan indikator-indikator Kinerja 

Kegiatan) 

Output 

................ (Berisikan uraian Output) Bb Bb Bb Bb 

Indikator Output 

1. ........... (berisikan Target lndikator Bb Bb Bb Bb 

Output) bb bb bb Bb 

2. ......................... , dst 

Terna 

1. ................. (berisikan tema Output) 

2 . ................... , dst 

0000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (Berisikan uraian Nama a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa 

Kegiatan) 
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I. KEGIATAN/ESELON ALOKASI PAGU / VOLUME SATUAN 

II/FUNGSI/SUB (DALAM RIBUAN RUPIAH) 

FUNGSI/PRIORITAS /FOKUS 

KODE PRIORITAS 
TA TA TA TA 

II. OUTPUT/INDIKATOR 
20XX 20XX + 1 20XX + 2 20XX + 3 

OUTPUT/TEMA/INDIKA TOR 

KINERJA KEGIATAN 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 
Eselon II 

......................... (Berisikan uraian Nama 

Eselon II) 
Fungsi 

......................... (Berisikan uraian Fungsi) 

Sub Fungsi 

......................... (Berisikan uraian Sub 

Fungsi) 

Indikator Kinerja Kegiatan 

1 .  ....... ... . ...... . ....... 

2. ......................... , dst 

(Berisikan indikator-indikator Kinerja 

Kegiatan) 

Output 

........................... (Berisikan uraian Bb Bb Bb Bb 

Output) 

lndikator Output Bb Bb Bb Bb 

1 .  ......................... (berisikan Target bb bb bb bb 

Indikator Output) 

2. ......................... , dst 

Terna 

1 .  ......................... (berisikan tema 

Output) 

2. ......................... , dst 

Dst. ... 

JUMLAH A.AAA A.AAA A.AAA A.AAA 

H. BIAYA KEGIATAN 

ALOKASI PAGU/VOLUME 
I. KEGIATAN SATUAN (DALAM RIBUAN 

KODE II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, RUPIAH) 

JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 
TA 20XX 

(1 ) (2) (3) 
0000 ......................... (Berisikan uraian Na ma Kegiatan) K.KKK 

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 

1. KELOMPOK BIAYA 

a. Operasional a.aaa 

b. Non Operasional b.bbb 

2. JENIS BELANJA 

a. Belanja Pegawai : a.aaa 

b. Belanja Ba.rang : b.bbb 

c. Belanja Modal : c.ccc 
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : d.dcld 

e. Belanja Subsid i: e.eee 

f. Belanja Hibah : f.fff 
g. Belanja Bantuan Sosial : g.ggg 

1¥1-V 
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h. Belanja Lain-Lain : h.hhh 

3. SUMBER DANA 

a. RUPIAH MURNI a.aaa 

b. PNBP b.bbb 

c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c.ccc 
d. Hibah Luar Negeri (HLN) d.ddd 

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) e.eee 

f. Pendapatan BLU 

g . SBSN 

0000 . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . (Berisikan uraian Na.ma Kegiatan} K.KKK 

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 

1. KELOMPOK BIAYA 

a. Opersional a.aaa 

b. Non Operasional b.bbb 

2. JENIS BELANJA 

a. Belanja Pegawai : a.aaa 

b. Belanja Barang : b.bbb 

c. Belanja Modal: c.ccc 

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : d.ddd 

e. Belanja Subsidi: e.eee 

f. Belanja Hibah : f.fff 
g. Belanja Bantuan Sosial : g.ggg 

h. Belanja Lain-Lain : h.hhh 

3. SUMBER DANA 

a. RUPIAH MURNI a.aaa 

b. PNBP b.bbb 

c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c.ccc 

d. Hibah Luar Negeri (HLN) d.ddd 

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) e.eee 

f. Pendapatan BLU F.FFF 

g. SBSN G.GGG 

Dst 

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT: P.PPP 

1. KELOMPOK BIAYA 

a. Opersional A.AAA 

b. Alokasi Pendanaan B.BBB 

2. JENIS BELANJA 

a. Belanja Pegawai : A.AAA 

b. Belanja Barang : B.BBB 

c. Belanja Modal : C.CCC 
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang : D.DDD 

e. Belanja Subsid i: E. EEE 

f. Belanja Hibah : F.FFF 

g. Belanja Bantuan Sosial : G.GGG 

h. Belanja Lain-Lain : H.HHH 

3. SUMBER DANA 

a. RUPIAH MURNI A.AAA 

b. PNBP B.BBB 

c. Pinjaman Luar Negeri (PLN) C.CCC 
d. Hibah Luar Negeri (HLN) D.DDD 

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) E.EEE 

f. Pendapatan BLU F.FFF 

g. SBSN G.GGG 
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I. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN: 

KODE KEGIATAN 

(1) (2) 
0000 Kegiatan 1 a. 

b .  

a. 
0000 Kegiatan 2 b. 

dst.. ... . . .  

a. 

JUMLAH b. 

Keterangan: 

URAIAN PENDAPATAN 

(3) 
Perpajakan 
PNBP 

Perpajakan 
PN BP 

Perpajakan 
PNBP 

(DALAM RIBUAN RUPIAH) 

TA20XX 

(4) 
ccccc 

ddddd 

ccccc 

ddddd 

ccccc 
DDDDD 

Tahun 20XX merupakan tahun yang direncanakan dan 20XX+1 sampai 20XX+3 merupakan 3 tahun 
prakiraan maju 

2) Format Persetujuan RKA-K/ L oleh DPR 

PERS ETUJUAN RKA-K/L 

(KE M E NTE RIAN N E GARA/LE M BAGA) 

KODE URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ESELON I, FUNGSI, PROGRAM 

1 2 
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 

3 

Menyetujui: Lokasi, tanggal bu lan  tah u n  

Ketua Komisi .... . . . .. . ... .. ( Nama) ............ (ltd) .... ..... (Menteri. . ... .  I Ketua .... . ) 
Waki l Ketua 1 . . . ..... .. . .... ( Nama) . . .. . ... .. .. (ttd) 
Waki l Ketua 2 . . ........ ..... ( Nama) ............ (ttd) 
Wakil Ketua 3 . . ... . . . . . . .... ( Nama) ............ (ltd} . . ... . .. . (Nama Menteri/Pimpinan Lembaga) 
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3) Format RKA Satker 

A. 

B. 

R E NCANA KE RJA ANGGARAN SATKER 

R E NCANA KIN E RJA SATUAN KE RJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

UNIT ORGANISASI 

I BAGIAN A I 

C. SATUAN KERJA 

(xxx) 
(xx) 
(xxxxxx) 
(xx) 

(Berisikan Nama Kl L bese1ta kodenya) 

(Berisikan Nmna Unit eselon I bese1ta kodenya) 

... .. .... .... (Berisikan Nama Satuan f(erja beserta koclenya) 

D. PROPINSI ... .. . ... (Berisikan Propinsi Satker berada bese1ta kodenya) 

..... .. .... (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) E. KABUPATEN/KOTA (xx) 

KODE 

(1) 

PROGRAM/lNDIKATOR KlNERJA UTAMA 

PROGRAM/ HASIL/ KEG IATAN/ 

INDIKATOR KINERJA KEG!ATAN/ OUTPUT 

(2) 
xxx.xx.xx Program . .. (Berisikan uraian nama Program) 

Indikator Kinerja Utama Program 

l. 

2. 

Halaman: 

ALOKASI ANGGARAN TA 20XX 
VOLUME ANG KA INIS!ATIF' 

SA TUAN DASAR BARU 

(3) (4) (5) 
9.999.999 9.999.999 

JUMLAH 

(6) 
9.999.999 

-------------------------------------------- ------------ ------------ ---------- ------------
Hasil 

Hasil ..... (Berisikan uraian Hasil Program) 

xx.xx Kegiatan 1... (Berisikan uraian nama Kegiatan) 

lndikator Kinerja Kegiatan 

l. 

2. 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

-------------------------------------------- ------------ ------------ -- - ------- ------------
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

99 sat. 

99 sat. 

99 sat. 

Olltput l.. ... (Berisikan uraian Output f(egiatan) 

Outpllt 2 . .... (Berisikan uraian Olltput Kegiatan) 

Output 3 ... .. (Berisikan uraian Olltput f(egiatan) 

... ,dst 

xx.xx Kegiatan 2 ..... (Berisikan uraian nama 

Kegiatan) 

Indikator Kinerja Kegiatan 

l .  

2. 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

-------------------------------------------- ------------ ---------- -- ---------- ---- --------
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

99 sat. 

99 sat. 

99 sat. 

Outpllt 1 .... (Berisikan uraian Outpllt Kegiatan) 

Output 2 . .... (Berisikan uraian Output Kegiatan) 

Output 3 . ... (Berisikan uraian Output Kegiatan) 

... ,dst 
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R E NCANA KE RJA ANGGARAN SATKER 
I BAGIAN B I 

R I NCIAN B E LANJA SATUAN KERJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 
A. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA (xxx) ..... ..... .... (Berisikan Nam a [(/ L bese11a kodenya) 

B. UNIT ORGANISASI (xx) ...... . . (Berisikan Nama unit eselon I beserta kodenya} 

C. SATUAN KERJA (xxxxxx) ......... (Berisikan Nama satker bese1ta kodenya} 

D. PRO PIN SI (xx) ..... .. (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya} 

E. KABUPATEN/KOTA (xx) ... . . .. (Berisilcan lolcasi Satker berada beserta Jcodenya} 

Halaman: 

ALOKASI ANGGARAN TA 20XX KP/ 

!<ODE 
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ 

VOLUME ANG KA INISIATIF 
SD/ KO/ 

SUB OUTPUT/ KOMPONEN JUMLAH CP DK/ 
SA TUAN DAS AR BARU 

TP/ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
xxx.xx.xx Program ... (Berisikan 11raian nama 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Program} 

Indikator Kinerja Utama Program 

1 .  
2. 

xxxx Kegiatan l...(Berisilca1111raian nama J(eg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
lndikator Kinerja Kegiatan 

1. 
2. 

xx.xx.xx Outp11t 1. (Berisikan 11raia11 J(omponen 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
J(eg.) --------------------- ------ - ---------- -------------------------------- - --

xxx Subo11tp11t 1. (berisikan 11raian Suboutp11t} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ----------------- ----- - -------------- - -----------------------------------
xxx Komponen 1. (berisikan 11raian komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 -------------------- --------- - - - ------ ----------------------- - -----------

Jumlah Komponen .. (Utama/Pendukung) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ---------------- - - -------------------- ----------- ------------- -----------
xxx Komponen 2. (berisika1111raian Jcomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. .  . ,dst ---- - --------------------------- - ----- -----------------------------------
xxx Suboutput 2 .. (berisikan 11raian S11boutput} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ------------------ -------------------- -----------

.. . ,dst 

xxxx.xx Outp11t 2.(Berisika1111raia11 O!ltp11t J(eg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 -------------------------------------- ----------- ------------------------
Xxx Subo11tput l..(betisikan 11raia11 S11bo11tp11t} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 -------------------------------------- -----------------------------------

.. .,dst 9.999.999 9.999.999 9.999.999· 
xxxx Kegiatan 2 ... (Berisikan 11raian nama J(eg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

T.A.20XX 
PAGU 

Angka Dasar Inisiatif Baru Jumlah 

RM 

RMP 

PNBP 

BLU 

PLN 

HLN 

PON 

HLN 

PBS 

TOTAL 
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I BAGIAN C I 
RE NCANA KE RJA ANGGARAN SATKER 

TARGET PEN DAPATAN SATUAN K E RJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 
A. KEMENTERIAN NEGARA/ LEM BA GA (xxx) . . .. .. . ... (Berisikan Narna Kl L bese1ta lcodenya) 

B. UNIT ORGANJSASI (xx) ....... . (Berisikan Narna unit eselon I beserta lcoclenya) 

C. SATUAN KERJA (xxxxxx) ... . . . (Berisilcan Narna satlcer bese1ta kodenya) 

D. PRO PINS! (xx) .. .... (Berisikan Propinsi Sa tker beracla bese1ta lcoclenya) 

E. KABUPATEN/KOTA (xx) . ... . . (Berisilcan lolcasi Satker berada beseita lcoclenya) 

Halaman: 
PROGRAM/ KEGIATAN/ TARGET 

KODE 
SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN 20XX-1 20XX 

(1) (2) (3) (4) 
Program ... (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 
Kegiatan 1 ....... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 
PERPAJAKAN 9.999.999 9.999.999 
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 
PNBP 9.999.999 9.999.999 
Umum 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

Fungsional 9.999.999 9.999.999 
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 2 .... .. (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 

.. . ,dst 

TOTAL TARGET TARGET 

T.A 20XX- 1 T.A 20XX 

PERPAJAK.AN 

PNBP 

l.Umum 

2. Fungsional 
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4) Format Kertas Kerj a  Satker (KK Satker) 

K E RTAS KE RJA SATKER 

RINCIAN B E LANJA SATUAN KE RJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

A. KEMENTERlAN NEGARA/LEMBAGA 

B. UNIT ORGANISASI 

C. SATUAN KERJA 

D. PROPINSI 

E. KABUPATEN/KOTA 

PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/ 

(xxx) 
(xx) 
(xxxxxx) 
(xx) 
(xx) 

... (Berisi/can Nama [(/ L beserta koc/enya) 

.. (Berisi/can Nmna unit eselon I beserta koc/enya) 

... (Berisikan Na ma Satker beserta Jcoclenya) 

. (Berisi/can Propinsi Satker berac/a beserta Jcoclenya) 

.... (Berisilcan lokasi Satker berac/a beserta /coc/enya) 

Halaman: 

ALOKASI ANGGARAN TA 20XX KP/ 

SD/ KD/ 
KODE SUBOUTPUTI KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ VOLUME ANGKA INISIATIF 

BARU AKUN BELANJA/ DETIL BELANJA 

(1) (2) 

xxx.xx.xx Program ... (Berisikan uraian nama Program) 

lndikator Kinerja Utama Program 

1. 

2. 

xxxx Kegiatan 1 .... (Berisikan uraian nama Keg.) 

lndikator Kinerja Keqiatan 

1. 

2. 

xxxx.xx Output 1.(Berisikan uraian Komponen Keg.) 

xxx Suboutput 1 ... (berisikan uraian Suboutput) 

xxx Komponen 1 ... (berisikan uraian komponen) 

Jumlah Komponen ... (Utama/Pendukung) 

xx Subkomponen 1(berisikan uraiansubkomponen) 

xxxxxx Uraian akun belanja 

Detil belanja 

xxxxxx Uraian akun belanja 

... ,dst 

xx Subkomponen 2(berisikan uraiansubkomponen) 

Uraian akun belanja 

... ,dst 

xxx -Kiim
-
pon_e_n_ 2.� .-( 6erisikaii 

-
uraia-ri komp-on

-
eri)

----

... ,dst 

xxx -sufiiiutp
-

ut-i.
-
.. 
-

(6erisikaii-ui-aia1i suhouiput}-- --

-
.:.

:
dst

------- - -------- - ------------ ----- -

xxxx.xx Output 2.(Berisikan uraian Output Keg.) 

xxx -sufiiili1P
-

u1-c: (6erisikaii
-
ui-aia

-
ri suhouipiit}----

-
.:.

:
dst 

___ - - --- - ----------- - --------------

xxxx Kegiatan 2 ...... (Berisikan uraian nama Keg.) 

PAGU 

RM 

RMP 

PNBP 

BLU 

PLN 

HLN 

PON 

HLN 

PBS 

TOTAL 

... ,dst 

T.A. 20XX 

Angka Dasar lnisiatif Baru Jumlah 

JUMLAH CP DK/ 
SA TUAN DASAR 

(3) 

99 sat. 

99 sat. 

(4) (5) (6) 
9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 

9.999.999 
----- - ---- -9.999.999 
---------- -9.999.999 
-----------9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 

--- - ------ -9.999.999 

-- - --------9.999.999 

9.999.999 
-----------9.999.999 
-- - -- - - - - --9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 9.999.999 
- - ------------- -------9.999.999 9.999.999 
--- ----- -------- - -- - --9.999.999 9.999.999 
------- - --------- -----9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

------ - ------ - --------9.999.999 9.999.999 

---
-
------------- - -- - -9.999.999 9.999.999 

-----------

9.999.999 9.999.999 
-------------

-
--------9.999.999 9.999.999 

------ ----------- -----9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 
9.999.999 9.999.999 

Lokasi, tanggal 

KPA 

Nam a 

NIP. 

TP/ 

(7) (8) 
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5)  Format KAK/TOR 

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE 

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX 

Kementerian Negara/Lembaga 

Unit Eselon I/II 

Program 

Hasil (Outcome) 

Kegiatan 

( 1) 
( 2) 
( 3) 
( 4) 
( 5) 
( 6) 
( 7) 
( 8) 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Jenis Keluaran (Output) 

Volume Keluaran (Output) 

Satuan Ukur Keluaran (Output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

A. Latar Belakang 

l. Dasar Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (10) 
2. Gambaran Umum . . . . . ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (11) 

B. Penerima Manfaat ....................................... (12) 
C. Strategi Pencapaian Keluaran 

l. Metode Pelaksanaan .. . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . . .  . . . . .  . .  . . . . . . ( 13) 
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ............ (14) 

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran . . . . . . . . . . . . . (15) 
E. Biaya Yang Diperlukan . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (16) 

Penanggung jawab Kegiatan 

Nama .......................... (17) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .  (18) 
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PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR 

No Uraian 

( 1 ) Diisi nama Kementerian Negara/ Lembaga. 

(2 ) Diisi nama unit eselon eselon I / II sebagai penanggung j awab 

Program. 

(3 ) Disi nama program sesuai dengan dokumen Renj a  K/ L.  

(4) Diisi dengan hasil ( ou tcome) yang akan dicapai dalam Program. 

(5) Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renj a  K/ L.  

(6) Diisi uraian indikator Kinerj a  kegiatan . 

(7) Diisi nama/ nomenklatur Keluaran secara spesifik . 

(8) Diisi mengenai jumlah / banyaknya kuantitas Keluaran yang 

dihasilkan 

(9 ) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam 

rangka pengukuran kuantitas keluaran sesuai dengan 

karakteristiknya 

( 1 0) Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/ atau ketentuan 

yang terkait langsung dengan keluaran kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

( 1 1 ) Diisi gambaran um um mengenai Keluaran kegiatan dan 

volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai . 

( 1 2) Diisi dengan penenma manfaat baik internal dan/ atau 

eksternal Kementerian Negara/ Lembaga. 

( 1 3) Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau 

swakelola. 

( 1 4) Diisi dengan komponen/ tahapan yang digunakan dalam 

pencapaian keluaran kegiatan, termasuk j adwal waktu ( time 

tab le) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/ tahapan 

tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunj ang. 

( 1 5) Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan . 

( 1 6) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk 

pencapaian keluaran dan penj elasan bahwa nncian biaya 

sesuai dengan RAB terlampir . 

( 1 7) Diisi dengan nama penanggung j awab Kegiatan. 

( 1 8) Diisi dengan NIP penanggung jawab Kegiatan. 
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6) Format Rincian Anggaran Belanja  (RAB) 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA 

KELUARAN ( OUTPUT) KEGIATAN T. A .  20XX 

Kementerian Negara/Lembaga 

Unit eselon 11/Satker 

Kegiatan 

Keluaran ( Output) 

( 1) 
( 2) 
( 3) 
( 4) 

Volume 

Satuan Ukur 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (5) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 6) 
Alokasi Dana ( 7)  

K o  de Uraian Volume Jenis komponen Rincian Harga Jumlah 

Suboutput/ Kompone/ Sub (U tama/ Pend ukung) Perhitungan Sa tu an 

Su bkom ponen / detil Output jml 

1 2 3 4 5 6 7 
XXXX. x.KJO  Sub Output 1 9 9  - - - 9 9 9 . 9 9 9  

xxx Komponen 1 - Uta ma - - 999. 999 
A Sub komponen A - - - - 999. 999 

- Detil belanj a  1 - - 99 sat. x 99 9 9  9 9 9  9 9 9 . 9 9 9  

sat. x . . . .  

- Detil belanj a  2 - - 99 sat. x 99 9 9  9 9 9  9 9 9 . 9 9 9  

sat. x . . . .  

- . .  . ,  dst 

- . . .  , dst 

B Sub komponen B - - - - 999. 999 
- Dst 

IXXXX .XX!a Sub 0utput 2 9 9  - - - 9 9 9 . 9 9 9  

xxx Komponen 1 - Uta ma - - 999. 999 
A Sub komponen A - - - - 999. 999 

- Detil belanj a  1 - - 99 sat. x 99 9 9  9 9 9  9 9 9 . 9 99 

sat.  x . . . .  

- Detil belanj a  2 - - 99 sat. x 99 9 9  9 9 9  9 9 9 . 9 9 9  

sat. x . . . .  

- . . .  , dst 

- . . .  , dst 

B Sub komponen B - - - - 999. 999 
- . .  . ,  dst 

Penanggung j awab Kegiatan 

Na.ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9)  

Cata tan : 

Jumlah total alokasi anggaran Keluaran ( output) adalah jumlah 

keseluruhan alokasi anggaran Keluaran ( output) yang dilaksanakan oleh 

seluruh satker, untuk Keluaran ( output) yang sama. 
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( 1 ) 

(2) 

(3 ) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9 ) 

'· . 

·, 
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PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAY A 

Uraian 

Diisi nama Kementerian Negara/ Lembaga. 

Diisi nama unit eselon II / satker sebagai penanggun� 

j awab/ pelaksana Kegiatan . 

Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renj a  K/ L. 

Diisi nama/ 
. . 

uraian mengenai 

( output) secara spesifik. 

identitas dari setiap Keluarar 

Diisi mengenai jumlah / banyaknya kuantitas keluaran ( output 

yang dihasilkan . 

Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam 

rangka pengukuran kuantitas Keluaran ( output) sesuai dengan 

karakteristiknya. 

Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaiar 

Keluaran ( output) . 

Diisi dengan nama penanggung j awab Kegiatan . 

Diisi dengan NIP penanggung jawab Kegiatan . 

DATA DALAM TABEL 
.> . . . 
Kolom 1 Ko de Diisi kode Suboutput, Komponen, 

Sub komponen 

Kolom 2 Uraian Diisi uraian nama Sub output, 

Sub output/ Komponen/ Komponen, subkomponen, .clan 

Subkomponen/ detil detil belanja  

Keterangan : 

Suboutput clan subkomponen 

bersifat opsional 

Kolom 3 Volume Suboutput Diisi jumlah/ banyaknya 

kuantitas Suboutput yang 

dihasilkan . 

Diisikan sebaris dengan uraian 

Suboutput. 

Keterangan : 

Jumlah total volume-volume 

Suboutput harus sama dengan 

jumlah volume Keluaran ( Output) 
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Kolom 4 Jenis Komponen 

(U tama/ Pendukung) 

Kolom 5 Rincian Perhitungan 

Kolom 6 Harga Satuan 

Kolom 7 Jumlah 

Diisi utama atau pendukung. 

Diisikan sebaris dengan uraian 

Komponen, yang menyatakan 

bahwa komponen terse but 

sebagai komponen utama atau 

komponen pendukung. 

Diisi formula perhitungan 

satuan-satuan pendanaan 

Diisikan sebaris dengan uraian 

detil belanj a  

Contoh : 

2 org x 2 hari x 2 frek 

Jumlah perhitungan tesebut 

diisikan pada Sub kolom 5 

Uumlah) sebesar 8 

Diisi nominal harga satuan yang 

berpedoman pada standar biaya 

yang berlaku . 

Diisikan sebaris dengan uraian 

detil belanj a  

Keterangan : 

Dalam hal biaya satuan ukur 

tidak terdapat dalam standar 

biaya dapat menggunakan data 

dukung lainnya yang dapat 

dipertanggungj awabkan 

Diisi nominal hasil - hasil 

perhitungan pada tingkat detil 

belanja, Sub komponen, 

Komponen, Sub output. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 1 94 -

7) Format Gender Budget Statement (GBS) *) 

GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender) 

Kementerian Negara/Lembaga 

Unit Organisasi 

Unit eselon II/Satker 

Program 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Kegiatan 

Keluaran (Output) Kegiatan 

Analisa Situasi 

Rencana Aksi 

(dipilih hanya Komponen yang 

secara langsung 1nengubah 

kondisi kearah kesetaraan 

gender) 

Alokasi Anggaran Keluaran 

(Output) kegiatan 

Dampak/hasil Keluaran 

(Output) Kegiatan 

: (Nama Kementerian Negara/Lembaga) 

: (Nama unit eselon I sebagai KPA) 

: (Nama unit eselon II di Kantor Pusat yang 

bukan sebagai satker/nama satker baik 

di Pusat atau Daerah) 

Nama Program 

Nama Kegiatan 

Nama Indilcator Kinerja Kegiatan 

Jenis, volume, dan satuan suatu Keluaran 

(Output) kegiatan 

• Uraian ringkas yang menggambarlcan 

persoalan yang akan 

ditangani/ dilaksanalcan, m.eliputi: data 

pembuka wawasan, faktor kesenjangan, 

dan penyebab permasalahan kesenjangan 

gender. 

• Dalam hal data pembuka wawasan 

(berupa data terpilah) untuk kelompok 

sasaran baik Zaki-Zaki/ perempuan tidak 

tersedia data kuantatif, dapat 

menggunakan data kualitatif. 

• Output/ suboutput kegiatan yang akan 

dihasilkan mempunyai pengaruh kepada 

kelompok sasaran tertentu 

Isu gender pada komponen : 

• isu/ kesenjangan gender yang ada pada 

lcomponen inputnya; dan 

• hanya komponen yang terdapat 

isu/ kesenjangan gendernya. 

Komponen Tahapan dari suatu Keluaran 

(Output) . Komponen ini harus 

re le van dengan Keluaran 

(Output) Kegiatan yang 

dihasillcan. 

Komponen . . . . . . . . . . . .  

(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan 

untuk mencapai Keluaran (Output) kegiatan) 

Dampak/ hasil secara luas dari Keluaran 

(Output) Kegiatan yang dihasillcan dan 

dikaitkan dengan isu gender se1-ta perbailcan 

lee arah lcesetaraan gender. 

Penanggung jawab Kegiatan 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

NIP/NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

* ) Dapat digunakan juga untuk format APBN tematik lainnya. 
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8) Format Daftar Pagu Anggaran Per Satker 

� ...... 
'Ul �1?· _./ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . =t� ' · . :  DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

DAFTAR PAG U ANGGARAN P E R  SATKE R  

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

K E M E NT E RIAN N E GARA/ L E MBAGA 

U N IT O R GAN I SASI  

P RO G RAM 

PAGU P RO G RAM 

Alokasi  anggara n  tersebut, d ir inc i  menurut lokasi sebagai  ber ikut  : 

(R ibuan Rupia h )  

SATUAN K ERJA JENIS B ELANJA SUMB ER DANA 

BANTU AN JUMLAH 
P EGAWAI BARANG MODAL LAIN-LAIN RM PNBP/BLU P DN/P HLN SBSN PBS 

SOSIAL 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

xxx NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx  NAMA SATKER 9.999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx  NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 9.999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

xxx NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 99 .999 .999 

xxx NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx NAMA SATKER 9 . 999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

xxx NAMA SATKER 9.999.999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

xxx NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx  NAMA SATKER 9.999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx  NAMA SATKER 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

xxx NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx NAMA SATKER 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx NAMA SATKER 9 .999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

xxx NAMA SATKER 9.999 .999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

xxx NAMA SATKER 9.999 .999 9 . 999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx  NAMA SATKER 9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx  NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999 .999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999 .999 99 .999 .999 

xxx  NAMA SATKER 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 .999.999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 .999.999 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

(Eselon I KIL) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N I P/NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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9 ) Format Surat Pengantar Usulan RKA-K/ L 

UNIT ESELON 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3 ) kop Kementerian Negara/ 

LOGO . . .  ( 1 ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA .} . . . . . .  (2 ) 

SATKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) Lembaga 

Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 

: S- I / 20XX ( tanggal-bulan) 

: Segera 

: Satu Berkas 

Nomor 

2 0XX 

Sifat 

Lampiran 

H al : Usulan Rencana Kerj a  Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 

Yth . Direktur Jenderal Anggaran 

Di Jakarta 

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

· . . . . . . / KMK. 02 / 2 0XX tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, 

dengan m1 disampaikan Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) Kementerian . . . . . . . . . . . . . .  (6) , dengan penj elasan 

sebagai berikut: 

1 .  RKA-K/ L telah disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerj a  

dan anggaran kementerian negara/ lembaga dan pengesahan daftar isian 

pelaksanaan anggaran . 

2 .  RKA-K/ L beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun 

dengan lengkap dan benar, direviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

Kementerian Negara/ Lembaga (APIP K/ L) , disimpan oleh Satuan Kerj a  dan 

Unit Eselon I ,  serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu. 

Sebagai kelengkapan dokumen, dengan ini dilampirkan dokumen 

penelaahan berupa:  

a .  Rencana Kerj a  dan Anggaran Satuan Kerja  (RKA Satker) . 

b .  ADK RKA-K/ L-DIPA .  

c .  Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker / Eselon I .  

Demikian kami sampaikan, atas kerj asamanya diucapkan terima kasih . 

Menteri/ Pimpinan Lembaga 

atau Pej abat Yang Ditunjuk 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7) 

NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Keterangan : 

1 .  Diisi logo Kementerian Negara/ Lembaga. 

2 .  Diisi nomenklatur Kementerian Negara/ Lembaga. 

3 .  Diisi unit eselon I pengusul RKA-K/ L. 

4 .  Diisi satker pengusul RKA-K/ L. 

5 .  Diisi alamat Kementerian Negara/ Lembaga. 

6. Diisi nomenklatur Kementerian Negara/ Lembaga. 

7 .  Diisi nama dan NIP/ NRP Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pej abat yang 

ditunjuk. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u . b .  
Kepala Bagian T. U .  Kementerian 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 1 98 -

LAMPIRAN IV 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 6 3 / PMK. 02 / 20 1 6  

TENTANG 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN KE MENTE RIAN NEGARA/ LEMBAGA 

DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PEDO MAN PENELITIAN DAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
KEMENTERIAN NEGARA/ LEBAGA 

Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, Rencana Kerj a  dan 

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) harus dilakukan penelitian 

oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q . Biro 

Perencanaan / Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga, untuk selanjutnya 

direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 

Negara/ Lembaga (APIP K/ L) .  

A .  PEDO MAN PENELITIAN 

JEND ERAL / SEKRETARIAT 

RKA-K/ L OLEH 

UT AMA/ SEKRETARIAT 

SEKRETARIAT 

C . Q .  BIRO 

PERENCANAAN / UNIT PERENCANAAN KEMENTERIAN / LEMBAGA 

Penelitian RKA-K/ L bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan 

kebenaran RKA-K/ L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/ L 

dan Kementerian Keuangan c . q . Direktorat Jenderal Anggaran untuk 

dilakukan penelaahan bersama dengan Kernen terian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Kementerian PPN / B appenas) . Penelitian RKA-K/ L dilakukan melalui 

verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan 

serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan 

penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

Penelitian RKA-K/ L dilaksanakan oleh Sekretariat 

Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q . Biro Perencanaan/ Unit 

Perencanaan Kementerian/ Lembaga. Hal-hal yang perlu dipersiapkan 

sebelum melakukan penelitian RKA-K/ L adalah sebagai berikut : 

1 .  Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/ L, meliputi : 
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a .  Renj a  K/ L dan RKP tahun anggaran yang direncanakan; 

b .  hasil kesepakatan tr ilateral meetings; 

c .  hasil reviu Angka Dasar (baseline) dan hasil pembahasan proposal 

anggaran Inisiatif Baru Uika ada) ; 

d .  daftar rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I ;  

e .  Kertas Kerj a  (KK) satker, RKA satker dan RKA-K/ L formulir 

I / II / II I ;  

f .  ADK RKA-K/ L; 

g. target dan pagu PNBP U ika ada) ; 

h .  Gender Budget Statement/ GBS dan dokumen APBN Tematik 

lainnya U ika ada) ; 

1 .  dokumen teknis lainnya yang disusun oleh Satker seperti 

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) , 

perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan 

gedung negara atau yang sej enis , serta data dukung teknis 

lainnya; dan 

J . peraturan-peraturan terkait dengan penganggaran . 

2 .  Penelitian RKA-K/ L difokuskan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut: 

a .  konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a  meliputi volume 

Keluaran dan indikator kinerj a  kegiatan dalam RKA-K/ L sesuai 

dengan sasaran Kinerj a  dalam Renj a  K/ L dan RKP; 

b .  kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran 

K/ L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

c .  kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L dengan sumber dana 

yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/ L; 

d .  kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN (pada level 

Keluaran) ; dan 

e .  kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/ L, antara lain RKA 

satker, TOR/ RAB , dan dokumen pendukung terkait lainnya. 

Hasil penelitian RKA-K/ L yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q . Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan 

Kementerian/ Lembaga selanjutnya disampaikan kepada unit eselon I 

Kementerian/ Lembaga untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan U ika 

ada) dan secara paralel disampaikan kepada APIP K/ L untuk dilakukan 

reviu RKA-K/ L. 
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Selain itu, mulai RKA-K/ L Alokasi Anggaran TA 20 1 7 ,  Sekretariat 

Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q . Biro Perencanaan/ Unit 

Perencanaan Kementerian/ Lembaga melakukan penj aminan mu tu atas 

Prakiraan Maju yang digulirkan Direktorat Jenderal Anggaran dan 

menyusun Prakiraan Maju tahun ketiga (lihat Lampiran II Peraturan 

Men teri ini) . 

B .  PEDO MAN REVIU RKA-K/ L OLEH APIP K/ L 

1 .  Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dan Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2 004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan 

bahwa penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada RKP 

dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran . Pemerintah 

menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan 

yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang 

diharapkan adalah hasil secara nasional ( national outcomes) 

sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1 945 .  RKP merupakan dokumen perencanaan 

tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional yang memuat prioritas 

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro , program 

Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, dan 

kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dij abarkan 

lebih lanjut ke dalam Renja  K/ L. Untuk selanjutnya Renj a  K/ L 

dij abarkan ke dalam RKA-K/ L berdasarkan Pagu Anggaran . 

Penyusunan RKA-K/ L merupakan bagian dari perencanaan 

penganggaran . Permasalahan dalam perencanaan penganggaran 

antara lain RKA-K/ L belum disusun dengan baik dan tepat sesuai 

dengan kaidah perencanaan penganggaran, sehingga penuangan 

informasi dalam dokumen RKA-K/ L sering tidak terukur. 

Disamping itu, adanya kendala atas dokumen DIPA yang belum 

siap untuk dilaksanakan awal tahun anggaran direncanakan 

(bulan Januari) meskipun DIPA Kementerian/ Lembaga sudah 

ditetapkan sebelum tahun anggaran (bulan Desember) . Adanya 
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perencanaan penganggaran belanj a  yang belum optimal juga 

berdampak kepada penyerapan anggaran yang tidak maksimal 

dan cenderung terjadi penyerapan . pada akhir tahun, kualitas 

belanj a  negara masih belum optimal dalam mendukung sasaran 

pembangunan (peningkatan pertumbuhan, serta pengurangan 

pengangguran dan kemiskinan) , kebij akan fiskal (APBN) menj adi 

tidak dapat maksimal dalam memacu pembangunan . Oleh karena 

itu, dalam proses perencanaan penganggaran dituntut untuk 

menghasilkan RKA-K/ L yang berkualitas dan sesuai dengan 

kaidah perencanaan penganggaran . 

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia 

pada lokakarya APIP K/ L tanggal 22 Februari 20 1 2 , disebutkan 

bahwa APIP K/ L tidak hanya terkait dengan masalah ex post 

tetapi juga diharapkan dapat mendukung Kinerj a  dari instansi .  

Dengan demikian, APIP K/ L harus sudah mulai berperan sej ak 

tahap perencanaan penganggaran . Peran ini semakin diperkuat 

dengan adanya surat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2 0 1 2  

tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan 

Penggunaan Belanj a  Barang dan Belanj a Pegawai di Lingkungan 

Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan 

instansi memberi tugas APIP K/ L untuk melakukan peningkatan 

pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerj a  anggaran . 

Seiring hal tersebut di atas , dalam proses perencanaan 

penganggaran, akan semakin dipertegas pemisahan tugas dan 

peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer 

(CFO) dan sebagai Chief Operational Officer (COO) . Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya peran APIP K/ L 

dalam proses perencanaan penganggaran adalah untuk 

mendorong K/ L guna meningkatkan kualitas perencanaan 

penganggaran melalui pelaksanaan reviu RKA-K/ L.  

b .  Definisi 

Reviu RKA-K/ L adalah penelaahan atas penyusunan 

dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa 

RKA-K/ L oleh auditor APIP K/ L yang kompeten, untuk 

memberikan keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa RKA-
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K/ L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/ L dan/  atau 

Alokasi Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, 

Renj a  K/ L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI 

dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN,  standar 

biaya, dan kebij akan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah 

perencanaan penganggaran dalam upaya membantu 

menteri / pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/ L yang 

berkualitas . Dalam hal ini, standar biaya meliputi standar biaya 

masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya. 

APIP K/ L adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat 

Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung j awab 

langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. 

c .  Tujuan Reviu RKA-K/ L 

Tujuan reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L adalah untuk memberi 

keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa informasi dalam 

RKA-K/ L sesuai dengan Pagu Anggaran K/ L dan/ atau Alokasi 

Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renj a  

K/ L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI dalam 

pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, 

kebij akan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah 

perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen 

pendukung.  Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan 

pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup 

penguJ ian atas pengendalian intern, penetapan risiko 

pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan penguj ian 

atas respon terhadap permintaan keterangan dengan · cara 

pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, 

pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang 

biasa dilaksanakan dalam suatu audit . 

Reviu dapat menjadikan perhatian auditor tertuju kepada 

hal-hal penting yang mempengaruhi RKA-K/ L, namun tidak 

memberikan keyakinan bahwa auditor akan mengetahui semua 

hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit . 

Berdasarkan hasil reviu, APIP K/ L akan memberikan simpulan 

atas penyusunan RKA-K/ L.  Apabila auditor menemukan 
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kelemahan dan/ atau kesalahan dalam penyusunan RKA-K/ L, 

maka auditor berkewajiban menyampaikan permasalahan 

beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA

K/ L untuk segera dilakukan perbaikan/ penyesuaian dan 

berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal/ Sekretariat 

Utama/ Sekretariat c . q . Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan 

Kernen terian / Lem bag a .  

Penyusunan RKA-K/ L merupakan tanggung j awab unit 

penyusun RKA-K/ L (Menteri / Pimpinan Lembaga c . q. Pej abat 

eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai 

penanggung j awab program) . Oleh karena itu, unit penyusun 

bertanggung j awab untuk melaksanakan perbaikan/ penyesuaian 

RKA-K/ L.  

d .  Ruang Lingkup, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L 

Ruang lingkup reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L adalah 

penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang 

bersifat tahunan berupa RKA-K/ L unit eselon I dan penelusuran 

RKA-K/ L unit eselon I ke dokumen sumber yang dilakukan secara 

terbatas pada TOR/ RAB , dan dokumen pendukung terkait 

lainnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/ L tidak mencakup penguj ian 

atas sistem pengendalian intern dan penguj ian atas respon 

permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu 

audit . 

Sasaran rev1u RKA-K/ L oleh APIP K/ L adalah 

Menteri/ Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan bahwa 

penyusunan dokumen perencanaan keuangan yang bersifat 

tahunan berupa RKA-K/ L unit eselon I dan data pendukung telah 

disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/ L dan / a  tau Alokasi 

Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renj a  

K/ L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI dalam 

pembicaraan pendahuluan rancangan APBN,  standar biaya, dan 

kebij akan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah 

perencanaan penganggaran . 

Reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L dilaksanakan pada saat 

penyusunan RKA-K/ L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi 

anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program 
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setelah ditetapkannya · pagu anggaran K/ L, dan penyesuaian 

RKA-K/ L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran 

(portofolio) setelah diperolehnya alokasi anggaran K/ L.  Dengan 

demikian lokasi reviu dilakukan pada kantor unit eselon I yang 

memiliki alokasi anggaran (portofolio) . 

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA-K/ L oleh A.PIP K/ L 

tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran . 

Untuk itu, rev1u RKA-K/ L dapat dilaksanakan secara paralel 

bersamaan dengan pembahasan RKA-K/ L antara unit eselon I 

dan Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q . Biro 

Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga. Hal ini 

perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu RKA-K/ L dapat berj alan 

dengan efisien dan efektif mengingat keterbatasan waktu mulai 

penyusunan RKA-K/ L oleh Menteri / Pimpinan Lembaga c . q. 

pej abat eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan 

sebagai penanggung jawab program sampai dengan RKA-K/ L 

lingkup K/ L disampaikan kepada Kementerian Keuangan c . q. 

Direktorat Jenderal Anggaran . 

e .  Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L 

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan 

reviu RKA-K/ L adalah semua peraturan yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan negara pada tahap perencanaan dan 

penganggaran, antara lain meliputi : 

1 )  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

3) Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ; 

4 )  Peraturan Pemerin tah mengenai Tata Cara Pengadaan dan 

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; 

5 )  Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

6 )  Peraturan Pemerintah mengenai Penyusunan Rencana Kerj a  

dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 
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7) Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pengadaan 

Pinj aman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 

8) Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah; 

9) Peraturan Presiden mengenai Rencana Kerj a  Pemerintah; 

1 0) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perj alanan Dinas 

Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri ,  dan 

Pegawai Tidak Tetap; 

1 1 ) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengukuran clan 

Evaluasi Kinerja  atas Pelaksanaan Rencana Kerj a  · dan 

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 

1 2 ) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perj alanan Dinas 

Dalam Negeri Bagi Pej abat Negara, Pegawai Negeri ,  dan 

Pegawai Tidak Tetap ; 

1 3) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Standar 

Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam 

Penyusunan Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga; 

1 4) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengajuan 

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) 

dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

1 5) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar; 

1 6 ) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Struktur 

1 7) 

1 8) 

1 9) 

Bia ya; 

Peraturan Menteri Keuangan mengena1 Standar Biaya 

Masukan; 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya 

Keluaran; 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerj a  dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran; 

20)  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Negara; 

2 1 ) Peraturan Menteri Pekerj aan Umum dan Perumahan Rakyat 

mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara; 
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22 )  Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Pagu . 

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Langkah

Langkah Penyelesaian Rencana Kerja  Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga; dan 

23)  Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Pagu 

Alokasi Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. 

f. Obj ektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA-K/ L 

Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu . 

Prinsip obj ektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/ L 

melaksanakan reviu terhadap RKA-K/ L dengan jujur, integritas ,  

dan tidak mengkompromikan kualitas . 

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas rev1u atas 

RKA-K/ L, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu 

RKA-K/ L yang akan ditugaskan . Sesuai dengan tujuan reviu 

RKA-K/ L, maka Tim Reviu RKA-K/ L secara kolektif seharusnya 

memenuhi kompetensi sebagai berikut: 

1 )  memahami sistem perencanaan pembangunan nasional; 

2) memahami tata cara penyusunan RKA-K/ L; 

3)  memahami perencanaan 

pemerintah di lingkungan K/ L; 

4) memahami bagan akun standar; 

pengadaan barang/ j asa 

5) memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang 

direviu; 

6 )  menguasai teknik komunikasi; 

7) memahami analisis basis data; dan 

8) menguasai dasar-dasar reviu . 

2 .  Tata Cara Reviu RKA-K/ L 

Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/ L ini dimaksudkan sebagai 

acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil 

reviu RKA-K/ L.  Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/ L ini menguraikan 

kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu 

RKA-K/ L, termasuk di dalamnya prosedur reviu RKA-K/ L yang berisi 

serangkaian langkah / program yang akan dilaksanakan oleh APIP  K/ L 

dalam mereviu dokumen perencanaan penganggaran . 
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a .  Tahapan Reviu RKA-K/ L 

Dalam melakukan reviu RKA-K/ L, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu 

RKA-K/ L, meliputi : 

1 )  tahap perencanaan reviu RKA-K/ L; 

2 )  tahap pelaksanaan reviu RKA-K/ L; dan 

3) tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/ L. 

Tahap perencanaan revm RKA-K/ L meliputi antara lain 

koordinasi dengan Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan, kegiatan 

untuk menentukan skala prioritas berdasarkan analisis risiko , 

melakukan usulan penugasan reviu, dan mempersiapkan bahan 

penyusunan program kerja  reviu , Tahap pelaksanaan reviu 

RKA-K/ L mencakup kegiatan penelaahan dokumen perencanaan 

keuangan dan penyusunan kertas kerja  reviu . Tahap pelaporan 

hasil reviu RKA-K/ L mencakup kegiatan penyusunan Catatan 

Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) . 

b .  Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/ L 

1 )  Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan 

Sebelum melaksanakan reviu RKA-K/ L, beberapa hal yang 

perlu dipersiapkan oleh A.PIP K/ L adalah sebagai berikut:  

a) A.PIP K/ L melakukan rapat koordinasi dengan Biro 

Perencanaan/ Unit Perencanaan untuk mendapatkan 

hasil dokumen perencanaan yaitu RKP dan Renj a  K/ L 

(hasil trilateral meeting) , ke bij akan men teri / pim pin an 

lembaga terkait perencanaan dan penganggaran 

Kementerian/ Lembaga. Koordinasi bertujuan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan 

penyusunan RKA-K/ L. Melalui koordinasi tersebut 

diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu 

RKA-K/ L yang efisien dan efektif. 

b) A.PIP K/ L dapat mempersiapkan data yang dapat 

mendukung pelaksanaan reviu RKA-K/ L antara lain 

Renja  K/ L (hasil trilateral meeting) , pagu indikatif dan 

rancangan awal RKP, hasil temuan BPK clan compliance 

audit atas realisasi DIPA (bila acla) , Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Pecloman Stanclar Biaya, Stanclar 

Struktur Biaya, clan Incleksasi dalam Penyusunan 
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RKA-K/ L, Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Standar Struktur Biaya, Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Standar Biaya Masukan, Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran, data 

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi-Barang 

Milik Negara (SIMAK-BMN) , kebij akan pemerintah, serta 

peraturan menteri / pimpinan lembaga terkait tugas dan 

fungsi eselon I dan K/ L. 

c) A.PIP K/ L menerima dokumen-dokumen dari unit 

eselon I untuk direviu, meliputi : 

( 1 ) surat pengantar yang ditandatangani oleh pej abat 

eselon I / penanggung jawab portofolio ; 

(2 ) daftar rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I ;  

(3) RKA-K/ L unit eselon I (RKA-K/ L formulir II / III ) ; 

(4) Rencana Kerja  Anggaran Satker (RKA Satker) ; 

(5)  Kertas Kerja  Satker (KK Satker) ; 

(6) Arsip Data Komputer (A.DK) RKA-K/ L; 

(7) Data SIMAK-BMN; dan 

(8) TOR/ RAB dan dokumen pendukung terkait 

lainnya. 

d) A.PIP K/ L menyusun program kerj a  rev1u RKA-K/ L 

un tuk digunakan se bagai pedoman dalam pelaksanaan 

reviu RKA-K/ L unit eselon I .  

2 )  Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/ L 

Pada tahap perencanaan reviu RKA-K/ L unit eselon I ,  

kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a) A.PIP K/ L menyusun Tim Reviu RKA-K/ L 

b) Hal-hal yang harus dipertimbangkan ad al ah 

persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif 

harus dipenuhi. Tim Pereviu RKA-K/ L disusun paling 

sedikit terdiri dari 1 (satu) Pengendali Mutu,  1 (satu) 

Pengendali Teknis , beberapa Ketua Tim, dan beberapa 

jumlah Anggota Tim disesuaikan dengan kebutuhan . 

Sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA-K/ L, pimpinan 

A.PIP K/ L menerbitkan surat tugas reviu RKA-K/ L.  Surat 

tugas tersebut paling sedikit menjelaskan mengenai 
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pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup rev1u, 

lokasi, serta waktu pelaksanaan reviu RKA-K/ L unit 

eselon I .  

c )  Pemahaman objek rev1u RKA-K/ L clan 

peraturan/ kebij akan perencanaan penganggaran 

d) Sebelum melakukan reviu RKA-K/ L, pereviu harus 

memahami tugas dan fungsi objek reviu dan peraturan 

terkait penyusunan RKA-K/ L (seperti yang telah 

disebutkan dalam angka 1 huruf e hal Referensi 

Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L) .  Obj ek reviu 

adalah unit penyusun RKA-K/ L tingkat eselon I atau 

pej abat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 

dan sebagai penanggung jawab program. 

e) Penyusunan prosedur bertujuan untuk menentukan 

langkah-langkah reviu RKA-K/ L yang tepat dengan 

mempertimbangkan faktor risiko , materialitas,  

signifikansi, ketersediaan auditor, dan ketersediaan 

waktu. 

c .  Tahap Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L unit eselon I 

1 )  APIP K /  L dapat melakukan reviu secara paralel dengan 

pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan/ Unit 

Perencanaan atas RKA-K/ L unit eselon I .  

2 ) Jika dilakukan bersama, APIP K/ L bersama-sama Biro 

Perencanaan/ Unit Perencanaan dan unit eselon I penyusun 

RKA-K/ L melakukan Kick off Meeting Reviu dan Penelitian 

RKA-K/ L unit eselon I .  

3) Hal-hal Yang Harus Diperhatikan 

a) Ruang Lingkup Reviu RKA-K/ L 

Ruang lingkup reviu RKA-K/ L unit eselon I oleh APIP  

K/ L difokuskan pada: 

( 1 )  kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu 

Keluaran; 

(2 )  kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah 

penganggaran, antara lain : 

(a) penerapan SBM, SBK, dan SSB 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 2 1 0 -

Untuk Keluaran yang telah ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan dalam SBK, reviu RKA-K/ L 

dilakukan hanya untuk mencocokkan besaran 

uang pencapaian Keluaran yang tercantum 

dalam RKA Satker dengan SBK.  Untuk 

Keluaran yang non SBK, reviu RKA-K/ L 

dilakukan sampai dengan level detil ; 

(b) penggunaan akun; 

(c) hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini 

adalah penggunaan produk impor karena K/ L 

diminta untuk mengutamakan penggunaan 

produk dalam negeri; 

(d) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang 

didanai dari penerimaan negara bukan paj ak, 

pinj aman/ hibah luar negeri , pinj aman/ hibah 

dalam negeri, dan surat berharga syariah 

negara; 

(e) penganggaran badan layanan umum; 

(f) kontrak tahun jamak ( multi years contract); 

dan 

(g) pengalokasian anggaran yang akan 

diserahkan menj adi penyertaan modal negara 

pada badan usaha milik negara. 

(3 ) kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/ L 

antara lain RKA Satker, TOR/ RAB dan/ atau 

dokumen pendukung terkait lainnya; dan 

( 4) rincian anggaran yang digunakan un tuk mendanai 

inisiatif baru dan/ atau rincian anggaran angka 

dasar yang mengalami perubahan pada level 

komponen . 

Disamping fokus pada ruang lingkup di atas , perev1u 

dapat melakukan reviu atas ruang lingkup RKA K/ L 

unit eselon I sebagai berikut untuk memastikan : 

( 1 )  konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a  meliputi 

volume Keluaran dan indikator Kinerj a  kegiatan 

dalam RKA-K/ L sesuai dengan sasaran Kinerj a  

dalam Renja K/ L dan RKP; 
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(2 )  Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan 

Pagu Anggaran K/ L yang ditetapkan oleb Menteri 

Keuangan; 

(3) Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L dengan 

sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu 

Anggaran K/ L; dan 

(4) kepatuban dalam pencantuman tematik APBN 

pada level Keluaran . 

b) Tim Reviu RKA-K/ L barus mendapatkan Keputusan 

Menteri Keuangan atau Surat Menteri Keuangan 

mengenai Penetapan Pagu Anggaran K/ L dan per 

program, dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/ L 

dan per program. 

c) Untuk reviu penyesuaian RKA-K/ L, Tim Reviu RKA-K/ L 

barus meminta basil pembabasan antara 

Kementerian/ Lembaga dengan DPR-RI antara lain 

laporan singkat (lapsing) dan catatan basil 

pembabasan . 

d) Tim Reviu RKA-K/ L barus meminta basil penelitian 

RKA-K/ L yang dilakukan oleb Biro Perencanaan / Unit 

Perencanaan Kernen terian / Lem bag a se bagai baban 

masukan dan sinkronisasi basil reviu . 

4)  Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA-K/ L 

Reviu RKA-K/ L unit eselon I dilaksanakan sesuai 

dengan program kerja  reviu RKA-K/ L yang telab disusun 

pada tabap perencanaan reviu RKA-K/ L unit eselon I .  

Pelaksanaan reviu RKA-K/ L unit eselon I dikoordinasikan 

dengan unit penyusun RKA-K/ L tingkat eselon I atau pej abat 

lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai 

penanggung jawab program bersama Biro Perencanaan/ Unit 

Perencanaan K/ L. Pengembangan prosedur reviu RKA-K/ L 

dapat dilakukan oleh Tim Reviu RKA-K/ L sepanJ ang 

diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan . 

Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam 

Kertas Kerja  Reviu (KKR) dan dilakukan reviu secara 

berjenjang oleb Ketua Tim dan Pengendali Teknis .  
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Berdasarkan KKR, Tim Reviu RKA-K/ L harus menyusun 

Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk menyampaikan hasil reviu 

RKA-K/ L unit eselon I yang berisi kesalahan atau kelemahan 

yang ditemui serta rekomendasi perbaikan. CHR dibahas dan 

disampaikan kepada unit eselon I c . q . Sekretaris unit eselon 

I untuk segera ditindaklanjuti dengan perbaikan atau 

penyesuaian RKA-K/ L dan Biro Perencanaan/ Unit 

Perencanaan Kementerian/ Lembaga. Biro Perencanaan/ Unit 

Perencanaan memastikan penyelesaian tindak lanjut atas 

CHR terkait RKA-K/ L unit eselon I .  CHR harus 

ditandatangani bersama antara Tim Pereviu dengan 

Sekretaris unit eselon I yang menyusun RKA-K/ L. 

RKA-K/ L unit eselon I yang telah diperbaiki atau 

disesuaikan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q. Biro Perencanaan / Unit 

Perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk dapat dihimpun 

menjadi RKA-K/ L lingkup Kementerian/ Lembaga dengan 

tembusan A.PIP K/ L untuk selanjutnya disampaikan kepada 

Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran . 

Tim Pereviu RKA-K/ L wajib mendokumentasikan seluruh 

KKR dan dokumen RKA-K/ L unit eselon I beserta 

TOR/ RAB / dokumen pendukung lainnya dengan baik dan 

aman . 

d .  Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA-K/ L 

Pelaporan hasil reviu RKA-K/ L unit eselon I pada intinya 

mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur 

reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, 

langkah perbaikan yang disepakati , langkah perbaikan yang telah 

dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau tidak 

dilaksanakan . Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk Laporan 

Hasil Reviu (LHR) . LHR disampaikan oleh pimpinan A.PIP K/ L 

kepada pimpinan unit eselon I .  
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1 .  FORMAT SURAT TUGAS 

LOGO . . .  ( 1 )  

:!�:����!�� ����
/

������� - '.�1 } 
Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

KOP Kementerian 
Negara/ Lembaga 

SURAT TUGAS 

Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5)  

Dalam rangka Kebijakan Pengawasan clan Program Kerja Pengawasan Tahunan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (6 )  Tahun 
2 0.XX, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7) menugaskan: 

No Nama 

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 )  

3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3 ) 

4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 4) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 5) 

5 .  . . . . .  dst 

Pe ran 

Pengendali Mu tu 

Pengendali Teknis 

Ketua Tim 

Anggota Tim 

Anggota Tim 

untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 
(RKA-K/L) Tahun Anggaran XX.XX pada: 
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 6 ) ;  
2 .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ( 1 7). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta selama . . . . .  ( 1 8 ) hari kerj a  mulai 
tanggal . . . . .  ( 1 9 ) s . d  . . . . . .  (20) 20.XX, di bawah tanggung jawab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2 1 ) .  

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Tugas ini menj adi 
beban anggaran Inspektorat Jenderal .  

Demikian untuk dilaksanakan clan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas . 

20.XX 

Tembusan : 
. . . . . .  (25)  
. . . . . .  (26)  
[ . . .  dst . ]  

Ditetapkan di  Jakarta 

Pada tanggal . . . .  . . . . . .  . . . . . . . (22) 

Inspektur Jenderal 

[ttd] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (23)  

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (24)  
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Keterangan : 

1 .  Berisi logo K/ L 

2 .  Berisi nomenklatur K/ L 

3 .  Berisi nomenklatur APIP K /  L 

4 .  Berisi alamat APIP  K/ L 

5 .  Berisi nomor surat tugas 

6 .  Berisi nomenklatur K/ L 

- 2 1 4 -

7 .  Berisi nomenklatur pejabat yang memberikan penugasan · 
8 .  Berisi nama pej abat yang berperan sebagai pengendali mutu 

9 .  Berisi NIP pej abat yang berperan sebagai pengendali mutu 

1 0 .  Berisi nama pej abat yang berperan sebagai pengendali teknis 

1 1 . Berisi NIP pej abat yang berperan sebagai pengendali teknis 

1 2 .  Berisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim 

1 3 .  Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim 

1 4 .  Berisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim 

1 5 . Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim 

1 6 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu 

1 7 . Berisi unit eselon I K/ L yang direviu 

1 8 .  Berisi j umlah hari penugasan 

1 9 .  Berisi tanggal mulai penugasan 

2 0 .  Berisi tanggal akhir penugasan 

2 1 .  Berisi nomenklatur pej abat yang bertanggung jawab terhadap penugasan 

terkait 

2 2 . Berisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan 

2 3 .  Berisi nama pej abat yang memberikan penugasan 

2 4 .  Berisi N I P  pej abat yang memberikan penugasan 

2 5 .  Berisi pimpinan unit eselon I K/ L yang direviu 

2 6 .  Berisi pimpinan Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan pada Sekretariat 

J enderal / Sekretaria t U tam a/ Sekretariat 
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2 .  FORMAT PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/ L UNIT ESELON I 

j(�9.;, 
. ·  ·.LANGKAH-LANGKAH KERJA , . DILAKS. WAKTU (JAM) NO. 

'. ·;, , -:.� . REVIU RKA-K/L OLEH KET. '• REN CANA REALISASI KKR 
D apatkan dokumen-dokumen 
yang diperlukan sebagai berikut: 
1 .  RKP, Renj a  K/L (hasil trilateral 

meeting) , Keputusan Menteri 
Keuangan terkait Pagu 
Anggaran dan Pagu Alokasi 
Anggaran K/ L, Surat Sekretaris 
J enderal / Sekretaris Utama/ 
Sekretaris c .q. Kepala Biro 
Perencanaan / Kepala Unit 
Perencanaan K/L terkait Pagu 
Anggaran dan Pagu Alokasi 
Anggaran tiap program; 

2 .  Term of References (TOR) / 
Ren can a Anggaran Bia ya 
(RAB) , dan dokumen 
pendukung lainnya; 

3 .  ADK Rencana Kerja  dan 
Anggaran K/L  unit eselon I ;  

4 .  Laporan singkat hasil 
pembahasan antara K/ L 
dengan DPR (lapsing) ; 

5 .  Data SIMAK-BMN; 
6 .  Dokumen-dokumen lainnya 

yang dibutuhkan dalam 
pelaksan.aan reviu . 
� Un tuk Pengadaan Tan ah 

1 )  Data/ dokumen Rencana 
Kebutuhan Tahunan 
BMN; 

2 )  Status Kepemilikan 
Tanah; 

3 )  Informasi kewajaran harga 
tan ah berpedoman pad a 
ketentuan mengenai 
pengadaan tanah; 

4) Khusus untuk pengadaan 
kontrak tahun jamak, 
permohonan persetujuan 
kontrak tahun jamak yang 
diajukan oleh menteri/ 
pimpinan lembaga kepada 
Menteri Keuangan yang 
dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan dari PA. 

5) Hasil reviu / audit APIP K/ L 
a tau reviu / audit BPKP 
un tuk sis a pekerj aan yang 
dimohonkan persetujuan 
perpanj angan kontrak 
tahun jamak. 

� Untuk Pembangunan 
Bangunan/ Gedung Negara 
1 )  Data/ dokumen Ren can a 

Kebutuhan Tahunan 
BMN untuk bangunan; 
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2)  Surat penghapusan 
bangunan/ gedung (bila 
dibangun di tanah yang 
sudah ada bangunan/ 
gedung lama) ; 

3) Izin Prinsip 
pembangunan gedung 
dari Pemerintah Daerah 
(Izin Mendirikan 
Bangunan) ; 

4) Status kepemilikan 
tanah; 

5) Surat dari kementerian 
teknis , seperti Surat dari 
Kernen terian Pekerjaan 
Um urn clan Perumahan 
Rakyat (Kementerian 
PUPR) / Dinas Pekerjaan 
Umum clan Perumahan 
Rakyat (Dinas PUPR) 
setempat terkait 
perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan 
gedung negara atau seje-
nisnya untuk 
Pengadaaan 
Bangunan/ Gedung; 

6) Izin Menteri Keuangan 
(untuk kontrak tahun 
jamak) ; 

7) Khusus untuk kontrak 
tahun jamak, 
permohonan persetujuan 
kontrak tahun j amak 
yang diajukan oleh 
menteri/ pimpinan 
lembaga kepada Menteri 
Keuangan yang 
dilengkapi dengan Surat 
dari PA. 

8) Hasil reviu APIP K/ L atau 
rev1u BPKP untuk s1sa 
pekerjaan yang 
dimohonkan persetujuan 
perpanJ angan kontrak 
tah un j amak. 

� Untuk Pengadaan Kap al 
Patroli 
1 )  Surat dari kemen terian 

teknis , antara lain : 
Kernen terian 
Perhubungan, a tau 
Kernen terian 
Pertahanan (khusus 
untuk yang dilengkapi 
dengan senj ata) ; 
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2)  Khusus untuk kontrak 

tahun jamak, 
permohonan 
persetujuan kontrak 
tahun jamak yang 
diajukan oleh 
menteri/ pimpinan 
lembaga kepada Menteri 
Keuangan yang 
dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan dari PA; dan 

3) Hasil rev1u APIP K/ L 
atau reviu BPKP untuk 
s1sa pekerj aan yang 
dimohonkan 
persetujuan 
perpanJ angan kontrak 
tahun j amak. 

� Untuk Pengadaan 
Kendaraan Bermotor adalah 
Surat persetujuan dari 
menteri/ pimpinan lembaga, 
kecuali : 
1 )  pengadaan kendaraan 

fungsional (ambulance 
untuk rumah sakit, ceel 
wagon untuk rum ah 
tahanan) ; 

2 )  pengadaan kendaraan 
untuk satker baru harus 
ada SK Penetapan 
Menteri PAN-RB ;  dan 

3) Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan atau 
data SIMAK BMN untuk 
penggan tian kendaraan 
yang rusak berat yang 
secara ekonomis 
memerlukan biaya 
penghapusan dari daftar 
inventaris .  

y Untuk Renovasi Bangunan 

1 )  Surat dari Kementerian 
PUPR/ Dinas PUPR 
setempat terkait 
perhitungan kebutuhan 
biaya renovas1 gedung 
negara/ sejenisnya. 

2) Khusus untuk renovasi 
bangunan/ gedung 
negara yang berlokasi di 
luar negen (kantor 
perwakilan) yang tidak 
merubah hasil 
bangunan, perhitungan 
kebutuhan biaya 
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renovasi dari konsultan 
perencanaan setempat. 

� Untuk Pemeliharaan BMN 

Data SI MAK BMN untuk 
mengetahui luas , jumlah, 
dan kondisi BMN. 

PENGUJIAN UMUM 
Tujuan: untuk memastikan bahwa kertas kerj a  RKA-K/L sesuai dengan ADK-nya. 

1 .  Dapatkan kertas kerj a  RKA-K/L 
dan ADK-nya. 

2 .  Pastikan bahwa kertas kerja  RKA-
K/ L yang diterima sudah sesuai 
dengan ADK-nya. 

3 .  Buat Kesimpulan . 
PENGUJIAN ATAS KELAYAKAN ANGGARAN 
Tujuan:  untuk menguji kelayakan anggaran atas suatu komponen. 

1 .  D apatkan ADK RKA-K/ L dan/ atau 
TOR/ RAB / dokumen pendukung 
lainnya dan Kertas Kerj a  RKA-K/ L 
Satker. 

2 .  Lakukan pengujian kelayakan 
anggaran atas suatu komponen 
berdasarkan professional 
judgement clan benchmark (bila 
ada) serta memperhatikan as as 
kepatutan dalam pengalokasian 
anggaran 

3 .  Buat Kesimpulan. 

PENGUJIAN ATAS KEPATUHAN PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN, STANDAR 
BIAYA KELUARAN, . STANDAR STRUKTUR BIAYA 
.Tujuan: untuk menguji kepatuhan penerapan Standar Biaya M asukan/ Keluaran 

dalam RKA-K/L dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar 
Biaya Masukan, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya ' '  
Keluaran, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Struktur 
Biaya. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L dan 
kertas kerj a  RKA-K/ L, PMK 
tentang SBM , PMK SBK, dan PMK 
S SB .  

2 .  Pastikan harga satuan pad a 
rincian kertas kerja  RKA-K/L telah 
mengacu pada SBM , SBK, a tau 
SSB . 

PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN AKUN 
Tujuan: untuk memastikan bahwa penggunaan akun belanja dalam RKA-K/ L telah 

sesuai dengan bagan akun standar. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L dan PMK 
mengenai Bagan Akun Standar 
serta Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan mengenai 
penambahan/ perubahan akun. 

2 .  Pastikan akun belanja  pad a 
rincian kertas kerja  RKA-K/ L 
berdasarkan pagu anggaran dan 
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pagu alokasi anggaran telah sesuai 
dengan Bagan Akun Standar. 

3 . Buat kesimpulan. 

. PENGUJIAN ATAS HAL-HAL YANG DIBATASI 
Tujuan :  untuk memastikan bahwa alokasi anggaran untuk Keluaran kegiatan yang . . dibatasi telah sesuai dengan tata cara penyusunan RKA-K/ L 

ALOKASI ANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR 

1 .  Dapatkan ADK, TOR/ RAB,  dan 
dokumen pendukung lainnya 
(seperti pnce list) , Kertas Kerja  
RKA-K / L  Satker. 

2 .  Lakukan Penelaahan atas TOR/ 
RAB , dan Kertas Kerja Satker serta 
id en tifikasi apakah terdapat 
alokasi anggaran untuk kendaraan 
bermotor. 

3 .  Teliti apakah alokasi anggaran 
kendaraan bermotor telah disertai 
dengan surat persetujuan dari 
menteri/ pimpinan lembaga, 
kecuali : 
a.  Untuk satker baru , pastikan 

terdapat Surat Keputusan 
Men pan dan RB tentang 
pembentukan satker.  

b.  Untuk penggantian kendaraan 
yang rusak berat yang secara 
ekonomis memerlukan biaya 
pemeliharaan yang besar, 
pastikan terdapat dalam 
Standar Barang dan Standar 
Kebutuhan K/L a tau dalam 
data inventaris SIMAK BMN 
dinyatakan rusak berat. 

4 . Teliti pula apakah satker tel ah 
membuat perhitungan sewa 
kendaraan sebagai salah satu 
alternatif penyediaan kendaraan 
operasional . 

5 . Buat kesimpulan 

·ALOKAS! ANGGARAN HONORARIUM ATAS KEIKUTSERTAAN PEJABAT/PEGAWAI 
DALAM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN/TIM SEKRETARIAT 

1 .  Dapatkan ADK/ Kertas Kerja  RKA-
K/ L Satker dan draft SK Tim. 

2 .  Lakukan penelaahan atas Kertas 
Keri a RKA-K/L dan draft SK Tim. 

3 .  Pastikan bahwa alokasi anggaran 
untuk pembentukan tim telah 
memenuhi kriteria: 
a.  pelaksanaannya memerlukan 

pembentukan panitia/ tim; 
b .  mempunyai keluaran yang jelas 

dan terukur; 
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c . bersifat koordinatif yang harus 
mengiku tsertakan eselon I 
lainnya; 

d. bersifat tern porer yang perlu 
diprioritaskan; 

e .  merupakan perangkapan tugas 
fungsi tertentu disamping 
tusinya sehari-hari; 

f. bukan operasional yang dapat 
diselesaikan secara internal 
satker;  dan 

g.  pembayaran honor tim, 
berpedoman pada peraturan/ 
ketentuan · mengenai standar 
biaya masukan. 

4 . Buat Kesimpulan . 

. ALOKASI ANGGARAN PERJALANAN DINAS DAN RAPAT DI LUAR KANTOR 

1 .  Dapatkan ADK/ Kertas Kerja  
RKA-K / L  Satker. 

2 .  Lakukan penguJ1an kelayakan 
anggaran atas suatu komponen 
berdasarkan professional 
judgement dan benchmark (bila 
ada) serta memperhatikan efisiensi 
(misal lebih mengutamakan rapat 
di luar j am kantor / RDK) dan asas 
kepatutan dalam pengalokasian 
anggaran. 

3 .  Buat Kesimpulan. 

ALOKASI ANGGARAN PEMASANGAN TELEPON BARU 

1 .  Dapatkan ADK, TOR/ RAB , dan 
dokumen pendukung lainnya, 
Kertas Kerja RKA-K/ L Satker. 

2 .  Dapatkan data terkait dengan 
ad an ya satker baru pad a unit 
eselon I yang tel ah mendapat 
penetapan dari Kemenpan-RB .  

3 .  Lakukan penelaahan atas Kertas 
Keria RKA-K/ L. 

4 .  Pastikan bahwa tidak terdapat 
alokasi anggaran untuk 
pemasangan telepon kecuali bagi 
satker baru . 

5 . Buat Kesimpulan . 

ALOKASI ANGGARAN PERAYAAN/ PERINGATAN HARI BESAR/ RAYA, HAR! ULANG 
. TAHUN KEMENTERIAN/ LEMBAGA 

1 .  Dapatkan ADK, TOR/RAB,  dan 
dokumen pendukung lainnya, 
Kertas Kerj a  RKA-K/ L Satker. 

2 .  Lakukan penelaahan atas TOR/ 
RAB, dan Kertas Keria RKA-K/L.  

3 .  Pastikan bahwa alokasi anggaran 
perayaan a tau peringatan hari 
besar, hari raya dan hari ulang 
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tahun Kementerian/ Lembaga 
clalam jumlah yang clibatasi 
menurut profesional judgement 
clan memperhatikan asas 
kepatu tari. 

4 . Buat kesimpulan . 

DILAKS. WAKTU (JAM) 
OLEH 1-R-E_N_C_A_N_A�_R_E_A_L_IS_A_S_I --1 

NO. 
KKR KET. 

. PENGUJIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI DARI . 
J?lNJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI 
Tujuan: Untuk memastikan bahwa rencana kerja  clan anggaran untuk kegiatan . 

yang cliclanai clari pinjaman/hibah luar negeri: 
• telah sesuai clengan rencana ke bu tuhan; 
• telah mempertimbangkan ketersecliaan anggaran rupiah murni 

. pendamping ; clan 
• telah clilengkapi dengan dokumen pendukung. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/L, 
TOR/ RAB clan clokumen 
penclukung lainnya (Naskah 
Perj anjian Pinjaman Hibah Luar 
N egeri (NPPHLN) . 

2 .  Pastikan bahwa clalam RKA-K/ L 
telah clicantumkan antara lain : 
a. akun belanj a  sesuai clengan 

transaksi-transaksi yang 
clibiayai clengan Naskah 
Perj anjian Pinjaman Hibah 
Luar N egeri (NPPHLN) yang 
clisesuaikan clengan kategori 
pembiayaan yang 
cliperbolehkan lender. 

b .  kocle kantor bayar yaitu kocle 
KPPN Khusus Jakarta VI ( 1 40) 
un tuk transaksi Pinj aman clan 
Hibah Luar Negeri (PHLN) clalan 
valas clan tata cara 
penarikannya direct payment 
clan letter of credit atau kocle 
KPPN sesuai lokasi kegiatan . 

c .  sumber clana sesuai NPPHLN; 
cl .  tata cara penarikan PHLN 

sesua1 clengan tata cara 
penarikan PHLN yang cliatur 
clalam NPPHLN atau clokumen 
lain yang clisetujui lender, 

e .  kocle register PHLN; 
f. persentase/ porsi pembiayaan 

yang clibiayai lender sesuai 
clengan NPPHLN atau clokumen 
lain yang clisetujui lender, 

g. Pastikan effective date PHLN 
a tau closing date PHLN. 

Dalam hal terclapat kegiatan yang 
belum terselesaikan dalam tahun 
anggaran yang bersangku tan clan 
clilanjutkan pacla tahun 
berikutnya maka penyecliaan clana 
PHLN clan penclampingnva 
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DILAKS. 
OLEH 

menj adi prioritas sesuai denagn 
Annual Work Plan (AWP) yang 
ditandatangani lender. 
Buat kesimpulan . 

WAKTU (JAM) NO.  KET. 
REN CANA REALI SA SI KKR 

PENGUJIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI DARI 
: PINJAMAN DALAM NEGERI 
Tujuan: Untuk memastikan bahwa rencana kerj a  dan anggaran untuk kegiatan 

yang didanai dari pinjaman dalam negeri : 
• telah sesuai dengan rencana ke bu tuhan; 
• telah dilengkapi dengan dokumen pendukung . 

1 .  D apatkan ADK RKA-K/ L, 
TOR/ RAB dan dokumen 
pendukung lainnya (Naskah 
Perj anjian Penerusan Pinj aman 
Dalam Negeri (NPPDN) yang 
ditandatangani Menteri Keuangan 
a tau pej a bat yang diberi kuasa dan 
penerima penerusan PDN) . 

2 .  Pastikan bahwa dalam RKA-K/L 
telah dicantumkan antara lain : 
a .  akun belanj a  sesuai dengan 

BAS ; 
b .  sumber dana sesuai NPPDN; 
c .  kode register PDN sesuai 

dengan kode register yang 
diterbitkan oleh Ditjen 
Pembiayaan dan Pengelolaan 
Risiko-Kementerian Keuangan . 

3 .  Buat kesimpulan. 

PENGUJIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI DARI 
HIBAH DALAM NEGERI 
Tujuan : Untuk memastikan bahwa rencana kerj a  dan anggaran untuk kegiatan 

yang didanai dari hibah dalam negeri telah sesuai Daftar Rencana Kegiatan 
Hibah (DRKH) . 

1 .  D apatkan ADK RKA-K/ L, 
TOR/ RAB clan dokumen 
pendukung lainnya, DRKH, 
rencana kegiatan jangka 
menengah dan tahunan 
(mencakup rencana pemanfaatan 
hibah) . 

2 .  Pastikan bahwa dalam 
pengalokasian kegiatan pada RKA-
K / L  telah berdasarkan DRKH . 

3 .  Pastikan nomenklatur program/ 
kegiatan yang dipakai adalah 
nomenklatur hasil penataan ADIK. 

4 .  Buat kesimpulan. 

· . PENGUJIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DEN GAN SUMBER DANA SBSN 
Tujuan: Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran dengan sumber 

daila SBSN telah sesuai dengan ketentuan . 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/L dan 
dokumen pendukung lainnya. 
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2 .  Pastikan nomenklatur Program/ 
Kegiatan telah menggunakan 
nomenklatur Program/ Kegiatan 
hasil penataan ADIK. 

3 .  Pastikan kegiatan yang dibiayai 
melalui SBSN telah sesuai dengan 
Daftar Prioritas Proyek yang 
ditetapkan Kementerian PPN 
/ Bappenas . 

4 .  Pastikan akun belanj a  yang 
digunakan sesuai dengan BAS . 

5 .  Pastikan kegiatan yang dibiayai 
melalui SBSN telah 
mencantumkan register yang 
diterbitkan Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan clan 
Risiko-Kementerian Keuangan . 

6 .  Buat kesimpulan 

PENGUJIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DEN GAN SUMBER DANA PNBP 
(bukan BLU) 
Tujuan: Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran dengan sumber 

· dana PNBP telah sesuai dengan ketentuan. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L clan 
dokumen pendukung lainnya. 

2 .  Teliti apakah nomenklatur 
kegiatan telah menggunakan 
nomenklatur kegiatan sesuai 
dengan table referensi pada 
aplikasi RKA-K/ L. 

3 .  Teliti apakah penuangan kegiatan 
dan besaran anggaran dalam RKA-
K / L  telah berpedoman pada: 
a. pp mengenai tata car a 

penggunaan PNBP yang 
bersumber dari kegiatan 
tertentu ; 

b .  KMK mengenai persetujuan 
penggunaan sebagian dana 
yang berasal dari PNBP; dan 

c .  Angka pagu penggunaan PNBP 
berdasarkan surat Penetapan 
Menteri Keuangan c .q. 
Direktorat Jenderal Anggaran. 

4 .  Teliti apakah dana yang 
bersumber dari PNBP difokuskan 
untuk kegiatan dalam rangka 
peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat dan/ atau sesuai 
ketentuan ten tang persetujuan 
penggunaan sebagian dana yang 
berasal dari PNBP. 

5 .  Pastikan kebenaran penggunaan 
akun honor pengelola kegiatan 
PNBP menggunakan akun belanja  
barang operasional (52 1 1 1 5) dan 
honor kegiatan non operasional 
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6 .  

yang bersumber PNBP 
menggunakan akun honor yang 
terkait dengan keluaran (output) 
kegiatan (52 1 2 1 3) .  
Lakukan pengujian atas 
kepatuhan penerapan standar 
biaya, baik SBK, SBM maupun 
SSB.  

7 .  Buat kesimpulan . 

DILAKS . WAKTU (JAM) 
OLEH RENCANA REALISASI 

NO. 
KKR 

PENGUJIAN PENYUSUNAN RKA-K/ L UNTUK BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 

KET. 

. Tujuan :  Untuk memastikan bahwa rencana kerj a  dan anggaran BLU telah se suai 
dengan ketentuan . 

1 .  D apatkan ADK RKA-K/ L, Rencana 
Bisnis Anggaran (RBA) beserta 
Ikhtisar RBA, Rencana Strategis 
BLU,  dan dokumen pendukung 
lainnya. 

2 .  Pastikan penyusunan RBA telah 
mengacu kepada Rencana 
Strategis bisnis BLU yang disertai 
prakiraan RBA tahun berikutnya. 

3 .  Pastikan RBA telah memuat 
seluruh program, kegiatan, 
anggaran penerimaan/ 
pendapatan, anggaran 
pengeluaran/ belanj a, estimasi 
saldo awal kas dan estimasi saldo 
akhir kas BLU .  

4 .  Pastikan bahwa RBA telah disusun 
berdasarkan basis kinerja  dan 
perhitungan akuntansi biaya 
menurut J ems layanannya dan 
kebutuhan dan kemampuan 
pendapatan yang diperkirakan 
akan diterima dari layanan yang 
diberikan kepada masyarakat, 
hibah, hasil kerj a  sama, 
penerimaan lain yang sah .  

5 .  Teliti apakah RBA disusun 
berdasarkan basis kinerj a  dengan 
memperhatikan efisiensi dalam 
pencapaian kinerj a  (kuantitas dan 
kualitas yang terukur) yaitu dari : 
a .  pengalokasian anggaran 

berorientasi pada kinerj a; 
b .  alokasi didasarkan pada tusi 

unit kerj a; 
c .  fleksibilitas , efisiensi, 

transparansi dan 
akuntabilitas ; dan 

d. Penggunaan indikator kinerja, 
dan standar biaya (SBM , SBK, 
S SB) , dan melakukan evaluasi 
kinerja .  

6 .  Pastikan pagu dana pada ikhtisar 
RBA dengan sum ber dana berasal 
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dari PNBP dan Rupiah Murni telah 
sama dengan alokasi anggaran 
oada pagu ane:e:aran. 

7 .  Pastikan bahwa setiap peru bahan 
RBA/DIPA BLU yang 
mengakibatkan perubahan pagu 
belanj a  harus mendapat 
persetujuan Dewan Pengawas . 

8 .  Lakukan pengujian atas 
kepatuhan penerapan standar 
biaya, baik untuk SBM , SBK 
maupun SSB.  

9 .  Buat kesimpulan . 

DILAKS . 
OLEH 

WAKTU (JAM) 
RENCANA REALISASI 

NO. 
KKR KET. 

. PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT 
PENGADAAN BANGUNAN / GED UNG 
.Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana pengadaan gedung/ bangunan: 

• telah sesuai dengan rencana kebutuhan dan telah memperhatikan ketersediaan 

1, . . bangunan/ gedung ( idle) yang ada pada K/ L; 

k . telah ada persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) untuk 
1 · pembangunan yang membebani dana anggaran lebih dari satu tahun anggaran; 
"' • telah sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan/ Gedung Negara; 

clan I '  
I' • . ·  telah dilengkapi dengan dokumen pendukung (persetujuan dari Kementerian 

PUPR atau dinas PUPR, surat keputusan penghapusan gedung) . 
1 .  Dapatkan ADK RKA-K/L dan 

kertas kerj a  RKA-K/L satker, 
TOR/ RAB , dan dokumen 
pendukung lainnya. 

2 .  Pastikan kesesuaian TOR/ RAB 
dengan RKA-K/L.  

3 .  Pastikan bahwa gedung baru yang 
akan dibangun bukan merupakan 
gedung yang sifatnya tidak 
langsung menunjang pelaksanaan 
tugas dan fungsi satker (antara 
lain : mess, wisma, gedung 
pertemuan) , kecuali untuk gedung 
yang bersifat pelayanan umum 
(seperti rumah sakit, sekolah,  
rumah tahanan, pas penjagaan) 
dan gedung/ bangunan khusus 
(seperti : laboratorium dan 
gudang) . 

4 .  Teliti apakah pengalokasian 
anggaran untuk pembangunan 
bangunan/ gedung negara telah 
didasarkan atas kebutuhan riil 
dan memperhatikan 
bangunan/ gedung negara yang 
telah ada ( idle) . 

5 .  Teliti apakah pengalokasian 
anggaran untuk pembangunan 
bangunan/ gedung negara telah 
berpedoman pad a Peraturan 
Menteri PUPR yang mengatur 
mengenai Pedoman Teknis 
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Pembangunan Bangunan/ Gedung 
Negara. 

6 .  Untuk kontrak tahun jamak, teliti 
apakah atas kontrak tahun jamak 
telah disertai permohonan kontrak 
tahun j amak (termasuk Surat 
Pernyataan dari PA) kepada 
Menteri Keuangan dalam 
penyampaian RKA-K/ L tahun 
angggaran yang bersangkutan . 

7 .  Untuk pembangunan 
bangunan/ gedung dengan 
penahapan, pastikan bahwa 
seluruh pembangunan 
bangunan/ gedung dapat tersedia 
anggarannya dan diprioritaskan 
penyelesaiannya. 

8 .  Buat Kesimpulan 

DILAKS . WAKTU (JAM) 
OLEH t--RE_N_C_A_N_A--,.--R_E_A_L_IS_A_S_I-1 

NO. 
KKR KET. 

PRO GRAM KERJA REVIU RKA-K/L ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT 
PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK TANAH 
Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana kerja  dan anggaran pengadaan tanah: 
• telah sesuai dengan rencana kebutuhan dan telah memperhatikan ketersediaan 

tanah yang ada pada K/L;  
• telah ada persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) untuk yang 

membebani dana anggaran lebih dari satu tahun anggaran; dan 
• telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/L dan 
kertas kerja  RKA-K/ L satker, 
TOR / RAB ,  dan dokumen 
pendukung lainnya. 

2 Pastikan kesesuaian anggaran (Rp) 
dalam RKA-K/L dengan nilai 
kebutuhan dalam TOR/RAB . 

3 .  Pastikan apakah rencana 
pengadaan tanah tersebut telah 
berdasarkan kebutuhan dan 
memperhatikan ketersediaan 
tanah ( idle) yang ada pada K/L.  

4 .  Pastikan kesesuaian biaya 
operasional dan biaya pendukung 
serta honorarium dengan standar 
biaya sesuai ketentuan PMK 
mengenai Bia.ya Operasional dan 
Bia ya Pendukung 
Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Um um yang 
Bersumber dari APBN. 

5 .  Untuk kontrak tahun jamak, teliti 
apakah atas kontrak tahun jamak 
telah disertai permohonan kontrak 
tahun j amak (termasuk Surat 
Pernyataan dari Pengguna 
Anggaran) kepada Menteri 
Keuangan dalam penyampaian 
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PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT 
PENGADAAN KAPAL 
Tujuan: untuk memastikan apakah pengalokasian anggaran: 

• telah sesuai dengan rencana kebutuhan; 
· · . : • ..telah ada persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) untuk 

pembangunan yang membebani dana anggaran lebih dari satu tahun 
anggaran; dan 

• telah dilengkapi dokumen pendukung . 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/L dan kertas 
kerja RKA-K/L satker, TOR/RAB, 
dan dokumen pendukung lainnya 
(surat rekomendasi dari 
Kementerian Teknis). 

2. Lakukan penelaahan atas 
kesesuaian alokasi anggaran dalam 
RKA-K/L dengan dokumen TOR/ 
RAB. 

3. Teliti apakah pengadaan kapal 
terse but tel ah didukung dengan 
pendapat teknis dari kementerian 
terkait (mis al: Kementerian 
Perhubungan). 

4. Untuk kontrak tahun jamak, teliti 
apakah atas kontrak tahun jamak 
telah disertai permohonan kontrak 
tahun jamak (termasuk Surat 
Pernyataan dari Pengguna 
Anggaran) kepada Menteri 
Keuangan dalam penyampaian 
RKA-K/L tahun angggaran yang 
bersangku taii.. 

5. Buat Kesimpulan. 

PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L ATAS RENOVASI GEDUNG 
Tujuan: untuk memastikan apakah Biaya Renovasi Gedung dan Bangunan telah 

sesuai · dengan Peraturan Menteri PUPR mengenai Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan/Gedung Negara. 

1. Dapatkan ADK RKA-K/L dan kertas 
kerja RKA-K/L satker serta TOR/ 
RAB clan data dukung lainnya 
(persetujuan teknis dari 
Kementerian PUPR/Dinas PUPR 
setempat). 

2. Lakukan penelaahan kesesuaian 
alokasi anggaran dalam TOR/RAB 
dengan alokasi anggaran dalam 
RKA-K/L renovasi gedung. 

3. a. Pastikan renovas1 bangunan/ 
gedung negara telah dilengkapi 
dengan perhitungan kebutuhan 
biaya renovas1 bangunan 
gedung negara atau yang sejenis 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 228 -

LANGKAH-LANGKAH KERJA 
REVIU RKA-K/L 

dari Kementerian Pekerjaan 
Umum clan Perumahan Rakyat 
atau Dinas Pekerjaan Umum 
clan Perumahan Rakyat 
setempat untuk bangunan/ 
gedung negara yang berlokasi di 
dalam negen clan pekerjaan 
renovas1 bangunan gedung 
negara yang berlokasi di luar 
negeri (kantor perwakilan) yang 
mengubah struktur bangunan. 

b. Pastikan renovasi bangunan/ 
gedung negara telah dilengkapi 
perhitungan kebutuhan biaya 
renovas1 bangunan gedung 
negara atau yang sejenis dari 
konsultan perencana setempat 
dan Surat Pernyataan KPA 
kantor perwakilan setempat 
untuk pekerjaan renovas1 
bangunan gedung negara yang 
berlokasi di luar negeri (kantor 
perwakilan) yang tidak merubah 
struktur bangunan (informasi 
mengubah atau tidak struktur 
bangunan dij elaskan dalam 
dokumen tersebut). 

4. Buat kesimpulan 

DILAKS. 
OLEH 

WAKTU (JAM) 
RENCANA REALISASI 

NO. 
KKR KET. 

PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA 
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR/ SARANA KANTOR 
Tujuan: untuk memastikan apakah biaya pemeliharaan kendaraan dinas/sarana 

kantor telah sesuai dengan jumlah kendaraan dinas/sarana kantor 
(inventaris kantor, PC, printer, ac split, genset) dalam SIMAK BMN dan 
standar biaya. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/L dan kertas 
kerja RKA-K/L satker. 

2. Lakukan pengujian kesesuaian 
volume biaya pemeliharaan 
kendaraan/ sarana kantor dalam 
RKA-K/L dengan jumlah kendaraan 
dinas/sarana kantor yang 
kondisinya tidak rusak berat sesuai 
SIMAK-BMN. 

3. Lakukan penguJian kesesuaian 
alokasi anggaran biaya 
pemeliharaan kendaraan/ sarana 
kantor dengan Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai Standar Biaya 
Masukan. 

4. Buat kesimpulan. 
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DILAKS. WAKTU (JAM) 
OLEH r-

R
-

E
_
N

_
C

_
A

_
N

_
A
--,-l _

R
_
E

_
A

_
L

_
IS

_
A

_
S

_
I
-1 

NO. 
KKR KET. 

PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA 
J�EMELIHARAAN GEDUNG YANG DITEMPATI BERSAMA 

Tujµan: untuk memastikan bahwa alokasi anggaran biaya pemeliharaan gedung 
yang dipergunakan bersama tidak terjadi duplikasi penganggaran biaya 

. dan sesuai standar biaya masukan. 
1 .  Dapatkan ADK RKA-K/L dan kertas 

kerja RKA-K/L satker. 

2. Lakukan penguJ1an kesesuaian 
dengan membandingkan volume 
luas bangunan (dipergunakan 
bersama) untuk alokasi biaya 
pemeliharaan RKA-K/L dengan 
volume luas bangunan dalam data 
SIMAK-BMN. 

3. Lakukan penguJian kesesuaian 
alokasi harga satuan biaya 
pemeliharaan gedung/bangunan 
dalam RKA-K/L dengan Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai 
Standar Biaya Masukan. 

4. Lakukan analisis apakah terdapat 
duplikasi biaya pemeliharaan pada 
gedung yang dipergunakan 
bersama clan ketidaksesuaian 
dengan standar biaya masukan. 

5. Buat Kesimpulan 

J�ENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DATA PENDUKUNG RKA-K/L (TOR/RAB, DAN 

'::PA'.fADUKUNG LAINNYA) 

.Tujl1an: untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA-K/L (TOR/RAB , dan data 
' . · ,' ,' 

1 .  

.' . dukung lainnya) dan kesesuaian data antara TOR/RAB , dan data dukung 
lainnya dengan RKA-K/ L. 

Dapatkan TOR/RAB, 
dukung lainnya 
persetujuan dari 
PUPR, price list, dll. ) 

dan data 
(misalnya 

Kernen terian 

2. Pastikan Inisiatif Baru dan rincian 
anggaran angka dasar yang 
mengalami peru bahan pada level 
komponen telah didukung oleh 
TOR/RAB, dan data dukung 
lainnya. 

3. Pastikan nilai yang tercantum 
dalam TOR/RAB, data dukung 
lainnya, dan RKA-K/L terdapat 
kesesuaian nilai (Rp). 

4. Buat Kesimpulan. 

PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RKA-K/L DENGAN RENJA DAN RKP 
;T-djurui: untuk menguji kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran dalam RKA-K/L 

· .  , > unit eselon I dengan RKP dan Renja K/L. 
' •· 

1 .  Dapatkan RKP dan Renja K/L. 
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<':':';.._-,y. t?; 
,NO.· 
: ·.; :/� : �· . 

. ·. LANGICAH-LANGICAH I<ERJA 
. REVIU RKA-K/L 

2. Pastikan konsistensi pencantuman 
program, kegiatan, dan keluaran 
dalam RKA-K/L dengan RenjaK/L 
dan RKP. 

3. Pastikan nilai (Rp) Keluaran 
(Output) kegiatan yang menjadi 
prioritas nasional dalam RKA-K/L 
tidak lebih rendah daripada nilai 
(Rp) kegiatan berdasarkan Renja 
K/L. 

4. Buat Kesimpulan. 

DILAKS. WAKTU (JAM) 
0 LEH 1--R-E_N _C_A_N_A---.--R-E _A_L_IS_A _S_ I--l 

NO. 
KKR. KET. 

P.:ENGUJIAN KESESUAIAN TOTAL PAGU DAN RINCIAN SUMBER DANA RKA-K/L 1'ujuan: · untuk menguji kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA
. . .. ' · · ·· . . 

·. K/L (per program dan per kegiatan) sesuai dengan total pagu dan rincian 
·. · · sumber dana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (pagu \ ,.;, 

· . anggaran K/L dan pagu alokasi K/L). 
1. Dapatkan Keputusan Menteri 

Keuangan terkait pagu anggaran 
dan rincian sumber dana. 

2. Pastikan total pagu anggaran dan 
rincian sumber dana dalam RKA
K/L telah sesuai dengan pagu 
anggaran dan rincian sumber dana 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan. 

3. Untuk RKA-K/L (penyesuaian), 
pastikan penyesuaian RKA-K/L 
dengan hasil pembahasan yang 
telah mendapat persetujuan DPR 
(berdasarkan laporan singkat/ 
lapsing) dan sesua1 Keputusan 
Menteri Keuangan mengenai pagu 
alokasi anggaran. 

4. Buat kesimpulan. 
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FORMAT CATATAN HASIL REVIU RKA-K/L 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 )  

APIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2) 

CATATAN HASIL REVIU 

ATAS RKA-K/L ESELON I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ........................................ (4) 

UNTUK TAHUN ANGGARAN 20XX 
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3. CATATAN BASIL REVIU ATAS RKA-K/L ESELON I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA .......................................... (6) 

Kementerian Negara/Lembaga ........ (7) Disusun oleh/Tanggal ................ (9) 
APIP .............................................. (8) Diteliti oleh/Tanggal .............. ( 10) 

--- ---------------------------·----

Disetujui oleh/Tanggal .............. ( 1 1) 

Uraian Catatan Hasil Reviu 

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tu gas Inspektur 
JenderalKementerian Negara/Lembaga ................................. ( 12) Nomor ............... ( 13) 
tanggal . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ( 14) 20XX untuk melaksanakan rev1u atas RKA-K/L eselon I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 15) Kernen terian Negara/Lembaga ............................... ( 16) TA 
20XX, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut: 

DATA UMUM 

Pagu Indikatif TA 20XX pada unit eselon I ........................ ( 17) sebesar Rp XXX dengan 
rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut: 

Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah I\ 
Sumber Dana Belanja Belanja Belanja (dalam ribuan 

Pegawai Barang Modal rupiah) 

Rupiah M urni 

PNBP 

BLU I I PLN 
( 18) 

HLN 

PDN 

SBSN 

Jumlah xxx 
) 

B_erdasarkan KMK Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 19) ten tang Penetapan Pagu Anggaran 
TA XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran unit eselon I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20) TA 
20XX sebesar Rp XXX dengan rincian sebagai berikut: 

Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah \ 
Sumber Dana Belanja Belanja Belanja (dalam ribuan 

Pegawai Barang Modal rupiah) 

Rupiah M urni 

PNBP 

BLU I (2 1) I PLN 

HLN 

PDN 

SBSN 

Jumlah xxx 

1. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (22). 

--------------------------------------
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Kesimpulan: 

2. Kepatuhan dalam pen era pan kaidah-kaidah penganggaran 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · ·  . .. (23). 

Kesimpulan: 

------- --------------------- ---------- ----- ----------------·------ :- --------------- ---- ---

3. Kelengkapan Dokumen Pendukung 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

..................................................................................... (24). 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telah/belum) lengkap. 

4. Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L 
------------ ---------------------- ------------ --------- -------------

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

............ : ......................................................................... (25). 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu, sasaran kinerja, tugas dan fungsi pada RKA-K/L telah 
(sesuai/belum sesuai) dengan RKP dan Renja K/L 

------------ ----------------------------- ------- ------ - ------ ----
5. Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk revrn RKA-K/L atas penyusunan 

RKA-K/L) 
1------- - --- ----------- ----------------------- ----- --------------- - ------ -

.. . ..... .. .... . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . ... .. . . . ..... . ...... . . . ..... . . . . . . . . . .  (26) . 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu, pagu anggaran per program dan fungsi telah [sesuai/tidak 
sesuai] dengan RKA-K/L. 

------- --- ----------- ------------- ------------------- -'------------- ----
6. Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyesuaian RKA

K/L) 

...................................................................................... (27). 
Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu, alokasi anggaran per program dan fungsi telah [sesuai/tidak 
sesuai] dengan RKA-K/L. 

7. Kepatuhan Biaya Pemeliharaan Kendaraan/sarana kantor 
------------------- --- ------- ------------ - --------- - ----

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (28). 

Kesimpulan: 

8. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (29) . 
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Kesimpulan: 

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (30). 

Rekomendasi: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3 1). 

------------------ ---------------------------------------

Jakarta, ....................... (32) 20.XX 

Kepala Bagian Keuangan Eselon I Pengendali Teknis 

.................................... (33) .................................... (35) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .  (34) NIP .............................. (36) 
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1 .  Berisi nomenklatur K/ L 

2. Berisi nomenklatur APIP 

- 235 -

3.  Berisi unit eselon I K/L yang direviu 

4 .  Berisi nomenklatur K/ L 

5 . Berisi unit eselon I K/L yang direviu 

6 .  Berisi nomenklatur K/ L 

7 . Berisi nomenklatur K/ L 

8 .  Berisi nomenklatur APIP 

9.  Berisi nama singkat pegawai yang menyusun CHR dan tanggal penyusunan 

10. Berisi nama singkat pegawai yang meneliti CHR dan tanggal penelitian 

1 1 . Berisi nama singkat pejabat yang menyetujui CHR dan tanggal persetujuan 

1 2 . Berisi nomenklatur K/ L 

1 3. Berisi nomor surat tugas 

1 4 .  Berisi tanggal surat tugas ditetapkan 

1 5 . Berisi unit eselon I K/L yang direviu 

1 6 .  Berisi nomenklatur K/ L 

1 7 . Berisi unit eselon I K/L yang direviu 

1 8 .  Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan pagu indikatif 

1 9. Berisi KMK mengenai penetapan Pagu Anggaran pada tahun terkait 

2 0 . Berisi unit eselon I K/L yang direviu 

2 1 .  Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan pagu anggaran 

2 2 . Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang Kelayakan Anggaran untuk 

menghasilkan suatu Keluaran 

23. Berisi hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan dalam penerapan kaidah

kaidah penganggaran 

24 .  Berisi uraian hasil rev1u RKA-K/L tentang kelengkapan dokumen 

pendukung 

2 5 . Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang konsistensi kesesuaian dengan 

RKP dan Renja K/L 
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26. Berisi uraian hasil rev1u RKA-K/L tentang kesesuaian dengan Pagu 

Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyusunan RKA-K/L) 

27. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kesesuaian dengan Alokasi 

Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyesuaian RKA-K/L) 

28. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan biaya pemeliharaan 

kendaraan/ sarana kantor 

29. Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan biaya pemeliharaan 

gedung/kantor yang ditempati bersama 

30 . Berisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/ diperbaiki atau yang tidak 

disetujui 

3 1 . Berisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA-K/L atas 

hal-hal yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang telah dilakukan 

32 . Berisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama 

33. Berisi nama Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/L 

34 .  Berisi NIP Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/L 

35 . Berisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan 

36. Berisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan 
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4. FORMAT LAPORAN HASIL REVIU RKA-K/L 

LOGO APIP 

[NAMA K/L] 

[NAMA APIP] 

LAPORAN HASIL REVIU 

RENCANA KERJA DAN A NGGARAN ESELON I XXX 
(NAMA K/L] 

TAHUN ANGGARAN ( . . . . .  ] (1) 

NOMOR: LAP- . . . . .  / ..... /20 .... . 

TANGGAL: ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 
} (2) 
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LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX 
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L) [NAMA K/L] 

TAHUN ANGGARAN 20.XX] 

1. RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu] 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA

K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian 

Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut Bagian Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L). Siklus penyusunan RKA-K/L 

dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan 

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan 

pen eta pan ini, K/ L mengevaluasi baseline (Angka Dasar) dan mengajukan 

usulan Inisiatif Baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan Pagu 

Anggaran K/L untuk penyusunan RKA-K/L. Menteri/pimpinan lembaga 

menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan 

Menteri Keuangan dan Renja K/L. 

Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP K/L] melakukan reviu RKA

K/L [Nama eselon I K/L] Tahun Anggaran 20.XX. Adapun reviu 

dilaksanakan pada saat penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian 

Negara/Lembaga setelah ditetapkannya pagu anggaran K/L (bulan 

Juni/ Juli) dan penyesuaian RKA-K/L oleh K/L setelah diperolehnya alokasi 

anggaran (bulan Sep tern ber / 0 kto ber). 

Berdasarkan hasil reviu RKA-K/L yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1) [ . .. ]} 
2) [ .. .. ]; (6) 
3) [ . . . .  J 
4)  . .. , dst. 

Dari hasil rev1u RKA-K/L tersebut di atas, [nama unit penyusun 

RKA-K/L] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan 

yang telah dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L]. 

[nama unit penyusun RKA-K/L] telah disarankan pula untuk 

melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum 

dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L]. 

2. DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-K/L) 

a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 7 Tahun 20 12 tentang Peningkatan Pengawasan 
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dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja 

Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . .  (7) 
3. TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-K/L) 

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] TA 20XX 

adalah untuk memberi keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa 

informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau 

Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, 

RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan 

pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, kebijakan pemerintah 

lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta 

dilengkapi dokumen pendukung. 

4. RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA-K/L) 

Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan 

dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit 

eselon I dan dokumen pendukungnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/L tidak 

mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya 

dilaksanakan dalam suatu audit. 

5 . METODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu 

RKA-K/L dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-K/L] 

a. Reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] TA 20XX dilaksanakan sesuai 

dengan [Peraturan APIP K/L] No. [. ... (8)] serta mengacu pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP). 

b. Reviu RKA-K/L dilaksanakan dengan menggunakan metodologi 

mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana 

keuangan data serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait 

proses penyusunan RKA-K/L [Nama Eselon I K/L] TA 20XX. 

c. Reviu RKA-K/L dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama 

Jabatan Pimpinan APIP K/L] Nomor [ . . . .  (9)] tanggal [ . . . .  ( 10)], dengan 

susunan tim sebagai berikut: 
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Pengendali [ .... J 
Mu tu 
Pengendali [ . . . .  ) 
Teknis 
Ketua Tim r . . . .  1 
Anggota Tim 1 . r . .. . 1 

2. [ . . . . ] 

3. [ .... ] 

[4 . .. ., dst 
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l 

NIP [ .... ] 

NIP [ . . . .  ] 

NIP f .... ] 
NIP f . ... l 
NIP [ .... ] 

NIP [ .... ) 

Reviu RKA-KL [Nama eselon I K/L) TA 20XX dilaksanakan mulai tanggal 

[ .... (12)] s.d. [ .... (13)) .  

6. GAMBARAN UMUM [Berisi proses penyusunan RKA-K/L clan mekanisme 

penyusunan RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran K/L serta nama 

program-program K/ L clan jumlah pagu anggarannya] 

a. DATA UMUM 
Pagu Indikatif TA 20X.Xpada unit eselon I [ ....... (14)) sebesar Rp [ ....... 
(15)) dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai 
berikut: 

Jenis Belania (dalam ribuan rupiah) Jumlah 
Sumber Dana Belanja Belanja Belanja ( dalam ribuan 

Pegawai Barang Modal rupiah) 
Rupiah Murni . .. . .. . .. . .. 
PNBP ... . . . . . .  .. .  
BLU . . .  . .. .. . . .. 
PLN . . .  ... ... . . .  
HLN ... . . .  . .. .. . 
PDN . . .  . . .  .. . . . .  
SBSN ... . . .  . .. . . .  
Jumlah ... . .. .. . . . .  

Berdasarkan KMK nomor [ ............ (17)) tentang Penetapan Pagu 
Anggaran TA 20XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran unit eselon I 
[ . .. . ..... .. . . .  (18)) TA 20X.Xsebesar Rp[ . .. . . . . . . ... . (19)) dengan rincian 
sebagai berikut: 

Jenis Belania (dalam ribuan rupiah) I\ 
Jumlah 

Sumber Dana Belanja Belanja Belanja ( dalam ribuan 
Pegawai Barang Modal rupiah) 

Rupiah Murni . . .  . . .  .. . . . .  
PNBP .. . . . .  . .. . .. 
BLU . . .  ... . . .  . .. 
PLN ... .. . ... . . .  
HLN ... . . .  . . .  . .. 
PDN . . .  ... . .. ... 
SBSN . . . ... .. . . . .  
Jumlah ) .. . . . .  . .. . . . 

(11) 1 

\ 

(16) I 

(20) I 
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b. [Berisi Proses Penyusunan RKA-K/L] 

c. [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran 

K/L] 

d. Kegiatan RKA-K/L [Nama eselon I K/L] sesuai Renja K/L, yaitu: 

Sasaran 

Kode Kegiatan Kegiatan/ Indikator Prioritas Jumlah 
Kinerja Kegiatan (N/B/O) (rupiah) 

(IKK) 
... ... . .. . .. . .. 
... ... ... . .. . .. 
... ... ... . .. . .. 
... ... ... . .. . . . 
... ... ... ... . .. 
.. . ... . .. ... . .. 

7 . URA.IAN HA.SIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L] 

1) [ .... ]; } 
2) [ .... ]; � 3) [ .... ]. � 
4) ... ; dst. 

8. APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-K/L) 

[Nama A.PIP K/L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama 

dari seluruh pejabat/pegawai pada [ ..... (23)] atas kesediaannya memberikan 

data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya 

kegiatan reviu RKA-K/L [Nama eselon I K/L] Tahun Anggaran 20XX. 

Jakarta, ......................... 20XX 
(24) 

[Pejabat A.PIP K/ L] 

Nama [ .... (25)] 
NIP[ .... (26)] 

\ 

� (2 1) I 

) 
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Keterangan: 
1 .  Berisi Tahun Anggaran atas RKA-K/L yang direviu 

2 .  Berisi nomor La po ran dan Tanggal Laporan 

3 . Berisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR 

4 .  Berisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR 

5 . Berisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masmg

masing uraian LHR 

6. Berisi kesimpulan atas hasil reviu RKA-K/L 

7. Berisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan 

penelaahan RKA-K/L dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran 

8 .  Berisi peraturan mengenai Standar Reviu yang berlaku pada masing

masing APIP K/L 

9 . Berisi nomor Surat Tugas untuk melaksanakan reviu RKA-K/L 

1 0 . Berisi tanggal dari Surat Tugas 

1 1 . Berisi susunan, nama, dan NIP Tim Reviu RKA-K/L 

1 2 .  Berisi tanggal dimulainya penugasan reviu RKA-K/L 

1 3 . Berisi tanggal berakhirnya penugasan reviu RKA-K/L 

1 4 .  Berisi nama eselon I yang direviu 

1 5 . Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan pagu indikatif pada eselon I 

(dalam rupiah) 

1 6 .  Berisi rincian belanja clan sumber clana berclasarkan pagu indikatif 

1 7 . Berisi nomor KMK mengenai penetapan Pagu Anggaran 

1 8 .  Berisi nama eselon I yang clireviu. 

1 9 . Berisi jumlah alokasi anggaran berclasarkan pagu anggaran pada eselon I 

(dalam rupiah) 

2 0 . Berisi rincian belanja dan sumber dana berclasarkan pagu anggaran 

2 1 .  Berisi Kode, rincian Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Jenis Prioritas 

(N=Prioritas Nasional, B=Prioritas Bidang, O=Bukan Prioritas), dan jumlah 

rupiah atas masing-masing kegiatan 

2 2 . Berisi rincian atas hasil reviu RKA-K/L 

2 3 . Berisi nama eselon I yang clireviu 

24. Berisi tanggal clan bulan persetujuan penyusunan LHR 
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25. Berisi nama pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil rev1u 

RKA-K/L 

26. Berisi NIP Pejabat APIP K/L yang bertanggung jawab atas hasil reviu RKA

K/ L 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u. b. 

UWONO/ 
9 7031001 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INQONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 163 /PMK. 02/20 1 5  

TENT ANG 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBA GA 

DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBA GA 

Dalam rangka memperbaiki kualitas informasi Kinerja  dalam Rencana 

Ke1ja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) , mulai tahun 

2 015 dilakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerj a  (ADIK) dalam RKA

K/ L.  Penataan ADIK dalam RKA-K/L dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

ADIK guna menyusun rumusan informasi Kinerja  sesuai dengan rumusan yang 

tercantum dalam Renj a  K/L. Selanjutnya, rumusan informasi Kinerj a  yang 

tercantum dalam aplikasi ADIK digunakan sebagai referensi dalam aplikasi RKA

K/ L, yang dilakukan melalui proses integrasi . Sebelum integrasi tersebut 

dilakukan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran 

(DJA) melakukan penelitian dan penelaahan terhadap rumusan informasi 

Kinerj a  hasil penataan ADIK. Berkaitan dengan hal tersebut, penelaahan 

terhadap RKA-K/ L dilakukan dalam 2 (dua) tahap: 

1. Penelaahan terhadap rumusan informasi Kinerja  hasil penataan ADIK, 

dilakukan sebelum penyampaian RKA-K/L Pagu Anggaran . Dalam hal 

diperlukan, penelaahan tersebut dapat dilakukan hingga sebelum 

penyampaian RKA-K/L Alokasi Anggaran . 

2 . Penelaahan terhadap RKA-K/L, dilakukan terhadap RKA-K/L Pagu 

Anggaran dan RKA-K/ L Alokasi Anggaran . 

A .  PENELITIAN DAN PENELAAHAN INFORMASI KINERJA HASIL PENATAAN 

ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN 

NEGARA/ LE MBA GA 

Penelitian dan penelaahan informasi Kinerja  hasil penataan ADIK yang 

selanj utnya disebut Penelitian dan Penelaahan ADIK, adalah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh mitra kerj a  Kementerian/Lembaga (K/L) di lingkungan 
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DJA, Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa informasi Kinerj a  

yang disusun K /  L dengan menggunakan aplikasi ADIK telah lengkap dan 

sesuai dengan konsep kerangka berpikir logis ( logical framework) . 

Tujuan dilakukannya penelitian dan penelaahan informasi Kinerj a  

hasil penataan ADIK adalah untuk: 

• Meneliti kelengkapan isian pada setiap bagian Formulir ADIK K/ L; dan 

• Menelaah hubungan logis rumusan informasi Kinerj a  pada setiap 

dan/ atau antar level Formulir ADIK yang disampaikan oleh K/ L.  

Hasil penelitian dan penelaahan informasi Kinerja  hasil penataan ADIK 

digunakan se bagai bah an menyusun ref erensi informasi Kinerj a pad a 

aplikasi RKA-K/L. Penelitian dan penelaahan informasi Kinerj a  hasil 

penataan ADIK rrierupakan penelaahan tambahan dalam hal aplikasi ADIK 

belum terintegrasi ke dalam aplikasi RKA-K/L. Penelitian dan penelaahan 

informasi Kinerj a  hasil penataan ADIK dilakukan sebelum penelaahan 

RKA-K/ L pagu anggaran/ alokasi anggaran K/ L.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian dan 

penelaahan informasi Kinerj a  hasil penataan ADIK adalah sebagai berikut: 

1. Arsip Data Komputer (ADK) ADIK yang diserahkan K/ L terlebih dahulu 

divalidasi oleh K/ L sehingga ADK yang disampaikan ke DJA telah 

lengkap dan memiliki " input link!' antara Formulir I dengan Formulir II 

dan antara Formulir II dengan Formulir III ADIK.  

2 . Dokumen penelitian dan penelaahan informasi Kinerj a  hasil penataan 

ADIK meliputi : 

a .  Surat Pengantar ADIK K/ L; 

b .  Formulir ADIK K /  L; 

c. ADK ADIK; 

d. Rencana Strategis lima tahunan K/ L, dan Rencana Kerj a  

Tahunan K/ L; dan 

e .  Tugas dan fungsi K/L dan unit-unit organisasi di bawahnya. 

3 . Penelitian kelengkapan 1sian Formulir ADIK adalah meneliti 

kelengkapan pengisian Formulir I ADIK, Formulir II  ADIK, dan 

Formulir III ADIK, berupa kelengkapan pengisian rumusan outcome 

beserta indikatornya; rumusan output beserta indikatornya, dan 

rumusan aktivitas . 

4 .  Penelaahan Formulir ADIK dilakukan dengan melihat keterkaitan 

antara: 
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a. output strategis ( output K/ L) dengan indikator-indikator clan 

aktivitas-aktivitasnya pada Formulir I ADIK; 

b .  output program ( output unit eselon I)  dengan indikator-indikator 

clan aktivitas-aktivitasnya pada Formulir II ADIK; clan 

c .  output kegiatan (output unit eselon I I /  satker) dengan indikator 

clan aktivitas-aktivitasnya pada Formulir III ADIK.  

Penelitian clan penelaahan ADIK dilakukan sebelum penyampaian 

RKA- K/L Pagu Anggaran . Dalam hal K/L belum menyampaikan penataan 

ADIK hingga ditetapkannya Pagu Anggaran, penelitian clan penelaahan 

ADIK dapat dilakukan sampai dengan penyampaian RKA-K/L Alokasi 

Anggaran . Dalam hal rumusan informasi Kinerja  K/L dalam Renja K/L 

belum ditetapkan, mitra kerja  K/ L di lingkungan DJA dapat memberikan 

masukan perbaikan atas rumusan ADIK K/L yang sudah diteliti clan 

ditelaah . Rumusan informasi Kinerja  dalam Formulir ADIK yang telah 

diteliti clan ditelaah merupakan dokumen pelengkap dalam melakukan 

penelaahan RKA-K/L. 

B .  PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN 

NEGARA/ LE MBA GA 

Penelaahan RKA-K/L merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara 

K/L dengan Kementerian Keuangan clan Kementerian PPN/Bappenas . 

Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan 

dokumen perencanaan clan penganggaran yang berisikan program clan 

kegiatan suatu K/L yang disusun sesuai dengan amanat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 10 tentang Penyusunan Rencana Kerj a  clan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penelaahan dokumen RKA-K/L 

dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: 

• rencana Kinerj a  yang dituangkan dalam RKA-K/L konsisten dengan 

yang tertuang dalam RKP clan Renja  K/L; 

• untuk mencapai rencana Kinerja  tersebut dialokasikan dana yang 

efisien dalam tataran perencanaan; clan 

• dalam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan 

penganggaran terpadu, penganggaran berbasis Kinerja, clan kerangka 

pengeluaran j angka menengah . 

Dengan demikian, rencana Kinerja  yang tertuang dalam RKA-K/L 

merupakan rencana Kinerja  K/L untuk memenuhi tugas clan fungsinya 

sesuai kebij akan pemerintah clan dalam perencanaannya dialokasikan 
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secara efisien . Penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan 2 (dua) metode 

sebagai berikut : 

• Penelaahan Tatap Muka 

Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan 

secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan 

penelaahan pada suatu tempat di Kementerian Keuangan c . q. DJA. 

• Penelaahan Online 

Penelaahan Online merupakan penelaahan secara virtual dengan 

menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana pihak

pihak terkait yang melaksanakan penelaahan berada di tempat 

tugasnya masing-masing. 

1. Ruang Lingkup Penelaahan RKA-K/L 

Ruang lingkup penelaahan RKA-K/L untuk Pagu Anggaran K/L dan 

Alokasi Anggaran K/L mencakup 2 (dua) kriteria sebagai berikut: 

a .  Kriteria Administratif 

Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan 

dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/L. 

Penelaahan kriteria administratif terdiri atas penelaahan 

terhadap : 

1) Surat Pengantar RKA-K/L; 

2 ) RKA-K/L; 

3 ) daftar rincian pagu anggaran per satker / eselon I ;  

4 )  RKA Satker; 

5) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L; dan 

6) Persetujuan Komisi terkait di DPR-RI . 

b .  Kriteria Substantif 

Kriteria substantif bertujuan untuk meneliti kesesuaian , 

relevansi, dan/ a tau konsistensi dari setiap bagian RKA- K/ L .  

Penelaahan kriteria substantif terdiri atas : 

1) kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu 

Anggaran/ Alokasi Anggaran K/L; 

2 ) kesesuaian antara kegiatan, Keluaran, dan anggarannya; 

3) relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran sesum 

dengan kerangka berpikir logis;  

4 )  konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a  K/L dengan RKP; 

dan 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 249 -

5) konsistensi pencantuman Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) 

tahun ke depan. 

2 . Persiapan Penelaahan RKA-K/L 

a .  Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum penelaahan RKA-K/L 

Dalam penelaahan RKA-K/ L terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu : 

1 )  A.DK RKA-K/L yang diserahkan terlebih dahulu divalidasi 

oleh DJA. 

2) 

DJA melakukan validasi terhadap A.DK RKA-K/ L yang 

disampaikan oleh K/ L untuk memastikan kesesuaian 

dengan kaidah-kaidah SPAN. Dalam hal hasil validasi tidak 

sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN maka A.DK akan 

dikembalikan untuk diperbaiki , dan paling lama 2 (dua) hari 

setelah dikembalikan harus disampaikan kembali ke DJA. 

Dokumen penelaahan meliputi : 

a) Surat pengantar yang 

Menteri/ Pimpinan Lembaga 

ditunjuk; 

di tanda tangani 

atau pej abat 

oleh 

yang 

b) RKA-K/ L yang telah direviu oleh A.PIP K/L dan diteliti 

oleh Unit Perencanaan K/L; 

c) Daftar Rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I ;  

d )  RKA Satker; dan 

e) ADK RKA-K/L. 

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan 

merupakan tanggung jawab eselon I K/ L dan satker.  

3 ) Kementerian Keuangan c.q. DJA melakukan penelaahan 

yang berfokus pada: 

a) kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu 

Anggaran dan Alokasi Anggaran K/ L yang ditetapkan 

Menteri Keuangan; 

b) kesesuaian antara kegiatan, Keluaran, 

anggarannya; dan 

c) relevansi komponen/ tahapan dengan Keluaran . 

dan 

4) Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan yang 

berfokus konsistensi sasaran Kinerja  dalam RKP dengan 
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RKA-K/ L, serta meneliti kualitas Gender Budget Statement 

(GBS) Uika ada) . 

5 )  Kementerian Keuangan c . q. DJA tidak melakukan 

penelaahan hingga ke level detil atau item biaya, namun 

hanya sampai level komponen (tahapan/ bagian) . Penelaahan 

difokuskan pada Kinerja  yang akan dicapai oleh K/ L .  

Dalam hal diperlukan, Kementerian Keuangan dapat 

melakukan penelaahan terhadap output-output terkait 

dengan APBN tematik yang ditandai oleh K/ L Uika ada) . 

Catatan : penelaahan hingga ke level detil atau item biaya 

dilakukan pada saat menganalisis hasil monitoring dan 

evaluasi Kinerja  penganggaran K/ L atau melakukan 

penelaahan usulan program/ kegiatan/ output baru sebelum 

ditetapkan menjadi Pagu Indikatif/ Pagu Anggaran/ Alokasi 

Anggaran/ pagu APBN Perubahan . 

6) Alokasi anggaran yang masih belum j elas peruntukkannya 

akan dimasukkan sebagai Keluaran/ Output cadangan , 

sedangkan yang belum memenuhi persyaratan akan 

diberikan tanda "@" dan diberikan catatan dalam DHP RKA

K/ L. 

b .  Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RKA-K/ L beserta 

tugas dan perannya 

1) Kernen terian Keuangan 

Kementerian Keuangan c . q. DJA sebagai koordinator dalam 

proses penelaahan memiliki tugas: 

a) Menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan 

undangan / pemberitahuan waktu penelaahan kepada 

Kementerian PPN / Bappenas dan K/ L; 

b) Mengunggah ADK RKA-K/ L untuk divalidasi (by 

system); dan 

c) Dalam proses penelaahan, DJA meneliti: 

( 1) kelengkapan dokumen penelaahan; 

(2 ) kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu 

Anggaran K/ L yang ditetapkan Menteri Keuangan; 

(3 ) kesesuaian antara kegiatan, Keluaran dan 

anggarannya; 

(4) Relevansi komponen/ tahapan dengan Keluaran; 
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(5) APBN tematik selain GBS Uika acla) ; clan 

(6) Prakiraan Maju untuk tiga tahun ke depan . 

2) Kementerian PPN / Bappenas 

Dalam rangka penelaahan, Kementerian PPN / Bappenas 

memiliki tugas : 

a) Menyiapkan dokumen-clokumen yang diperlukan dalam 

proses penelaahan; 

b) Menjaga konsistensi sasaran Kinerja K/ L meliputi 

volume Keluaran dan indikator Kinerja kegiatan 

RKA-K/ L dengan RKP; dan 

c) Meneliti kualitas GBS dan/ atau tematik APBN lainnya 

Uika ada) . 

3) Kementerian/Lembaga 

Dalam rangka penelaahan, K/ L memiliki tugas : 

a) Mengikuti jadwal penelaahan yang disusun oleh DJA; 

b) Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 

dalam proses penelaahan; dan 

c) Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti 

penelaahan . 

c .  Dokumen yang harus dipersiapkan dalam penelaahan RKA-K/ L 

1) Kernen terian Keuangan 

Kementerian Keuangan c . q. DJA sebagai penelaah harus 

menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menjadi 

acuan ketika meneliti clokumen RKA-K/ L.  Hal-hal yang 

harus disiapkan adalah : 

a) Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran 

K/ L dan/ atau Alokasi Anggaran K/ L; 

b) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk 

Penyusunan clan Penelaahan RKA-K/ L clan Pengesahan 

DIPA; 

c) RKA-K/ L yang disampaikan K/ L; 

d) Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran; 

e) Renja K/ L dan RKP tahun yang direncanakan; 

f) Hasil kesepakatan Trilateral Meeting; dan 

g) Stanclar Biaya Keluaran (SBK) . 

2) Kementerian PPN/Bappenas 

a) Renja  K/ L dan RKP tahun yang direncanakan; 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 252 -

b) Hasil kesepakatan Trilateral Meeting berkenaan dengan 

kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang yang 

menginformasikan sasaran kinerja yang akan dicapai ; 

c) Hasil pembahasan proposal anggaran Kebijakan Baru 

yang disetujui Uika ada) ; 

d) GBS dan/ atau dokumen tematik APBN lainnya Uika 

ada) . 

3 ) Kementerian/ Lembaga 

Dalam rangka penelaahan RKA-K/ L, K/ L bersama dengan 

Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN / Bappenas 

menyiapkan : 

a) Surat tugas penelaahan; 

b) RKA-K/ L yang telah diteliti oleh Biro Perencanaan K/ L 

dan direviu oleh APIP K/ L dan; 

c) RKA Satker; 

d) Daftar Rincian Pagu Anggaran/ Alokasi Anggaran per 

satker / eselon I ;  

e) Target dan pagu PNBP Uika ada) ; 

f) GB S dan / atau dokumen tematik APBN lainnya Uika 

ada) ; 

g) ADK RKA-K/ L; dan 

h) Persetujuan Komisi terkait di DPR-RI . 

3 . Mekanisme Penelaahan RKA-K/ L 

a.  Mekanisme penelaahan RKA-K/ L berdasarkan Pagu Anggaran 

1) Langkah-langkah penelaahan 

Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c . q. 

DJA dan Kementerian PPN / Bappenas melakukan 

penelaahan RKA-K/ L dengan petugas penelaah dari K/ L.  

a) Penelaahan kriteria administratif yaitu : 

( 1) Surat Pengantar RKA-K/ L harus : 

(a) ditandatangani oleh Menteri / Pimpinan 

(b) 

Lembaga a tau pejabat yang ditunjuk 

( setingkat eselon I) ; dan 

dalam hal surat pengantar RKA-K/ L 

ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, 

surat penunjukannya perlu dilampirkan . 
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(2 ) RKA-K/ L 

Kriteria administratif RKA-K/ L yang harus diteliti 

kelengkapan dokumen dan penandatanganannya, 

yaitu : 

(a) Formulir 1 untuk rekapitulasi seluruh unit 

eselon I ditandatangani oleh 

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna 

Anggaran; dan 

(b) Formulir 2 dan Formulir 3 untuk mas1ng

masmg unit eselon I ditandatangani oleh 

pejabat eselon I yang memiliki anggaran 

(portofolio) dan sebagai penanggung j awab 

program. 

(3 ) Daftar rincian pagu anggaran per satker / eselon I 

dilakukan dengan meneliti: 

(a) jumlah satker dan pagu anggaran untuk 

masing-masing satker dibandingkan dengan 

total pagu anggaran untuk unit eselon I 

terkait pada Formulir 2 RKA-K/ L; dan 

(b) penandatangan daftar rincian pagu anggaran 

per satker / eselon I .  

Dalam hal total pagu anggaran berdasarkan 

daftar nnc1an pagu anggaran per 

satker / eselon I berbeda dengan total pagu 

anggaran pada Formulir 2 RKA-K/ L untuk 

unit eselon I yang bersangkutan, maka daftar 

rincian pagu anggaran per satker/ eselon I 

dikembalikan untuk diperbaiki . 

(4) RKA Satker 

Penelaahan RKA Satker dilakukan dengan cara 

meneliti jumlah RKA Satker yang disampaikan 

dibandingkan dengan jumlah satker dalam daftar 

rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I .  

(5) ADK RKA-K/ L 

ADK secara otomatis divalidasi oleh sistem untuk 

melihat kesesuaiannya dengan kaidah SPAN . 
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Dalam hal ADK tidak valid akan dikembalikan 

untuk diperbaiki . 

(6) Persetujuan komisi terkait di DPR-RI , dilakukan 

dengan memastikan RKA-K/ L ditandatangani oleh : 

(a) Ketua Komisi; dan 

(b) 3 (tiga) orang Wakil Ketua Komisi .  

Dalam hal RKA-K/ L yang disampaikan kepada DJA 

belum ada persetujuan Komisi terkait di D PR-RI , 

penelaahan RKA-K/ L tetap dapat dilakukan 

sepanjang dokumen administratifnya lengkap dan 

informasi terkait belum ada persetuj uan Komisi 

terkait di DPR-RI dituangkan dalam Catatan Hasil 

Penelaahan . 

b) Penelaahan kriteria substantif, yaitu : 

( 1) Kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu 

Anggaran K/ L 

Penelaahan kesesuaian data dalam RKA-K/ L 

dengan Pagu Anggaran K/ L dilakukan dengan cara 

membandingkan dokumen RKA-K/ L dan Pagu 

Anggaran K/ L, meliputi : 

(a) Total Pagu K/ L; 

(b) Total Pagu per sumber dana; 

(c) Pagu per program; 

(d) Pagu per fungsi; 

(e) Rincian sumber dana per program; dan 

(f) Daftar rincian pagu per satker dengan 

RKA Satker. 

Dalam hal terjadi pergeseran pagu antar Program 

dan sudah mendapat persetujuan komisi terkait di 

DPR-RI , yang harus dilakukan adalah memastikan : 

(a) Dalam hal pergeseran digunakan untuk 

menambah biaya operasional dan tidak 

mengurangi target kinerja  prioritas nasional, 

penelaahan dapat dilanjutkan; 

(b) Dalam hal pergeseran digunakan untuk 

menambah target kinerja  prioritas nasional 
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dan tidak mengurangi biaya operasional, 

penelaahan dapat dilanjutkan; 

(c) Dalam hal pergeseran sebagai akibat adanya 

reorgamsas1, perubahannya sudah 

diakomodir dalam data Renja  K/ L di 

Kementerian PPN / Bappenas ; 

(d) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil 

Penelaahan; dan/ a tau 

(e) Pada masa transisi penerapan penataan ADIK 

dalam RKA-K/ L dimana kegiatan/ Keluaran/ 

komponen pada RKA-K/ L tahun yang 

direncanakan tidak dapat dibandingkan 

dengan RKA-K/ L tahun sebelumnya, dalam 

hal diperlukan, dapat dilakukan 

pendalaman/ penelitian terhadap substansi 

dan urgensi RKA-K/ L sampai pada level 

komponen dan sub komponen . 

(2 ) Kesesuaian antara kegiatan, Keluaran, dan 

anggarannya 

Penelaahan kesesuaian antara kegiatan, Keluaran, 

dan anggarannya dilakukan dengan cara 

membandingkan antara RKA-K/ L tahun 

sebelumnya dengan RKA-K/ L tahun yang 

direncanakan untuk memastikan bahwa pagu 

anggaran yang dituangkan dalam RKA-K/ L tahun 

yang direncanakan telah sesuai dengan : 

(a) rumusan tugas fungsi unit eselon I terkait; 

a tau 

(b) dasar hukum atau Kebijakan Pemerintah atau 

Direktif Presiden yang mendasari 

pengalokasian anggarannya. 

Dalam hal terdapat kegiatan/ Keluaran yang sama 

dengan RKA-K/ L tahun sebelumnya namun 

anggarannya berbeda, langkah-langkah yang 

harus dilakukan adalah memastikan : 
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(a) apakah perbedaannya disebabkan adanya 

Komponen baru; 

(b) apakah ada perubahan jumlah volume 

Keluaran; 

(c) dalam hal status quo, selisih lebih anggaran 

yang dialokasikan dapat dialihkan ke 

Keluaran yang lain atau dituangkan dalam 

Keluaran/ output cadangan; dan 

(d) penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil 

Penelaahan . 

Dalam hal terdapat anggaran untuk 

kegiatan/ Keluaran kebijakan baru termasuk 

Inisiatif Baru sangat berbeda dengan anggaran 

kegiatan/ Keluaran seJ ems yang sudah ada, 

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 

memastikan : 

(a) apakah ada Komponen yang berbeda 

digunakan sebagai dasar penghitungan 

alokasi anggarannya; 

(b) apakah jumlah volume Keluaran berbeda; 

(c) dalam hal dasar penghitungannya sama, 

selisih lebih anggaran yang dialokasikan dapat 

dialihkan ke Keluaran yang lain atau 

dituangkan dalam Keluaran cadangan; 

(d) penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil 

Penelaahan . 

(3) Relevansi komponen/ tahapan dengan Keluaran 

Penelaahan relevansi komponen/ tahapan dengan 

Keluaran dilakukan untuk memastikan : 

(a) Apakah terdapat Komponen yang tidak 

berkaitan langsung dengan pencapaian 

Keluaran . Jika terdapat komponen yang tidak 

berkaitan langsung maka: 
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1 .  Anggaran untuk Komponen climaksucl 

clialihkan clan clitambahkan pa cl a 

Komponen lain cl al am Keluaran yang 

sama clan menambah volume Keluaran; 

a tau 

1 1 .  Anggaran untuk Komponen climaksucl 

clialihkan clan clitambahkan ke 

Komponen lain clalam Keluaran yang 

berbecla clan menambah volume 

Keluaran; atau 

111 . Anggaran untuk Komponen climaksucl 

clituangkan clalam Keluaran caclangan 

clalam kegiatan yang sama; clan 

1v . Penelaahan clapat clilanjutkan clan hasil 

penelaahan clituangkan clalam Catatan 

Hasil Penelaahan. 

Penelaahan relevansi komponen/ tahapan 

clengan keluaran clilakukan untuk Keluaran 

yang belum clitetapkan Menteri Keuangan 

sebagai SBK. Seclangkan untuk Keluaran yang 

telah clitetapkan Menteri Keuangan sebagai 

SBK, penelaah hanya mencocokkan besaran 

uang clalam pencapaian Keluaran antara RKA 

Satker clengan SBK. 

Penelaahan relevansi kom ponen / tahapan 

clengan keluaran juga clapat clilakukan clalam 

rangka memperj elas hubungan logis antara 

komponen clengan keluaran sesuai clengan 

penataan ADIK clalam RKA-K/ L.  

(b)  Apakah terclapat Komponen yang salah 

penempatan . Jika terclapat komponen yang 

salah penempatan maka: 

L Komponen dimaksud clan anggarannya 

clikeluarkan clari Keluaran clan 

climasukan clalam Keluaran sencliri ; 

clan/ atau 
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1 1 .  Anggaran untuk Komponen dimaksud 

dialihkan dan ditambahkan ke 

Komponen lain dalam Keluaran yang 

sudah ada dan menambah volume 

Keluaran; dan 

111 . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan . 

(c) Apakah terdapat Komponen yang 

anggarannya berlebih (tidak efisien) . Jika 

terdapat anggaran yang berle bih pada 

komponen maka: 

1 .  Ditambahkan pada Komponen lain dalam 

Keluaran yang sama dan menambah 

volume Keluaran; 

11 .  Dialihkan dan ditambahkan ke 

Komponen lain dalam Keluaran yang 

berbeda dan menambah volume 

Keluaran; dan/ a tau 

111 . Dituangkan dalam Keluaran Cadangan 

dalam kegiatan yang sama; 

1v . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan . 

(4) Kesesuaian penuangan anggaran tematik APBN 

terhadap dokumen, seperti : 

(a) penuangan anggaran responsif gender telah 

sesuai dengan GBS Uika ada) ; 

(b) penuangan anggaran tematik APBN lainnya 

Uika ada) telah sesuai dengan dokumen yang 

disepakati dalam Renj a  K/ L pada saat 

pertemuan tiga pihak ( Trilateral Meeting) . 

(5 ) Konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a  K/ L 

dengan RKP 

Penelaahan konsistensi pencantuman sasaran 

kinerj a  K/ L dengan RKP dilakukan untuk 

memastikan : 
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(a) Jenis clan volume Keluaran yang ditetapkan 

dalam RKP dituangkan sama dalam RKA-K/L, 

dilakukan dengan langkah-langkah : 

L Dalam hal jenis clan volume Keluaran 

yang berbeda merupakan prioritas 

nasional dan sudah disetujui Komisi 

terkait di DPR-RI , pastikan Kementerian 

PPN /Bappenas dapat menyetujui 

perubahan dimaksud clan sudah 

diakomodir dalam perubahan Renj a K/ L 

dan RKP; 

11. Dalam hal volume Keluaran yang 

berkurang merupakan Keluaran yang 

berlanjut dari tahun sebelumnya, 

pastikan perubahan dimaksud sudah 

diakomodir dalam perubahan Renj a K/L 

dan RKP; 

111. Dalam hal volume Keluaran yang 

berkurang merupakan Keluaran yang 

berlanjut khususnya multiyears contract, 

pastikan perubahan dimaksud sudah 

ada persetujuan rekomposisi dari Menteri 

Keuangan; 

1v. Dalam hal pencantuman J ems clan 

volume Keluaran yang berbeda belum 

mendapat persetujuan Komisi terkait di 

DPR-RI , anggaran dalam RKA-K/ L diberi 

catatan; dan 

v .  Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan. 

(b) Jenis clan volume Keluaran kebij akan baru 

termasuk Inisiatif Baru yang dituangkan 

dalam RKA-K/L ada rujukannya dalam . RKP, 

dilakukan dengan langkah-langkah: 
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1 .  Pastikan dasar hukum atau penugasan 

sebagai dasar pengalokasian anggaran 

sudah ada; 

11 . Pastikan data Keluaran sudah masuk 

dalam referensi RKA-K/ L; 

111 . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan; dan 

iv . Dalam hal dasar hukum atau penugasan 

sebagai dasar pengalokasian anggaran 

belum ada, anggaran dalam RKA-K/ L 

diberi catatan . 

(c) Apakah terdapat perubahan rumusan Hasil 

( Outcome) , Indikator Kinerja Utama, dan 

Indikator Kinerja Kegiatan dalam RKA-K/ L, 

dilakukan dengan langkah-langkah : 

1 .  Pastikan perubahannya sudah 

diakomodir dalam perubahan data Renja 

K/ L dan RKP; 

11 . Pastikan perubahannya sudah masuk 

dalam referensi RKA-K/ L; dan 

111 . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan . 

(d) Apakah terdapat perubahan rumusan 

program dan/ atau kegiatan karena adanya 

reorgamsas1, dilakukan dengan langkah

langkah : 

i .  Pastikan dasar hukum atau persetuj uan 

dari Kernen terian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

sudah ada; 

11 . Pastikan perubahannya sudah 

diakomodir dalam perubahan data Renja 

K/ L dan RKP; 

m .  Pastikan perubahannya sudah masuk 

dalam referensi RKA-K/ L; 
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Iv . Penelaahan dapat dilanjutkan clan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan; clan 

v.  Dalam hal dasar hukum a tau 

persetujuan dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara clan 

Reformasi Birokrasi belum ada, alokasi 

anggaran dalam RKA-K/ L diberi catatan . 

(6) Konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 

3 (tiga) tahun ke depan 

Penelaahan konsistensi pencantuman prakiraan 

maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan dilakukan 

untuk mengetahui : 

(a) Apakah angka prakiraan maju sangat berbeda 

· dengan anggaran tahun yang direncanakan, 

dilakukan dengan langkah-langkah : 

1 .  Pastikan pencantuman volume Keluaran 

tidak ada yang salah (terlalu besar) 

dibandingkan tahun yang direncanakan; 

IL Pastikan formula clan indeks 

penghitungan KPJM sudah benar;  

111 . Dalam hal terdapat kesalahan 

pencantuman volume Keluaran atau 

kesalahan formula clan indeks KPJM,  

dilakukan perbaikan data dalam ADK 

RKA-K/ L; 

IV . Penelaahan dapat dilanjutkan clan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan . 

(b) Memastikan kebutuhan anggaran untuk biaya 

operasional dihitung cukup dengan 

pendekatan flat policy untuk 3 (tiga) tahun ke 

depan, dilakukan dengan langkah-langkah : 

1 .  Pastikan apakah perbedaan karena 

adanya perubahan database pegawai; 
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11 . Dalam hal tidak ada perubahan database 

pegawai, angka prakiraan 

diperbaiki dengan asumsi : 

ma JU 

• volume Keluaran sama dengan 

tahun yang direncanakan; 

• alokasi anggaran sama dengan 

tahun yang direncanakan; dan 

• tambahan yang diusulkan untuk 

TA+ l ,  TA+2 , dan TA+3 dapat 

dipertimbangkan dalam reviu Angka 

Dasar TA+ 1. 

111 . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan. 

(c) Memastikan anggaran untuk biaya 

operasional terkait pelaksanaan tugas fungsi 

unit, termasuk yang sudah menj adi komitmen 

seperti multiyears contract masuk dalam 

Prakiraan Maju, langkah-langkah yang 

dilakukan : 

i .  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan 

asums1: 

• volume Keluaran untuk kegiatan 

tugas fungsi unit sama; dan 

• alokasi anggaran untuk multiyears 

contract dihitung sesuai kebutuhan 

rencana tahunan . 

IL Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan . 

(d) Memastikan kegiatan/ Keluaran dan/ atau 

komponen kegiatan yang tidak berlanjut tidak 

masuk dalam prakiraan maJU,  langkah

langkah yang harus dilakukan : 

i .  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan 

cara kegiatan/ Keluaran dan / atau 
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komponen kegiatan yang tidak berlanjut 

volumenya diganti menj adi "O" ; dan 

11 . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan . 

(e) Memastikan dasar hukum atau kebij akan 

yang mendasari pengalokasian anggaran yang 

masih berlanjut, masih efektif berlaku . 

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 

L Angka prakiraan maju diperbaiki dengan 

cara volume pada kegiatan/ Keluaran 

diganti menjadi "O" ;  dan 

11 . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil 

penelaahan dituangkan dalam Catatan 

Hasil Penelaahan . 

c) Kementerian PPN / Bappenas meneliti kriteria substantif 

berupa konsistensi sasaran Kinerja  K/ L dengan Renj a  

K/ L dan RKP, yaitu : 

( 1 )  Meneliti Program, Indikator Kinerj a  Utama (IKU) 

serta Hasil ( Outcome) K/ L; 

(2 ) Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk 

kegiatan prioritas nasional , prioritas bidang, atau 

prioritas K/ L; 

(3 ) Meneliti konsistensi rumusan Keluaran dalam 

dokumen RKA-K/ L dengan Keluaran yang terdapat 

dalam dokumen Renja  K/ L dan RKP; 

(4) Meneliti konsistensi volume Keluaran dalam 

dokumen RKA-K/ L dengan dokumen Renj a  K/ L 

dan RKP tahun yang direncanakan; dan 

(5) Meneliti konsistensi Keluaran dengan indikator 

kinerja  kegiatannya (dalam dokumen RKA-K/ L 

dengan Renja  K/ L dan RKP) . 

d) Ketentuan Khusus Penelaahan Satker Badan Layanan 

Umum (BLU) dan Anggaran Tematik 

( 1 )  Penelaahan BLU 

Penelaahan RKA Satker BLU diutamakan pada hal

hal sebagai berikut: 
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(a) Meneliti program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh satker BLU .  Program dan 

Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan 

RKA satker BLU merupakan bagian dari 

program dan kegiatan hasil restrukturisasi 

program dan kegiatan K/ L induk. 

(b) Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA satker 

BLU dengan pagu Kegiatan RKA-KL, 

khususnya berkenaan dengan sumber dana 

(PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana 

tertuang dalam Ikhtisar Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) . 

(c) Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh 

Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat dengan Ikhtisar RBA. 

(d) Keluaran yang tercantum dalam RKA satker 

BLU mengacu pada tabel referensi program 

aplikasi RKA-K/ L. 

(e) Meneliti anggaran angka dasar sama halnya 

dengan satker non BLU .  

(f) Dalam proses penelaahan RBA, DJA dapat 

mengiku tsertakan 

Perbendaharaan . 

Direktorat Jenderal 

(2)  Penelaahan ARG dan Tematik APBN Uika ada) 

Penelaahan RKA-K/ L dalam rangka kegiatan ARG, 

diutamakan pada hal-hal sebagai berikut: 

(a) Memastikan bahwa anggaran pada tingkat 

Keluaran kegiatan yang dikategorikan sebagai 

ARG sudah dilengkapi dengan dokumen. GBS . 

(b) Petugas penelaah Kernen terian 

PPN / Bappenas meneliti kualitas dokumen 

GBS (dapat juga dilakukan sebelum proses 

penelaahan RKA.-K/ L) . 
(c) Berdasarkan penj elasan sebagaimana 

dimaksud pada butir (a) , petugas penelaah 
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DJA memastikan bahwa pada tema ARG pada 

aplikasi telah dicentang yang menandakan 

bahwa Keluaran kegiatan dimaksud 

merupakan output dalam rangka mengurangi 

ketidaksetaraan gender .  

Langkah penelaahan a )  s .d .  c) juga dapat dilakukan 

untuk anggaran Tematik APBN lainnya Uika ada) 

dengan menggunakan dokumen terkait yang 

disediakan . 

b .  Mekanisme penelaahan RKA-K/ L berdasarkan Alokasi Anggaran 

K/ L. 

Penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/ L di Kementerian 

Keuangan dilaksanakan setelah internal K/ L melakukan rev1u 

dan penelitian yang dilakukan oleh APIP K/ L dan Biro 

Perencanaan/ Unit Perencanaan . Penelaahan ini bertujuan untuk 

memeriksa kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan alokasi 

Anggaran K/ L.  Proses penelaahan RKA-K/ L setelah penetapan 

Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut: 

1) Proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan 

dokumen RKA-K/ L seperti halnya pada penelaahan pada 

Pagu Anggaran K/ L ditambah persetujuan Komisi terkait di 

DPR-RI . 

2 ) Dalam hal be saran Alokasi Anggaran K/ L tidak mengalami 

perubahan (sama dengan Pagu Anggaran K/ L) ,  K/ L tetap 

menyampaikan RKA-K/ L dan dokumen pendukung beserta 

ADK RKA-K/ L untuk dilakukan penelaahan . Hasil 

penelaahan RKA-K/ L dimaksud dijadikan sebagai dasar 

penetapan RKA-K/ L oleh DJA dan sebagai bahan untuk 

penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian APB N .  

3 ) Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/ L mengalami 

perubahan baik penambahan maupun pengurangan, K/ L 

menyampaikan RKA-K/ L dan dokumen penelaahan beserta 

ADK RKA-K/ L yang terbaru untuk dilakukan penelaahan 

kembali dalam rangka penyesuaian RKA-K/ L dengan Pagu 

Alokasi Anggaran K/ L.  

4 )  Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/ L dimaksud lebih 

besar dari Pagu Anggaran K/ L, penelaahan dilakukan 
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dengan meneliti RKA satker dengan kesesuaian tambahan 

pagu yang difokuskan pada: 

a) penambahan j enis Keluaran, sehingga J ems clan 

volumenya bertambah; clan 

b) penambahan komponen yang relevan untuk 

menghasilkan Keluaran . 

Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/ L lebih kecil dari 

Pagu Anggaran K/ L, penelahaan dilakukan dengan meneliti 

RKA satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang 

difokuskan pada: 

a) pengurangan Keluaran dalam rangka penugasan, 

sehingga jenis clan volumenya berkurang; dan 

b) pengurangan komponen untuk menghasilkan Keluaran 

yang sudah ada selain komponen gaj i  clan tunjangan 

yang melekat pada gaji  (komponen 001) dan Komponen 

Operasional Perkantoran (komponen 002) . 

c .  Tata cara penelaahan online 

Penelaahan dengan online menggunakan fasilitas komputer clan 

internet yang melibatkan peserta penelaahan untuk berinteraksi 

dalam sebuah forum online. Untuk memfasilitasi penelaahan ini 

Kementerian Keuangan c . q .  DJA telah menyediakan aplikasi 

berbasis web sebagai sarana untuk melakukan penelaahan . 

Adapun tahapan-tahapan dalam penelaahan online sebagai 

berikut: 

1) Persia pan 

a) Menyiapkan ADK RKA-K/ L 

Pada tahap ini K/ L menyiapkan ADK RKA-K/ L  DIPA 

yang telah disusun dengan menggunakan aplikasi SPAN 

atau RKA-K/ L DIPA.  Data terakhir yang telah disetujui 

pada tingkat K/ L di backup untuk membuat data ADK 

RKA-K/ L DIPA.  

b)  Menyiapkan undangan clan waktu penelaahan 

Undangan yang berisikan waktu penelaahan online 

disiapkan oleh DJA clan dikirim online melalui email K/ L 

yang terdaftar di DJA. 
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c) Menyiapkan user ID (nama pengguna) 

User ID digunakan sebagai tanda pengenal untuk login 

di dalam aplikasi penelaahan RKA-K/ L  DIPA secara 

online. User ID dimiliki oleh K/ L (unit) , DJA dan 

Kementerian PPN/Bappenas . Dalam proses penelaahan 

user ID untuk satker dapat ditambahkan jika 

dibutuhkan untuk menjelaskan detil RKA-K/ L DIPA .  

2 ) Pelaksanaan 

a) Login ke aplikasi penelaahan online (K/ L, DJA, dan 

Kementerian PPN/ Bappenas) 

Sebelum melakukan penelaahan online terlebih 

dahulu K/ L dan DJA melakukan login dengan 

user ID masing-masing pada 

http : / / rkakldipa. anggaran . depkeu . go . id .  

b) Upload data ADK RKA-K/ L DIPA oleh K/ L 

website 

Eselon I K/ L melakukan upload ADK RKA-K/ L DIPA 

ke forum penelaahan .  Sistem secara otomatis akan 

melakukan validasi tehadap ADK RKA-K/ L yang di

upload. Upload ADK RKA-K/ L DIPA menjadi dasar 

untuk memulai forum penelaahan online. 

c) Forum penelaahan an tar DJA, Kernen terian 

PPN / Bappenas , dan K/ L 

Forum penelaahan terbentuk setelah unit eselon I K/ L 

melakukan upload ADK RKA-K/ L DIPA yang secara 

otomatis memberikan notifikasi ke DJA dan 

Kernen terian · PPN / Bappenas untuk melakukan 

penelaahan secara online. ADK RKA-K/ L dapat di 

download oleh penelaah untuk diteliti secara offiine atau 

dapat dilihat secara detil sampai level komponen di 

forum. Penelaahan dari DJA dan Kementerian 

PPN / Bappenas dapat memberikan komentar di panel 

yang disediakan dan dapat ditanggapi langsung oleh 

unit Eselon I K/ L.  Jika penelaahan membutuhkan 

perbaikan ADK RKA-K/ L, unit eselon I K/ L dapat 

melakukan upload kembali ADK RKA-K/ L DIPA yang 

telah diperbaiki untuk diteliti kembali oleh penelaah . 
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Apabila dalam proses penelaahan dibutuhkan 

penj elasan dari satker, unit eselon I K/ L dapat 

mengusulkan ke DJA untuk ditambahkan user satker 

dalam forum penelaahan . 

4 .  Tindak lanjut Basil Penelaahan RKA-K/ L 

Basil penelaahan RKA-K/ L dituangkan dalam Catatan Basil 

Penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat perwakilan dari K/ L, 

Kementerian PPN / Bappenas , dan Kementerian Keuangan . Pej abat 

penandatangan Catatan Basil Penelaahan terdiri atas : 

a .  Perwakilan K/ L, yaitu pejabat eselon IV, pej abat eselon I I I ,  dan 

pej abat eselon II pada Unit Perencana/ Biro Perencanaan K/ L; 

b. Perwakilan Kementerian PPN/ Bappenas , yaitu Staf, pej abat 

eselon III , dan pej abat eselon II pada Deputi Sektoral terkait; dan 

c .  Perwakilan Kementerian Keuangan, yaitu : pej abat eselon IV, 

pej abat eselon III , dan pejabat eselon II pada Direktorat Anggaran 

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat 

Anggaran Bidang Politik, Pertahanan,  Keamanan, dan Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara terkait. 

RKA-K/ L yang telah ditelaah dan Catatan Basil Penelaahan yang telah 

ditandatangani menjadi bahan dalam penyusunan dan penetapan 

DBP RKA-K/ L oleh Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan 

Kemaritiman, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, dan Direktur Anggaran Bidang Politik, Pertahanan, 

Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 

Apabila dari hasil penelaahan terdapat RKA-K/ L yang belum sesuai 

dengan kaidah-kaidah dan belum dapat disepakati , K/ L diminta untuk 

melakukan penyesuaian terlebih dahulu agar RKA-K/ L tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan penyusunan dan penetapan DBP RKA-K/ L.  

5 .  Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-K/ L 

a .  Perubahan Akibat Penelaahan 

Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/ L berdasarkan Pagu 

Anggaran K/ L atau Pagu Alokasi Anggaran K/ L mengakibatkan 

perubahan rumusan Kinerja, perubahan dimaksud dapat 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 
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1 )  Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran Uenis 

dan satuan) , pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang :  

a) Telah disepakati dalam proses penelaahan; 

b) Tidak mengubah Keluaran yang merupakan Keluaran 

kegiatan prioritas nasional ;  

c) Relevan dengan kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan 

yang ditetapkan; 

d) Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang 

bersangkutan; dan 

e) Adanya tambahan penugasan . 

2 )  Perubahan yang berkaitan dengan rumusan d i  luar Keluaran 

(program, indikator Kinerja utama program, hasil ( outcome) , 

kegiatan, dan indikator Kinerja) , apabila dibutuhkan dapat 

dilakukan sepanJ ang telah disepakati dalam proses 

penelaahan dan merupakan akibat dari : 

a) Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan 

tugas dan fungsi serta struktur organisasi; 

b) Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum 

yang pasti (Peraturan Presiden, Persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga yang 

bersangkutan) ; 

c) Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam 

trilateral meeting; dan 

d) Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR

RI . 

b .  Keluaran / Output Cadangan 

Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran 

yang belum jelas peruntukkannya maka alokasi anggaran 

tersebut dimasukkan dalam Keluaran ( Output) Cadangan pada 

kegiatan /jenis belanja yang sama. Keluaran ( Output) cadangan 

digunakan untuk menampung hal-hal sebagai berikut: 

1 )  Alokasi anggaran untuk kegiatan/ Keluaran yang bukan 

merupakan tugas fungsi unit dan belum ada dasar 

hukumnya; 

2 ) Alokasi anggaran untuk kegiatan/Keluaran yang sama 

dengan TA- 1 (tahun sebelumnya) namun alokasi 
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anggarannya berlebih ; 

3) Alokasi anggaran untuk kegiatan/ Keluaran Kebij akan Baru 

yang sej enis dengan kegiatan/ Keluaran yang sudah ada, 

namun alokasi anggarannya berlebih; 

4) Alokasi anggaran untuk Komponen yang tidak berkaitan 

langsung dengan pencapaian Keluaran; 

5) Alokasi anggaran untuk Komponen yang alokasinya berlebih ; 

6) Alokasi anggaran yang belum j elas peruntukkannya 

clan /  atau kegiatan yang belum pernah dianggarkan 

sebelumnya (unallocated). 

Alokasi anggaran pada Keluaran ( Output) cadangan baru dapat 

dilaksanakan/ dicairkan setelah dilakukan rev1s1 dengan 

berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran . 

c .  Pencantuman tanda "@" dalam D H P  RKA-K/ L 

Pencantuman tanda "@" dilakukan oleh Biro Perencanaan / Unit 

Perencanaan K/ L dan/ atau penelaah DJA sebagai tindak lanjut 

dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/ L, 

terhadap alokasi yang sudah jelas peruntukannya, namun : 

1) Bel um ada dasar hukum pengalokasiannya; 

2 ) Bel um ada naskah perjanj ian (PHLN / PHDN) clan nomor 

register; 

3) Masih terpusat clan belum didistribusikan ke satker-satker 

daerah; 

4) Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP; 

5) Belum mendapatkan lembar persetujuan dari Komisi terkait 

di DPR-RI ; clan/ atau 

6) Menindaklanjuti Instruksi Presiden mengenai Kebij akan 

Pemotongan Anggaran terhadap alokasi anggaran atau pagu 

APBN Perubahan tahun berjalan . 

d .  Pemberian catatan dalam DHP RKA-K/ L 

Pemberian "Catatan" dilakukan oleh Biro Perencanaan / Unit 

Perencanaan K/ L dan/ atau penelaah DJA, terhadap alokasi 

anggaran untuk: 

1) Tunggakan tahun yang lalu; 

2) pencantuman volume pembangunan / renovasi bangunan / 

gedung negara clan pengadaan kendaraan bermotor .  
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b .  Format Himpunan RKA-K/ L 
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Rumusan O u tcome Rp . Rp - Rp - Rp -
i n d l kator :  Rumusa.r1 i n d i kator outcome 1 - - - -
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OUTPUT STRATEGIS: 
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Rurnusan Out:p u t:  
I n. d i kator:  - J um l ah  O utput In te r n aJ  1 Lay an. an 1 Leyan an 1 Leya.n rin 1 Lf\Y<'U1. flll. 

AKTIVITAS: 
P rogram E: s e l o n  I p e n d uk u n g  1 Rp - Rp - l� p - Rp -
P rogram E s e l on. I p e n. dukun g 2 Rp - Rp - Rp - Rp -
P rogram E s e l on. I p e n. d ukung 3 Rp - Rp - Rp - Rp -
P rogrrun E s c l o n  I p c n d ukun g 4 Rp - Rp - Rp - Rp -
P rogram E s e l o n  I p e n dukun g 5 Rp - Rp - Rp - R p  -
P rogram E s e l o n  I p e n cl u k u n g  . .  ( tl s t) Rp - Rp - Rp - R p  -

TOTAL ANGGARAN K/ L Rp - I<p - Rp - I<p -

J akarta, cl d-rnm-yyyy 
N A MA J A BATAN (M E N T E RI / P I M P I N /\ N  L E M B A G A /  

P E N G G U N A  A N G G A RA N )  

N A MA P EJ A BAT 
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c. Format Daftar Hasil Penelaahan 
� · · ·;·"!'.,., ........ ,.� .............. .,v.-.·.-.-. ............ vN.·u.·.·,.,.,.,.,,..,.,.,.,,,., ...... ., .. .,.,.,.,. ........... ., .... ., ... " ... , ...... ., ................... ..,. .. , ........... ,..v.·N.vu.·.·,.,.,v ..... ..,,,..,.,.,.,..,, ' ,.., ... ..., .............. u.·.v.-.w"tv": · · · ·r·u ...... � ... -.. .. N,..,.,."'.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.. .... ,. .................. ...,.,. .. ,...,,.,...,.,,,,. .... ,, ...... ,... ............. ·.·.·.v.·.-.·u.·.-,., . ..., .. i 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
DIEEKTOFAT JENDERA:L ANGGAP.A.N . 

! RENCANA KER.JA DAN ANGGARAN KE.l\•lENTE:F'.LJli :·f NEGARA/LE��m.AGA (DXP RKA-K/ LJ 
·rP1.:HrJ�i Ar1lGG.AP\.t�.N 2CC•:.< 

! Berda:.ark9.11t h as.fl pr:nelaahan ?1'·'J1..-K/L TA 2::.:i:;o: ;;e;;uai Aloka::.i An�s:rar. T.A. W XX, dal.SJ11, . 
r.91;,gks: penyu;;.uuan Po:raturai: Pr�:ridei t1?nt9l• ! tRil1lda.B Ali..�a11 PendaJ,'".<9.te1: dar, Belru:ja Ne�:ar9. T..£1.j':

,
· 

p.-oxx, dei::,gs.n ini ditetapkar, DHP F:KA. ·K/L m� tuk: . ,\E�i:;:;::=:::::.:::::; Hi - :: :;- - : :- ; : :- : -:;:: -::-:--:-: :- _-- - - - :- - f ;: -
?a;u m:.it DT.E,Sliisa;;i t&;.ebut, dirinct mEI:t.uut Pro gi:·,9111 s.eb.9.gai berikut: 
! , !Fibum: Hllpiahi 
I\ODE umr ORGANISA::I :u:r.n..-lli ------------------' S:A1KER 

I . .. . "-.f (Ji 

RINCL�.N 3-UMEE.R DANA 
RM 
.Fl"lb..t'/i::lLU 
PrfLN/FDN 

I 
I 
I 
I 

..;1.rf,il.AH 
PA·GT.J I DAllA YD 

DIEERI 
-----� CRI'AT.�H 

T AR::tET FENDAPA�AN I 
PE'.RFAJ:\.KAN FNE]P I 

?.incian ;sJ.okaci .ru; _�Biat: m:tuk ma>.in::;-ma5b.1a Ui:it Orga:ni>.a�i ::i.slam. PKA-K/L TA. 20::0i 
�ebs.£9..ilum�a . te:r:::antum dal-9.111 lsmpiran :.·ru: :g �1aupa1�:. bagi.91: ti:iak te:rpi:;ahkar. d.ari Peraturn.:d ?re�ider; tentimg Pincisit A1:&10'.S.!an Peutlap.atru:: d9.l: Bel.s.r�a N"e§BIS. T .A. 20XX, tls.r• ma:jadi d9.s,sf; p·ei:�·u;;u:na.u E;ata pe:nge�ahar, rn?A TA. 2QXX. 

. 

i 
l P�aks.ans,91: .9J:<ggar.su yan& ;�tetapI-;ai: dals.ni_DHP P.KA-K/L TA. :.rn:X."X s.eper;; uJ�r.ya ma:ja� 
.':fru;g-gimg:J awab F!:11sg:i.ma Anggman/ �·.1.1 a;,a F'H:ggm:a .'U:s.._sarau. .J9.karla, 2DY.;){ . . ·_,I 
. A.it MEN"i"EFJ KE UANGAN 
: L:IREKTl.lR .n NGO.A p,; r.,- : 

'.':.:.i, 
. . 

.. , .. · · ·

·

1
····

··
' 

• 
AAAAAAAAAAAA.Vi.A . 
NrP. 
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d .  Format Rincian Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi 

'* KEMENTERIAN KEUAN GAN REPUBLIK I N D O NESIA I LAM P I RAN D H P  R KA-K/L I r D IREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

RI N CIAN ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ORGANI SASI 
TAHUN ANGGARAN 2 0XX 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA J 
UNIT O RGANISASI J 
PAGU J 

1\lokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut : 

(Ribuan Rupiah) 

K O D E  PROPINSI I JUMLAH JUMLAH I DANA YG TARGET PENDAPATAN 
SATKER PAGU DIBERI 

PERPAJAKAN PNBP 
CATA TAN 

(]I (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total 
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e .  Pedoman/ User Manual Penelaahan RKA-K/ L Online 

1) Pendahuluan 

Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online merupakan sebuah 

sistem informasi berbasis web di lingkup DJA yang 

digunakan oleh DJA sendiri dalam hal ini unit teknis DJA 

(Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, 

Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 

dan Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan 

Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) , 

K/ L, unit eselon I dari K/ L, dan juga satker yang berada di 

bawah sebuah K/ L untuk mengakses  informasi mengenai 

referensi program, kegiatan, Keluaran ( Output) , satker yang 

dimiliki oleh masing-masing K/ L, mengunduh ADK RKA-K/ L 

hasil dari proses revisi RKA-K/ L yang dilakukan sebuah K/ L, 

unit eselon I K/ L, ataupun satker, dan juga untuk 

melakukan Penelaahan RKA-K/ L secara online antara unit 

eselon I K/ L dengan unit teknis DJA (Anggaran Bidang 

Perekonomian dan Kemaritiman, Anggaran Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Anggaran 

Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan 

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) dan 

Kementerian PPN / Bappenas . 

Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online ini terdiri dari 5 (lima) 

modul antara lain : 

a) Modul Referensi; 

b) Modul RKA-K/ L; 

c) Modul Penelaahan Online; 

d) Modul Download ADK dan PDF DIPA RKA-K/ L; 

e) Modul Utility. 

2) Cakupan dan Tujuan Program 

Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online modul Penelaahan Online 

ini dibagi menjadi 4 (empat) submodul utama, yaitu : 

a) Beranda 

Menampilkan informasi mengenai daftar Forum 

Penelaahan Online yang berhasil terbentuk beserta 

tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum 

Penelaahan tersebut, serta tombol untuk melakukan 
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upload ADK RKA-K/ L sebagai dasar untuk melakukan 

penelaahan RKA-K/ L secara online. 

b) Menu Upload ADK RKA-K/L 

Mengelola proses upload ADK untuk pertama kali yang 

akan dijadikan dasar untuk membentuk sebuah Forum 

Penelaahan Online dan melakukan Penelaahan RKA

K/ L secara online. 

c) Menu Detil Penelaahan Online 

Mengelola proses penelaahan RKA-K/ L secara online 

baik itu melakukan pemberian komentar, melampirkan 

data dukung penelaahan dengan format dalam bentuk 

gambar, pdf, word, dan excel, menampilkan catatan 

penelaahan, serta menutup forum penelaahan . 

d) Menu Laporan 

Terdiri dari Cetak Kertas Kerj a  RKA-K/ L untuk 

menampilkan cetakan kertas kerja  RKA-K/ L hasil 

upload ADK RKA-K/ L dan Cetak Forum Penelaahan 

untuk menampilkan cetakan hasil forum penelaahan 

RKA-K/ L.  Kedua menu laporan ini menampilkan 

laporan dalam format pdf 

3) Prasyarat Sistem 

Aplikasi dapat diakses dari komputer / PC yang 

terhubung ke internet atau intranet Kementerian Keuangan 

dan telah ter- install Internet browser (Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Google Chrome, Opera, dan lain-lainnya) . 

4) Memulai Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 

Untuk memulai aplikasi ,  buka browser anda dan 

ketikkan Uniform Resource Locators (URL) berikut:  

http:// rkalddipa. anggaran. depkeu.go. id di kotak alamat 

browser anda. Halaman login aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 

akan ditampilkan di browser anda. 

5) Login Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 

Tampilan pertama yang muncul adalah pengisian User 

ID, Password, dan Tahun Anggaran . Untuk masuk ke 

aplikasi diperlukan User ID dan Password yang telah 

dibuatkan oleh Administrator Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 
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sebelumnya. Tampilan halaman login seperti pada gambar 

sebagai berikut: 

<IJ) rkokldpo · ; �: ·.': .. : ., ' ·,, ' '  r ' · ,.  ·r ' . ·· " · 

, � � � .. . , ::i.;t;:. · ·· · ·� 
.l ' , . ,  • .  ' 

ii ' ·, .· · · . 

Gambar 1 .  User Login 

Jika user lupa dengan User ID dan Password yang telah 

diberikan oleh Administrator, user dapat menggunakan menu 

Lupa Password dengan melakukan klik link "Lupa 

Password" yang ada dibawah tombol Login. 

(0) r1 "+lri1f" . .., \.2.1 Kt... . ..1 . · ,  ' · · • •  J'--"' 

. . · �. 
J; . 
.. 

Gambar 2 .  Link Lupa Password 

Setelah User melakukan klik pada link Lupa Password 

tersebut, aplikasi akan mengarahkan ke menu Lupa 

Password. Di dalam menu Lupa Password, K/ L diminta 

untuk mengisi User ID yang digunakan untuk login ke 

aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online, e-mail yang didaftarkan 

pertama kali oleh user ketika melakukan ubah data user 

ketika login pertama kali di aplikasi RKA-K/L-DIPA Online, 

dan konfirmasi Kode Pengaman, User ID dan Password RKA-

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 279 -

K/ L-DIPA Online akan dikirimkan ke alamat e-mail yang 

dimasukkan seperti pada gambar sebagai berikut. 

drl1i 1 ·k,,k1 .Jl·f )'J ,-.,,!; f l" \!./ . . . ) l'""l ' '· ,_,, ,1, \ ; 

!JscrlD 

r 

.
·� . 

· · · · ·· ·� 
..... 

Gambar 3 . Menu Lupa Password 
6) Halaman U tama 

User yang telah berhasil login akan memasuki halaman 

utama. Pada halaman utama terlihat semua modul yang ada 

di Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online. Hanya user yang diberikan 

kewenangan yang dapat mengakses modul-modul tersebut . 

I ®  rkokldipa > ·  
· O ' ""T:: · : 1 : : :  

_ ·, � . .  
20 1 4  . · ''-' • 

. ... ; . :� . .. ' : : :: 

' :·.· · =;:J" . · · : :  

r -Ji; ! t f - � l . .. 
_, . . · . . . . . . . .  � . . . · . . 

Gambar 4 .  Halaman Utama Aplikasi RKA-K/ L- D I PA Online 
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7) Proses Penelaahan Online 

a) Proses Bisnis Penelaahan Online 

Unit Eselon l K·L \ I Sistem Penelaahan Onnne \ I Unit T eknls OJA (Al, All, Alli) I Bappenas 

I Menyusun RKAKL I Upload ADK Baca Data Resume\ 
RKAKL RKAKL 

I � Download ADK I Reslore Data RKAKL I Restore Data RKAKL 

' � 1 Create forum 
Penel!!han ·� LC 

Add User Satker � • Menelaah ADK 
• Menelaah ADK  • Analisa ADK  
• Analisa ADK • Memberi Catatan 
• Memberi Catatan 

� • Pemberitahuan Hasil 
Analisa [ Perbaiki Data RKAKL I • lnslruksi Perbaikan 

• • Upload Screenshoot 

� H 
Cek Data 

' Konfi1masi Hasil y 
Perbaikan ADK y 

Uploa d ADK 
• Tanggapan Hasil 

Analisa 
RKAKL Hasil � 

• Upload Screenshoot 
I---

Perbaikan Memberi Catatan 

� Upload ke Aplikasi 
DSW DJA 

Persetujuan Cata�n 
Penelaahan, Limit 

Tanggapan, Tombol H i
Upload Catalan l Simpan Calatan 

Approval oleh Unil 
Penelaahan (P<iij l' Penelaahan 

Eselon l �L 

N 

Callah OK 

[}J· ·� Tulup Forum Penelaahan 
Oleh Unit Teknis DJA 

(Penelaah) 

j \ \ ) \ 

Gambar 1 . 1 Pro ses Bisnis Penelaahan Online 

b) Sistem Penelaahan Online 

Sistem Penelaahan Online merupakan salah satu 

aplikasi atau modul yang ada pada Aplikasi RKA-K/ L

DIPA Online. Sistem Penelaahan Online merupakan 

aplikasi yang digunakan sebagai media untuk 

melakukan Penelaahan RKA-K/ L secara Online antara 

Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJA, dengan 

stakeholder-nya yaitu K/ L (unit eselon I dari K/ L) dan 

juga Kementerian PPN / Bappenas . Diharapkan dengan 

adanya aplikasi tersebut akan mempermudah proses 

' 
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Penelaahan RKA-K/ L dimana sebelumnya penelaahan 

dilakukan di DJA, maka setelah adanya aplikasi 

tersebut maka akan mengurangi intensitas pertemuan 

langsung antara DJA, unit eselon I K/ L, dan 

Kementerian PPN / Bappenas dimana penelaahan dapat 

dilakukan di kantor masing-masing atau dimanapun 

dengan syarat terkoneksi dengan internet untuk dapat 

membuka Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online. 

\ID rkokldipo 

' ". ! 
=\ . . · y· •.· ' · ' _ :) 

,. .. , · .. , .S 

. ·. : . . ,.. ··· . . . ; . . . : . 

r .. f r; ]  ' ti �-!.. . . . ..\ · . 

Garn bar 2 .  1 Letak Sistem Penelaahan Online 

Gambar 2. 1 menjelaskan letak Sistem Penelaahan 

Online yang ada di Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online. User 

dapat memilih Menu Penelaahan Online> > Sub Menu 

Forum Penelaahan Online. 

Halaman pertama yang akan ditampilkan pada Sistem 

Penelaahan Online adalah halaman beranda. Halaman 

beranda ini menampilkan : 

( 1) Informasi mengenai daftar Forum Penelaahan 

Online yang berhasil terbentuk; 

(2 ) User yang melakukan upload ADK RKA-K/ L untuk 

Penelaahan Online; 

(3)  Tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum 

Penelaahan; dan 

(4) Tombol untuk melakukan upload ADK RKA-K/ L 

.sebagai dasar untuk melakukan penelaahan RKA

K/ L secara online. 
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Tampilan dari halaman beranda adalah sebagai berikut : 

® rkokldipo , , , 

, r,<.'>·r..ir:.;r.; ;:.; ._; �.r: :;,\; .:1 •.; : r�::;.�· =r::..;;. · ,r, . 1•·.-. ;.> 

Pene laahan Onl ine Tahun  201 4  ' Upl•Jad ' 

Gambar 2 . 2  Halaman Utama Penelaahan Online 

Jika user klik link nama forum pada kolom 

kementerian/ unit eselon I-Forum, maka user akan 

masuk ke dalam halaman detil Penelaahan Online dari 

forum yang terbentuk dari hasil Upload ADK RKA-K/ L 

dimana Upload ADK RKA-K/ L ini merupakan pemicu 

terbentuknya sebuah Forum Penelaahan Online. 

® rkokldipo .  ,,, , 
: :==�·"' ��r.:n1 ·, , ;  :· ;: ' '·�'l ·; �.�. <'�' ::: ::· ' 

Peneiaahan orl 1 1ne rahun 2014  

Garn bar 2 . 3  Link Nama Forum 

c) Upload ADK RKA-K/ L Untuk Penelaahan 

·- ' 4  .� 

20 1 4 

Menu Upload ADK RKA-K/ L berfungsi untuk mengelola 

proses upload AD K un tuk pertama kali yang akan 

dijadikan dasar untuk membentuk sebuah Forum 

Penelaahan Online dan melakukan Penelaahan RKA

K/ L secara Online. Untuk masuk ke menu ini User dapat 

menekan tombol Upload yang ada di Halaman Utama 

Penelaahan Online/ Beranda seperti pada gam bar 

dibawah ini : 

Penelaahan  Onl ine  Ta hun  2014  
.
·
· f<<":rn1.�J11\l:t;hr.ronlf l'.'so;QQ 1 ·y f·1.,1trJ1h 

Gambar 3 . 1  Tombol Upload 
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Setelah User meng-klik Tombol Upload, maka User akan 

masuk ke dalam menu Upload ADK RKA-K/ L seperti 

pada gambar sebagai berikut: 

® rkokldipo , · "  

"�;1.;1: · .nr7.; '.; ; •.r: ··�-: .� '.: ; "  :. ''::'.�'· '" :·.::.�·. ;, : : , 

093 KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI 

O'lJ -01 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

- ·- - Pi!ih ---

llpload 

Garn bar 3 . 2  Halaman Up load ADK RKA- K / L untuk penelaahan 

Di dalam menu Upload ADK RKA-K/ L Penelaahan 

tersebut terdapat isian Kementerian, Unit, Jenis ADK, 

dan Attach File ADK. Untuk isian Kementerian dan Unit 

akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan 

kewenangan usernya. User hanya perlu memilih Jenis 

ADK dan memilih file ADK yang akan di-upload. 

Terdapat dua Jenis ADK untuk penelaahan online ini, 

yaitu Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran . Untuk 

ADK RKA-K/ L yang akan di-up load terdapat beberapa 

ketentuan, yaitu: 

( 1 ) ADK yang di- upload adalah data ADK dengan 

format DO l_DDDUU_PP_SSSSSS_K. (2 digit 

terakhir Tahun Anggaran) dimana DDD adalah 

Kode Kementerian, UU adalah Kode Unit Eselon I ,  

P P  adalah Kode Program, SSSSSS adalah Kode 

Satker, dan K adalah Kewenangan . 

D0 1_0 1 503_00_000000_0 . 1 4  

Contoh : 

(2 )  ADK yang di-upload berasal dari backup 

menggunakan menu Utility Kirim Data Hasil 

Validasi dengan Parameter Backup Kem-Unit di 

Aplikasi RKA-K/ L-DIPA.  
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(3) User yang dapat melakukan Upload ADK RKA-K/ L 

Penelaahan ini hanya user dengan kewenangan 

sebagai unit eselon I K/ L.  

Setelah user unit eselon I K/ L berhasil melakukan 

Upload ADK RKA-K/ L, maka sebuah Forum Penelaahan 

akan terbentuk sesuai dengan format K/ L - unit 

eselon I - J enis Forum (Pagu Anggaran a tau Pagu 

Alokasi Anggaran) dan sistem secara otomatis akan 

mengirimkan e-mail notifikasi yang berisi informasi 

terbentuknya sebuah Forum Penelaahan Online kepada 

unit eselon I yang melakukan Upload ADK RKA-K/ L dan 

juga kepada Unit Teknis DJA yang menangani K/L dari 

Unit Eselon I tersebut . 

d) Proses Penelaahan RKA-K/ L Secara Online (Detil 

Penelaahan Online) 

Setelah unit eselon I K/ L berhasil melakukan Upload 

ADK RKA-K/ L dan menerima e-mail notifikasi yang 

berisi informasi terben tuknya sebuah Forum 

Penelaahan Online yang juga dikirimkan kepada unit 

teknis DJA, maka masing-masing kewenangan user 

yaitu User eselon I K/ L, User Teknis DJA dan 

Kementerian PPN / Bappenas dapat memulai Penelaahan 

RKA-K/ L secara online, kecuali user dengan 

kewenangan Satker, user dengan kewenangan Satker ini 

baru dapat ikut melakukan Penelaahan Online setelah 

diajukan oleh unit eselon I-nya dan disetujui oleh unit 

teknis DJA. 

Untuk memulai Penelaahan RKA-K/ L secara Online, 

user dapat masuk ke halaman beranda Penelaahan 

Online dan meng-klik link nama forum pada kolom 

Kementerian/ unit eselon I - Forum. Di dalam halaman 

beranda Penelaahan Online m1, daftar Forum 

Penelaahan yang ditampilkan sesuai dengan 

kewenangan dari masing-masing user. Gambar 4 . 1 di 

bawah ini menunjukkan tampilan dari link nama forum 

yang harus di-klik oleh user. 
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Pe irn laahan O rt l i n e  Ta hun  20 1 4  

- 2 85 -

i· . · ' K•'l"ln!i!r<a.1w·ou�f'�h l . fonun 

· � .. 

{ !  
" �'.  20 1 4  . 

Upload 

Gambar 4 . 1 Halaman Utama Penelaahan Online dan link 
nama Forum Penelaahan Online 

Setelah User melakukan klik pada link nama forum 

terse but maka User akan masuk ke dalam halaman detil 

penelaahan online. Di halaman detil penelaahan online 

inilah nan tin ya user akan melakukan penelaahan RKA

K / L secara online. Pada Gambar 4. 2 di bawah ini 

dij elaskan fitur-fitur yang ada di dalam halaman detil 

penelaahan online. 
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® rkolddipo . .  , . . �· 
20 1 4  '-' ' ���r�F"�· · ,.,!ll�lll;Jillili!i'llf� 

: Forum Pagu Anggaran • 0 1 5. 0 3  

�:;;1;im,�t C\i i  ;n:; l 
d! Fcrum Pagu f1ngg;.'!rnll ¥ 11 i5.03 !fi!1:!: T<1i1:Jn ;i_!1:;_11_ia;:1n 2i!l4 ii:::i r!�1l:1 �WAi',·l ).il i� i�IJh -;ir. ! }i'k•rd. 
•Jeii)31l ! in( i�!l f-¥;;U l";�f rf('ff '.Vii ::-�'�' 

U 1iload ADK Ternkhir (k� 1 • 25 Apri l  2014 10:04;35 Wlll) 

· '°" . 9 '"'"' . · "'""' I 
-������!___ ·-----··--·-·--·_!_�:-·-·····-·······-���::����J 

Gambar 4 . 2  Halaman Detil Penelaahan Online 

( 1) List Fo r u m  

Berfungsi untuk menampilkan daftar Forum 

Penelaahan Online yang ada sesuai dengan kewenangan 

masing-masing user unit eselon I .  

(2 ) Cetak F o r u m  

Berfungsi untuk mencetak hasil penelaahan dalam 

format pdf seperti pada Garn bar 4. 3 
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Forum Penelaahan Online Pagu Alokasi Anggaran 093. 01 
Tahun Anggaran 201 4  

Nama lllii!t ' la11gg1I ' · Kornentat • • · .,; · · . 

KOMIS! PEMBERAITTASAN , 18 November 201 3 i Pak AJl,Terlomplrdisampolkan ADK yang sudah dlpemolkl.Terlmo kaslh 

K.i�i�ii6:'i'�:��fjLI 1s1��;;:�2�1i i ii•u•i upioad 
ALI SAID, AK. I OJA I 

14:06:1 1  WIS 
, 15 Novembor 201 3 ! tes 

13:50:11 WIS 
......... . ALCSAiD;·AK: . . {" iiiA·.,-· ·············· : .. :i3··�iOVe;n·be;··201"J' i terakhir seya kirim ct1tatan 1Jenela21han pada jl'!m 3.29 pm, ini yanu palinc 11 1ida·te·················· .... . ... . . 

15:30:10 WIS i 
. ... i'it:isAio, /.ii:[o:iii j T 13 November 2013 i Ylh: iiiu;ilapak dari KPK dnii iiaiiiiiiiiascaiaia1i Penelaaiian suCiah saya ti1i·agnh ke rOiiiin . 

ALI SAID, AK. ( OJA ) 
14:49:09 wtB i penelaahan online. silakan direviusaya tunggu langgapanya.terima kasih ' 13  November 2013 ' 
1 3'39'30 WIB I Dengan domikian, 

i penelaah•m RKAKL KPK TA 2014 le lah dilaksanakan mela!ui rorum pen�laahan on.line 
1 dengi1n user Aplikasi RKA-Kll DIPA on-line antara KPK, Bappenas, dan Kemenkeu berjalan 

l 1ancar. Selanjufnya hasil penefaahan on-line akan dituanglum dalam Catatan Hnsll 

1 Penelaahan yang difandatangani o/eh pajabat perwakiJan dari Kil. Ba1)penas, dan 
1 Kemenkeu. AOK RKA-Kil flasil penelaahan on-line akan menjadi dasar untuk 

1 penyusunan don pengesahan OIPA TA 2014.0an hosif i penelaahan otas RKA-KIL KPK TA 2014 dapat komi slmpulkan sebaaai berlkut:Total 
i Pag11 Alokasl Anggaran KPK TA 2014 adalah sebesar Rp616.870.600.000,00Sumber 

! Dano Pogu seluruhnya .berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar 

i Rp616.8 T0.600.000,0QPagu 

I KPK terdiri dari Program Ouku11uan Manajemen da11 Pelaksanaan TugasTeknis 

Gambar 4 . 3  Cetak Forum Penelaahan 

(3 ) Tabel Rincian ADK RKA-K/ L hasil upload 

Berfungsi untuk menampilkan nnc1an dari ADK 

RKA-K/ L. Untuk tabel pertama berisi Program dari unit 

eselon I K/ L beserta jumlah pagunya. Jika User klik link 

nama Program tersebut maka akan menampilkan tabel 

selanjutnya yang berisi Pagu Program, Jumlah Satker,  

Jumlah Kegiatan, Jumlah Keluaran ( Output) . Untuk 

Jumlah Satker, Jumlah Kegiatan, Jumlah Keluaran 

( Output) , masing-masing dapat diperinci lagi dengan 

adanya link di dalam Jumlah Satker, Jumlah Kegiatan, 

Jumlah Keluaran ( Output) . Jika User klik link di Jumlah 

Satker maka akan menampilkan tabel yang berisi daftar 

satker dalam program tersebut beserta jumlah pagunya. 

Jika User klik link Jumlah Kegiatan maka akan 

menampilkan tabel yang berisi daftar kegiatan dalam 

program tesebut beserta jumlah pagunya. Jika User klik 

link Jumlah Keluaran ( Output) maka akan menampilkan 

tabel yang berisi daftar Keluaran ( Output) yang ada 

dalam Program tersebut beserta jumlah pagunya. Dari 

masing-masing nnc1an tersebut merupakan level 

terakhir dari rincian ADK RKA-K/ L yang jika klik link

nya maka akan langsung menampilkan Kertas Kerja 
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RKA-K/ L sesuai dengan level satker, kegiatan, atau 

Keluaran ( Output) seperti pada Gambar 4 . 4. 

l\ERTAS KERJA RKA·l<L T.A 2014 

PiQJJt mn Keulill.ill'Outp1n•Stri1 01np1dr . . · .  · 1{01111011&11 . .  
Perlil11lllUml t.�Mfll i014 

6263!17 KOl11ISI PE�lBERAllTASMl KORUPSJ illPKI 

093.01.0'1 

3334 Pet•lllC1111U"11 Hnk11111. Lttiyasl. 1l,111 B<�llll,111 H11h11111 

3834.0111 Pem11r.111gan Pernu11m1 i P10</11k H11k11111) 

OH Rey11l.isi 1!.111 Legisl.isi 

01l Pe11)'11S1111"11 P1 odnk H11kmn l.1i1111ya 

0·1 3  Pe1111Je1im1 K11jii111 Hr1k11111 

OH Pe111l.:if.)m1 111111 m1alisis 1J1n11s,111 11etn li11iknr 

015  Pemhe1irm.l11tornh1si H11k11111 

3834.0M u�vasl d.111 /Jm1111m1 /111k11m 

01'1 ltti!jilSi dan Nnn L�iU1lSi 

012 Pei lhulum.r.111 111111 hil11h1t111 l111k11111 1erlli1d111J Pinwin1111�111ant.m Pi11111inan. Pe1J11wai·Pem1sel1i1t 
013  F11siltt,1I01 Ba11t1 1a11 Hukum 

3834.003 Pe1611d1111�111 s.1ksi'Pelapo1 

011 Pe1 lh1�m1gm1 Saksi dai1 Peln11or 

012 Petne1111l 1m1 U11tl11nyun Se111i11u1 llal,1111 1,111!Jk•l Pe1 1i11tl111 1g1111 S,1ksi 

013  Pen91ia1 0111111 Te1hiJd,1p Pel11f)o1 

3835 PP.1iyelenu1Jilfili111 Hm11t1s dan P1 olokole1 

.19.15.0"1 Lilµormi rre11 Pembe1it1A11 d.111 Reh·.11uM1siPN1u1k K<'l/11111/kasi dm1 /11t111m.isi 

Gambar 4.4 Kertas Kerja RKA-K/L 

40P1 oth1/IH11k11111 '  

JOPe1km.1 , 

5 S.1ksi'Pelnpo( 

l l.1/10"111' 

(4) Link download file hasil upload/ attachment 

1 6  G00.000 
590.860.000 

::;::·:·:::·:::::::::::::::::::c::::::! 
1.500.000.000 

m.ooo.ooir 

592.980.000 ; U  
1.eoo.ooo : u  

24 .500.ooo ' u 

t J .600.ooo : u  

6 1 . \ 20.000 . U  

so11.01io.ooo. 

461 .750.000 u 

1 6.750.00 0 ' U  

2 1 .500.000 u 

100.000.000 · 

2 4 1 .31 5.000 . u 
35.660.ooo · u  
23.025.000 u 

7.JSJ.000.000 . 

4.5.17.560.QOQ 

Setiap file yang di-upload atau dilampirkan melalui 

posting komentar maka akan ditampilkan di kolom 

komentar yang berhasil tersimpan . 

(5) Tools untuk mengedit komentar 

User dapat mengedit format komentar yang akan di

posting seperti pada Microsoft Word/ word processor 

lainnya seperti merubah ukuran huruf, merubah j enis 

huruf, merubah warna, mengatur tampilan paragraf, 

dan lain-lain . 

(6) Tambah User Satker 

Berfungsi untuk menambahkan user satker yang akan 

dilibatkan dalam Forum Penelaahan Online. 

Penambahan User satker ini hanya bisa dilakukan oleh 

user dengan kewenangan unit eselon I K/ L.  Setelah User 

satker ditambahkan oleh unit eselon I K/ L tidak 
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otomatis dapat langsung masuk ke Forum Penelaahan 

Online, tetapi harus melalui persetujuan unit teknis DJA 

terlebih dahulu . 

(7) Tombol Kirim Komentar 

Berfungsi un tuk mengirimkan komen tar yang telah 

diketik pada kolom komentar . User dapat juga 

melampirkan file-file pendukung dalam format/ bentuk 

gambar, pdf, doc, docx ataupun file ADK secara 

bersamaan pada saat mengirimkan komentar . 

(8 ) Up load Gambar 

Berfungsi untuk meng-upload gambar sebagai lampiran 

pada saat mengirimkan komentar. 

(9) Upload File Pendukung Lainnya 

Berfungsi u nt u k  meng-upload file lainnya dengan 

ekstensi file dalam bentuk pdf, doc, docx sebagai 

lampiran pada saat mengirimkan komentar . 

( 1 0) Up load ADK 

Berfungsi untuk meng-uploadfile ADK sebagai lampiran 

pada saat mengirimkan komentar . 

e)  Proses Penambahan user baru (satker) oleh unit eselon I 

User dengan kewenangan Satker ini baru dapat ikut 

melakukan Penelaahan Online setelah diajukan oleh unit 

eselon I -nya dan disetujui oleh Unit Teknis DJA. Untuk 

menambahkan user satker, unit eselon I dapat melakukan 

klik pada tombol Tam bah User yang ada di sudut kiri bawah 

kolom Komentar seperti pada Gambar 5 . 1 . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



Nmn·1 Ur.e-t 

- 290 -

!Wk Tombol Ti!IYlbiih User 

' .  i "  . . .: :  ' . > � < 

Gambar 5 . 1 Tombol Tambah User 

Setelah User melakukan klik tombol Tam bah User, maka unit 

eselon I K/ L akan masuk kedalam menu Tambah User 

Forum. Di dalam menu Tambah User Forum ini, unit eselon 

I harus memilih satker yang akan ditambahkan/ dilibatkan 

ke dalam Forum Penelaahan Online. User satker yang dipilih 

bisa lebih dari satu satker. Di bawah ini gambar dari menu 

Tam bah user Forum. 

rkokldipo <> ,,,, _, 
kF\•.:;"·>'"�Tf·T'.l·V-' ;�·;.:�;1;.q, 'JAt; nr:·\)�>L ii. i��(':;: ;F: � i  '' 

' L\ \ l li A H !.1 :, E l< f! \! 

Garn bar 5 . 2  Menu Tam bah User Forum 
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Setelah menambahkan user satker, maka e-mail notifikasi 

akan dikirimkan oleh sistem kepada user satker terse but clan 

harus menunggu persetujuan dari unit teknis DJA. Untuk 

melakukan persetujuan pengajuan User satker ini, Unit 

Teknis DJA masuk ke halaman utama Penelaahan Online, 

clan pada kolom Last User ada link jumlah User satker yang 

diajukan oleh unit eselon I seperti pada Gambar 5 . 3 di bawah 

lnl . 

Gambar 5 . 3 Linlc j umlah satker yang diajukan oleh unit e selon I 

Unit Teknis DJA kemudian melakukan klik pada link 

tersebut dan akan masuk kedalam menu Approve 

Permohonan User Forum. Di dalam menu tersebut terdapat 

daftar User Satker yang harus di- approve oleh unit teknis 

DJA. Untuk melakukan approval maka unit teknis DJA 

harus menekan tombol dengan gambar checklist pada kolom 

paling kanan dari masing-masing user satker yang diajukan 

seperti pada Gambar 5 .4  di bawah ini . 

" 

.. .. ,� 
20 1 4  ' 

Tombol Approve User S�tker 

Gambar 5 . 4  Tombol Approve User satker 
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Setelah di- appro ve oleh unit teknis DJA, maka e-mail 

notifikasi akan dikirimkan kepada User satker bersangkutan 

dan User satker terse but sudah dapat masuk ke dalam Forum 

Penelaahan Online dari unit eselon I-nya. 

f) Approval Catatan Penelaahan oleh unit eselon I K/ L 

Pada tahapan ini, unit eselon I mencoba untuk mereviu 

catatan penelaahan yang telah dibuat oleh Direktorat Teknis 

DJA, apabila semua sudah sesuai maka unit eselon I bisa 

menyetujui catatan penelaahan tersebut untuk kemudian 

dijadikan dasar bagi Direktorat Teknis DJA untuk menutup 

forum penelaahan online, namun jika catatan penelaahan 

belum sesuai maka unit eselon I bisa menolak catatan 

penelaahan tersebut sehingga Direktorat Teknis DJA 

diharuskan untuk meng- upload catatan penelaahan yang 

telah diperbaiki . 
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CATATAN PENELAAHAN 
RENCA NA KERJA ANG GARAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA 

TAHUN ANGGARAN W!4 

. . . , i ! ' 
KEt!ENTERIMI llEGARNLEMBAGA 
CRGM�S�SI ·: (�53) KOMl.SI PEIR:ERAtlT� SAtf KORITT'!l ; �11 KOl/19 PfP.lBtflkNTA !AN KOOUP!l 

·: t (S.�.1'U) J1.JMUl'i SATKER 
Jllll!.Mi PEG4'11'AI 

l.IRAlh.N 

: amoELAPMI RATUS ll!J�. P\.ll\Jtf �\lBlth.NI 

Hak!IJA 51 
BaktJJA5S 

ea.l\JW\51 Ea!<tlJ4 S3 eaMIJA .54 
EEl.l\!VA57 l!Et.lc'IJA St &l.�.!IJiH1 

!lELAHJ�. 55 
!lELANJA �2 

Pr��rano11xr.�:ri ,,,3n;_);�Yi�d1 ;;.::m;·ilw TlJjt(. r::�;;1!i: 
t3r.;'i·a K:;�; 

1.!;.;.;; m v:o l 
u 

·:1 ·. 

J.un\:;h : 
11.,;•.":1;;:Q I !} -� 1 ,,,, :1'.t)T\.'.'J�I H> ;:n•:1m l 

u �1 
t.1 :: �itiEVG:-U <w.;1:.o;! n;I · ,;<: ilU>'.:>J�I i .,.,., . ,,1.a .• I u ;I 

,,,.;,1 ;;rn:� I ·:[ c 

� 1 :I ,. , I ; �1 J;.mlah · ·� 1 ·-1 .. .·: " I  =I u '".; 
. . ; J '[ ., ·:; : I ·� 1 
· 1 ·'I ·; 

-j . I .�1 g 
):.rniah · 

: J ... "I • I l:l ' I 
; I :·1 ':: 

" ' d 
: 1  ·:1 .. 
• I  d 

:1 ' . ;I 

Gambar 6 . 1 Catatan Penelaahan 

Sebelum melakukan approval terhadap Catatan Penelaahan 

tersebut, unit eselon I K/ L harus menunggu unit teknis DJA 

melakukan upload Catatan Penelaahan yang telah disimpan 

sebelumnya dari Aplikasi DSW (DJA Single Window) yang 

digunakan unit teknis DJA. Adapun langkah-langkahnya 

ada sebagai berikut: 

( 1) Unit teknis DJA harus login terlebih dahulu untuk 

masuk ke dalam Aplikasi DSW dengan menggunakan 

User ID clan Password yang telah diberikan oleh 

Administrator.  Setiap user diberikan kewenangan 
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sesuai dengan pembagian K/ L yang menj adi mitra 

kerjanya. 

DJA SINGLE WINDOW 
r.;;, 1 t . . . . . . .  J 

Use r 

T<3 h u n  Ang 9ara n 2 0 1 4  r;J1 

Garn bar 6 . 2  Halaman Login Aplikasi D SW 

(2) Setelah user Teknis DJA berhasil login, maka user akan 

masuk pada Menu Utama Aplikasi DSW. Pada Menu 

Utama DSW, user harus melakukan klik pada link DSW 

seperti pada Gambar 6.3. 

· · ···· ·· ······ ········ l<Hk l lnl< ! l'i'J\t lul 1«\t : 1 �  nM<.nk >ir: 10�<•1 l.P;.1.M 

2 0 1 L• 

Gambar 6 . 3  Link D SW untuk Masuk ke Form DSW 

(3) Setelah user melakukan klik pada link DSW tersebut, 

maka user akan masuk kedalam Form DSW. Pada Form 

· DSW ini terdapat daftar K/ L sampai dengan satker 

dibawahnya, untuk meng- up load Catatan Penelaahan 

ini, user harus mengarahkan kursor ke unit eselon I 

yang akan di-up load Catatan Penelaahannya, lalu klik 
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Tombol "Catatan Penelaahan" seperti pada penjelasan 

Gambar 6 . 4 .  

uraian 3 4 5 6 
i090.0 1  SEKRET.i'ci\IAT Il'iuERAL 
f O'J0,02 DlREKTORAT FJJDERAL fffiDAGAtlGAll DALAM NEGERI 
iO'J0.03 °DlREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN lUAR NEGERI 
io90.04 DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PEROAGANGAN INTERHASIONAL 
ic9\J.05 INSF'EKTORAT JEti:W.l 
logo.06 
ioilJ.01 
iO>D.08 
'091).09 
!w1 
lo9 1.01 

io9S,Oi 

! 104.0l  
bos 

Vpload 
·: ;, 

DIREKTORAT JENDERAl PENC.tMBANGAli EY-Sf'CR NASIONAL 
BADAtl PENGAWAS PERDAGANGAli BERjµJiGKA K0!1JDITT 
8ADAf1 PENGY.AJIAN D#i PENGEMBA!IGAtl rJ:BIJAY,AN PERDAGM'GAN 

DIREKTORAT JEtlOERAL ST Afl)ARDISl\Si DAN P-ERLINDUMGArl KONSUMEN 
KEMENTERIAtl PERUMAHAli RAKYAT 1. i\.rallkan kursor ke Unit E;elon I 

DEWAN PERWAK!LAN DAERAH 
Ki»USI \'UDIWl Ri 
KOMIS! 'fu1l1Wl RI 
BADAN �!AS!ONAL PENANGGVLANGAfi BEtiCAJA 
8.l\DAI I �lASiCNAL PENANGGULAtiGAN BEtiCAH.l\ 
BADAN NASiCNAL PEHEMPATAN DAN PERWIY.JIGAN TENAGA KERjA P.·IDONE514 
SEKRW.i\IAT UW1A BNPZW 

. . . .  
BA��N

.
�E'

.
1At�GGL�4NGAM LLU?�R SlDOARJ?\ll_PLS) 

a,  Cetak Hasil Upbad 

Approval b. Cetak Oran Pelikan 

c. Copy ,.\DK 

Keluar 

I 1 I !  
, I ! 

I i  1 1 
I i  ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ....... .................. 1 1 

····---·-·------... --·-------·-·--·--·-----·-·--·------·---·---·-··--·-·---·------... ----... --·------·- ---------·-----·--··--------------------·--·--··--··-·-----··--... ----_J ! 
Gambar 6 . 4  Form D SW 

(4) Setelah user menekan tombol "Catatan Penelaahan" 

maka user akan masuk kedalam form Catatan 

Penelaahan . Langkah selanjutnya yang harus dilakukan 

adalah memilih Kementerian dan Unit . Setelah user 

memilih Kementerian dan Unit, maka form akan 

menampilkan Cata tan Penelaahan dari unit eselon I K/ L 

yang dipilih terse but. Selanjutnya user melakukan reviu 

terhadap Catatan Penelaahan tersebut, apabila sudah 

sesuai maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan 

adalah meny1mpan Catatan Penelaahan tersebut 

dengan menekan tombol "Sim pan" . Setelah Cata tan 

Penelaahan tersimpan maka langkah terakhir yang 

dilakukan user adalah melakukan upload Catatan 

Penelaahan tersebut ke Penelaahan Online dengan 
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menekan tombol " Upload ke Web" seperti pada Gambar 

6. 5 . 
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Gambar 6 . 5  Form Catatan Penelaahan 

(5 ) Setelah Unit Teknis DJA melakukan upload Catatan 

Penelaahan ke Penelaahan Online maka unit eselon I 

K/ L baru dapat melakukan review di Penelaahan Online 

dan melakukan approval atau menolak Catatan 

Penelaahan tersebut . 

g) Proses tutup forum penelaahan yang telah selesai oleh 

Direktorat Teknis DJA 

Setelah Catatan Penelaahan disetujui oleh unit eselon I ,  

maka Direktorat Teknis DJA dapat menutup forum 

penelaahan tersebut, dengan demikian maka pembahasan 

RKA-K/ L m1 telah dinyatakan selesai .  Apabila Forum 

Penelaahan Online telah ditutup, maka user tidak dapat lagi 

memberikan komentar ataupun melampirkan data-data 

dukung.  Tombol untuk menutup forum penelaahan ini 

terdapat di sudut kiri bawah pada kolom tambah komentar. 

Tombol ini hanya akan muncul j ika user yang melakukan 
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login adalah unit teknis DJA dan status Catatan 

Penelaahannya sudah disetujui oleh unit eselon I .  

Tombol Tutup Forum P·enelaahan Onl ine 

Gambar 7 . 1  Tombol untuk close forum penelaahan 

Selsrn�t O�tilng. Anggaran l!E l o�Jm1t 

Selaniat Darann 1 
rii . Forum Payu f\lol<asi t11ig!l�ran • 093.0·1 1Jnluk- T;hun Angg�rm1 ?.0 1 4  (18ri 11;;1<1 fWA-Kll yang tefah 
di .. tJpload; 
derigan rinc1rm P.agu �;�n pmf1wrn f,bb :: 

U pload A D I\ Terakhir  (ke 3 - 1U Novembei· :2013 1. 1 : 0 5 : 46 W J B) 

1!J P � i- P•ge ' 1 of 3 - + llutom•tic Zoom ' oQ. [i • » 

Gambar 7 . 2  Forum Penelaahan Telah Ditutup 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 163 / PMK. 02 / 20 1 6 

TENT ANG 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBA GA 

DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun . 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 04 tentang 

Perbendaharaan Negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a  

Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan 

dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran . Dokumen pelaksanaan 

anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna 

Anggaran berdasarkan Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai rincian APBN,  dan disahkan oleh Menteri Keuangan . 

Dalam proses penerbitan dokumen DIPA, semua informasi yang 

tercantum dalam DIPA berasal dari RKA-K/ L yang telah disusun . Oleh 

karena itu, informasi yang dituangkan pada saat penyusunan RKA-K/ L 

harus dilakukan secara benar dan lengkap serta dilengkapi dengan 

dokumen pendukungnya sehingga DIPA yang dihasilkan siap digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran . 

B .  TATA CARA PENYUSUNAN DIPA 

1 .  Ketentuan Umum 

a. Pengertian DIPA 

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun 

oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) . 

DIPA berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan memuat 

informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerj a  (satker) dan dasar 
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pencairan clana/ pengesahan bagi BUN/ Kuasa BUN. Pagu clalam 

DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang ticlak boleh 

clilampaui clan pelaksanaannya harus clapat 

clipertanggungj awabkan . 

Dengan mengacu pacla pengertian terse but, DIPA merupakan 

kesatuan antara rincian rencana kerja  clan penggunaan anggaran 

yang clisusun oleh Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) clan 

clisahkan oleh BUN. 

Dengan clemikian, DIPA tercliri atas 2 (clua) bagian yaitu : 

1 )  DIPA yang clisusun oleh PA, paling seclikit memuat uraian : 

a) fungsi, subfungsi, program clan kegiatan yang akan 

clilaksanakan; 

b) hasil ( outcome) clan Keluaran yang akan clicapai; 

c) inclikator Kinerja  utama program clan inclikator Kinerj a  

kegiatan sebagai instrumen untuk mengukur capa1an 

Kinerja  clari program clan kegiatan; 

cl) Keluaran yang clihasilkan; 

e) pagu anggaran program clan pagu masing-masing 

satker yang clialokasikan serta rincian j enis belanj a  

yang cligunakan; 

f) rencana penarikan clana yang akan clilakukan; clan 

g) penerimaan yang cliperkirakan clapat clipungut. 

2 ) Surat Pengesahan (SP) DIPA yang clitetapkan oleh Direktur 

Jencleral Anggaran atas nama Menteri Keuangan. 

b .  Fungsi DIPA 

Fungsi DIPA aclalah sebagai : 

• clasar pelaksanaan kegiatan bagi satker; 

• clasar pencairan clana/ pengesahan bagi BUN/ Kuasa BUN;  

clan 

• alat pengenclali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan 

APBN,  clan perangkat akuntansi pemerintah . 

c .  Bahan Penyusunan DIPA 

Dokumen yang cligunakan sebagai clasar clalam penyusunan 

DIPA, yaitu : 

1) Peraturan Presiclen mengena:i rincian APBN 
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Peraturan Presiden mengenai rincian APBN merupakan 

dasar penyusunan DIPA baik untuk DIPA Induk maupun 

untuk DIPA Petikan . Dalam Peraturan Presiden tersebut, 

paling sedikit memuat alokasi anggaran untuk masing

masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (BA 

K/ L) ,  unit eselon I, fungsi, program, dan kegiatan . 

2 ) Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA-K/ L yang telah 

ditetapkan oleh Direktur Anggaran di lingkungan Direktorat 

J enderal Anggaran 

DHP RKA-K/ L menjadi dasar pencocokkan DIPA untuk 

memastikan bahwa DIPA yang diajukan oleh PA telah sesuai 

dengan RKA-K/ L yang disepakati pada saat penelaahan 

dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan telah mendapat 

persetujuan DPR-RI . 

3 ) Bagan Akun Standar 

Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam 

Bagan Akun Standar U:ntuk memastikan bahwa rencana 

kerja telah dituangkan sesuai dengan standar kode dan 

uraian yang diatur dalam ketentuan mengenai akuntansi 

pemerintahan . 

d .  Jenis DIPA 

Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN,  DIPA dapat 

dikelompokkan atas DIPA BA K/ L dan DIPA BA BUN . Namun, 

dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya akan menj elaskan 

mengenai DIPA BA K/ L. 

Untuk DIPA BA K/ L, DIPA yang disusun oleh PA terdiri atas : 

1) DIPA Induk, adalah akumulasi dari DIPA per satker yang 

disusun oleh PA menurut unit eselon I K/ L yang memiliki 

alokasi anggaran (portofolio) ; dan 

2) DIPA Petikan, adalah DIPA per satker yang dicetak secara 

otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi 

Kinerj a, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan 

perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai 

dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. 

DIPA Petikan merupakan DIPA satker-satker yang berada di 

bawah unit eselon I K/ L .  Secara prinsip satu DIPA Petikan untuk 
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satu satker, sehingga dalam hal sebuah satker mendapat alokasi 

anggaran yang berasal dari beberapa unit eselon I K/ L maka 

akan mengelola beberapa DIPA Petikan . Selanjutnya DIPA 

Petikan K/ L dapat dikategorikan menjadi : 

1 ) DIPA Satker Pusat/ Kantor Pusat (KP) yaitu DIPA yang 

dikelola oleh Satker Pusat/ KP suatu K/ L, termasuk di 

dalamnya DIPA Satker Badan Layanan Umum (BLU) pada 

kantor pusat, dan DIPA Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) . 

2 ) DIPA Satker Vertikal/ Kantor Daerah (KD) yaitu DIPA yang 

dikelola oleh Kantor/ Instansi Vertikal K/L di daerah, 

termasuk di dalamnya untuk DIPA Satker BLU di daerah. 

3) DIPA Dana Dekonsentrasi (Dekon) yaitu DIPA dalam rangka 

pelaksanaan Dekon, yang dikelola oleh (Satuan Kerj a  

Perangkat Daerah) SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh 

Gubernur. 

4) DIPA Tugas Pembantuan (TP) yaitu DIPA dalam rangka 

pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang ditunjuk oleh 

Menteri/ Pimpinan Lembaga yang memberi tugas 

pembantuan . 

5 )  DIPA Urusan Bersama (UB) yaitu DIPA yang memuat rincian 

penggunaan anggaran K/L dalam rangka pelaksanaan UB , 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang ditunjuk oleh 

menteri/ pimpinan lembaga berdasarkan usulan kepala 

daerah . 

2 . Pokok-Pokok Materi DIPA 

Pokok-pokok materi dalam DIPA meliputi uraian-uraian terkait 

dengan identitas organisasi , pernyataan syarat dan ketentuan 

(disclaimer), rumusan fungsi dan subfungsi, informasi Kinerj a, pej abat 

perbendaharaan, rincian penggunaan anggaran, rencana penarikan 

dana dan perkiraan penerimaan, dan pengisian catatan . 

a .  Identitas Organisasi 

Uraian terkait dengan identitas orgamsas1 menunjukan 

pendistribusian alokasi anggaran berdasarkan organisasi yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran. 
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Alokasi anggaran pada DIPA disusun untuk masing-masing K/ L 

sesuai struktur organisasinya. Rincian anggaran disusun mulai 

dari BA K/ L, unit organisasi (unit eselon I )  dan · satker . 

Penyusunan DIPA menurut orgamsas1 dilakukan untuk 

melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian hasil ( outcome) 

dari program K/ L sesuai dengan visi dan misinya. 

Pengertian bagian anggaran, unit organisasi dan satker adalah 

sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini . 

· b .  Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 

DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas 

nama Menteri Keuangan dilengkapi dengan pernyataan syarat 

dan ketentuan (disclaimer) yang harus dipedomani oleh PA/ KPA 

dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan anggaran, 

meliputi : 

1) hubungan hukum antara DIPA Induk dengan DIPA Petikan : 

a) "DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut 

dituangkan dalam DIPA Petikan" ; 

b) "Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan 

pengesahan DIPA Petikan" ; 

c) "DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari DIPA Induk (unit eselon I dan K/ L)" ; 

clan 

d) "DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem 

yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital 

stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan" ; 

2 )  fungsi DIPA Petikan : "DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan 

dana/ pengesahan bagi BUN/ Kuasa BUN" ;  

3 ) informasi pejabat perbendaharaan: "Informasi mengenai 

KPA, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan 

SPM (Surat Perintah Membayar) untuk tiap-tiap satker 

terdapat pada DIPA Petikan" ; 

4) pengisian halaman III DIPA:  "Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III 

DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan 

perkiraan penerimaan" ; 
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5 )  tanggung jawab PA/ KPA: "Tanggung j awab terhadap 

penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan 

sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran / Kuasa 

Pengguna Anggaran" ; 

6) penyelesaian atas perbedaan data: "Dalam hal terdapat 

perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA

K/ L-DIPA di Kementerian Keuangan, yang berlaku adalah 

data yang terdapat dalam database RKA-K/ L-DIPA di 

Kementerian Keuangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada" ; 

dan 

7) masa berlaku DIPA:  "DIPA berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2XXX sampai dengan 3 1 Desember 2XXX" 

c .  Rumusan Fungsi dan Subfungsi 

Uraian fungsi dan subfungsi yang dituangkan dalam DIPA 

menunjukan keterkaitan antara program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh suatu satker secara langsung mendukung 

fungsi dan subfungsi tertentu dalam APBN .  

d .  Informasi Kinerj a  

Rumusan informasi Kinerja  yang dituangkan dalam DIPA 

merupakan uraian kualitatif yang menunjukan keterkaitan 

antara alokasi anggaran yang ditetapkan dengan 

program/ kegiatan yang dilaksanakan dan 

sasaran/ hasil/ Keluaran yang akan dihasilkan . Disamping itu, 

rumusan Kinerja dimaksud juga merupakan perwujudan dari 

transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang 

menj adi tanggung jawab setiap PA/ KPA. 

Dalam hal penataan ADIK dalam RKA-K/ L telah dilakukan secara 

terintegrasi, informasi Kinerja dalam DIPA meliputi program, hasil 

( outcome) , indikator outcome, output program, indikator output 

program, Keluaran, dan indikator Kinerj a  Keluaran . 

Dalam hal aplikasi SPAN belum dapat disesuaikan dengan 

penataan ADIK dalam RKA-K/ L, informasi kinerja  dalam DIPA 

meliputi program, hasil ( outcome) , indikator Kinerja utama 

program, kegiatan, indikator Kinerja kegiatan, dan Keluaran . 
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e .  Pejabat Perbendaharaan 

Pejabat Perbendaharaan adalah para pengelola keuangan pada 

satker yang diberi tugas sebagai KPA, Penguji dan Penerbit Surat 

Perintah Membayar (PP SPM) , dan pelaksana tugas 

kebendaharaan . Pejabat Perbendaharaan tersebut terdiri dari 

KPA, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran . 

f. Rincian Penggunaan Anggaran 

Rincian penggunaan anggaran adalah nnc1an anggaran yang 

dibelanjakan dalam rangka: 

1) Pelaksanaan rencana kerja satker untuk mencapai Keluaran 

yang ditetapkan . 

Untuk mencapai Keluaran yang ditetapkan dalam DIPA, 

alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

sebuah Keluaran dirinci menurut J ems belanja/jenis 

pengeluarannya. Jenis belanja/jenis pengeluaran yang 

ditampilkan pada DIPA adalah 2 (dua) digit pertama dari 

nnc1an akun pada Bagan Akun Standar . Hal m1 

dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada KPA 

dalam melakukan penyesuaian atas akun belanja pada 4 

(empat) digit terakhir dari Bagan Akun Standar . Hal ini 

sesuai prinsip let 's managers manage dan penganggaran 

berbasis kinerja. 

2 )  Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/ dicairkan 

melalui mekanisme APBN.  

Rincian penggunaan anggaran dalam DIPA berfungsi sebagai 

dasar pembayaran dan pembebanan pada anggaran negara. 

Oleh karena itu, rincian penggunaan anggaran harus 

memenuhi ketentuan pembayaran dalam mekanisme 

pelaksanaan APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat 

dicairkan oleh Kuasa BUN . Ketentuan pelaksanaan 

pembayaran meliputi kesesuaian pencantuman rincian 

penggunaan dana dengan standar akuntansi pemerintah 

dan persyaratan pencairan dana, seperti kode kantor bayar, 

sumber dana, dan kesesuaian jenis belanja .  

Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan rencana kerj a  dan 

anggaran, penuangan rincian penggunaan anggaran dalam 
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DIPA harus menunjukkan keterkaitan antara fungsi, 

subfungsi, program, kegiatan, Keluaran, dan indikator 

Kinerja  dengan alokasi anggarannya. 

Berdasarkan hal tersebut, tata cara pencantuman nnc1an 

penggunaan anggaran dalam DIPA sebagai berikut: 

a) Pencantuman Program, Kegiatan, KeluaranJ Sumber 

Dana, dan Jenis Belanja 

Program, kegiatan, Keluaran, sumber danaJ dan j enis 

belanja  dalam DIPA satker harus memiliki keterkaitan 

satu sama lain dalam rangka pencapaian kinerja satker,  

dan merupakan penjabaran dari program, kegiatan, 

Keluaran pada rencana kerja  dan anggaran eselon I 

terkait. 

Ketentuan pencantuman program, kegiatan, Keluaran, 

sumber dana, dan jenis belanja adalah sebagai berikut:  

( 1) Pen can tuman Program 

Program yang tercantum dalam DIPA adalah 

program yang akan didukung oleh satker yang 

bersangkutan dalam rangka pelaksanaan rencana 

kerja dan anggaran eselon I terkait yang telah 

ditetapkan . 

(2 )  Pencantuman Kegiatan 

Kegiatan yang tercantum dalam DIPA adalah 

kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi 

tanggung jawab satker dalam rangka pencapaian 

sasaran program. Apabila satker melaksanakan 

lebih dari satu kegiatan dalam satu program, dalam 

DIPA juga harus dicantumkan kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan. 

(3)  Pencantuman Keluaran 

Keluaran yang tercantum dalam DIPA adalah 

barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan 

sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian 

outcome program dan/ atau outcome fokus 

prioritas.  Dalam hal kegiatan menghasilkan lebih 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 306 -

dari satu Keluaran, seluruh output tersebut harus 

dicantumkan dalam DIPA.  

(4 )  Pencantuman Sumber Dana 

Sumber dana dalam DIPA meliputi : 

(a) Rupiah Murni (RM) 

Sumber dana RM digunakan untuk 

menampung pengeluaran yang dibiayai dari 

RM APBN,  yang terdiri atas RM, RM 

Pendamping (RMP) , dan Stimulus (STM) . 

(b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Sumber dana PNBP digunakan untuk 

menampung pengeluaran yang dibiayai dari 

PNBP, terdiri atas PNBP dan PNBP B LU .  

Pencairan pengeluaran yang dibiayai dari 

PNBP harus mengacu kepada batas maksimal 

pencairan dana yang diperkenankan dalam 

penggunaan dana PNBP bersangkutan . 

(c) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) 

Sumber dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 

digunakan untuk menampung pengeluaran 

yang dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar 

Negeri, terdiri atas Pinjaman Luar Negeri 

(PLN) , Hibah Luar Negeri (HLN) , dan Hibah 

Langsung Luar N egeri (HLLN) . 

Pada setiap pengeluaran yang dibiayai dari 

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri harus 

dicantumkan nomor register Pinjaman dan 

Hibah Luar Negeri dan tata cara penarikan 

dana. 

(d) Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN) 

Sumber dana Pinjaman dan Hibah Dalam 

Negeri digunakan untuk menampung 

pengeluaran yang dibiayai dari Pinjaman dan 

Hibah Dalam Negeri, terdiri atas Pinjaman 

Dalam Negeri (PDN) , Hibah Dalam Negeri 

(HDN) dan Hibah Langsung Dalam Negeri 

(HLDN) . 
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(e) Surat Berharga Syariah Negara/ Project Based 

Sukuk (SBSN / PBS) 

Sumber dana dari SBSN / PBS digunakan 

untuk menampung pengeluaran yang dibiayai 

dari penerimaan penjualan SBSN / PBS. 

(5) Pencantuman Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran 

dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan 

anggaran oleh PA/ KPA dan penyusunan laporan 

keuangan, pencantuman akun harus sesuai 

dengan jenis belanja dan jenis pengeluaran yang 

ditetapkan. Ketidaktepatan pencantuman J ems 

belanja dan jenis pengeluaran dalam DIPA akan 

mengakibatkan tertundanya pencairan dana 

karena masih memerlukan penyesuaian/ revisi. 

Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam 

penyusunan DIPA K/ L adalah sebagai berikut: 

(a) Belanja Pegawai (5 1 ) ;  

(b) Belanja Barang dan Jasa (52 ) ;  

(c) Belanja Modal (53) ; dan 

(d) Belanja Bantuan Sosial (57) .  

Pencantuman kode nnc1an akun J ems 

belanj a/jenis pengeluaran dan penggunaannya 

mengacu pada Bagan Akun Standar (BAS) .  

b) Kewenangan 

Kewenangan pelaksanaan anggaran terdiri atas : 

( 1 )  Kewenangan yang diberikan kepada satker 

Pemerintah Pusat terdiri atas : 

(a) Kewenangan Kantor Pusat (KP) yaitu 

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan 

dalam DIPA yang diberikan kepada satker 

lingkup kantor pusat K/ L; dan 

(b) Kewenangan Kantor Daerah (KD) yaitu 

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan 

dalam DIPA yang diberikan kepada satker 

pusat yang berada di daerah . 
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(2 )  Kewenangan yang diberikan kepada satker 

Pemerintah Daerah, terdiri atas : 

(a) Kewenangan Dekonsentrasi (Dekon) yaitu 

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan 

dalam DIPA Dekonsentrasi yang diberikan 

kepada kepala din as/ instansi pemerin tah 

provms1; 

(b) Kewenangan Tugas Pembantuan (TP) yaitu 

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan 

dalam DIPA Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada kepala dinas / instansi 

pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota; dan 

(c) Kewenangan Urusan Bersama (UB) yaitu 

kewenangan untuk melaksanakan kegiatan 

dalam DIPA Urusan Bersama yang diberikan 

kepada kepala dinas/ instansi pemerintah 

provinsi/ kabupaten/ kota. 

c )  Pencantuman Kantor Bayar dan Cara Penarikan Dana 

( 1 )  Kantor Bayar 

Kantor bayar yang perlu dicantumkan pada DIPA 

adalah kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) yang ditunjuk untuk melaksanakan 

pem bayaran / pencairan dana. 

(2 ) Cara Penarikan Dana 

Cara penarikan dana diperlukan untuk 

pengeluaran yang dibiayai dari PHLN / PH D N .  Cara 

penarikan meliputi Pembiayaan Pendahuluan (PP) , 

Pembayaran Langsung (PL) , Rekening Khusus (RK) 

a tau Letter of Credit (LC) . Sedangkan untuk 

Pengesahan Hibah Langsung dicantumkan ( - ) .  

g .  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan 

Pencantuman rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan 

dalam DIPA diperlukan untuk pencapaian optimalisasi fungsi 

DIPA sebagai alat manajemen kas pemerintah . Disamping sebagai 

alat manajemen kas pemerintah, rencana penarikan dana dan 

perl<:iraan penenmaan juga berfungsi sebagai alat 
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monitoring/ pembanding terhadap penyerapan pagu. Rencana 

penarikan dana merupakan pelaksanaan fungsi manaj emen kas 

pemerintah dari sisi belanja negara. Pengesahan DIPA oleh BUN 

memberi jaminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat disediakan 

oleh negara dalam jumlah yang cukup pada saat anggaran 

tersebut ditagihkan . Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas 

negara, ketepatan waktu penyediaan uang untuk memenuhi 

tagihan negara menjadi penting. 

Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman III 

DIPA didasarkan pada rencana kerja bulanan satker sesuai 

dengan kebutuhan riil . Berkenaan dengan hal tersebut, perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1 )  Untuk belanja pegawai, karena sifat penarikan cenderung 

tetap setiap bulannya, maka penyusunan rencana penarikan 

dapat dibuat secara prorata dibagi sebanyak 1 3  bulan, 

dengan menempatkan pembayaran belanja pegawai bulan 

ke- 1 3 pada bulan Juli . 

2 )  Untuk belanja selain belanja pegawai, pencantuman rencana 

penarikan sesuai rencana penarikan/ pembayaran dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana 

penarikan U ang Persediaan (UP) dan rencana penarikan 

Pembayaran Langsung (LS) setiap bulan . 

Sedangkan perkiraan penerimaan baik penerimaan perpajakan 

dan PNBP, termasuk pendapatan BLU,  maupun penerimaan 

pembiayaan diperlukan untuk menghitung proyeksi penerimaan 

negara melalui kas negara. Rencana Penerimaan meliputi 

perkiraan penerimaan perpaj akan, PNBP, dan penerimaan 

pembiayaan tiap bulan pada masing-masing satker .  

Pencantuman perkiraan penenmaan perpajakan meliputi 

penerimaan pajak serta bea dan cukai yang dikelola satker di 

lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai . PNBP meliputi penerimaan yang diperoleh sebagai 

akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam DIPA yang meliputi 

seluruh penerimaan bukan pajak, baik PNBP fungsional maupun 

PNBP Umum. 
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h .  Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV 

Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV 

adalah pencantuman informasi dan penj elasan mengenai rincian 

belanja yang memerlukan persyaratan tertentu dan / atau 

perlakuan khusus pada saat proses pencairan anggaran, yaitu : 

1 )  memerlukan persyaratan tertentu untuk proses pencairan 

anggaran 

a) alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan 

dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu 

persetujuan DPR-RI , hasil reviu/ audit dari Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (khusus 

untuk dana optimalisasi) , naskah perjanjian (khusus 

PHLN / PHDN) , dan nomor register (khusus 

PHLN / PHDN) ; 

b) alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum 

didistribusikan ke satker-satker daerah; 

c) output cadangan; 

2 ) tambahan informasi pada saat proses pencairan anggaran 

a) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka 

pengesahan (untuk keperluan administrasi bagi 

kegiatan yang dilanjutkan di tahun berikutnya) ; 

b)  tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/ atau 

c) pencantuman volume pembangunan / renovasi 

bangunan/ gedung negara dan pengadaan kendaraan 

bermotor.  

Pencantuman informasi dan peng1sian catatan pada 

Halaman IV DIPA merupakan konsekuensi dari 

pencantuman catatan yang dilakukan oleh Biro 

Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L pada saat penelitian 

RKA-K/ L dan/ atau Penelaah Kementerian 

PPN / Bappenas/ Kementerian Keuangan pada saat 

penelaahan RKA-K/ L.  Untuk dapat mencairkan alokasi 

anggaran, bagi program/ kegiatan/ output yang masih 

memerlukan persyaratan tertentu, harus dilakukan revisi 

anggaran terlebih dahulu untuk menghapus catatan 

terse but . 
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3.  Penyusunan DIPA Induk K/ L 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Induk K/ L:  

a .  DIPA Induk disusun menggunakan data yang berasal dari RKA 

eselon I yang telah disesuaikan dengan Alokasi Anggaran K/  L dan 

mendapat persetujuan DPR-RI , telah ditelaah antara K/ L dan 

Direktorat Jenderal Anggaran serta ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN. 

b. DIPA Induk disusun per unit eselon I dan program. Dalam hal 

unit eselon I mengelola lebih dari satu program maka DIPA Induk 

yang disusun memuat seluruh program yang menjadi tanggung 

j awabnya. 

c. Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk dan 

menetapkan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris 

atau pejabat eselon I sebagai penanggung jawab program dan 

memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada bagian anggaran, 

sebagai pej abat penanda tangan DIPA atas nama 

Menteri/ Pimpinan Lembaga. 

d .  Pejabat penanda tangan DIPA Induk meneliti kebenaran 

substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN.  

e .  DIPA Induk yang telah ditandatangani kemudian disampaikan 

kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapat 

pengesahan. 

f. DIPA Induk dicetak:  

1) . sebelum tahun anggaran berjalan (DIPA awal) ; dan 

2 ) . pada tahun anggaran berjalan, apabila terdapat APBN 

Perubahan, K/ L baru (dengan kode BA baru) , atau terdapat 

unit organisasi baru (dengan kode eselon I baru).  

4 .  Penyusunan DIPA Petikan K/ L 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Petikan K/L: 

a. DIPA Petikan disusun menggunakan data yang berasal dari RKA 

Satker yang telah disesuaikan dengan Alokasi Anggaran K/ L dan 

mendapat persetujuan DPR-RI , telah ditelaah antara K/L dan 

Direktorat Jenderal Anggaran serta ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN.  
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b .  DIPA Petikan K/ L merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk 

masing-masing satker .  Dalam hal satker mengelola lebih dari satu 

program dan berasal dari satu unit eselon I ,  maka DIPA Petikan 

yang disusun memuat seluruh program yang menj adi tanggung 

j awabnya. 

c .  DIPA Petikan K/ L dicetak secara otomatis melalui sistem dan 

dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai 

pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi) . 

Sej alan dengan penataan ADIK dalam RKA-K/ L, format DIPA 

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Tabel VI . 2 , Tabel 

VI . 3 (DIPA Induk) dan VI . 9 (DIPA Petikan) 

Dalam hal aplikasi SPAN belum dapat disesuaikan sesuai dengan 

penaatan ADIK dalam RKA-KL, format DIPA menggunakan format 

sebagaimana tercantum dalam Tabel VI . 1  s . d .  Tabel VI . 1 5 . 

C .  TATA CARA PENGESAHAN DIPA 

1 .  Pengesahan DIPA Induk dan DIPA Petikan BA K/ L 

a .  Penyampaian DIPA 

1 )  Menteri Keuangan memberitahukan kepada 

Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk menyusun dan 

menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran 

setelah ditetapkannya DHP RKA-K/ L dan Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN.  

2 ) Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, 

Direktur Jenderal Anggaran menyusun j adwal validasi DIPA 

K/ L dan disampaikan kepada Sekretaris J enderal/ Sekretaris 

Utama/ Sekretaris K/ L. 

3) Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris K/ L 

memerintahkan para unit eselon I sebagai penanggung j awab 

program untuk menyusun dan menyampaikan DIPA yang 

telah ditandatangani kepada Direktur Jenderal Anggaran 

sesuai dengan j adwal validasi yang telah ditetapkan . 

b .  Pengertian dan Batasan Validasi DIPA 

1 )  Validasi DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran terhadap DIPA 

yang diajukan oleh PA untuk menj amin kesesuaian data 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 3 1 3 -

DIPA dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan 

DHP RKA-K/ L.  

2 )  Dalam pelaksanaan validasi DIPA, Direktorat Jenderal 

Anggaran mencocokkan kode pengaman yang tertuang 

dalam DIPA dengan kode pengaman yang ada di dalam 

database RKA-K/ L-DIPA.  

3 )  Validasi DIPA yang dilakukan hanya difokuskan pada DIPA 

Induk. 

c. Tujuan Validasi DIPA 

1 )  Menj amin kesesuaian data dan informasi yang tertuang 

dalam DIPA dengan database RKA-K/ L-DIPA yang telah 

ditetapkan dalam DHP RKA-K/ L dan Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN.  

2 ) Menjamin penuangan rencana kerja  dan anggaran telah 

sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintahan sebagaimana 

dipersyaratkan dalam penyusunan laporan keuangan . 

3 ) Menj amin kebenaran pencantuman Kode Kewenangan, Kode 

Kantor Bayar, dan Kode Lokasi Kabupaten/ Kota. 

4) Menj amin penuangan rencana kerj a  dan anggaran telah 

sesuai dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APB N .  

d .  Tata Cara Validasi DIPA 

1 )  Petugas Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran 

menerima DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh PA 

atau pejabat eselon I yang ditunjuk, selanjutnya melakukan 

validasi dengan mencocokkan kode pengaman yang tertuang 

dalam DIPA Induk dengan kode pengaman yang ada di dalam 

database RKA-K/ L-DIPA.  

2 )  Jika proses validasi lulus, DIPA Induk diterima untuk 

diteruskan ke Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian 

dan Kemaritiman/ Direktur Anggaran Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan/ Direktur Anggaran Bidang Politik, 

Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara guna penerbitan SP DIPA Induk. 

Dalam hal proses validasi tidak lulus,  DIPA Induk tersebut 

dikembalikan untuk diperbaiki . 
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e .  Proses Pengesahan DIPA 

1 )  Pengesahan DIPA pada pnns1pnya merupakan penetapan 

oleh Menteri Keuangan atas DIPA yang disusun oleh PA dan 

memuat pernyataan bahwa rencana kerj a  dan anggaran 

pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan 

menj adi dasar pembayaran/ pencairan dana oleh Kuasa BUN 

atas beban APBN.  

2 ) Tujuan pengesahan DIPA adalah : 

a) menjamin alokasi anggaran dan peruntukannya yang 

dituangkan dalam DIPA telah sesuai dengan DHP RKA

K/ L dan Perpres mengenai rincian APBN;  

b) menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan 

untuk membayarkan rencana kerj a  sebagaimana 

tercantum dalam rincian penggunaan anggaran; 

c) menjamin KPPN selaku Kuasa BUN dapat mencairkan 

anggaran atas DIPA berkenaan . 

3 ) Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan SP  DIPA 

terdiri atas : 

a) SP DIPA Induk yaitu SP DIPA yang memuat alokasi 

anggaran menurut unit eselon I K/ L.  SP DIPA Induk 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas 

nama Menteri Keuangan dan dilengkapi kode pengaman 

berupa digital stamp; dan 

b) SP DIPA Petikan yaitu SP DIPA yang memuat alokasi 

anggaran untuk masing-masing Satker.  SP DIPA 

Petikan dicetak secara otomatis dari sistem dan 

dilengkapi kode pengaman berupa digital stamp yang 

JUga berfungsi sebagai pengganti tanda tangan 

pengesahan (otentifikasi) . 

4) SP DIPA paling sedikit memuat: 

a) dasar hukum pengesahan DIPA; 

b) kode dan uraian identitas unit, meliputi bagian 

anggaran, unit organisasi, dan satker; 

c) pagu anggaran DIPA; 

d) ketentuan-ketentuan atau pernyataan (disclaimer) dari 

BUN, meliputi antara lain : fungsi DIPA, penggunaan 
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dana dalam DIPA merupakan tanggung j awab PA/ KPA, 

masa berlakunya DIPA; dan 

e) tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran untuk SP  

DIPA Induk dan kode pengaman berupa digital stamp 

sebagai pengganti tanda tangan pengesahan 

( oten tifikasi) . 

5) Tata Cara Pengesahan DIPA 

a) DIPA Induk yang telah lulus proses validasi diterbitkan 

SP DIPA Induk. 

b) Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan SP  DIPA 

Induk atas nama Menteri Keuangan . 

c )  SP DIPA Induk yang telah disahkan Direktur Jenderal 

Anggaran atas nama Menteri Keuangan dan DIPA Induk 

yang ditandatangani PA atau pej abat eselon I yang 

ditunjuk, merupakan satu kesatuan dengan DIPA Induk 

yang sah dan menjadi dasar penerbitan DIPA Petikan 

untuk masing-masing satker dibawahnya. 

d) Berdasarkan SP DIPA Induk yang telah disahkan, maka 

SP DIPA Petikan dan DIPA Petikan untuk masing

masing satker diterbitkan secara otomatis dari sistem 

yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital 

stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan 

(otentifikasi) dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari DIPA Induk berkenaan . 

6) Tanggal Pengesahan DIPA 

Penetapan SP DIPA Induk oleh Direktur Jenderal Anggaran 

atas nama Menteri Keuangan dan penerbitan SP DIPA 

Petikan dilakukan paling lambat bulan Desember sebelum 

dimulainya tahun anggaran . Sedangkan terhadap DIPA yang 

diterima dari PA pada tahun berjalan maka penetapan SP  

DIPA dilakukan pada tahun anggaran berjalan . 

2 . Penggandaan dan Pendistribusian DIPA BA K/ L 

DIPA yang telah disahkan, selanjutnya digandakan dan disampaikan 

dengan rincian sebagai berikut : 

a .  DIPA Induk BA K/ L, disampaikan kepada: 

1) Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris K/ L; 
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2 ) Pimpinan unit eselon I bersangkutan (penanggung j awab 

program) ; dan 

3) Direktur Jenderal Anggaran c . q . Direktur Anggaran di 

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran . 

b .  DIPA Petikan B A  K/ L, disampaikan kepada: 

1 )  Satker bersangkutan; 

2 )  Kepala KPPN pembayar; 

3 ) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

4)  Direktur Jenderal Anggaran c . q. Direktur Anggaran di 

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 

5 )  Menteri/ Pimpinan Lembaga: 

a) Sekretaris Jenderal; 

b) Inspektur Jenderal; 

c) Pimpinan unit eselon I bersangkutan (penanggung 

jawab program) ; 

6 )  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

7) Gubernur; 

8)  Direktur Jenderal Perbendaharaan : 

a) Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan 

b) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan . 

Penyampaian DIPA Petikan BA K/ L sebagaimana dimaksud butir 

1 )  dan butir 2) berupa hardcopy, sedangkan butir 3 ) s . d .  butir 8) 

berupa soft copy (CD) . 
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Tabel VI. 1 
LEMEAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP DIPA INDUK) ·�.\ . · : !<··· ! K EM ENTERIAN K EUANGAN REP U B L I K  I N DONESIA ·�• D I REKTORAT J EN D ERAL ANGGARAN 

A .  DASAR H U KU M :  

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISJAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK 

TAHUN ANGGARAN 2XXX 
NOMOR : SP DIPA - aaa . bb-c/2XXX 

1. U nd a ng -U nd a ng Norror 17 Ta hun 2003 Te nta ng Keuangan Nega ra . 

2. U nd a ng -U nd a ng Norror 1 Ta hun 2004 Tenta ng Perbenda haraan Nega ra . 

3. Undang-Und a ng Norror: . . . . . Ta hun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX. 

4. U nd a ng -U nda ng Norror: . . . . . Ta hun 2XXX Tenta ng Pe rubahan Atas UU Norror . . . .  Ta hun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX. 

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOl<ASI ANGGARAN U NTUK: 

1 .  KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

2. U NIT ORGANISASI 

3. PAGU 

(xxx) Na ma K/L 
(xx) Na ma Unit Ese lo n  I 

Rp. 999 . 999 . 999 (XXXXXXXXX) (a ng ka d a n  h uruf) 

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER} 
1 .  DIPA Induk yang tela h  disa h ka n  le bih la nj ut ditua ng ka n  keda la m  DIPA Petika n u ntuk masing-masing Satker. 

2 .  Pengesa han DIPA Ind u k se ka rig us merupa ka n  pe ngesaha n DIPA Petikan .  

Dl�;Titl�i}.:,,',;/ ' 

3. DIPA Induk tida k berfungsi sebagai dasar pela ksa naan keg iata n ata u dasa r  pencaira n da na/pengesa ha n bagi Be nda ha ra U mu m  Nega ra/Kuasa Be nda hara U mu m  Nega ra .  

4 .  Informasi me ngenai KPA, Bendaha ra Pe ngeluara n  da n Peja bat Pe nanda tanga n SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petika n .  

5 .  Rencana Pe narikan Da na dan Perkira a n  Penerimaa n  yang terca ntu m da la m  Ha la ma n  II I  DIPA Induk merupa ka n  akumulasi rencana Pe na rika n Dana da n Perkira a n  Penerima a n  

dari se luruh Satker. 

6. Tanggung jawa b terhada p ke be na ra n  a lokasi y a ng te rtua ng dalam DIPA Ind u k sepenuhnya berada pada PA/KPA . 

7. DIPA Induk berlaku seja k ta nggal 1 J a nuari 2XXX sa mpai deng a n  31 Desernber 2XXX. 

XXXXXXXX, DD-MM-YY 

a . n .  Menteri Keua nga n 

Direktur J endera l  A ng g a ra n ,  

AAAAAAAAAA 
NIP. 

0 ttGvv 
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Tabel VI . 2  
DIPA Induk Halaman I .  Informasi Kinerj a  dan Anggaran Program 

A .  I DENTITAS UNIT: 

1. KEMENTERIA N N EGARA/ LEMBAGA 

2. UNIT O RGANISASI 

3. PAGU 

(xxx) 

(xx) 

DAFTAR IS IAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK 
T AHUN ANGGARAN 2XXX 

NOMOR : DIPA - aaa . bb-c/2XXX 
I. INFORMAS I KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 

Narra K/L 

Na rra Un it Eselon I 

Rp.  999 . 999 . 999 (XXXXXXXXX) (a ngka dan h uruf) 

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FU NGSI DA N PRIO RITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :  

1 .  PROGRA M 

dst .  

2 .  SASARAN STRATEGIS K/ L  

3 .  FUNGSI 

SUB FUNGSI 

FU NGSI 

SUB F UNGSI 

dst .  

xxx . xx . xx)  

xxx . xx . xx) 

xxx . xx . xx)  

(xx) 

(xx) 

(xx . xx) 

(xx) 

(xx . xx) 

narra Prog ra m 

n a rra  Prog ra m 

n a rra  Progra m 

u ra i a n  Sasa ra n Strateg is 

u ra ia n  Fungsi  

u ra i a n  Sub F ungsi Rp.  999 . 999 . 999 
u ra ian  Fungsi 

u ra ian  Sub F u ngsi Rp.  999 . 999 . 999 

""1i"" : �· ··· ¥ -�·.··�·�· ... ·-·'(;'":, •• , .... ' "'.';'"'':'� , • •  �-�:;�/£,:,·: IJ1 & / t AL S1:A�\/J 

Rp.  999 . 999 . 999 
Rp. 999 . 999 . 999 
Rp. 999 . 999 . 999 

Rp. 999 . 999 . 999 
Rp. 999 . 999 . 999 

Rp.  999 . 999 . 999 

rJ A[;v/ 
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Tabel VI. 3  
DAFTAR IS IAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDU K 

T AHUN ANGGARAN 2XXX 
NOM O R  : DIPA - aaa . bb-c/2XXX 

I. INFORMAS I KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 

. .  ···:· .... -��·::--:: """'."'."'""•·"."".".' �:.---:: ·· . :�·,,_-.,_., .. ,,,,'.'.;?'< • �.7_. ---,,..,�-�·-1 
: bJGJTAL STAMP •· 

... , 

(Ribu a n  Rupia h )  
• . 

KODE PROG�M/OuTCOME/INDIKATO� OLITCOME/OlrrPUT PROGRAM/INDIKATOR OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN/INDIKATOR KINERJA KELUARAN · · . . ·.- . · . ·  ' . . - - .. · . . 
. · .. 

VOL/SAT .ALOKASI DANA . 
xxx . xx . xx n a ma  Prog ra m 

O utco me 
.. 0 1  Ind ikator Outcom= 

. . .  
99 Indikator O utcorre 

O utput Prog ra m 
... 0 1  Indikator Output Progra m 

. . . 
99 Indikator O utput Program 

xx xx u ra ia n  Keg iata n 1 
xxxx . xxx u ra i a n  O utput 1 

,.. 0 1  Indikator Kinerja Kelua ran 
... 02 Indikator Kinerja Ke luaran 

xxxx . xxx u ra i a n  O utput 2 
xx xx u ra i a n  Keg iata n 2 

xxxx . xxx u ra ia n O utput 1 
... 0 1  Ind ikator Kinerja Ke lua ra n  
1..-02 Indikator Kinerja Kelua ran 

xxxx . xxx u ra i a n  O utput 2 
KETENTUAN : 

- DIPA Induk in i  d itua ng ka n  lebih la nj ut ke d a l a m  DIPA Peti ka n  d a n  DI PA Petika n d i ma ks u d  berla ku seba g a i  

doku me n  pela ksa na a n  keg iata n Satke r .  
XXXXXXXX, DD- MM-YY 

a. n. Me nte rijKetua . . . . . . . 

xxxxxxxxxxxxxxx 

AAAAAAAAAAAA 

NIP.  

N O l  

N04 

99 sa t 

99 sat 

99 sat 

99 sat 

99 sat 

99 sat 

99 sat 

99 sat 

Rp. 999 . 999 . 999 

Rp. 999 . 999 . 999 

Rp. 9 9 9 .  999 . 999 

Rp. 999 . 999 

R p . 999 . 999 

Rp. 999 . 999 . 999 

Rp. 999 . 999 

R p . 9 9 9 . 999 

� #jV 
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Tab e l  VI . 4  

D IPA In duk Halaman I .  Informasi Kinerj a  d an  Anggaran Program 

A .  IDENTITAS UNIT: 

1 .  KEMENTERIAN NEGARA/ l£MBAGA 

2. UNIT ORGANISASI 

3. PAGU 

(xxx) 

(xx) 

DAFTAR IS IAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK 
T AHUN ANGGARAN 2XXX 

NOMOR : DIPA - aaa . bb-c/2XXX 
I. INFORMAS I KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 

NarTE K/L 

NarTE Un it Ese lon I 

Rp. 999 . 999 . 999 (XXXXXXXXX) (a ngka da n huruf) 

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 

1 .  PROGRAM 

dst .  

2 .  SASARAN STRATEGIS K/L 

3. FUNGSI 

SUB FUNGSI 

FUNGSI 

SUB FUNGSI 

dst .  

xxx . xx .xx) 

xxx . xx .xx) 

xxx . xx .xx) 

(xx) 

(xx) 

(xx .xx) 

(xx) 

(xx .xx) 

narTE Progra m 

narTE Progra m 

narTE Progra m 

u ra ia n Sasa ran  Strategis 

u ra ia n  Fungsi 

u ra ia n Sub Fungsi Rp. 999.  999 . 999 
ura ia n  Fungsi 

u ra ia n  Sub Fungsi Rp. 999. 999 . 999 

DIGITA'L STAMP 

Rp. 999 . 999 . 999 
Rp. 999. 999 . 999 
Rp. 999. 999 . 999 

Rp. 999 . 999 . 999 
Rp. 999 . 999 . 999 

Rp. 999. 999 . 999 

� 
ff 
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Tabel VI . 5  
DAFTAR IS IAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK 

T AHUN ANGGARAN 2XXX 
NOMOR : DIPA - aaa . bb-c/2XXX 

I. INFORMAS I KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 
C. RI NCIAN KI NERJA PROGRAM DA N KEGIATA N 

KODE PROGRAM/OUTCOME/INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN/INDIKATOR J9:NERJA KEGIATAN/OUTPUT 
xxx . xx . xx n a rra  Prog ra m 

outcorre 

0 1 .  u ra ia n  IKU 1 
0 2 .  u ra ia n  I KU 2 

xx xx uraia n Keg iata n 1 
,.. 0 1  u ra ia n  IKK 1 
0 2 .  u ra ia n  IKK 2 

xxxx . xxx u ra i a n  Output 1 
xxxx . xxx u ra i a n  Output 2 

xxxx u ra ia n  Keg iata n 2 
... 0 1  u ra ia n IKK 1 
0 2 .  u ra ia n  IKK 2 

xxxx . xxx u ra ia n Output 1 
xxxx . xxx ura ia n Output 2 

KETENTUAN : 

- DI PA I n d u k  i n i  d itua n g ka n  lebih la njut ke da lam DI PA Petika n d a n  DI PA Petika n d irra ks u d  berla ku 

sebaga i doku rre n  pela ksa na a n kegiata n Satker.  
'XXXXXXXX, DD- M M-YY 

a . n .  Menteri/Ketua . . . . . .  . 

xxxxxxxxxxxxxxx 

AAAAAAAAAAAA 

NIP.  

(Ribua n Rupia h )  

VOL/SAT ALOKASI DANA 
Rp. 999 . 99 9 . 999 

Rp. 999 . 999 . 999 

N O l  99 sat R p . 9 9 9 . 999 

99 sat R p . 9 9 9 . 999 

Rp. 999. 999 . 999 

99 sat R p . 9 9 9 . 999 

N04 99 sat Rp. 9 9 9 . 999 

ff f>.C"..W 
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Tab e l  IV . 6  
D IPA In duk H al arn an IL R i n ci an Alokasi Anggaran P e r  S atke r 

A. I DENTTTAS U N IT : 

1 .  KEMENTERIA N N EGA RA/LE M BAGA 

2. U N IT O RGA NISASI 

3 .  PAGU 

DAFTA R IS IA N PELAKS A NAAN A NGGA RA N  INDUK 
TA HUN ANGGARA N  2XXX 

N O M O R : DIPA - a a a . bb- c/ 2XXX 
IL RINCIA N  A LOKAS I A NGGA RA N  PER S AT KER 

( x x x )  N a rra K/ L  

(xx) Narra U n it Ese lon I 

R p . 999 . 99 9 . 999 

B. RINCIA N A LO KASI A NGGA RA N PER SATKER : 

N O i  KO D E  P RO G RA M/ P RO VIN SI/SATKER/ S U M B E R  D A N A  

1 2 3 
1. xxx I P RO G RA M  1 / 2/ 3 

xx P RO VI N S !  1 
xxxxxx l u raian n ama Satk er 

l·---+� 1-� xx P LN 
-

KP 
KD 
DK 
TP 
U B  

4 

KP 

P E G A W A I  I 
51 
5 

9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  
9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  .. 
9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  

999.999.999 
999. 999. 999 

J E N IS B E L.A NJA 

BA RA N G  I M O DA L  

52 53 
6 7 

9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  
9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  
9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  

999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 

. DIGITAL STAMP 
.... : .. .... ..... . . . : . ...... =.:.: .. ,. . . :-...... .... ..:'. ... . . .. . 

( Ribua n R uoia h )  

TERCATAT I BA NTU A N  S O S IA L  I PA GU/TA RG ET 
P E N DA PATA N 

57 
8 9=5+6+7+8 10 

9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  
9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  9 9 9 . 9 9 9 .99 9 
9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  

···························-···· . 

999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 '··········-·•···-···-······ ........ , .......................... _,, __ ,,___ ·········-······· .. .. ..... .......... -..... . . ............................ .. .......... -.... ................. ... .. .......... .. ..... , 

___ , ______ ., . _________ ___ ____ .. __ . _____ _____ _______ _ _ __ _____ , .. _____ , __ ____ 999. �9?-99:L-----�9. 99':_:999t ___ _:_:9.999. 999 f. _____ _ 999. 999. 999 �---··------.:_:9. 99:i.:_999 · ·---·-------------·· 
9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  

xx l dst 

xx 

Targ et p e n d a p atan 

PROVI N S !  2 
xxxxxx l u raian n ama Satker 

::i:�� 
Targ et pendapatan 

xx P LN 

... 

KP 

9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  
9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  

999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 ·············- ··········-··· ... - .. .............................................................................. 

999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 

9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  
9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  9 9 9 . 9 9 9 .9 9 9  

999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 ............. ......... _ .................. -........ .................... -. 

9 .9 9 9  9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 

9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  ... 
9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  

........... ..................................... -······-·····---······· 

999.999.999 ··················· ······· ·· ········ ·· ····· ··· ········-···· ·· 

999.999.999 ····················································- ·······-···· . 

999.999.999 .. .............................. ........ ................................... 

9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  
9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  

··-···-.. �····----··· .. ··-.. -··-----.. ·-··-· 

999.999.999 ..... ....................... ....... ............. -···- ··············-······ 

999.999.999 

9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  
9 9 9 .9 9 9 .9 9 9  

xxtRM 

,-- ·--� �-----------------------------L __ f ____ �9.999.99�[ ___ _ _  999.999.99�[_ ___ ._999.9�.999. 999. 999. 999 r 999. 999. 999 ---------- �--------·- -----· -· · ----------------··· 
Targ et pendapatan 

KETENTUA N : 

- DIPA ini  d it u a n g ka n  le b i h  la nj u t  ke d a la m  DIPA Petika n d a n  DI PA Petika n d i rra ks u d  

berla ku seba g a i  d o ku rre n  pe la ksa n a a n  keg iata n Sa t ke r .  

XXX:XXXXX, DD- M M-YY 

a .  n. Mente ri/Ketua 

xxxxxxxxxxxxxxx 

AAAAAAAAAAAA 

N I P .  

9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

ro 
� 
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Tabel VI . 7  
DIPA Induk Halrunan III . Rencana Penarikan D an a  dan Perkiraan Penerimaan 

DA FTA R  IS IAN P E LAKSANAAN A N G GA RA N  I N D U K  
TA H U N  A N G GARA N  2XXX 

A .  IDENflTAS UNIT : 

1 .  KEMENTERIA N NEGARA/ LEMBA C : 
2. UNIT ORGA NISA S I  

3 .  PA GU 

N O M O R : DIPA - aaa . bb-c/2XXX 
I l l .  R E NCANA P E NARIKA N  DA NA DAN P E RK I RAA N P E N E RI MAAN 

(xxx) Nama KIL 

(xx) Nama U n it Es el o n  I 

Rp . 999.999 . 999 

B .  RENCA NA PENA RIKA N DANA DA N PERKIRAA N PENERIMAA N PER SATKER : 

, /: ·: · � .� = 
DiGITAL STAMP, 

( Ri b u a n  Rup i a h )  

R EN C AN A  P ENAR IKAN/PEM BAYARAN 

N O i KOD E  U RAIAN PR OGRAM PAGU 

JAN UAR I F E B R U A R I  MARET APRIL M EI J U N I  J U LI AGU STU S I SEPTEM BER I OKTOBER I N OVEMBER I D ESEM BER 

1. I xxx l uraian Prog ram 1 

Rencana Penari l<an o ana �s_: _::9.999.99���9.s=�-�-:99-s���� s99_�-_-99srs99.9_99��G��==:�r 999.�s-�r��_:.r�=-���-�-�r���-:�s.s�r��::=�-�r���;;-��9.99.:, 
999.999.999 999.999.999r--999.999.999r · 999.999.999r- 999.999.999r·-;99.999.999r-;;9.999.999r 999.999.9991-- 999.999.999r 999.999.999r 999.999.9991-- 999.999.999r 999.999.999 ·---.. ----------------------... -Perl<i raan/T arg et Pendapatan 

2. j JOO< luraian Prog ram 2 

f--- 1=-= ��::a

a;e

:;���-=:atan -=--==--==-=--�-� :-::::r-::-���:r-��.::.:f-:��·::r :::::�r-:::::�r-::::::�-=:.::::��--��:·::�-��������:��r--:�:�:�r��-=-:::��;�' 
3. I xxx l uraian Program 3 

Rencana Penari l<an D ana 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999 .9991 999.999.999[ 999.999.999 999.999.999[ 999.999.999 999.999.999[ 999 .999.999[ 999.999.999 999.999.999 
Perki raan/Targ et Pendapatan 999.999.999[ 999.999.999r 999.999.999r 999.999.999r 999.999.999r 999.999.999[ 999.999.999 999.999.999[ 999.999.999 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999 999.999.999 

4. )0¢( urai an Prog ram 4 

·--·----·----------- r 999�9.:.:_9:[ :99 99::999[ m 
99��-�999[ __ ��r .:.9:i=.:i�r · -"-==�r . -����r -=====r -��==f -===:�9.:=f . ---=��=::ir __ _9_::��-=-�r 

99����===: 
Perki raan/Target Pendapatan 999.999.s99r s99.999.99sr 999.999.999r 999.99s.999r s99.999.99sr s99.s99.99sr- 99s.s99.999F 999.999.s99r s99.999.99sr 99s.ses.999r 999.99s.s99r s99.99s.sssr----;;s.ss9.sss 
Rencana Penari l<an D ana 

TOTAL R ECANA PENAR I KAN 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999 .999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999 999.999.999f 999.999.999[ 999.999.999 
TOTAL TARGET P E N D APATAN 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999 999.999.999[ 999.999.999[ 999.999.999 

KETENTUA N :  

- DIPA i n i  ditu angkan lebih l a njut ke dalam DIPA Petikan d a n  DIPA Petika n d irnaks ud berlaku s ebagai dokumen 

pelaks a naan keg iata n Satke r .  

XXXXXXXX, 00- MM-YY 
a . n .  Me nteri/Ketua . 
xxxxxxxxxxxxxxx 

AAAAAAAAAAAA 

NIP. 

999.999.999 
999.999.999 

ff 16/ 
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Tabel VI.8 
LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN) � KEM3'ITERIAN KBJANGAN REPUBUK l'IDONESIA "\2�i lA M"IRA N : SA 1U SET DA FTAR ISIAN FHAKSANAAN ANGGARAN 

S U RAT PENGESAHAN DAFTAR I SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 
N OM::JR : SP D I PA- aaa .bb.c.dddddd/2XXX 

A. DA SA R  1-lJKUM 
1 .  UU i'CJ. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara_ 

2. UU i'CJ. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3. UU i'CJ. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx 

4. Undang-Undang N:Jroor _ _ _ __ Tahun 2XXX Tentang Perubahan Alas W Norror _ _ _ _ _  Tentang APBN TA 2XXX 

B. DENGAN N OOAHKA N AL OKA SI ANGGARAN U'ITUK: 

c_ 

o_ 

1 .  Kerrenterian Negara/ Lembaga (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Unit Organisasi (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3_ Provinsi (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4_ Kode/Nama Satker (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a. Status BLU (Penuh)/(Bertahap) dengan persentase penggunaan langsung PNBP sebesar xx% 

b_ Besaran Persentase Arrbang Batas (xx )  % dari PNBP 

Sebesar Rp. 999_999_999_999 c-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx- ) 

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Kade dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi: 

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kode dan Nama Program dan Kegiatan: 

XXX.XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SLJl.13ER DANA BERA SAL D<>. RI: 
1 .  RUpiah MJrni 

2. PN3P 

- PNBP TA Berjalan 

- Penggunaan Saide Aw al BLU 

3. Anjaman/Hbah Luar Negeri 

- Anjaman Luar Negeri 

- Hibah Luar Negeri 

PENCAIRAN D<>.NA Dl.AKUKAN rvELA LUt 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX) 

2. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp_ 

999_999_999_999 

999_999_999_999 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

999_999_999_999 

999.999.999.999 

999_999_999_999 

999.999.999.999 

'Rp 999_999_999_999 

'Rp 999_999 _999_999 

4. Anjaman/Hbah Dalam Negeri 

- Anjaman Dalam Negeri 

- Hibah Dalam Negeri 

5 _ Hibah Langsung 

- Hibah Luar Negeri Langsung 

- Hibah Dalam Negeri Langsung 

6. SBSN PBS 

3_ 
4. 

E PERNY ATAAN SY A RA  T DA N  KEfENTl.IAN (DISCLAIMER) : 

L DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan da ri DIPA Induk (Nama Prograf1\ Unit Organisasi dan Kementerian Negara/lerrbaga) 

2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengama n  berupa digital starrp sebagai pengganti tanda ta ngan pengesa han (otentifikasQ. 

3. DIPA Pebl<an berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendaha ra Unum Nega ra _  

4 .  Rencana Penarikan Dana d a n  P e rkira a n  Penerimaan yang tercantum dala m ha la ma n  ill DIPA Petikan dlisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan _ 

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petika n sepenuhnya berada pada PA/l<PA. 

} 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp_ 
Rp_ 
Rp. 
Rp. 

['_-�;���-;;;��-.;] 

999.999.999.999 

999_999_999_999 

999_999_999_999 

999_999_999_999 

999_999_999_999 

999_999_999_999 

999_999_999_999 

6 _  Dalam h a l  terdapat perbedaan d a ta  antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan rraka y a n g  berlaku adalah data y a n g  terdapat di d a la m  database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasa rka n  bukti- bukti y a n g  ada). 

7. DIPA Petikan berlaku sejak ta nggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desenber 2XXX. 

xxxxxxxxxx , DD-�YY 
a .n.  Menteri Keuangan 

Direktur Jenderal Anggaran, 

ltd _ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NP.XXXXXXXXXXXXXXXXXX -W 
pfy./ 
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Tabel VL 9 
DIPA Petikan Halaman IA Informasi Kinerj a 

Kementerian Neg ara/Lembaga 

U n it Organ isasi 

Prov insi 

Kode/Nama Satker 

lnfi:>rmasi BLU : 

1 .  S1atus BLU 

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 
: (XXXXXX) 

DA FTA R  I S IAN P E LAKSANAA N A NGGARAN P ETIKA N 
TA HUN ANGGA RA N  20XX 

NOMOR : DI PA- aaa. b b . c . d d d d d d /2XXX 
IA . I NFORM A S I  K I N E RJ A  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ku asa P e n g g u n a  Angg aran 

Bendahara Pengeluaran 

Pejabat Penandatangan SPM 

2. Besaran Persen1ase Ambang Batas 

: ( P e n u h ) /(Bertahap) d e n g a n  persentase penggunaan langsu ng P N B P  sebesar xx% 

: xx % dari  P N B P  

1 .  F u n gsi 

Sub F u ngsi 

Sub F u ngsi 

F u ngsi 

Sub F u ngsi 

Sub F u ngsi 

2 .  Program 

H asil (Outcome) 

I KU Program 

Kegiatan 

l n d ikalDr Kinerja Keg iatan 

Keluaran (Ou1p ut) 1 

xx 

xx .xx 

xx .xx 

xx 

xx.xx 

xx.xx 

xxx .xx.xx 

xx xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .xxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

2.xxxx .xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.xxxx .xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

r.· .·.· 
.
. -�. �::-�:.:

. · ·
. 
: .. ··.···········-.:-. . . ' : C'-l 

< ?IGITAL ��AfV!�, I 
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 .  Saldo Aw ai Kas BLU 

4.  Saldo Akh ir Kas BLU 

999.999,99 xxxxxx 

999.999,99 xxxxxx 

999.999 ,99 xxxxxx 

: Rp 999.999 .999 
: Rp 999.999.999 

H alaman : I A.xx 

Rp.  '999.999 .999 .999.999.999 
Rp.  '999.999 .999.999.999 .999 
R p .  '999.999.999 .999.999.999 
R p .  '999.999.999 .999.999.999 
Rp.  '999.999 .999.999.999.999 
Rp. '999.999 .999 .999.999 .999 

Rp.  '999.999.999.999.999 .999 

Rp.  '999.999.999 .999.999.999 

Rp. °999.999.999.999.999.999 
Rp.  °999.999 .999 .999.999.999 
Rp.  '!399.999.999.999.999.999 

x x x x x x x x x x ,  00-M M -Y Y  
A . N . 

ttd. 

N I P .  

·� � 
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Tab e l  VL l O  
D I PA Petikan Hal aman IA Informasi Kin er:i a 

Kemen1erian N egara/Lembaga 

U n it Organisasi 

Provinsi 

Kode/Nama Satker 

l nformasi B L U  

1 .  S ta tu s  B L U  

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 
: (XXXXXX) 

DA FTA R  IS IAN P E LA KSA NAA N A N G GA RA N  P ETI KA N 
TA H U N  A N GGA RA N  20XX 

NOMOR : D I PA- aaa. b b . c . d d d d d d /2XXX 
IA . I N FORMA S I  K I N E RJ A  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kuasa Peng g u n a  Anggaran 

Bendahara Pengeluaran 

Pejabat Penandatangan SPM 

2. Besaran Persentase Ambang Batas 

: ( P e n u h ) /( Bertah ap) dengan persentase peng g u naan langsung P N B P  sebesar xx% 

: xx % dari  P N B P  

1 .  F u ngsi 

Sub F ungsi 

S u b  F u ngsi 

F u n g si 

S u b  F ungsi 

Sub F ungsi 

2 .  Prog ram 

H a sil (Outcome) 

l nd ikator Outcome 

Output Prog ram 

l n d ikator Output Prog ram 

Keg iatan 

Keluaran (Outp ut) 1 

l nd ikator Kinerja Keluaran 

Keluaran (Outp ut) 2 
l n d ikator Kinerja Keluaran 

xx 

xx .xx 

xx .xx 

xx 

xx .xx 

xx .xx 

x x x . x x . x x  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 .  xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx .xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 .  xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 .  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxx .xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

P ·  oi;;;;-;,.�---;+:;;;;;;;:�- '� l 
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 .  Saide Awai Kas BLU 

4 .  Saide Akhir Kas BLU 

999 .999 ,99 xxxxxx 

999 .999 ,99 xxxxxx 

: Rp 999.999.999 
: Rp 999.999 .999 

H alaman : I A.xx 

R p .  '999.999.999 .999 .999 .999 
R p .  '999.999 .999 .999 .999 .999 
R p .  '999 .999 .999 .999 .999 .999 
R p .  '999.999 .999 .999 .999 .999 
R p .  '999 .999 .999 . 999 .999 .999 
Rp . .. 999 .999 .999 .999 .999 .999 
R p .  ,..999 . 999 .999 .999 .999 .999 

R p .  '999.999 .999 .999 .999 .999 
R p .  '999.999 .999 .999 .999 .999 

R p .  '999.999 .999 .999 .999 .999 

x x x x x x x x x x ,  00-M M -YY 
A . N .  

ttd. 

N I P .  

t ;.GW 
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D IPA Pe tikan H alar.nan IB Sumb e r  D ana 

Kementerian Negara /Lem baga 

Unit  Organisas i 

P rovinsi  

Kode/Nama S atker 

1 .  Anggaran Tah u n  20XX 

1 .  Rupiah M urni 

2 .  P N B P  

3 .  P i njam an/Hibah Luar Negeri 

4. P i nj a m an/Hibah Dalam Negeri 

5. Hibah Lang s u n g  

2.  R i n c i a n  P i nj a m an/Hibah : 

S U M B E R  P INJAMAN DAN H IBAH 

No. N P P/H per Tahun 

No .  No. Reg ister 

1 .  P i njaman Luar Negeri 

2. Hibah Luar Negeri 

3. P i njaman Dalam Negeri 

4.  Hibah Dalam Negeri 

Kade U raian 

1 2 3 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 
: (XXXXXX) 

999.  999.  999. 999 
9 9 9 . 999. 999. 999 
999. 9 9 9 . 999. 999 
9 9 9 . 9 9 9 . 999. 999 
999. 9 9 9 . 999 . 999 
999. 999. 999. 999 

P ag u  

Tah u n  

l n i  

1 )  M ata U a n g  NP P/H 

2) E k uivalen US O 

3) E k uivalen Rupiah 

Kade Dana 

4 5 

NPP/H Naskah Pe�anj ian  P i njaman dan/atau H ibah 

- 327 -

Tabel VI . 1 1  

DAFTAR IS IAN P E LAKSANAAN ANGGARAN P ETIKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR : D IPA- aaa. b b . c . d d d d d d/2XXX 

I B .  S U M B E R  DANA 

Pagu 

Ket : a. P i njaman Luar Negeri ( 1 ) Valuta As ing : Kade M ata Uang 

(2)  RP LN : Kade M ata Uang 

b.  H ibah Luar Negeri ( 1 ) Valuta As ing : Kade M ata Uang 

(2)  RHLN : Kade M ata Uang 

c .  P i njaman Dalam Nege�i IDR 

d .  H ibah Dalam Negeri IDR 

e. H ibah Luar Negeri Langs ung IDR 

f .  Hibah Dal am Negeri Langs ung IDR 

(dalam ribuan) 

R I N C IAN DANA B E R D ASAR KAN 
CARA P E NARIKAN DANA P E N DAM P ING 

1 )  p p  
2 )  P L  

3 )  RK 

4) LC 

5) -

Kade Dana Rp Rp. LN Loe. Cost 

6 7 8 9 1 0  

DIGITAL STAMP I 
Halaman : IB .xx 

E k uivalen Rupiah 

999.  999.  999.  999 Rp. 999999999999999 
999. 999. 999 . 999 Rp. 999999999999999 
999 . 999. 999 . 999 Rp. 999999999999999 
999. 999. 999. 999 Rp. 999999999999999 
999. 999. 999. 999 
999. 999. 999. 999 
999. 999. 999. 999 
999 . 999. 999. 999 

� 

0 
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Tabel VI. 1 2  
DIPA Petikan Halaman II Belanj a Kementerian Negara/Lembaga 

Kementeri a n  Negara/Lembaga 

U n it Organ isas i  

: (XXX) 
: (XX) 

P rovi n s i  

Kode/Nama S atker 

Kewenangan 

Kade 

xxxxxx 

XXX.XX.XX 

xxxx 

: (XX) 
: (XXX;<:XX:; 
: (XX) 

U raian 

S atker/ P rogram/Keg i atan/Output/S u m ber 

Dana 

2 

DAFTAR IS IAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN 
TAHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR : DIPA- aaa. b b . c . d d d d d d /2XXX 
I I .  RINCIAN PENGELUARAN 

(RIBUAN RUP IAH) 

B E L A N J A  

PEGAWAI BARANG MODAL 
[5 1 ]  [52] [53] 

3 4 5 

999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 

999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 

999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 

999 .999 . 999.999 999 .999 . 999. 999 

BANTUAN I SOSIAL [57) 
6 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

LAIN-LAIN 
[58] 

- --1 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

I . DIGITAL STAMP . · .
· 
· . 1 

Hal aman : I I . xx 

JUMLAH SELURUH I LOKAS l/ I Cara Penarikan/ 
KPPN Register 

8 9 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

999.999.999 .999 I XX.XX 

1 0  

xxxx xxx 
xx � 

999.999.999.999 I 999.999. 999.999 1 999.999.999 . 999 
999. 999:�J99:999···1··· 999 999 999:999····t ···· ···· 999 999:999:999 t · ·  999 99if999 999 999·:999:·999:999···· -

999 .999 .  999 .999 
999:9f;f9:99§ 999'""• xxx 1XX XXXXXXJv 

J U M L I 999.999.999.999 I 999.999.999.999 I 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 
xxxxxxx , DD-MM-YY 
A. N .  

ttd . 

N IP. 

0 11@1/ 
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Tabel VI . 1 3  
D IPA Pe tikan H alaman III D IPA Kernenterian N e gara/ Lernbaga 

Kementerian Negara/Lembaga 
Unit Organisas i  
P rovins i 
Kode/Nama S atker 
NO KODE U RAJAN SA T KER 

1 2 3 

1 .  (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [7] 
Rencana Penarikan Dana 
5 1  Belanja Pegawai 

52 Belanja Barang 
53 Belanja Modal 
57 Belanja Bantuan Sosial 

xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [8] 
51 Belanja Pegawai 

52 Belanja Barang 
53 Belanja Modal 
57 Belanja Bantuan Sosial 

Perkiraan Penerimaan 

- Perpajakan 

- Bea C u kai 
- P N B P  
- H ibah 
- Penerimaan Pembiayaan 

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 
: (XXXXXX) 

Januari  

4 

.. 999.999 .999 
999.999 .999 

.. 999.999.999 
999.999 .999 

.. 999.999 .999 

999.999 .999 
.. 999.999.999 
... 999.999 .999 
... 999 .999 .999 
... 999.999 .999 

... 999.999.999 
.. 999.999 .999 

999.999.999 
,. 999.999 .999 

999.999.999 
.. 999.999.999 

DAFTAR IS IAN P E LAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX [1 a] 

NOMOR : D IPA- aaa. b b . c . d d d d d d/2XXX [ 1 b] 

I l l .  RE NCANA P E NARIKAN DANA DAN P E RK IRAAN PENE RIMAAN 

xxx:xxx:xxx:xxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [2] 

X:O��OOOOOOOOCOOCOOCOOCXXX><XXX
[3] xxx:xxx:xxx:xxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [ 4] 

XXX:XXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXX:>OOCXXX [ 5] 
REN CANA PENAR I KAN PEN GELU ARAN/PERKI RMN P E N E R I MMN 

Pebruari  Maret April Mei Juni J u li Ag ustus Seplember 
5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  

.. 9 9 9 . 999.999 p.999.999.999 ... 999.999. 999 p-999 .999.999 "'999.999.999 .. 999.999.999 ... 999.999. 999 "'999.999.999 
9 9 9 . 999 .999 999.999.999 999.999.999 999 .999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

.. 9 9 9 . 999 .999 999. 999.999 ... 999.999.999 ... 999 .999.999 "999.999.99 9  ... 999.999.999 .. 999.999.999 "'999.999.999 
999.999 .999 999.999.999 ... 999.999. 999 ... 999 .999.999 999 .999. 999 ... 999.999.999 . ... 999.999.999 999.999.999 

.. 9 9 9 . 999.999 999.999.999 ... 999.999.999 999 .999.999 .. 999.999.999 p.999.999.999 p- 999.999 . 999 "999.999. 999 

999 . 999 .999 999.999.999 .. 999.999.999 .. 999 .999.999 999.999 . 999 ... 999.999.999 ... 999.999.999 999.999.999 
.. 9 9 9 . 999.999 "'999.999.999 999.999. 999 999.999.999 "999.999.999 p.999.999. 999 p- 999.999.999 999.999.999 
,. 999.999.999 ,. 999.999.999 ,. 999.999.999 ,. 999 .999. 999 "'999 .999.999 .. 999.999.999 .. 999.999.999 .. 999.999.999 
... 999 .  999 .999 "'999.999.999 999.999.999 999 .999. 999 999.999.999 ... 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
.. 999.999.999 .. 999.999.999 ... 999.999.999 ... 999.999.999 "999.999.999 .. 999.999.999 .. 999.999.999 .. 999.999.999 

----..._,.....-

... 999.999.999 "999.999.999 .. 999.999.999 .. 999 .999.999 .. 999.999.999 
[9 ] 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 
... 999 . 999.999 999.999. 999 r- 999.999.999 ... 999.999 .999 "999.999.999 999.999.999 .. 999.999.999 ... 999.999.999 
... 999 .999.999 "999.999.999 r- 999.999.999 "'999.999. 999 .. 999.999.999 999.999.999 .. 999.999.999 999.999.999 

9 9 9 . 999 .999 999.999.999 ... 999.999.999 ... 999.999.999 "9 99.999.999 ,. 999.999.999 ,. 999.999.999 "999.999.999 
999 . 999.999 999.999.999 r- 999.999. 999 "'999.999 .999 "999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

... 999.999.999 999.999.999 ... 999.999.999 ... 999 .999.999 "'999 .999.999 ,. 999.999.999 .. 999.999.999 "999.999.999 

[1 0] 

Ok1Dber 
1 3  

.. 999.999.999 
999.999.999 

... 999 .999 .999 
999.999.999 

.. 999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 

.. 999.999.999 
999 .999 . 999 

... 999 .999 .999 

999.999 .999 
.. 999 .999.999 
.. 999.999.999 
... 999 .999.999 
.. 999.999.999 
... 999.999.999 

I · DIGfTAL STAMP . J (15] 

Nopember 

1 4  

999.999.999 
999.999.999 

.. 999.999.999 
999 . 999.999 

.. 999.999.999 

999 .999.999 
.. 999.999 .999 

999. 999 . 999 
.. 999.999.999 
... 999 .999.999 

.. 999.999.999 
... 999 .999.999 
... 999.999. 999 
... 999 . 999.999 
... 999 . 999.999 
p- 999.999.999 

H alaman : I l l .xx [6] 
( dalam nbuan rup1a n  ) 

Desember 
Jumla h  

1 5  1 6 

... 999 .999.999 ,. 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 

... 999.999.999 ... 999.999.999 
p- 999.999.999 .. 999. 999.999 
... 999.999.999 999.999.999 

r- 999.999.999 ... 999. 999.999 
.. 999.99 9 . 999 .. 999.999.999 
... 999.999.999 .. 999.999.999 
.. 999.999.999 ... 999.999.999 

999.99� .999 ... 999. 999.999 

999.999.999 r- 999. 999.999 
.. 999.999 .999 .. 999.999.999 

999.999.999 ... 999.999.999 
,. 999.999.999 .. 999.999.999 

999.999.999 ... 999.999.999 
999.999. 999 .. 999.999.999 

xxxxxxxxxx.  xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx [1 1 ]  
A. N .  [ 1 2) 

ttd. 

N IP.  
[ 1 3) 
[ 1 4) 

ff 
WV' 
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DIPA Petikan Bala.man III untuk D IPA B LU 
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Tabel VI . 1 4 

DAFT AR I S IAN P E LAKSANAAN ANGGARAN P ETI KAN 
T AHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR : DI PA- aaa. b b . c . d d d d dd/2XXX 
I l l .  RE NCANA P E NARI KAN DANA DAN P ERKI RAAN P E N E RI MAAN 

Kementerian Negara/Lem baga 
Unit Organ isas i  
P rovins i 
Kode/ Nam a S atker 

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 
: (XXXXXX) 

N O  KOD E/NAMA SATKER/U RAIAN P E N E R I MAAN DAN 

PENGELUARAN 

1 1 

1 .  Kode dan n ama satker 
Penarikan D a n a  - AP BN 

- Belanja Pegawai ( 5 1 ) 

- Belanja Barang (52) 

- Belanja Mod a l  (53) 

Pen g g u n aan Lan g s u n g  Dana P N B P- B L U  
- Belanja Barang (52) 

- Belanja Mod a l  ( 53) 

Januar i  Pebruari Maret 

3 3 4 

.. 9 9 9 .999 .999 999 .999.999 ... 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  
9 9 9 . 999.999 999.999.999 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

.. 9 9 9 . 99 9 . 999 .. 999.999 .999 ... 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  
"'99 9 . 999 .999 ,.999 .999.999 ... 999 .  9 9 9 .  9 9 9  

9 9 9 . 999 .999 "99 9 .999.999 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  
,.99 9 . 999 . 999 "'99 9 .999.999 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

R E N  CANA PENAR I KAN PEN GELUARAN/PERKI RAAN PEN E R I MAAN 

Apri l  Mei  Ju n i  J u li Ag ustus September 

5 6 7 8 9 1 0  

9 9 9 . 9 9 9 . 999 999 .999 .999 999 .999 .999 ... 9 9 9 .  999 .  999 ,.999 .999 .999 .. 9 9 9 . 9 99 .999 
9 9 9 . 9 9 9 . 999 999.999.999 999.999.999 999 .  999 . 999 999 .999 . 999 999 .999 .999 
999 .  999 .  999 "999.999 .999 "999.999 .999 ,.999 .999 .999 ... 999.999 .999 .. 999 .999 .999 
9 9 9 . 9 9 9 . 999 ""999.999 .999 ""999 .999 .999 "999 .999 .999 .. 999 .999 .999 ,. 9 9 9 . 9 9 9 . 999 

"'999 .999 .999 ... 999 .999 .999 ... 999 .999 .999 ... 999 .  999 .  999 .. 999.999 .999 ... 999 .999 .999 
,. 999 .  999 . 999 999 .999 .999 "999 .999 .999 .. 999.  999 .  999 .. 999 .999 .999 .. 9 9 9 . 9 9 9 . 999 

;------�-----.--:;;;;--:.:.,�:·-- .: ·--.--·

! , . .  : · DIGrTAL STAMP i ' ' [ '.•,•· !; ' . 

H alaman : I l l .xx 

( da lam rib uan rupiah ) 

Oktober N o pember D esember 
Jumlah 

1 1  1 2  1 3  1 4  

... 999 .999 .999 999 .999 .999 ,. 9 9 9 . 999.999 ,. 999 . 999 .  999 
999 .999 .999 999 .  9 9 9 .  9 9 9  9 9 9 . 99 9 . 999 999 .999 . 9 9 9  

... 999 .999 .999 ,. 999.99 9 . 9 9 9  ,. 999 .999 .999 ,. 999.  9 9 9 .  999 
... 9 9 9 .999 .999 ,. 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  .. 9 9 9 . 999.999 ... 999 .99 9 . 999 

999 .999 .999 ... 999 . 9 9 9 . 9 9 9  .. 999 .999 .999 " 99 9 . 9 9 9 . 9 9 9  
999 .  999 .  9 9 9  ... 999 .  9 9 9 .  999 .. 999 .999 .999 ... 999 .999 . 9 9 9  

Penarikan PN B P  yan g d isetor  ke Kas N eg ara 9 9 9 . 99 9 .999 .. 999 .999.999 ... 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  ,. 999 .999 .999 ... 999 .999 .999 "999 .999 .999 "99 9 . 9 9 9 . 999 "999.999 .999 .. 999 .999 .999 .. 999 .999 .999 ,. 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  .. 9 9 9 .999 .999 ,. 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  
- Belanja Barang  (52)  ... 9 9 9 . 99 9 . 999 .. 999.999.999 .. 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  ,. 999 .999 .999 ,. 999 .999 .999 .. 999.999 .999 
- Belanja Modal  ( 53)  .. 9 9 9 . 999 .999 ... 999 .999.999 ... 999 .  999 .  9 9 9  ,. 999 .  999 .  999 .. 999.999.999 "999 .999 .999 

Perkiraan/Targ et Pen erimaan 9 9 9 . 9 9 9 . 999 "99 9 . 999.999 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  "'999.999 .999 "'999.999 .999 ... 999.999 .999 
- PNBP 9 9 9 . 99 9 .999 9 9 9 . 999 .999 .. 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  ... 999 . 999 .999 ... 999 .999 .999 ""999 .999 .999 

- yang d isetor (XXXXXX) 9 9 9 . 9 9 9 .999 999.999.999 ... 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  "999 . 9 9 9 . 999 ... 999 .999 .999 "999.999 .999 
- yang d ig u n a kan langsung (XXXXXX) ,.99 9 . 999 .999 9 9 9 . 999.999 ,. 999 .999 .999 °'999 .999 .999 .. 999 .999 .999 "'999 .999 .999 

"99 9 . 9 9 9 . 999 "999 .999 . 999 ... 999 .999 .999 
"999 .  999 .  999 ,. 999 .  999 .  999 ,. 9 9 9 . 9 99 . 999 

"999 .999 .999 ... 999 .999 .999 "999.999 .999 
.. 999 .  999 .  999 ""999 .999 .999 " 9 9 9 . 9 99.999 
.. 999 .999 .999 "'999 .999 . 999 .. 9 9 9 . 999.999 

999 .  999 .  999 "999 .999 .999 999 .999 .999 

... 999 .999 .999 " 99 9 . 9 9 9 . 9 9 9  
... 999 .999 .999 999 .  9 9 9 .  999 

... 999 .999 .999 ,. 999 .999 .999 
" 999 .999 .999 999 . 9 9 9 . 9 9 9  
... 999 .999.999 999 . 9 9 9 . 9 9 9  
... 999 .999 .999 .. 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9  

xxxxxxxxxx ,  DD- l'vM-YY 
A. N . .  

ttd .  

N IP .  

,. 9 9 9 .  999 .  999 ,. 999.99 9 . 999 
,. 999 .999 .999 .. 999.999 . 9 9 9  

.. 999 .999 .999 ... 999.999 . 99 9  
.. 999 .999 .999 ... 999 .999 . 9 9 9  

9 9 9 .9 9 9 . 999 ... 999.  999 .  999 
999 .999.999 .. 999 .999 .999 

� 
MJY 
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DIPA Petikan H alaman N 

Kementerian Negara/Lembaga 

Unit Organisasi 

P rovinsi 

Kode/Nama S atker 

KODE 

kode satkerl uraian satker 

kade program! uraian program 

kode kegiatan I uraian kegiatan 

kode keg dan output I uraian ou�put 

catatan output 

kode keg dan output I uraian output 
kode akun yang 

(XXX) 
(XX) (XX) 
(XXXXXX) 

xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXX!COOCOOO 

xxxxxxxxxxxxxxx 

U R A L A N 

dicatat/tunggakan l uraian akun yang diberi catatan/tunggakan 
keterangan juniah dana akun yang diberi catatan/tunggakan 

catatan dapat dilaksanakan sete/ah mendapat persetujuan 
Ditjen Anggaran atau Kanv.il Ditjen Perbendaharaan 

- 3 3 1 -

Tabel VI . 1 5  

DAFTAR IS IAN PELAKSANAAN A NGGARAN PETIKAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR : DIPA- aaa.bb .c .d ddddd /2XXX 

Rp. 

Rp 

IV. C A  T A  T A N 

999.999.999 

jumlah uang 

KODE 

MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

t 
r · 

U R A I A N  

xxxxxxxxxx, 00-Nr-A-YY 

ttd. 

SRI MULYANI IND RAWATI 

NIP 

sesuai dengan aslinya 
Um um 

NTARTO YUWONO � 
1 97 1 09 1 2 1 99703 1 00 1 / 

. DIGIJALSTAMP. I 
Halaman : IV .xx 

(dalam ribuan rupiah) 

07 � 
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